BUPATI ROTE RDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAC
NOMOR 2% TAHUN 2025

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DI KABUPATEN ROTE NDAG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Lketentuan Pasal 108
Peraturan Dacrah Kabupaten Rote Ndaa Nemar 4 Tahun
2023 tentang Penyelengzaraan Bangunan Gedunyg, perla
menetapkan  Peraturan Bupati  tentang Peraturan
Pclaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Bangunun Gedung,

Mengingat : 1. Pasal 18 avat © Undang-Undang Dasar Nepara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabuparen Rote Ndao di Provinsi Nusa
Tengeara Tunur (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2002 Nomor 221, Tambazhan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Intdoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik [ndonesia Momor 5587),
sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang {(Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Repukblik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi  (Lembaran Negara Repubilik Indonesia
Tabhun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6013);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahum 2021 tentang
Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran
Nepara Republik [ndonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lcmbaran Ncgara Republils Indonesia
Normor 5628):
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10.

ii.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
25/PRT/M /2007 ientang Pedoman Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung,

Peraiuran Menteri Pckenguan  Umusm Nomor
26 /PRT /M /2007 tentang Pedoman Tirn Ahli Bangunan
Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negars Republik Indonesia Tahun 20135 Noraor 2036),
sebagaimana. telah dinbah dengan Peraturan Menteri
Dalam WNegeri Nomor 120 Tahun 2G18 teniang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  Negen
Nomor 80 Tahun 2(115 tentzng Pembentukan Produic
Hulkum Daerat (Berita Negara Republik Tadunesia
Tahun 2018 Nomor 157),;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyai. Nomor DS/PRT/M/2016 tenitang Izin
Mendinkan Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Rote Ndao Tabun 2013-2033 (Lembaran
Dacrah Kal:upaten Rote Ndao Tahun 2013 Namaor 030,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Role Ndao
Nomor O18);

Peroturun Daerash Kabupatcn Rote Ndao Nomor 4
Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Bangunan
Gedung {Lembaran Deerah Kabupatcn Rote Ndae
Tahun 2023 Nomor 004, Tambahan Lembaran Dacrab
Kabupaten Rote Ndao Numer 004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2022 TENTANG PENYELENGGARAAN  BANGUNAN
GEDUNG Di KABUPATEN ROTE NDAO

nkAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturasn Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunhan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yany
menyaru dengan tempat kedudukannya, schasgian alan seiuruhnya berada
diaias danatau didelam tanah danfatau air, vang berfungsi sebagai
tcmpat manusia melakukan kegialannya, baik untuk hunian atau tempal

tinggal, kegiatan keagamaan, kcgiatan usaha, Kegintan sosial, budaya,

&. maupun kegiatan khuasus.

. 2. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang sclanjuinya disingkat BGCE adalah
Rangunan Gedung vang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan
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12,

13.

14.

15.

cagar budaya sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undasigsn
tentang cagar budaya.

Rangunen Gedung fungsi khusus yang selanjutnyva disingkat BGFK adalah
Bangunan Gedung yang Kkarena fungsinya mempunyai  Tingkat
kerahuasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yansg
kavena pcnyveienggaraannya dapat membahayakan = masyarakal
disekitarnya dan/atau cempunyai resiko bahaya linggi.

Bangunsn Gedung Hijau yang selanjutnyva disingkat BGH adalah
Bangunan Gedung vang memenuby standar teknis Bangunan Gedung dan
memiliki kinerja temukur sccara signiliken dalam penghcmatan, energi, air
dan suraber daya lainnya melahi penerapen prinsip BGH sesuai dengan
fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggarasnnya.
Bangunian Gedung Hunian Hijan yang selanjuinya discbut H2M  adaiah
kelompok Bangunan Uedung dengan klasifikasi sederhana berupa mumah
tinggal Tungpel dalam satu kesabtuan lingkungan admimnstrative atau
temalik yeng memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.

Garis Scmpadan Bangunan yang disingkat GSB adalah gens yang
mengatur Batasan lahan yang tidak heleh dilewati dengan bangunen yang
membatasi fisik bangunan kearah depan, belakang maupun samping,
Keierangan Rencuna Kots yang scianjutnya disingket KRK adalah
informasi lentang ketentuan tata bangunan dan hngkungan yang
diberakukan olehh pemerintah dacrah kabupaten/kota pada Lokasi
tertentu.

Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutva disingkat KBG adalah
angka maksimal jumlzah Janial Bangunan Gedung yany diperkenankan.,
Kociisicn Dasar Bangunan yang sclanjuinva disingkat KB adalah angka
perseniase brrdasarkan perbandingsn antara luas seluruh lantai dasar
Banpunan Gedung ferhadap Juas lahap pevpetakan atau  daerzh
perencanaan sesual KRK,

Koefisien Daerah Mijau vanp selamuinya disingkat KLE Adalah angke
persentasc perbumidinganal Bangunan Gedung ierhadap luas lahan
perpetakan atau dacrah perencanaan sesuail KRK.

Koefisien Lantai Bangunen vang selanjutnya disingkat KIL.B adalah angka
pcrhadaprsentase perbandingan antara luas seluruh lunlsi Bangunan
Gedung Terhadap luas lahan perpetakan alau daerah poicncanaan stsusl
KRK.

Koefisien Tepak Bascment yang selanjutnya disingkat KTR adaiah angka
perseniase berdasarkan perbandingan antara luas lapak basement
terhadap iuas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
Masvarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha
dan lcmbaga aiau orgonisasy yang kegiatannya di bidang Bangunan
Gedung serta Masyarskat hukum adat dun Masyerokai ahli yang
Lerkepeniingan dengan penvelenggaraan Bangunan Gedung.

Persctujuan Bangunan Gedung yang sclanjuinya disingkat ¢¥BG adalah
periziinan vang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
smembangun baru wwengubah memperluas mengurangi dan/atau merawat
Bangunan Gedung scsuai dengan standar teknis Banguanan Gedung,
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Godong yang selanjutnya disingkat SLF
adalah sertifikaf  vang diberikan oich pemerintah daerah  untuk
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum  dapat
dimanfaatkan.
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Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang scianjuinya disingkat
SBRJIG adalah surat tanda buktt hak atas siatus keperulikan Bangunan
Gedung,
Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkar RIB adalah dokumen yang bersi hasil identifikasi kondisi
terbangun  Bangunam  Gedung  dan  lingkungannya, meladologi
pembongkaran, iitigasi risiko pembongkaran, gambar rcncana teknis
pembongkaran, dan jadval pelaksanaun penrbongkaran.
Petaksana SBKBG adalah wuil. organisasi yang mclaksanukan penerbitan
dan pembaruen SBKBG di tingkat kabupaten.
Pclcstarian adalah kegiatan perawafan pemugaran serta pemelibarann
Bangunzan Gedung dan lingkungannva untuk mengembalikan keandaian
bangunan tcrschut sesual dengan aslinyz atau sesiat dengan keadaan
menurdl peciode yang dikchendaki.
Femanfaatan Bengunan Gedung adelah  kegietan memanfaatkan
Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk
kegiatan pemcliharuan perawatan dan pemeriksaan secarsa herkala.
Pembongkaran adalah kegigtan membongkar atau merobohkan seluroh
atau scbagian Bangunan Gedung kompanen bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarananya.
Pemelibarazn adalah kegiatan menjaga kcandalan Bangunan Gedung
heserta prasarana dan sarananya agar selalo lak fungsi.
Pemeriksaan berkala pcmceriksaan berkala adalah kegutan pemeriksaan
keandalan sehuwruh atau sebagian Bangupan Gedung, kompencn bahan
bangunan, dan atau presarena dan sarananya dalam tenggang waktu
tertentu guna menyatakan kelainan fungsi Bangunan Gedung.
Pemilik Bangunan Qedune yeny sclanjutnya disebut permilik adalah orang
badan hukum kelompok orang atau perkumpuwlan yang meaurul hukum
sah sebagai pemilik Bangunan Gedunsg.
Permohan adalal pemilik Banpgunan Gedung aiau yang diberi Kuaga uniuk
mengajukan permohonan penctbitan PBG, SLF, RTB, dan fatau SBKBG.
Pendulaan adalah kegiatan penguwmpulan data suatu Bangunan Gedung
olch pererintah pusar aiau pemcrntsh dacrah vang dilakukan secaru
bersarma dengan proscs PBG, proses SLF, dan pembongkaran Bangunan
Gedung serta mendata dan moendueflarkan Bangunan Gedung yang telah
ada.
Pengelola unil nrganisasi atau badan usaba yang bertanggung jawab atas
kegiatan opcrasional Bangunan Gedung, pclaksanaan pengoperasian dan
perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara cfisien
dan efektif.
Fengclola teknis adalah tepaga tcknis daevah dan atav organisasi
perangkat dacrab yang bertanggung jawab dalam pemhinaan BGN yang
ditugaskan untuk membantu lembagn dan atau orgenisasi perangkai
daerah dalam FPembanyuiian BGN.
Pengguna Bangunan Gedung yeng selanjutnya disebut pengguna adaiah
pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pernifik
yang menggunsakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian
Bangunan Gedung scsual dengan fuangsi yang ditetapkan.
Pepgunjung adalah stmuu orang 9elain pengguna yvang beraklivitas pada
RBangunan Gedung,

3. Pendik...
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Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang
perseorangan yang memiiiki kompeiensi dan diberi tugas oleb pemerintah
dacmmh  sesuat dengan kowenangannya untuk mclakukan imspeksi
werhadap penyelenggarasn Bangunon Gedung,

Penvedia Jasa Konstruksi adalah pemberi tayanan jasd konstroksi.
Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun Gdak herbadan hukum yang mempunyai
sertifikat kvmnpetensi kerja kualifikasi ahii atan seruftkat badan usaha
uniuk meiaksanakan pengkajian tekmis atas kenaikan fungsi Bangunan
Gedung.

Penvelenggaraan Bangunan Gedung edalah upaya pometintah daerah
dalarn mclaksanakan kewenangan di sub-urusan Bangunan Gedung yanyg
meliputi sumber duya reanusia, penycdiaan dokuwnen keierangan rencana
kola secara elektronik, renicana tata bangunan dan lignkungan, rencana
manajemen kebakaran skala perkoiaan dan rencana induk system pruteksi
kebakaran kola, kaidah arsitektur Bangunan Gedung, dcsain
prototipe/ purvarupa, sysiem informasi manajemen Bangunan Gedung,
inspeksi Bangunan Gedung, persemyjuan Bangunan Gedung, sertifileat laik
fungsi, swal kepemilikan Bangunan Gedung, pembinaan Bangunan
Gedung, pcmbongkaran, kompensasi, insenlil dan disinsentif, peran seria
IMasyarakat.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung negara yang sclanjuinya disebut
penyelenegarasn BON adaish kegiatan yang mcliputi proses perencanaan
teknis dan pelaksanaan konstruksi secta kegiatan pemanfaatan pelestanan
dan pcmbongkatan BGN.

Perawaian adalah kegialan memperbaild dan atan wengganii bagian
Bangunan Gedung komponen beban bangunan dan atau prasarana dan
sarany ugar Bangunan Gedung fetap laik hungsi.

Fersctujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya dischbut
persetujuan pcrabongkaran adelab persclujusn vang diberikan oleh
prineriniah  daerah kahupaten kepada pemiik untuk membongkar
Bangunan Gedung Sesuail dengan standar teknis.

Aparztur Sipil Negara yang selanfutnya disingkal ASN adalah profcsi bag
pegawai ncgeri sipil dan pegawai pemcrintah denigan perjanjian kerja yang
bekerja pada insiansi pomerintat.

Timm Profesi Ahli yang selanjuinya disingkal TPA adalah tim yang terdiri ates
profcsi ahli yang dilinjuk oleh Pemcrintali Daerah untuk memberikan
pertimbangan teknis dulam Penyelenggaraan Bangunan Gedung,

Tim Penilai Tcknis yong selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang
dibentuk oleh Pemerintah Daerah yanpg terdird atas inslansi terkait
penyclenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan folkaus
dalam proscs penilaian dokumen rencana tckmis Bangunan Gedung dan
RTB berupa rumah Gnggal tunggal (satu) lantai dengan luas paling banyak
72 w?2 (tujuh puluh dua meter persegi) don rumah nggal tungeal 2 (duaj
lantai dengan Mas lantai paling henyak 90 m2 [sembilan pulul mneier
persesi) serta pemieriksaan dokumen permohonan SILF perpanjangan.
Masyarakat adalabh perscorangan, kelompek, badan hukum atau wusaha,
dan lembaga atau orgasasi yang kegiatannya dibidang Bangunen
Gedung, serta Masvarakat hukum adat dan Masyarakat ahli, yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan Bengunan Gedung.
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Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sclanjutnya disingkat MBR
adalah masverakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perla
mendapal dukungan pemerintah untuk mempercieh rumah.

Kescsuaian Kegzinlan Pemanfaatan Ruang vang selanjutnya disingkat KKPR
adalah suatu dokumen vang memberikan pernvataan kesesuaian antara
renicana aksi pemanfaatan nuang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR
adalah pengeanti ketentuan mengenai izin iokasi.

Rencana Detpil Tata Ruang yang selanjuinya disebut ROTR. RDTR
merupakan bagian dari rencana rnci tata ruang.

Sistem di sub-urusan Bamngunan Gedung Ternlegrasi Secara Elektronik
{Online Single Submission) yang selanjuntya discbut Sistem OSS addalah
sistcm cicktronik terintegrasi yang dikeloia dan diselenggarakan oleh
Lembaga 0SS untuk penyelengsaraan di sub-urusan Bangunan Gedung
Berbasis Risiko.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan vang sclanjutnya disingkat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendabikan
pemanfaatan rusng yang memuai matcnl pokok ketentuan prograim
bangunan dan bngkungan, rencana umwm dan panduan rancangan,
rencana  investasi, ketertuan pengendalian roncana, dan pedoman
pcngendalian pelaksanaan.

Bangunan Grdung Negaras yang selanjutnya disebut BGN  adalah
Bangnnan CGedung unfuk keperluan Dinas yang mcenjadi barang milik
nicgera atau daerah dan disdakun dengan sumber pendanaan yung berasal
dari dana anggaran pendapatan dan belanjo negara, anggaran péndapatan
dan belanja daerab, dan/aiau perolchan lainnya yang sah.

Sistemy informasi Manajemwen Bangunan QGedung yaog  selanjutnya
disingkai. SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan
untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKEG, RTB dan
Pendataan Bangunan Cedung discrted dengen informasi terkeaut
Penyelenggaraan Banguna Gedung.

Standar Pelayanan adalah tolak ukir yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pciavanan den acuan penilaian kualitas pelayanan
schagei kewajiban dan janji penyelengeara kepada Masyakaral dajam
rangka pelavanan yang herkualiias, ccpat, mudah, terjangkau, dan
lerakur.

Maiklumat pelavanan adalsh pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan
rincian kewajiban dan janji yane terdapat dalam standar pelayanan.
Standar Operasicnal Prosedur sclanjuinva  disingkat SOP  adalal
serangkaian instruksi teciulis veng dibakukan mengenai berbagai prases
Penyvelenggoran aktivitazs organisasi, bagaiman dan kapan bharis
dilakukan, dimana dan oh siapa dilakukan.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atan merobohkan sciurb
atan sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarananva.

Kementernian  edalahh  kementenianm vang menyelenggarakan  usasan
pemerintahan dibidang pekerjaan untim dan penataan ruang.

Menterl adalah menien pekerjaan umum dan penaiaan ruang.

Pemeriniah Provinsi adaiah Pemeriniah Provinsi Nusa Tenggara Tonour,
Dacrah adslah Kabupaten Rote Ndao.

Pemerintab Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rotc Ndao,
Bupati adalah Bupati Rote Ndaoc.,

b




5%. Pe::angleat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalon penyelenggaraan urusan
pemeriniahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6ft. Dinas lcnanaman Madal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Salu Pinin Kabupaien Rofc Ndao.

61. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkar
DPFUPR uadaizh Dinas Pekerjazan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Rote Ndao.

Pasal 2
Ruang lingkup Peratuwran Bupati ini meliputi:

a. Perangkat dagran penyeicnggara Bangunan Gedung;
b. Ketentuan penyelenggaraan PBG;
¢c. Ketenfvan penyelenggaraan THPA;
d. Ketentuan penycleneggaraan SLF;
¢, Pemiai teknis;
. Penilik Bangunat Gedung,
g Pembongkaran Bangunan Gedung;
h. Ketentuan penyclenggaraan pendataan Bangunan Gedung; dan
i. Peagawasan dan pencrtiban.,
BAB II
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesalu
Umum
Pasal 3
Perangkat dacrah penyeienggara layanan urusan Bangunan Gedung meliputs:
a. DPMTSP,
b. DPUPR; dan
c. iostansi leknig teriait.
Pasal 4

Penyelenggaraan iayanan urusan Bangunan Gedung, melipud:
a. sumber daya manusia;

L.  penyediaan kcterangan vencana kota secara elektromk;
RDTR;

RTEL,

rencana manajcmen kehakaran skala perkotaan dan rencana induk sistem
proteksi kebakaran kuia;

kaidnh arsitektur Bangunan Gedung,

dcsain prototipe/ purwarupa;

SIMBG;

inspeksi Bangunan Gedung;

PBG;

SLF,

SBKBG;

pembinaan Bangurnan Gedung,
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0. kompensasi, insentif dan dismsentif; dan
p-  peran seriu masyvarakat.

Pasal S

Penvelonggaraan layanan urusan BRangunan Gedung oich perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan  tugas  dan

kewenangannya.

Pasal 6

(1) Bupati mendclegasikan kewenangan pclayanan penerbitan PBG kepada
DPMPTSP.

{2) Pendelegasian kewenangan schagaimena dimaksud pada ayat (1)
dilaitsanakan wuntuk seluruh Bangunan Gedung, kecuali Baopgunan
Gedung Fungsi Khusus.

(3) DPMPTSP sebelum menerbitkan FBG w32jib mcminta rekomendasi teknis
dari DPUPR,

{4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayar (3), meliput::

a. penilaian arsitcktural;
b. penilaian struktur; dan
<. peoilaisn mekanikal cicktnkal.

{S] Penilaian schagammana dimaksud pada ayat (4) humf a, huruf b, dan huewf
v diberikan oleh pepilai yang bersertifikat/berkompetensi ahli melalui
SIMBG.

Bapian Kedua
DPM'SI?

Paragraf 1
Tugas dar: Kewenangan

Pasal 7

DPMITTSFE scbagaimana dimaksnud dalan Pasal 3 huruf a mempunyar lugas:

a. memberikan priayanan penerbitan PBG;

b. memberikan layanan penerbitan SLF untuk luasan bangunan tidak lebih
dari 72 m? [tujuh puluh dua meter persegi); dan

¢. melaksanakan pengawasan umurn terhadap pelayanan penerbitan PBG.

Pasal 8
DPMPTSP berwenangan mencrbitkan, mecmbokukan, atali mencobut FBG.

Puragral 2
Loket Layanan

Pasal 9

{1} Pelayanan pcnerbitan PBG secamn langsuny dilaksanakan melalui Loket
layanan.
{2) Pelayanan langsung kepada masyarakat scbagaimana ditnaksud pada ayat
(1) melipati:
a. penerimaan dsn pemeriksaan kelengkapan dokumen permmohonan
PBG: dan
b. pemrosesan dokumen perraohonan PBG melalw SIMEG.




f3) Penerimaan dan promcriksaan kelengkapan dokumen permohonan PBG

{1)

(2}

in

(2)

{3)

{1

(2

schagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sctap han mulai pukoed
0R.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita.

Pasal 10

Dalam hal persyaratan administratf dan persyaratan teknis permohonan

P3G atau SLF dinyaiakan tidak lengkup, petugas laket layanan

ruengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau

dipcrbaila.

Dalam hal persyaraian administratif dan pevsyasaian teknis permohonan

PBG atau SLF dinvatakan lengkap, pctugas loket Jayanan berkewajiban:

a. memberikan tanda terima atas permohonan peoerbitan PBG atau
penerbitan SLF,

b. mcncatat den memasukan data proses permobenan ke dalam sistcm

informasi penyelenggaraan Bangunan Gedung,

membuat berita acara hanan penerumaan pcrmohonan layanan;

d. melaksanakan pemroscean dokumen permohonan penerbilan PBG
atau penerbitan SLE;

e. menerima dan mewmverilikasi bukti permbayaran retribusi PBG; dan

f. menyampaikan dokumen PBG atau dokumen SLF kepada pemnbon.

Paragraf 3
Layanan Onfme

Pasal 11

Pelaksanaan Pelayanan penerbitan PBG secara Online/berbasis mnternet,

meliputi:

a. pencrimaan dan pemenksaan kelengkapan dokumen permohonan
PiBG;

b. pcmrosesan dakumen permochonan PEG;

c. pencrimaan dan pemeriksaan kelengkapan dukumen perrmohonan SLF
untuk rumah inggeal 1 (satv) lantai; dan

d. pemrosesan dokumen permohonan SLF untuk rumah tingeal 1 (satu)
lantai.

Kciengkapan dokumen permohonan PRG dan dokurmen pcrmohonan SLF

schagaimana dimaksud pada ayat (1) haraf a, dan horaf ¢, diunggah cich

pemohan.

Pemeriksaan kelengkapannya oleh petugas layanan onfine sciiap han dani

pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita.

-~
‘e
.

Paszal 12

Lialam hal persvaratan administratl dan pers_yarat.én ieknis pcrmohonan

PBG atau SLF dinyatnkan tidak lengkap, petugas lavanan aniine

menginformasikan kepada pemohon unoak dilengkapi dan falzu diperbaiki

melalui surat elcktronik,

Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan tekmis permohonan

PBG atau SUF dinvatakan lengkap, petugas leket Jayanan berkewajiban:

a. memberikan tanda termma atas permohonan pencrbitan PRG atau
penerbitan SLF maelajw surat elektronik;

b. membmuat berita acara havian penerunaan permohonan layanan,



c. mclaksanakan pemroscsan dokumen permohonan pruerhitan PBG
atau penerbilan SLE;

d. menginformasikan kepada pemohon mclelui surat elektronik wakiu
dan loket pemverahan bukt pembayaran  reiribusi PBG  scrta
pengambilan dokumen PRG atau SLF;

e. mencrime dan memverifikasi bukil pembayaran retribusi PRG; dan

{. menyampaikan PRG aiau SLF kepada pernohan.

Bagian Ketiga
DPUFR

Pasal 12

DPUPR sebagaimana dimaksud dalara Fasal 3 hurud b sempunyai tugas:

a. memberikap pcnilaian dokumen rencana teknis  pada  proses
permohonan PBG;

h. menyelengearakan layanan penerbiian dan perpanjangan SLF selain
untuk rumah tinggal 1 (satu) laniai;

c. melaksanakan pengkajian leksus dalam rangka penerbitan SLF selain
watuk ramah tinesal 1 (satu) iantai; dan

d. menyeienggarakan iayanan pengesahan R1B.

Pasal 14

DPUPR bervenang:
a. menerbitkan, membekukan, raencabut atau memperpanjang SLF; dan
b. mengesahkan ainu tidak mengesahkan RTB.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dinaksud dalam
Paszl 13 dan Pasal 14, OPUPR mclakukan:

a. penyelcngzaraan TPA;

h. pembinaan Heiabat Fungsional Tata Bangunan dun Pernamahan; dan

c. pcmbinaan ASN yang membidangi Bangunan Gedung.

Bagian Keempat
instanai Teknis Terkait

Pasai 16

(1) Instansi teknis terkait sebagaimana ditoaksud dalam [asal 3 huruf c,
merupakan perangkat daerab yang bertugas mendukung pruses
penvelengzaraan Bangiinan Gedung, antara lain:

a. Lidang penataan ruang,
b. bidang lingkungan hidup;
¢. bidang perhubungan;

d. bidang kcbakaran,

«. bidang ketenagaketjaan, ’
f. hidang kormunikasi dan intormatika;
a. bidang kesehatan; dan ?

t. Satuan Polisi Pamenyg Praja; dan
i. Kecamatan.
" (2} Bidang penataan rueng sebagaimana dimaksud pada ayal (1} hurul a
ﬁe memiliki lugas pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
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(3) Bidang lingkungan hidup sebngaimana dimaksud pada ayai (1) busul b
memiliki lugas dan fungsi pcngendalian dampak lingkungan.

{4) Bidang perhubungan sebagnimana dimaksud peda ayat (1} hund ©
memiliki tugas dan (ungsi pengaturan dan pengendalian terhadap dampak
lalu hntas.

{5) Bidang kebakaran sebagaimana dimakcsud pada ayal (1) huraf d memaliki
tugas dan fungsi pcenycicniggaraan proteksi kebakaran pada Bangunan
Gedung dan linglkungan.

(6) Bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimsksud pada ayat (1) huruf e
memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesclamatan dan kesehatan
kerja.

{7) Bidang komunikasi dan informatika sebagaimans dimaksud pada ayat {1)
hunf f memiliki tugas dan fungst penyelengearaan instalasi dan jaringan
kuvinunikasi den informatika.

i8) Bidang keschaian sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf f memiliki
tugas dan fungsi penyelenggaruan Bangunan Gedung fasilitas kesehalan,

(8) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
memilikt tugas dan fungsi penertiban pelanggaran Bangunan Gedung
terhiadap keientuan perahuran daerah.

{10) Kccamatan schugpimana dimaksud pada ayat (1) buraf i memilika tugas
melakukan pengawasan penyelenggaraun Bangunan Gedung dan
menyampaikan kepada perangkat daerab penyclengpara layanan urusan

" Bangunan Gedung.

BAB I
KETENTUAN PENYELENGGARAAN ['BG

Bagian Kesatu
Umumn

Fasal 17

(1) Setiap orang/tadan bukum yang akan membangun baro, mengubah,
memperluas, mengurang denfatan mcerawat Bangunan Gedung harus
memiliki PBG.

(2) Pemilik Banguiman Gedung ataun kuasa mengajukan permohonan
penerbitan PBG Kkepada DPMPISE harus menggunakan perencana
konstiuksi.

(3) Permohonan PBG schagaimana dimaksud pada ayat (2) haras memenuhi
persvaraian administratf dan persyaratan teknis.

(4) Dalam hal prmilik Bangunan CGedung adalah MBR atau tidak mampu
menggunakan perencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapai mengajukan permolianan kepada DPUPR deswin proiotipe Bangunan
Gedung dan petunjuk Bangunan Gedung yang sesual dengan persyaratan
pokok tahan gempa.

Pasail 18
Mcngubah, memperluas, meagurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung
sebagaimana dunaksud dalam Pasal 17 ayat (}) adalah:
a. mengubah, yaitu;
1. mengubah fungsi ruang pada lantai Bangunan Gedung,
2. mengubah fungsi keseluruhan Bangunan Gedung; dan
2. mengubah struktur Bangunan Gedung.

2. a2 a_aa as.nsallec asess




b. memperluay vailu Kegiatan penambahan inas Bangunan Gedung yang
herdampak pada penambahan total luas Bangunan Gedung.

c. mengurangt vaitu kegiatan peneurangan luas Banguuan Gedung yang
berdampak pada pengurangan total luas Bangunan Gedung,

d. merawat yaiti kegiatan perawatan Bangunan Gedung vang dapat
berdampak puda pembebanan struktur Bangunan Gedong.

Pasal 19

Penyclenggaraan PBG untuk Bangunan Gedung capar budaya dan/atau
Bangunan Gedung di dalam kawasan ¢agas budaya. dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundsng-undangati.

Pasal 20

Kctentuan penvelenggaraan PBG mehputy:

penggolongan ohjck PBG;

persvaratan administratif pecomohenan PBG;

pcrsvaratan teknis permohonan PEG,;

masa berlaka PBG,

tata cara penyelenggaraan PBG;

fata cara penghitungan retribusi PBG;

jangjea waktu proses permnohonan dan penerbiian PBG; dan
perubahan vencana teknis paska penerbitan PBG.

@M RO To

Bagian Kedua
Penggolongan Objyek PBG

Pasal 2)

(i) Pengeolongan objek PBG meliputi:
a, Bangunan Gedunyg barn,
b. Bamngunan Gedung cksisting;
¢. Bangunan Gedung kolektif; dan
d. Bangunan prasarans.
{2} Penggolongan objck PBG sebagaimaps dimaksud pada ayat (1) hurud a,
hwul b, dan huruf ¢ berdasarkan pemenfaatannya mcliputs:
a. Bangunan Gedung untuk kcpentingan umn; dan
b. Bangunan Gedung bukan untuk kepenbngan umnom.
{3) Pengaolongan objck PBG sebagsimana dimaksud pada ayar {1) huruf a,
bumit b, dan huruf c berdasarkan kompleksitasnya meliputi:
a. Bangunan Gedung sederhans;
b. Rangunan Gedung tidak scderhana; dan
c. Bangunan Gedung khusus.
{4) Pengspiongan objek PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3] buruf a
berdasarkan penyediaan dokuracn vencana teknisnya mebpuls:
a. Bangunan Gedung sederhana yang dokumen rencana tcknisnya
diacdiakan oleh perencana konstruksi;
b. Bangunan Gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya
menggunakan desain prototipe; dan ?
c. Bangunan Gedung scderhana yang dokumen rencana kekuisnya
discdiakun sendiri oleh pemohon dengan berpedoman pada
peravaratan pokok tahan gempe Bangunan Gedung sederhana 1 {eatw) %‘
langai.

DWsesd MO



i)

{2)

(1)

(2]

(3)

Pasal 22

Kriteria Bangunan Gedung vang termasuk dalawn penggolongan Bangunan

Gedung sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pagal 21 ayat (3) hurud

a yaitui:

a. jarak antar kolom malaimal 3 (tign} meter,

b, tinggi kolom di sctiap lantal maksimal 3 (tga) meter;

¢, jumiah lanial bangunan maksimal 2 {dua) iantai;

d. luas bidang dinding maksimal 9 m? (scmbilan meter perseay; dan

c. luas total lantai bangunan paling banyak 300 m? flima ratus meter
perseg).

Daiam hal dokumen rctncana teknis Bangunan Gedung scderhana

mengguuakan desain prototpe atau disediakan sendiri oleh pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, dan hunii ¢, luas

total lantai bangunan paling banyak 100 M2 (seratus meter perseg).

Bagian Kctiga
Persyaratan Adminisiratif Permohonran PBG

Pasal 23

Persyaratan administratif permohonan PRG melipuii:

a. Kartu Tauda Penduduk Elkcktronik (KTP-EL) pemohon atau identtas
lainnya yang masih berlaiqi;

b. dokumen lesalitas badan buokum dalam hal permohonan PBG
dilakikan oleh badan hukum;

c. surat bukl status hak atas tanah,

d. tanda bulkti lunas Pejek Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) tahun betjalan;

surat pernyataan bahwa tanah fidak daiam status scngketa;

surat perjanjian permanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik

Bangunan Gedung dengan pemegang hak atas tanah dalam hail pemilik

Bangunan Geduny bukan pemegang hak atas tanah;

data kondisi atau situasi tanah;

KRK;

surat pcrnyataan untuk mengikut ketentuan dalam KRK; dan

j- dokumen dan surat terkail.

Data kondisi atau situasi tanah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hun

g, meliputi:

a. wpambar peta lokasi Jengkap dengan kontur ianah;

b. hatas-hatas tanah vang dikuasai;

¢. luas tanah; dun

d. daia Bangunan Qcdung cksisting dslam hal terdapat Bangunan
Gedung pada area/ persil.

Dalam hel Bangunan Gedung bam dengan kowpleksitas sederhana,

dokumecn dan surat terkait sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruai' )

Theliputic

a. dala perencana konstruksi, surat permyalzan menggunakan peiaksana
konstruksi berseriilikat, dan surat pornyatasn menggunakan
pengawasf umnajemen konstruksi bersertifikat jika dokumen rencana
teknis dibuat oich perencana konstruksi; dan

b. surat pernyatzan menggiinakan desain prototipe.

ol (V)
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i4) Daiem hal Bangunan Qcdung bar dengan kompicksitas tidak sederhana

)

(©)

dan kompicksitas khusus, Bangunan Gedung kolekti, dan bangunan

prasarana, dokumen dan surat terkait schagaimana dimaksud pada ayat

{1) huraf j mcirputi:

a. data perencana konstruksi bersertifikat;

b. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat;dan

c. surat pornyatean menggunakan pengawas/manajemen konstruksi
bersertifikat.

Dalam hal Bannnman Gedung eksisting belww memilikhk PBG, dan

dimohonkan PBG beseria, SLF nya, dokumen dan surat  ierkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurwt j berupa data pengkaji teknis.

Dalare hal Bangunan Gedung eksisdng vany dimchonkan PBG untuk

mengrbah, mermperiuas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan

Gedung, dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j meliputi:

a. data pcrencana konsiroksi berscrtifikat;

b. surat pernyataan menggunakan pelaksana kenstruksi bersertifikat;dan

e. surat pernyataan moenggunakan pengawas/meavajemen konstruksi
bersertifikat.

Pagal 24

Ketentuan mengenai formet persyaratan adtronistratif sebagaimana dimaksud
dalam Pagal 23 tercantum dalam Lampivan | yang merupakan bagian tidzk
terpisahkan dar Peraluman Bupatii ini.

(1)

{2)

(3}

(%

(5)

Bagian Kecmpat
Persyasaten Teknis Permohonan PRG

Paragraf 1

{lfnum

Pasal 25

Pcrsyaratan (eknis permobonan FBG untuk Bangunan Gedung baru dan

Bangunan Gedung kolekdf meliputi:

a. formulir data wnwn I3angunan Gedung; dan

b, dokumen rencana tekiis.

Persyaratan teknis permohonan PBG ualuk Bangunan Gedung cksisting

meliputy

a. formulir dats wwoum Bangunan Gedung,

L. gambar terbangun dalam hal Bangunan Gedung bdak sederhana dan
Bangunan Gedung khusuy; dan

¢. dokumen rencana tckovs dalam hal pemohon akan mengubah,
mcmperivas, mengurang, dan/atau merawat Bangunan Gedung.

Persyaratan teknis permnvhonan PBG untuk bangunan prasarana meliputi:

a. lormulir data umum bangunan prasarena; dan

b. dokumen rencana teksis,

Formal formulir data umwmn scbagainuna dimaksud pada ayat (1} huraf a,

ayat (2) huruf a, dan ayat {3) huruf a, tercanttun dalam Lampiran ! yang

metrupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupat ani.

Dukumen rencana tckms sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hwul b,

avat (2) huraf ¢, dan ayat {3) hwyul b, dibuat oleh percncana konstruksi

Arroan




(5)

{1)

(2)

(3

(4

5)

{1}

{2)

depgan mengacu pada persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.,

Dalamm hal pemohon PBG adalah MBR  sehingga tidak mampu

menggunakan fasa perencana konstruksi, dokwmen rencana  teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b, dan ayat (2) huri ¢ depat:

a. mengounakan desain protoiipe Bangunan Gedung yang disediakan
wleh DPUPR; atau

h. dibuat sendirt oleh permohon derngan berpedoman pada persyaratan
pokok tahan pempa Bangunan Gedung scderhana 1 (sani) lantai.

Paragral 2
Persyaratan Teknis Permohonan PBG Bangunan Gedung Sederhana
vang Onkumen Rencania Teknisnya Dibuat olch Perencana Konstruksi

Pasal 26

Pernohon PBG haris mengsi formulir daia wmum Bangunan Geduog dan
menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuai oleh porencana
konstruksi.

Dokumen rencana teknis sehagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikil memuaat:

a. rencana arsitekur;

b. rencana struktur; dain

c. rencana utlitas,

Rencena arsitekiur sebagaioana dimaksud pada ayat (2} burul a aalacs

lain memiaal:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

. gambar denab;

. gambar tampak; dan

d. gambar potongan.

Rencana struklur sebagaimana dimaksud pada syat (2) hunaf b antara Jain

memuat:

a. gambar rencana pondasi rermasuk detailnya; dan

;. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailaya.

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hurof ¢ antara lain

memuat:

o. gambar sistcm sanitasi yang terdiri dari sistcm air bevsih, air kotor,
limbah cair, dan lunbah padat,

b. gembar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber
listrik, panel lisarik, instalasifjaringan, titlk lampu, sakelar, dan stop
konitak; dan

¢. gambar pcngelolaan air hujan dan sistern drainasc dalara tapak.

Paragral 3
Persyaratan Teknis Permohonan PRG Bangunan Gedung Scderhana
Yung Menggunakan Dcsain Prototipe

Pasal 27

Pemohbon PBG harus mengist formulis data umwm Bangunan Gedung dan
meiljl) degqip prototipe yang akan digunakan scbagal dokwmen rencana
tekais.

Desain prototipe sebagaimara dimsksud pada ayat {1) meliputi:

a. desain prototipe Bangunan Gedung sederhana 1 (satu) iantai; dan
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b. desain prototipr Bangunan Gedung sederhana 2 (dua) lantal.

{3) Desain prototipe scbagaimana dimaksud pada ayat (2} hurufa dan hwuf b
tercanturn delam Lampiran 1 yang merupakan hagian tidaic terpisahkan
dari Perahiran Bupaii 1ni.

Paragraf 4

Persyaratan Teknis Permohonan PBG Bangunan Gedung Sederhana 1 [sat)
Lantai Yang Dokumen Rencana Teknisnya Dibuat Sendivi Qleh Pemohan

Pasal 28

(1} Pemohon FPBG harus mengisi formulir data unmum Bangunan Gedung dan
membuat dokumen rencana teknis.

(2) Dokumen rencana tekmis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
mcmnat:

a. gambar denah yang dilengkapi dengan rencana perletakan tanki septik:

b gambar tampak;

c. gambar potongan; dan

d. persyaratan pokok tahan gernpa Bangunan Godung sederhana 1 (satu)
lantai,

{3) Persyaratan pokoK tahan gempa Rangunan Gedung scderhana 1 (satu)
jantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hwnl d sesuai dengan
Lampiran } yang merupakan bagian tidak terpisshkan derl Peraturan
Bupati ini.

Paragral 5
Fersyaratan Teknis Permobonan PBG
Bangunan Gedong Tidak Scderhwne dan Bangunan Gedung Khusus
Pasal 29

{1} Pemohon PBG harus mengs formulir data urmum Banpuinan Gedung dan
menyampaikan dokumen rencapa teknis yang dibuat olch perencana
konstruksi

(2) Dalam hal Bangunan Gedung dipersyaratkan uniuk mendapatkan
perizinan denfatau rckomendasi leknis Jain dan mstansi berwenang,
pemohon wajib memenuhi dan meiampirkan dokumen perizinan danfatau
reikkomendasi sehxagai kelengkapan permohornian PBG.

{3) Dokwmen rencana teknis sebagaimana dimeksud pade ayat (1) peling
sedikat memuat:

a. rencana amsilekiugg
L. rencana struktur; dan
¢, rencana utilitas.

(4) Rencena arsitekiur scbagaimana dimaksud pada ayat {3} haruf 2 antara
Jain memuat:

a. gambar situasl atan reacana tapak;

L. pambar denah;

c. gambar tampak;

d. gambar potongan;

c. gambar detail arsitelktur; dan

{. spesifikasi umum dan Khusus arsilekiur.

{5} Rencana struktur scbageimana dimaksud pada ayat {3) hurul b antaca Lo
memuai:

a. pevhihangan stnaktus;




(©)

(7

(&)

{i)
(2)

3)

‘hasil penyelidikan tanah;

gambar rencana pondasi termasuk detalnya;

gamhar rencana koiom, balok, pilat dan detaiinys;

gainbar rencana rangka atap, penuiag, dan detaiinya; dan

spesifikasi uroum dan khusus struktar,

Dalam hal Bangunan Gedung memiliki brsement, rencana strukiur

sebagaimana dimsksud pada ayat (3) burwf b harus disertai dengan

gambar rencana basement terraasuk detaiinya.

Rencana udlitas sebagaimans disnaksud pada ayat (3) hunuf ¢ anlam lain

memtAl:

a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebubhihan air bersih,
kebutvhan listrik, pocnampungan dan pengolahan lhmbah cair dan
limbah padat, beban kciola aar hujat;

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;

c. pambar sistem sanitasi yang tordiri dari sistem air bersih, air kotor,
limbah cair, Bmbah padat, dan persamnpahan;

d. gambar sistern pengeloiaan air hijan dan drainase dalam tapak;

gamber joringan listrik yang paling sedikit menunjukkon sumber

mean o

c.
listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakclar, dan stop
kontak;

f. gamber sistem protcksi kcbakaran yang disesuaikan dengan tingkal
osiko kehakaran;

g. gambar sistem penghawaan/ventiasi alamt dan buaian;

h. gambar sislem transportasi vertikal dan/fataw herizonial;

i. gambar sistcm komunikasi interynal dan ekstcrnal;

j. gamber sistem penangkal/protcksi petir; dan

k. spesifkasi umum dan khusus utilitas Bangusan Gedong.

Perizinan dan/ataw rekomendasi teknis lain dari instanst berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. Analisis Mengcnai Dampals ldngklungan (AMDAL);

b. Upaya Pengelsiaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UKL-UPLY);

Ketentuan Kesclamatan Qperasi Penerbangan (KKGP};

7in prinsip lokasi;

Surat. I2in Peruntukan Penggunsan Tanah (SIPPT); dan/atau
rckomcndasi peil banjis.

oo

Pavagraf &
Persyaratan Tekiis Permohonan
PBG Bangunan Gedung Scderbuna Fksisting

Pasal 30

Pemohon PBG harus mengisi lermulir data uvmum Bangunan Gedung dan
menyanapaikan gambar terbangun Bangunan Gedung eksisting.

Gambay terbangun scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling scdikit
menmuat

a. gambar assitekiur;

b. gambar struktur, dan

¢. garabar utlitas.

Gambar arsitektur sebagaimana dimaksud pada eyat (2) huruf 2 antara lain
memuat:

-~ mmi\n b o




1)
1)

(1)
(2)

(3

(4)

(Si

a. ‘gambar situasi atau rencana iapak;

b. gambar denah;

¢. wambor tampak; dan

d. gambar potongan.

Gambar siruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul & paling

sedikit memuat spesifikasi imum struktur.

Gambar uiilitas sebagaimuna dimaksud pada ayat {2) hurul ¢ anlara iain

memuat:

a. gambar terbangun sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air berwb,
air kotor, dan langki septik;

b. gambar terhangun sistem pengrlolaan air bujan den drainase dalam
tapak; dan

c. gambar terbangun sistern instalast listrik yang paimg sedikit

menunjukkan sumber lisitik, pancl listrik, instalasifjaringan, tibk
lampu, sakelar, dao stop kontak.

Paragraf 7
Persyaratan Tcknis Permohonan PBG Bangunan Gedung
Tidak Sederbana dan Khusus Eksistng

Pasai 31

Pemohion PBG harus mengis] formowlir date umum Bangunan Gedung dan

menyampaikan gambar terbangun Bangunan Gedung cksisting,

Gambar terbangun sebagaimana dimzksud pade ayat (1) paling scdikit

memuat:

a. gambar arsjiektur;

b. gambar struictur; dan

c. gambar ulilitas,

Gambar arsitcktur schagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a antara

l=zan memuat:

gamber siluasi aiau rencana tapak;

gambar denah;

gambar tampak;

gambar potongan;

gambar detail arsitektur; dan

spesifikasi winum dan khusus arsitektur.

(zambar struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2} husuf b antara Jain

memuai:

a. gambar ievbangun pondasi termasuk deiailnya;

b. gambar terbangun kolom. balok, plat dan detailnya;

¢. gambar terhaungun rangka atap, penutup, dan detailnya;

d. spesifikasi umum stvukiar, dan

¢. spesitikasi khusus.

Gambar ulilitas sebagaimana dimaksud pads ayat. (2] huruf ¢ antara jain

memuat:

a. camber terbangurn sistem sanitasi yang terdini dar sistemn air bersih,
aiv ketar, limbah cair, limbah padai, dan persampahan;

b. gamber terbangun sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam

tapak;

e anoR

C. gambaf...

Y




c. ‘gambar ferbangun  sistem  instalasi listok  yang  paling  scdiat
menunjukkan sumber listrik, panel bstrik, instaiasi/jatringan, gtk
larapu, sakelar, dan stop kontak

gambar ierbangun sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan
tingkat risiko kebakaran;

gambar terbangun sistem penghawaan /veniilasi alami dan buatan;
gambar tcrbangun sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal;
garabar terbangun sistesn komunikast internal dan ekstemnal;

sambar ierbanguan sist¢mn penangkal/proteksi petr; dan

spesifikasi umum dan khusus ullitas Bangunan Gedung,

&

2 R

Payval 32

Dalara hal gambar terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasel 3¢ ayat (1)
dan Pasal 31 ayat (i) tidak tersedis, pemohon PBG dapat menggunakun jasa
pengkaji tekris untuk merabuat gambar terbangun tesebut berserta kajian
teknis.

(n

(2}

(3)

(4)

(3]

Paragral 8
Persyeratan Teknis Permohonan PBG uniuk mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung Sederhana

Pasal 33

Pemohon PBG harus mengisi formonlir data umopm Bangunan Gedung den

menyampaikan dokumcn reticana icknis yang dibuat oleh perencana

konstridksi.

Dolkumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pade ayat (i} paling

sedikit memuat:

u. hasit studi tcknis Bangupan Gedung eksisting olch perencana
konstruksi;

b. rencanz arstektur

¢. rencana straltar; dan

¢. rencana utilitas.

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b antara

lain memuat:

gambar situasi Alau rencana tapaic;

gambar denah;

gambar tampak;

garmhar peiongan;

gambar detail arsitektur; dan

spesifikasi vmum arsitektue.

Rencanz struktur schagaimana dimaksud pada ayat (2) hruf ¢ antara Jain

memuat:

perhitungan straklur;

hasil pcnyclidikan tanah;

gambar rencana pondusi lerrmasuk detailnya;

gasnber rencana kolom, balok, piat dan detailnya;

gambar rencana rangka atap, penulup, dan detailnya; dan

spesifikasi lnum strokeur.

Rencana utilitas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara Jain

memuat:

al N

IR

a2 rerhitiipsan. .




(1)

(2)

(3)

(1}

(2}

(3]

a. perhitungan utilitas vang terdiri dari perhitungan kebutubian air bersih,
kebutuhan listnk, tangld septik, dan beban kelola air hujan;

b. gambar sistern sanitasi vang terdin dari sistem air bersih, air kotor, dan
persampahan;

c. garabar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;

d. garobar sistern instalasi Tistrik yang paling sedikit menunjukkan
sumber lisinik, panel listrik, mstalasi/jaringan, stk lampu, sakclar,
dan stop kontak; dan

e. spesifikasi wrium wtilitas Bangunan Geduny.

Pasal 34

Datamm hal dokumen rencana teknis schagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (1) dibuat sendiri oleh pemohon, paling scdilot menmuat:

a. gambar denah vang dikngkapi dengan rencana perictakan tanki septik;

b, gambmr Lampak;

c. gambear potongan; dan

d. persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung sederhana 1 (satuj
lantai.

Gambar denah, gambar tampak, dan gambar potongan schagaimisria

dimaksud pada ayat {1} dapat digambar sccarm sederhana dengan informast

yang lengkap.

Persyamitan pokok lahan gempa Bangunan Gedung sedérhana 1 (satu}

lantai sebageimana dimaksud pada ayat (1) huruf d scsuai dengan

Lampiran I yang menipakan begian Gduk (erpisehiken dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf @
Persyaraian Teknis Permohionan PEG unhik mengubah,
memperivas, mengurangi, danfatau merawat
Banpgunan Gedung Tidak Sederhiana dan Khusus

Pasal 35

Pcmohon PRG harus mengisi formulir data umum Bangunan Gedung dan

menyampaikan deiounen rencana tekmis vang dibuat aleh perencana

konstruksi.

Nolkumen rcncana tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. hasil studi teknis Bangunan Gedung cksisting oleh penyedia jasa
pengkaji tcknis atau perencana konstruksi;

b. rencana arsitektius

¢. rencana strukbar; dan

d. rencana utiliias.

Rcncapa ursitektur sebagaimana dunaksud pada ayat (2) huruf b antara

lain mcmuat:

a. gambar situasi atau tenwana tapak;

b. pambar denah;

c. gambar lampak;

d. gambar palemgan;

e. gambar detail arsitektur; dan

{. spesiitkasi umum dan khusus arsttekdur.




(4)

i9)

(6)

(1)

{2)

(3

(4)

Rencana strukiur schagaimana dunaksud pada ayat (2) hurul ¢ antara lain

mcruat;

perhitungan stmkrur,

hasil penyelidikan taniah,

gambar rencana pondasi (ernasuk detailnya;

garnbar rencana kolom, halok, plal dan detailnya;

sambar rencana rangka atap, pcnutup, dan deiailnya; dan

spesifikasi uroue dan khusus struktur.,

Dal.am hal Bangunan Gedung memiliki basement, rencana strukour

scbagaimana dimaksud pada ayal (2) huraf ¢ harus disertal dengan gambar

rencana hasemerd termasuk detailnya.

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain

memuat:

a, perhitungan utilitas yang terdivi dari perhitungan kebutuhan air bersih,
kcbutuhan listrik, penampungan dan pengolahan lmbah cair dan
padat, dan heban kelola air hwjan;

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;

c. gambor sistern semitasi yang terdinl dari sistern air bersih, air kotor,
limbah cair, bmbah padat, dan persampahan;

d. gambar sistem pengeiclaan aiv hujan dan drainase dalam tapak;

e. gambar sisiem instalasi listrik yanpg paiing sedikit menunjukkan
sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringsn, titik lampu, sakelar,
dan stop kontak;

I. gambar sistcm profeksi kebakaran yang discsuaikan dengen tingkat
risiko kebakaran;

g. gambar sistern penghawaai/ventilasl alami dan inatan;

h. gambar sistcm transportasi vertilal;

i. gambar sistem komuntkas intern dan ekstern;

j.  gambar sisiem pcnangkal/ prateksi petir; dan

k. spcsifikasi umum utilitas Banguran Gedung.

e oo o

Paragral 10
Pcrsvaratan Teknis Permchonan PBG Bangunan Gedung Kolekbf

Pagsal 36

rPemohoun PBG harus mengisi formubr data umum Bangunan Gedung dan
menyampaikan deokumen rencana ieknis yang dibuat oleh perencana
konstruksi.

Formulir data uraum Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dibuat untuk masing-masing kaveling.

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikii memuat:

a. muasterplan atau siteplan yang telah disahkan;

b. rencana arsitektur;

c. rencana sirukiur, dan

d. rencana uliitas.

Rencana arsitektur schagsimana dimaksud pada ayat (3) hural b antara
laan memuat:

a. gambar siluasi atau rencana tapak;

b. gamber denab;

c. pambar tainpak;




(5i

{©)

(7)

{1)

(2)

d. ' gambar potongan;

e. gambar detail arsitektur; dan

. spesifikasi umum dan kbhusus arsitekbar.

Rcncana strukiur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hwruf ¢ anlara 1ain

memuat;

a. peoriitungan strakiurn

b. hasil penvelidikan Lanah;

¢. gambar rencana pondasi termasuk detalnys;

d. gambar rencana kelomn, balok, pial dan detaiinya,

e. pambar rencaua rangka atap, pcnutup, dan defailnyaidan

f. spesifikasi umum straktur dan kbusus.

DaJam hal Bangunan Gerdung memiliki basement, rencana struktor

schagairmana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ harus discrtai dengan gembar

rencana basement termasuk delailnya.

Rencansz ulihias sebagaimana dimaksud pada eyat (3} huruf d antara lain

memuat:

a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhian air bersih,
kebutuhan listrik, pcnampungan dan penpgoichan limbab cair dan
limbah padat, den beban keiols air hujan;

b. perhitungan lingkat kebisingan dan fatau geiaran;

¢. gambar sisicm sanitasi yang ierdiri dari sistemn air bersih, air kotor,
lisbah cair, imbah padat, tan persampahan;

d. gambar sistem pengelolaan air hujar dan drainase dalam tapalk;

e. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjuikan

sumber listok, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar,

dan stop kontak;

gsambar sistem proteksi kebekaran yang disesnaikan dengan tingkal

risika kehakaran,

sambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;

gambar sisicm transportasi veriikal;

gambar sistem komunikasi internal dan eksternal;

gainbar sistem penangkai/proteksi petir; dan

spcstfikasi wnum utilitas Bangunan Gedung.

laal

i

Paragraf 11
Persyaratan Teknis Permohonan PBG HBangunan prasarana

Pasal 37

Pemohon harus mengisi formulir data wmnum bangunan prasarana dan
menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibual aleh perencana
kanstruksi.

Dokumen rencana tekmis scbagaimana difnaksud pada avat (1) palng
sedikit memual:

a. perhitungan dan perencanaan siruktur;

b. gambar tcknis; dan

¢. spesifikasl umum dan tekis.

Bagian Kelima
Masa Berlaku PBG

Pasal 3&

PBC berlaku sejak tanggal penerbitannya.




Bagian Keenzun
Tata Cara Penyelenggaraan 'BG

Paragraf 1
Umwm

Pasal 39

{1) Tata cara penyelenggaraan PBG meliputi:
a. tata cara pcoyvélenggaraan PBG Bangunan Gedung bukan untuk
kepentingan wnum,
b. lata cara penyclenggaraan PEG Bangunan (iedung untuk kepentingan
umum;
¢. tata cara penyecknggaraan PBG Bangunan Qcdung cksisiing;
d. 1ata cara penycienggaraan PBG untuk mengubah, memperiuas,
mengurangi, dan/atau merawsl Bangunan Gedung;
tata cura penyelenggaraan PBG bertahap)
tata cara pooycicrniggaraan PBG kolektif;
tata cara penyelcnggurasan PBG bangunan prasarana; dan
. 1ata cara penycicnggaraan PBG secara online.
{2) 'Ibta cara penvelenggaraan PBG Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
ayat {1), meliputi tahapan:
a. proscs prapernmohonan PBG;
b. proses permohunan PBG; dan
¢. prvoses penerbitan PBG.

T

Pasai 40

{1) PRG bertahap scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, dapat
ditcrbitkan aigds permintaan pemohon untuk Bangunan Gedung tidak
sederhana dan Bangunan Gedung khusus dengan keteniuan:

a. Bangunan Ccdung untuk kepentingan wmam;

b. ketinggian Bangunan Gedung lebih dan B (delapan) lantai;

¢. Juas Bangunan Ccdung kbih dari 2000 {dva ribu) mctcer persegd;
danfatau

d. menggunakan puudasi dalam lebih dari 2 {dua) meter.

{2) PBG bertahap schagaimana dimaksud pade ayat {1) dilalcukan mula proses
penerbitan PBG pondasi dlanjutkan dengan penerbitan PBG.

(3} PBG pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam janigka
waktu 18 (deilspan belas) hari kegja semenjak perinohwnan PBG.

Paragral 2
Tata Cara Penyelenggarasn PEG Bangunan Gedung
Bukan Untuk Kepentingan Uwmiom

Pasal 41

{1) Prases prapcrimchonan PBG Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan

umum, meiiputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPUPR
sebelum mengajukan permohonan PBG;

b. Pemohon mengisi surai permyataan untuls mengikuli ketentuan dalam
KKK: dan

¢. DPUPR memberikan ¥KRK dan menyampaikan informasi persyaraten
admimastralf dan persvaratan teknis permohonan PBG.




(2) Informasi persyeratan administratf scbagaimana dimaksud pada ayat (1j

huruf ¢ mengikuti kelentuan dalarm Pasal 23.

{3) Inforvaasi persyaratan tekmis sebagaimana dimaksud pada avat (1) antara
lain:

a. persyaratan i#knis permechonan PBG Rangunan {iedung sederhana
yang dokumen tencana teknisnya dibuat oleh perencana konsiruksi
mengikuti ketentuan dalam Pasal 26,

b. persvaratan tcknis permohonan PRG Bangunan Cedung sederhans
vang mengernakan desain prototipe mengikuti keientuan dalam Pasal
27,

c. persyaratan teknis permohopan PBG Bangunan Gedung sederhana 1
{satu) lantai yang dokamen rencana iekmisnya dibuat sendisi oleh
pemohon mengikuti ketentuan dalam Pasal 28; atau

d. persyaratan ieknis perrmohonan PBG  Bangunan Gedung tidak
sederhana mengikuti ketentuan dalam Pasal 29.

(2) DPUPKR dapat mcmberikan konsuitasi tekmis penyusunan dokumen
rencana teknis dalam proses prapermohonan PBG sebagaimana dimaksid

pada avai (1).

Pasai 42

Proscs penerbitan PBG untuk Bangunan Gedung yang bukan untuk

kepentingan umum meliputi penilaian dan persetujuan dokumen rencana

teknis untuk:

a. Bangunan Gedung scderhana yang dalqamen rencana teknisnya dibuai oleh
perencana konstruksi atau Bangunan Gedung tidak sederhana;

b. Banpunun Gedung sederhana yang menggunakan desain prototipe; dan

¢. Bangunan Qedung sederhana 1 (satu] lantai vang doikumen rencana
tekmisnya dibuat seadin oleh pemohon.

Pasal 43

Proses penilaian dan perselwuan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung

sederhana yang dokumcen rencane leknisnya dibuat oich perencana konstriksi

atau Bangunan Gedung tidak scdcrhana sebagaimana dimaksud dalam Pasul

26 dan Pasal 29 medipuli:

a. TPI/TPA mclakukan penilaian dokumen icncana teknis terhadap
pemcnuhan persyaratan (eknis sesuai ketentuan peratwran perindang-
undangan;

b. Dalam hal doitumen rencana tckmis dinyatakan belam memenuk
persyaratan teknis, berkas permohonan PRG dikembalikan ke pcmohon
dengan dilengkapi keterangan perbaitkan tencana teknis dan surat
pemberitabuan hasil penilaian dokuraen rencana tekmis; dan

c. Dalam hal deokumen rcncana tekmis dinvatakan sudah memenuhi
persyaratan teknis, TPT/TPA momberiksn persetujuan secara tertulis
berupy paral pada setiap lembar dokumen remcana teknis dan surat
persctuyjuan dokumen rencana teknis,

Pasal 44

Proses penilaian dan perseiujuan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung
sederhana vang menggunakan desain proiotipe sebagaimana dimiksud dalam
Pasul 27 melipati:

A  TDTITDA relaitmikatt leanfSrmael terhadan degsain entotine vanes dioilih:




t.

(L)

)

{1)

{2)
{3)

(4)
(3)

{1)

(2

Daiam hal pemohon PBG ingin mengubah desain prointipe, pemohon
dinrahkan untuk menggunakan perencana konstruksi ataw membuat
scndiri delcumen rencana tcknis unituk Bangunan Gedung sederhana 1
{satu) lantai dengan berpedoman pada persyaratan pakak tahan gempa;dan
TPT/TPA mcmberikan perseiyjuen tertulis pada desain protctipe yang
dipilih pemohon scbagaimana dimaksud pada hurul & dalam hentuek paraf
pada sefiap lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan
dokumen rencana teknis.

Pasal 45

Proses penilaien dan pcrsctujuan dokumen rencana teknis Bangurian
Giedung scderhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri olch
pemohon schbagaimana dimaksud dalara Pasal 28 meliputt:

a. TPT melakukan pcnilaian dokusmnen rencana teknis berpedoman pads
persyavatan pokok tahan gempa;

b. Dalam hal dokumen rencana cknis vang dibuat oleh pemochon
dinyatakan beium merenuhi persyaratan teknis, TPT memberikan
asistensi perbaikan dokumen rencana tcknis:dan

¢. Dalam hal dokumen rcncana teknis dinyatakan sudab mememibi
persyaratan ieknis, TPT memberikan persetujuan secara tertulis
berupa paral pade setap lembar dokumen rencena teknis dan surat
persetujuan dokumen rencana teknis.

Fnrmat surat persctujuan dokumen rencana teknis schagaimana disnaksud

pada ayat (1} huruf ¢ tercantum dalam Lampiran { yang merupakan bagan

ddak terpisahikan dari Peraturan Bupati ni.

Pasal 46

DPUPR menghitung dan mencetapkan nilai retribusi PBG atas dokauncen
rencana tcknis yung telah disehajui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf ¢, Pasal 44 huraf ¢, dan Pasal 45 hunaf ¢.

Nilai retribusi PBG vang telah ditetapkan sehagaimana dimaksud pada ayar.
(1) disampaikan kepada pcmchon dalam beniuk SKRD.

Permohun inelakukan pembayaran retnbusi dan menyerahkan bukti
pembayaran rctribusi bemapa S8RD kepada DPUPR dan RDPMFTSP.
DPUPR mengesahkan dokumen rencana teknis.

DPMPTSP menerbitkan dolkaamen PBG.

Pasal 47

TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45
berangeelakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan
dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang Bangunan
Gedung yang dipiih elan diberi tugas olch DPUPR.

Nalamn hal BIUPR meraandang penting, TPT sebagaimana dinuaksud pada
ayal (1) dapat diperkuat olch TPA.

Pagal 4R

Proscs prapermohonan, permohonan, dan penerbiian PBG dijelaskan pada
bagan tata ¢am penyelenggaraan PBG Bangunan Gedung bukan untuk
kepeniingan umura yang tercantum dalam Lampiran | yang mempakan bagian
tidak terpisahkan dan Pevaturan Bupati ini.

P aral 2




Paragraf 3
Tata Cara Penycienggaraan PBG Bangunan Gedunig
Untuk Kepenlngan Umam

[Pasal 49

(i} Proses prapermohonan PBG Bangunan Gedung Untuk kepentingan umurm,

()

{3)

()

(S)

(6}

(1)

meliputi:

a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPUPR
schelum mengajukan pcrmohionan PRG;

b. pcmohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam
KRK; dan

¢. DPUPR mcmbcerken KRK dan menyampalkan mforimasi persyaratan
administradf, persysratan teknis, serta perizinan danjaiau
mhotmendasi tcknis 12 dari instansi berwenang untuk permohionan
PEG.

informasi persyaratan administratif schagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ mengikut ketenituan dalem Pasal 23.

Informasi persyvaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural

anlara lain:

a. persyaraian teknis permohonan PBG Bangunan Gedung sederhana
mengikuti ketenluan dalam Pasai 25; atau

b, persyaratan twcknis permehonan PEG Bangunan Gedung tidak
eederhana dan Bangunan Gedung khusus mengikud ketentuan dalam
Pasal 29.

Ferizinan dan/fatau rekomendasi tcknie jwin dard instansi herwenang

sebagaimana dimaksud ilalarn ayat (1) huruf ¢ antara fan:

a. AMDAL;

b, UKL-UPL;

c. rekomendasi ketinggian dalam KKOP,;

d. KKFPR;

e. SIPPT; dan/atau

f. rekomendasi peil banjir.

Dalam proses prapermohonan PRG sebaguimane dimaksud pada ayat (1),

DPUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumcn

rencana tcknis,

Furinat surat permobonan KRK dan format surat pormvataam uantak

mengikaali ketentuan dalam KRK sebageimana dimaksud dalam Pasal 41

ayat (1) hwruf & dan huruf b tercantum daiarn Lampiran 1 yang merupakan

bagian Hdak lerpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagal S0

Proses penerbilan PEBG Bangunan Gedunig unfuk kepentingan umum

meliput:

a. TPT/TPA melakukan penilsian dokumen rencana tekmis tevhadap
pemenuhan  porsyazatan  tekais  sesuar ketentuan poraturan
perundang-undangan;

b. dalam hal dokumen rencana tcknis dinyataken helum memenuhi
persyaratan teknis, berkas permchonan PBG dikembeiikan ke
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana telgiis daw
surat pembedtahuan hasil penilaian dokumen rencana tekaus;

c. TPT...
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c. TPT mernaberikan perseqyjuan wecara tertulis berupa paral pada setiap
lembar dovkumen rencana tcknis dan surad perseinjuan dokumcn
rencana tcknis, dalam hal dokumen rencana keknis dinyatakan sudah
memenuhi persyaralan teknis;

d. DPUPR menghitung dan raenetapkan nilai retribusi PBG atas dokumen
reneana teknis yang telah diseinjg,

e. nilai retrbusi PBG yang telah ditctapkan sebagaimana dimaksud pada
huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD;

(. pemohon meclakukan pembayaran retribusi dan menverahkan bukti
pembayaran retribusi berupa SSRD kepada BIPUPR dan DPMPTSP,

g. DPUPR mengesahkan dokumen rencana tekais; dan

. DPMPTSP menerhitkan dokamen PBQG.

(2) TPT/TPA sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hurul a dipiith dan diberi
tugas oleh DPUPR.

{3) TPA scbagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian terhadap
pemcenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:

fungsi Bangunan Gedung,

klasthkasi Bangunan Gedung;

persyaratan tata bangunain;

pervyaraian keandalan Bangunan Gedung; dan

peraeruhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait,

4) Format surat peraberitahuan hasi) penitaian dokumen rencana teknis dan
surat persctujuan dokwmen rencana teknis schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf ¢ tereantum dalam Lampiran 1 yang metupekan
bagian tidak ierpisahkan darni Peraturan Bupati ini.

SRS TR

Pasal 51

Proses prupermchonan, permohonan, dan penerbitan PBG dijelaskan pada
bagan tata cara penyelenggarsan FBG Banygunan Gedung untuk kepentingan
wnuga yang tercantuim dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahken dark Peraturan Bugpati ini.

Paragral 4
Tata Cara Penyelenpggaraan PBG Bangunan Gedung Eksisting
Pasal H2
Proses prapermohonen PBG Bangunan Gedung eksisiing dilakukan oleb

Pernoban dengan menylapkan dokuwmen ierkait dengan Bangunan Gedung
cksisting.

Pagal 53

(1] Proscs permahonan FBG Bangunan Gedung eksisting melipudi:

a. Pcmohon mengajukan SLF melalui SIMBG.

b. TPT/TPA melakukan pemeriksaan kckengkapan dokumen persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

c. dalamn bal dokumen persyaratan adunnisiratif dan ieknis dinyatakan
tidak lengkap, berkas permeohonan PBG dikembaiikan kepada pemohon
untuk dilcngkapi den/atau diperbaki; dan

d. dalam hal persyaraten aduinisiratif dan persyaratan tekqus dinvatakan
lengkap, proses dilanjutkan dengan pengkajian teknis dalain rangka
penerbitan SLE.

F o | o R
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{(2) Dokuwmen persyaratan adminisioilil sebagairaana dimaksud pade. ayai. (1)
huruf b mengkuit ketentuan dalam Pasal 23.

{3} TNokumen persyaratan teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hurat b
mengikuti ketentuan schugsimena diatur dalam Pasad 30 dilengkapi
dengan:

a. persyaratan tekmis permmohwnan PBEG Bangunan Gedung sederhana
eksisting schagaimana dratur dalam Pasal 30; atau

b. persyaratan tcknis permohonan PBG Bangunan Gedung tdak
sederhana dan khusus cksisling sebagaimana diatur dalan Pagal 31.

{4} Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan schagamnana
dimakeud pada ayat (i) huruf & fercantum dalam Lampiran 1 yeng
merupakan bagiun tidak terpisahkan darnt Peratiran Bupeti ini.

Pasal 54

Proses penerbitan PBG Bangunan Gedung cksisting muelipili pengkajian teknis,

perhitungan retribusi PEG dan penyerahan dokumen PEG Bangunan Gedung

uniuvk:

a. Bangunun Gedung sedecrhana cksisting; atan

b. Bangunan Gedung tidak sederhama dan Bangunan Gedung khusus
eksisting.

fasal 55

(1} Proses pengkajian teknis Banpanan Gedung  sederhana  cksisting
sebagairnana dimaksud dalam Pasa) 54 huruf a meliputi:

a. TPT melaiukan pengkajian icknis terhadap kesesuaizn kondisi fisik
dengan dokumen ieknis dan prmenuhan persyaraton teknis scsual
kectentuan peraturan perundang-undangan;

b. TET memberikan rekomendasi perbaikan dan/aian pengubahsuaian
Bangunan Gedung secara tertulis dolam hal pengkajian  teknis
schagaimana dimaksud pada huruf a dinyaiakan hasilnya tidak sesuai
dengan dokumen ieknis dan tidak momenuhs persyaraian teknis scsual
dcngan peraturan perundang-undangan; dan

¢. DPUPR memberikan surat persetujuan doloumen (ekais dalam hal
pengkajian teknis schagaimana dimaksud pada hurnuf a dinyatakan
hasilhys sesuai dengan dokumen (vkiis dan memenuhi persyaratan
teknis sesual dengan peraturan perandang-undoengoan.

{2} Proses pengkajian teknis Bangunan Gedung tidak sederhana dan khusus
eksisting sebagaimana divnaksud dalam Pasal 54 hurwf b melipaii:

a. pengkajian tcknis oleh penyedia jasa pengkaji teknis ierhadap
keaesuaian kondisi fisik deagan dokuraen tekmis dan pemenahan
persyaratan ieknis sesuai kctentuan peraluman perundang-undangan;

b. pengkaji tckmis sebagaimana dimaksud pada huraf & memberikan
rekomendasi perhaiksn dan/atav pengubahsuaian bangunan dalam
hal hasil pengksjian teknia dinyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak
laik fungsi;

c. pengkaji leknis sebagaimana dimaksud pada huruf & membuat surat f
pernyatzan kelaikan fungsi Bangunan Gedung daiam hal hasil

- pengkajian teknis dinystakan bahwa Bangunan Gedung laike Turnigsi;
2 d. TPA melakukan verifikasi atas pengkajian teknis yang dilakukan oleh
penyedia jasa pengkajl tekrus;

s MDA



e. TPA memberikan rekomendasi perbaitkan dan/abiu pengubabsuaian
Bangunan Gedung secara tertulis dalam hal venfikas sebagaimensa
dimaksud pada hurdf d dinyatakan hasilnya tidak memenwhi
pecsyaratan teknis scsuai dengan prraluwman perandang undangan;

. TPA maemberikan rekomendasi pencrbitan PBG dan SLF secara tertulis
duadan tal verifikasi sebagaimana dimaksud pada burul d dinyatakan
hasilnya wicracraithi persyaratan ieknis scsuail demgan peraturan
perundang-undangan; dan

g. DPUPR memberikan surat persctujuan dolaimen teknis atas dasar
rckomenidasi dari TPA sebagaimana dimaksud pada buna {,

(3} TPT sebagaimmana dimakaod pada ayat (1) huruf a beranggoiakan Pejabat
Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau pegawai ASN yang
memiliki kompetensi dalam bideng Bangunan Gedung yang dipilib dan
diberi tugas olch RDPUPR.

(4) TPA sebogaimana dimaksud pada ayat (2) hwufd yang dipilih dan diberi
tugas olch DPUPR.

(S} TPA sebagaimana dimaksud pada ayar {4) melakukan pengkajian tcrhadap
pememihan persvaratan teknis terhadup ketentuan:

fungsi Bangunan Codung

kiasifikasi Bangunan Gedung;

persvaratan tata bhangunan,

persyaratan kcandalan Bangunan Gedung; den

pemenuhan perizinan dan/atau mekomendasi inatansi terkait,

NN

Pasal 56

(1) DPUPR menghitung dan menelapkan nilai rctribusi PBG atas dokumen
teknis yang telah disctujui scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5& ayat {1)
toruf ¢ dan ayat (2) hwrof g,

(2) Nuairetribusi PBG yang tclah ditctapkan sehagaimana dimaksud pada ayat
{1} disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD.

(3) Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyciabkan bukti
perabayaran retribusi berupa SSRD kepada DPUPR dan DPMPISP.

(4) DPUPR mengesahkan dokumen telmnis.

(5) DPMPTSP menerbitkan PBG.

PPasal &7

Proses prapermohonuan, permchonan, dan pencrbitan PBG  sehapwinana
dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 dijclaskan pada bagan tata
cara penyeienggaraan PBG Banguvan Gedung eksisting yang tercantuim daiam
Lasmpiran [ yang raerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ind.

Paragral S
Taia Cara Penyelengsaraan PRG Uniuk Mengubah, Meraperluas,
Mengurangi, dan/atau Mcmawat Bangunan Gedung

Pagal 58

(1) Prosce prapemmiohonan PBG untuk mengubah, memperiuas, mengiirangi,
dan/atau merawal Bangunan Gedung meliput:
a. Pemohon mcpgajukan permohonan KRK kepada DPUPR sebrlum
mengajukan permohonan PBG;

b. Pemohon...

—




(2)
(3)

14)

(@)

(7)

(8

h. Pemohon mcngisi suret permyataan untuk mengikuti ketentuan dalara
KRK, dan

c. DPUPR memberikan KRK den menyampaikan informasi persyaratan
administratif dan persyaratan leknis untuk permohonan FBG.

Informasi pervyaratan administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ mengikub ketentuan dalam Pasal 23.

lofurtasi persyaratan teknis scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hural ¢

antara lain:

a. pcrsvaratan teknis permohonan PBG uniuk mengubah, memperiuas,
menguransg, tanjatan mcerawat Pan@unan Gedung sederhana
eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; alau

b. persvaratan teknis permohonan PBG untuk mengubah, memperiuas,
mengureng, danfatau merawat Bangunan Gedung tidak sedcrhana
dan khusus cksisting sebagaimana dialur daiam Pasal 35.

DPUPR dapat mewmberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen

rencana telknis dalam prosce prapermohonan PBG sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Ponyusunan dakumen cencana tcknis harus mempertimbangkan hasil

pengkajian tcknis Bangunan Gedung cksisling-

Pengkajian tekmis schagaimana dimaksud pada avat (9) dapat dilakukan

oleh penyedia jasa pcngkaji tekpis atau penyedia jasa perencana

konsiruksi dalam hal Bangunan Gedung sederhana.

Pocngkajian tekmis sebagaimana dimaksud pada ayat {5) dilakukan olch

penvedia jasa pengkaji tekmis atan penyedia jasa perencana konstruks:

dalam hal Bangunan Gedung tidak sederhana dap Bangunan Gedung
khusus,

Format surat permohonan KRK dan fornal surai permmyataan untuk

mengikut ketenfvan dalam KRK scbagaivnana dimaksud pada ayat (1)

huruf 2 dan buruf b tercantum dalamn Lampiran [ yang meripakan bagian

tidak terpisabkan dari Perutaran Bupati ini.

Pasal 59

Proves permohonan PRG uniuk mengubah, memperiuas, inengurangi,
dan/atau merawat Sangunan Gedung meliputi:

d.

b,

(1)

(2)

Pcmohon mengajukan PBG mclahs STMBG kepada Kepala DPUPR dengon
melampirkan dokumen persyaratan administratif{ dan persyaratan tekmis;
DPUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaralan edministratif
das persyaratan teknis;

permohenen PBG dikcrobaiikan ke pemobhon untuk dilengkapr dan/atau
dipcrbaiki dalara hal persyaratan administraiif dan persyaratan teknis
dinyatakan tidak lengkap; dan

OFUCPR mclakukan pendinian dokumen rencang feknis dalam  hal
persyaratan adminislr=iif dan persyaratan tcknis dinyatakan lengkap.

Pasal 60

Proses penerhbitan PBG untuk mengubah, memperluas, mengurangi,
ianfatan merawat Bangunan Gedung meliputi penilaian dokumen
rencana teknis, perhitungan reirbusi PBG dan penerbitan dokumen PBG
Bangunan Gedung.

Proses penilaian dokwwen rencana teknis schagaumana ditraksud pada

maemd F3b vl ens ades.




(3)

(4)

(5)

(©)

(7

(&)

)

a. TPT/TPA melakukan penilaian dokumen repcann 1eknis terhadap
peroenuhan  persyarsatan  teknis  sesua  ketentuan  peraturan
pecrundang-undangan;

b. permohunan PBG dikembalikan ke pemohon dengan dilcngkapi
keterangan perbaikan rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil
penilaian dokumern rencana ieknis dalam hal dokwinen rencana teknis
yang dibuat oleh pcrencana konstruksi dinyatakan belum racmnetahi
persyacatan ieknis, dan

c. TPT/TPA memberikan persctujuan doknmen rencana teknis dalam hal
dokumen rencena teknis dinyatakan sudab memenuhi persyaratan
teknis.

Daiam hal Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan wmum, TPT/TPA

sebagaimana dimeksud pada avat {2) husuf a beranggotakan Pejabat

Fungsional Taia RBangunan dan Pecrumaban danfafam pegawai ASN yang

memiliki kompetensi dalam bidang Bangunan Gedung vang dipilih dan

diberi tugas oich DPUPR.

TPT/TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dan diberi

tugas oleh DPUPR dalam hal Bangunan Gedung untuk kepentingan umaam.

TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian terhadap

pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:

fungsi Bangunan Gedung;

klasifikast Bangunan Gedung;

persvaratan tata bangunan;

persvaratan keandalan Bangunan Gedung; dan

pemenuhan perizinan dan/atan rekomendasi instansi Llerkait.

Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumcen rencana (cknis dan

sural perseiujoan dokumen renicana teknis sebagaimana dimaksud pada

avat [1) huruf b, dan huruf ¢, tercantuwim dalam Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in.

DPUPR menghitung dan menetapkan nilai retribusi PBG atas dokumen

rencana teknis vang teiah disefujui.

Nilai retribusi PBG yang telah ditctapikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD.

Pemohon melakukan pewabayaran reiribusi dan menyerabkan buakt

pembayaran retribusi berupa SSRE kepada DPUPR dan DEMPTSP.

poo T,

(10) DPUPR mengesahkan dokumen rencana teknis.
{11) DPMPTSP isuenerbitkan dokumcn PBG.

Pasal 61

Proses prapeomobonan, permohonan, dan penerbitan PBG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 59, dan Pasal 60, dijelaskan pada bagan tata
cara penyelenggarsan PRG untuk mengubah, memperiuas, mengurangi,
danifalan merawat Bangunan Gedung vang tercantum dalam Lampiran | vang
rmerupalkan bagian iidak terpisahkan dur Peraiuran Bupad ind.

(1)

Paragraf 6
I'ata Cara Penyelenggaraan PBCG Bertahap

Pasal 62
Pruses prapermohonan PBG Bertabap wmielippuli:

a. Pemaohon...



(2)
(3)

(4

(5)

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPUPR
selichim mengajukan permotionan PBG;

b. Pemohon mengisi surat pernyataan unluk mengikuii keitentuan dalam
KRK; dan

c. DPUPR memberikan KRK don menyerapaikan informasi persyaratan
adrpinistratif, persyavalan teknis, serta perizinan dan/alag
rekomendasi teknis lain dan instansi berwenang untuk permchonan
PBG.

luformasi persyaratan adminisizalil sebagaimana dimaksud pada ayal. (1}

huryf ¢ mengikut ketentuan dalam Pasal 23.

inforinasi persyaratan teknis serla perizinan danfatau rekomendasi fekrus

lain dari instanst berwenang scbagairmane dimaksnd pada ayat (1) huraf ¢

mengikui kctentuan dalam Pasal 29.

Dalam preses prapermohonan P3G sebagaimana dimaksud parda ayal {1),

DPUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokuwnen

rencana eRnis.

Format surst perinchonan KRK dan fortnat surat pernyataan untuk

mengikuti ketentuan datam KRK sebegaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul a, dan hurnaf b, tercantum dalam Lempiran [ yang merupakan bagan

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inid,

Pasal 63

Proses permohonan PBG Bertahap melipuii:

a‘

{1)

{2)

Pomohon mengajukan permmohonan PBG dan permchonan PBG Pondasi
melalui SIMBG kepada Kepala DPUFR dengan melarnnpickan dokumen
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

DPUPR melakukan pomerikenan kelengkapan persyaratan administvatid
dan prrsyaratan teknis;

permohonan PBG dan permohonan FBG Pondasi dikembalikan ke pemohon
dalam hel persyaratan adminisiratil dan persyaratan tckois dinyalakan
fidak lengkap; dan

DPUPR melakukan penilian dokumen rencana teimis dalam hal
persyaratan administratif dan persysratan teknis dinyatakan lengkap.

Pasail 64

Proscs penerbitan PBG bertahap meliput:

a. tahap penerbitan PBG Fondasi; dan

b. tahap penerinian PBG.

Tahap penerbitan PBG Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurad

a mcliputi:

a. TPT/TPA melakukan pcnilaian dokwmen rencena teknis terhadap
pemerinhan  persyaratan  tcknis  scsuai  Keteptuan  pereturan
perundang-undangan;

i, permohonan PBG Pondasi dikembaiikan ke pemochon dalam hal
dokumen rencana tekmis dinyatakan belham memenuhi persyaratan
teknis; o

c. TPT/TPA memberikan perseiujuan atas rencana pondasi secara tertulis
dalam hal dokusuen rencana teknis secara wmuun dapat diselup dan
encana pondasi dinyatakan sudah memenuhi persvaratan tckmis;

d. persetyjuan secara termulis scbagaimana dimaksud pada hurul c
mekiputl surat rekomendasi persctujuan dokumen rencana pondasi:

.



{3)

{4)

5

(1
(2)

e. DPUPR menghitung niiai retribusi PBG yang mertipakan perbitungan
yang bersifat scmentars,

{f DPUPR menetapkan nilai reiribusi PBG Pondasi sebesar 10 (sepulul)
persen dari nilai retribusi PEG sementara sehagaimana dunaksud pada
hund c;

a. nilai retribusi PBG Pondasi yany lelah diteiapkan schagaimana
dimaksud pada hunal ( disampaikan kcpada pcraochon dalam bentuk
SKKRD;

h. saat pengamisian SKRD PBG Pondasi, pemohon wajib menycrahikar
formulir surat pernyataan akan membayar pnilai retribusi PBG yang
tersisa scsuai dengan perhitungan rinel yang dilakukan kembal sctclah
perhitungan scmentara oleh DPUFPR;

i. Pemohon melakikan pembavarn retribusi dan menyerabkan bhukti
permbayaran vetribusi berapa SSRD kepada DPUPR dan DPVIPTSF;

j- DPMPTSF menerbiikan dolkumen PBG Pondasi.

Format surat pemberiialmian hasil penilaian dukumen rencana ickais,

sural. persetujuan dokwmen rencana pondasi dan formulic surat

pernyataan akan membayar nia veicibnsi PBG yang fersisa schagawunana
dimaksud pade. ayat (1) huraf b, huruf d, dan humf b, tercantum dalam

.ampiran | yang merupakan bagion tidak ferpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Tahap penerbitan PBG schagaunmana dimaksud pada ayat (1) kel b

mchptt:

a. TPT/TPA dan DPUPR melanjutkan pcnilatan dokumen rencana tcknis
hersamaan dcngan proses penghitungan milai retribusi sementara
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) hurmaf ¢;

h. permohonan rencana  teknis  dikembaiikan ke pomohon  untuk
dipcrbaiki gpabila tidak lcogksp l1anpe mempengaruhl TnRCAna
pondasi;

¢, TPT/TPA membcrikan surat rekomendasi persciwjan  dokumen
rencana teknis dalam bal dokumen rencana tcknis dinvatakan sudah
memenuhi persyaratan tcknis;

d. DPUPR menghitung uleng nilai retmibusi PRG;

e. DPUPR menctapkan wilai retribusi FBC yang merupakan sisa yang
haris dibayarkan cich pemohon sebesar nilai retribusi hawl hitung
uviang dikurang nilai retribusi PBG Pondasi schagaimana dimaksud
pada ayal (2] hurof §

{ nilai retribuei PBG yang telah ditctapkan sehagaimana dimaksud pada
huruf f disampaikan keparia pemohon daiam bentuk SKRD;

g, Pemobon melakukan pcmbayaran retribusi dan menyverahkan bukt
pembayaran retribusi berupa SSRT kepada DPUPR dan DPMPTSE; «lan

h. DPMPTSP menerbitkan dokumen PBG.

Format surst persetujuan dokumen rencana leknis sebagairaana dimaksud

pada ayat (4} huruf ¢, tereantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidek terpisahkan dari Peraturan Supat ini.

Pasal 63

TPT/TPA schagaimana dimeksud dalam Pasal 64 dipilih dan diberi tugas
oich DPUPR.

TPT/TPA sebagaimana dimaksud pada ayas {1} melakukan pengkajian
tarhadan nemrailhan serevaratan teknis terbhadsn ketentuan!




funysi Bangunan Gedung;

kiasifikasi Bangunan Gedung;

persyaratan tata bangonan;

persvaratan keandalan Bangunsn Gedung; dan

pcmenuban perizinan danfatau vekomendasi instansi terkait.

ae e

™
v

Pasat 66

Proscs prapecmoohonan, poermohionan, dan penerbitan PBG  sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dijelaskan pada bagan tata
cura penvelenggarman PBG hertshap yang tercantum dalam fampiren | yang
merupakan bagan tidak terpisahkan darn Peraturan Pupali iae.

Paragraf 7
Tata Cara Penyelenggaraan PBG Scoura Kolekiil

Paszal &7

(1) Proses prapermohonan PBG secara kotektif mcliputi:

a. Pemohon mengajukan pcrimohonan KRK kepada Kepala DPUPR
sebclum mengzajukan permohonan PBG;

b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam
KRK; dan

¢. DPUPR memberikan KRK dan menyampaikan informasi persvamian
adminigtralil, persyaratan tckmis, serta perizinan dan/fatau
rekomendasi teknis lain dari instamsi berwenang vrtuk permmohonan
PBG.

(2) laformasi persyaratan administratif sehagaimana dimaksud pada. ayat {i)
huruf ¢, tengikud ketenituan dalam Pasal 23.

(3) Informasi prrsyaratan teknis scbagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf ¢
mengikut ketentuan dalam Pasal 36.

{4} Perizinan danfatau rekomendasi tcknis lain dan instansi berwenang
sehagnimana dimaksud pada ayat {1) hurn ¢ antara leat:

ANMDAL,

UKL-UPL;

rekomendasi keiinggian dalam KKOP;

SIPFT; dan/atau

rakomendasi peil banjir.

{5) L)PUPR dapat memberikan konsuitasi teknis penyusunan dokwmen
rencana tcknis dalam prases prapermohonan PBG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)

{6) Format surat permoboman KRK dan format swrat permyataan untuk
mengikuti ketentuan dzalam KRK sebagaimana dimuksud pada ayai (1)
huruf &, dan hunaf b, tercantam dalem Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupat 1m.

oan oy

Pasal 68

Proses permohonan PBG secara kolckal mehputi:

a. Pemchon mengajukan permohonan FBG mclalui SIMBG kepada Kepala
DPUPR dengan melampitkan dokumen persyaratan administreldf dan
persvaratan ieknis;

b. DPUPR melakukan pemeriksasn kelengkapan persvaratan admonistralil
dan persyaralan ieknis,

t
1




(1

(2)

3)

<

(3)

pcrmobonan PBG  dikembalikan kepada peraohon uwnatuk dilengkap
danjatau diperbatki dan hal persyaratan administratif dan persyaratan
reknis dinyatakan tidak lengkap,

pengembalien permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada hurul e
dilenpkapi peinberitahuan kelengkapan persyaratan; dan

DPUPR meilakulkan pcnilaian dokumen rencana  teknis dulam  hwl
persyaratan adminisiratii dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap.

Pasai 62

Proscs penerbitan PBG Secara Kolekafl meliputi

a. TPT/TPA melakuken penilaian dokumcn vencana tekais terhadap
pemenuhan  persvaratan teknis  sesual  ketentuen | peraturan
perundang-undangan;

b. permohonsn PBG dikembelikan kepada pemohon dengan dilengkapi
ketcrangan perbaikan rencana tcknis dan surat pemberitahuan hasil
penilaian dokumen rencana teknis dalam hal dokumen rencana teknis
dinyaiakan belum memenuhbi persyaratan teknis;

c. TPT/TPA memberikan sural rekomendasi persctujuan  dokuaner
rencana eknis dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah
memenuhi persyaratan teknis;

d. DPUPR menghitung dan menepkan nilal retribusi PBG atas dokumen
rencans tekms yang teiah disetujui;

c. nilai retribusi PBG yang telah dileiapkan sebagaimana dimaksud pada
huruf d disampaikan kepada pemohaon dalam bentuk SKRI;

{. FPemohon melajaukan pembayaran retribusi dan menyverahkan bukt
pembayaran retribusi beriapa S8RD kcpada DPUPR dan TIPMPTEP,

g, NPUPR mengesahkan dokumen rencana teknis; dan

h. DPMPTSP menerbitkan dokumen PRG induk.

Dalam hal Rangunan Gedung bukan untuk kepentingan umum, TPT/TPA

sebagaimana dimaksud pada ayet (1) hwral a bevanpgoiakan Pejabat

Fungsional Tata Bangunan dan Peramahan dan/atat prgawal ASN yang

memiliki kampetensi dalam bidang Bangunan Gedung yang dipuih dan

diberi tugas oleh DPUPR.

Dalam bal Rangunan Gedung untuk kepentingan umum, TPT/TPA

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a2, dipilih dun diberi tugas oieh

DPUPR.

TET/TPA sebagaimana dimaksud pada ayet (3) melakukan pcengkajian

terhadap pcmenuhan persyaratan teknis lerhadap keteniuan:

a. fungsi Banguoan Gedong,

h. Ilelasifikas) Bangunan Gedung;

¢, persyaratan tata bangunan;

d. persyaoilan keandalan Bangunan Gedung, dan

e. pemcnuhan perizinan dan/atau rekomendaxi inslansi terkait

Format surat pemberiiabuan hasil penilaian dekumen rencana teknis dan

surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimany dimaksud pada

ayat (1) hharaf b, dan hund ¢, teveaniam dalam Lampiran ! yang merupaken
bagian tidak 1erpisahkan dar Pecraturan Bupati wi.

Pasal 70

Proses prapermohconan, perimohonan, dan penerbitan PBG schagaimana
dAimal<iid dalam Pasal 67 Pa=al 68 dan Pass] 69 dielaskan pade basan tata




cara pciayclenggaraan I’BG sccara koiektif yang tercantum dalam Lampiran [
vang merupakan bagian tidak terpisahkan ¢ari Peraturan Bupah mi.

(2)

2)

()

()
{5)

&)

(7

(

Paragraf 8
Tata Cara Penycienggaraan PBG Bangunan Prasarana

Pasal 71

Proses prapenmohonan PBQG bangunan prasarana melipuit:

2. Itmohon mengajukan pcormohonian KRK kepada Kepala DPUPK
sebelum mengajukan permohonan PBRG;

b, Pemohon mengisi sural pernyataan untuk mengiioati ketentuan dalam
KRK; dan

c. DPUPR memberikan KRK dan menyampalkan inforraasi persyaratan
administratif, persyaratan tcknis, serta perinan danfatau
rekomendasi leknis iain untik permochonan PRG.

Dalam hal bangunan prasarana adalah konstruksi

pembatas/penahan/pengoman, konstruksi penanda  masuk  lokasi,

konstuksi perkerasan, danfatau konstruksi penghubung, permohonan

KRK tidak dipériukan.

Informasi persyaratan administratif sehagaimanu dunaksud pada ayat (1)

hurd ¢ mengikuti ketentuan dalwn Pasal 23.

Informasi persyaratan teknis sebagaimana divaksud pada ayat (1) hurwic

mengikuti ketentuan dalam Pasal 37.

Perizinan danfatau rekomendasi tcknis lain dari instansi berwenang

sebagaimane dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, antara lain:

a. AMDAL;

b. UKL-UPL;

¢. Rekomendasi keiimggiaon datam KKOP;

d. izin Prinsip Lokasi;

¢, SIiPPT; dan/atau

f. Rekowmendasi peil banjir.

Daiam proses prapermohonan PBG scbagaimana dimaksud pada ayat {1),

DPUPR dapat memberikan konsuitasi tcknis penyusonan dokumen

rencana teknis.

Format surat penmchonan KRK dan format surat pernyataan wituk

mengikiii ketentuan dalam KRK schagaimena dimaksud pada ayat {i)

hurwf a, dan hurul b, tercantum dalam Lampiran i yang merupakan bagian

tidak terpisuhkan dast Peraturan Bupat ini.

Pasal 72

Prases permohonan PBG bangunan prasarana meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan FBG melalui SIMBG kepada Kepala
DPUPR dengan maclampirkan dokumen persyaratan admirustratif dan
persyarulan reknis;

b. DPFUPR  melakukan pemeriksaan  kciengkapan — persyaratan
adminisirauf dan persvaratan tekmis;

e. perrachonan PBG praseranan dikembalikan kepada pemehan untuk
dilengkapi danfatau dipcrbaiki dalam hal persyaratan adminisboalil
dan pursyaratan teknis dinyatakan tidak lengkap,

d. pengcmbalian permnhonan PBG scbagaimana dimaksud pada hunaf c,
dilengkapi pemberitahuan kelengkapan persyavatan; dan

¥




2

(i}

c. DPUPR melakukan pcnilaisn dokumen rencana tckmis dalam hal
persyaratan adminitratf dan persvarutan teknis dinyatakan lengkap.
Format surat pembecitahuan kelengkapan permsyarslan  sebagaimana
dimaksud pada ayet (1) huruf d, tercantum daiam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak teypisaikan dari Peraturan Bupali ini.

Pasal 73

Proses penerbitan PBG bangunan prasarana melipnd:

a. TPT/TFA mclakukan penilsinn dokumen rcencansa tekns terhadap
pemenuhan  persyaratan  teknis  sesuai  ketentuan  peraluran
perundang-undangan,

bi. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum mesmenahi
persyaratan teknis, periuvtionan PBG dikembalikan kepada pemehon
dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana tcknis dalam hal
dokumen rencana teknois dinyatakan belum memenuhi goiumen. ..
teknis;

¢, TPT/TPA wmemhberikan surar rekomendasi porsctujuan  dokumen
rencana teknis dalam hal dukures: rencana teknis dinyatakan sadal
memennihi persyaratan teknis;

d. DPFUPR menghitung dan menetapkan mla1 retribusi PBG atas dokuwincn
rencana teknis yang telah disetujui;

¢, milai reiribusi PBQ yang telah ditesapkan sebagaimana dimaksud pada
huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SKRD;

f. Pemwhon snelakukan pombayarap mlcbusi dan menycrahkan bulti
pembayaran retribust berupa SSKRD kepada DPUPR dan DPMPTSE;

g. DPUPR mengrsahkan dokumen rencana teknis; dan

k., DPMPTSP menerbitkan dokumen PRG.

{2) TPT/TPA schagaimana dimaksud pada ayat (1) hunif a, yang dipilih dan

3)

(4}

diber? tugas viet DPUPR.

TPA sebagatmana dimaksud pada ayat (2) mclakukan pengkajian terhadap
pemenuhan persyaralan teknis ierhadap ketenituan:

a. fongs) Bangunan Gedung;

b. Klasinkasi Bangunan Gedung;

c. persyaratan (433 bangunan;

d. persyaratan kcandalat Bapgunan Gedung; dan

e. pemenuban pevizinan dan/atau rekomendasi instansi ievkait.

Format surat pemberitahuan hasi penilaian dokumen rencana teknis dan
surat perseiujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat .

Pasal 74

Proses prapecrmmohonan, penmohonan, dan pencrbitan PBG bangunen prasarana
schagaeimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 dijeilaskan pada
bagun laia cera penyclenggarasn PRG bangunan prasarana yang tcrcantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupat ini.

Paragiral 9
Tata Cara Penyelengzaraan PBG Secara Ondine

4
v




NS

(1t

2

(3)

(1)

(2)

Paszal 75

Proses prapermohonan PBG secara online melipul:

a.

Pernohon melakukan pendafiaran sccara orline dengan mengisi
aplikasi data pcmohon yang tersedia pada laman resiu DPUPR dan
mengungaah hasil pindai kariu ideniiias yang masih berlaku;,
Pemohon mmeiakukan verifikasi dengan taengisi kode yang dikanm
melalui sms ke nomor ielepon selular milik pemohes,

Pernohon vang tckuh ierverifikasi dapat mengisi aplikasi permohonan
KRK dan menyatakan aken mengiioati ketentuan dalam KRK melalui
akun yang telah terveniikani;

KRK dikisiinkan ke alamat surat eiektronik pemohon; dan

Informasi persyaratan administratf, persyaratan teknis, serta perizinan
danfatau rekomendasi ieknis lain untuk pocrmobonan PBG dapai
dilitkal poda laman rcsma DPUPR,

Ioformasi perayaratan administratil sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
hurwl ¢ mengikati ketentuan dalam Pasal 23.

Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimuaksud pada ayat (1) hurufe,
mengikuit ketentuan delan Pasal 25 sampai dengan Pasal 37 sesuai
dengan penggolongan Bangunan Gedung,

Pasal 76

Pruses permohonan PBG secara enfine meliput:

a.

f.

Pemohon mengisi aplikasi permolionan PBG yang tersedia pada SIMBG
dan mengunggph  file dokumcn persvaratan  administratif dan
persyaratan tekrus;

Pemochon yang telah wengisi aplikasi permohonan PBG sebagaimana
dimaksud pada huruf a, memperaleh tanda terima permehonan yang
harus dicetak sebagai tanda bukti perimnchonan;

DPUPR  melakukan  pemeriksaan  kelengkapun  persyaraian
udminiatratif dan pereyaratan teknis;

DPUPR mengirimkan suraf pemberitahuan kelengkapan persyarasan ke
wlanat surat elektronik pemobon dalam hal persyaratan administratil
dan pcrsyaratan ieknis dinyatakan tidak lengkap;

DPUPR mengitmkan surat undangan verilikasi  kelengkapan
perayaratan permohonan PEBG ke alamat surat cickivomik pemohon
dajamn hal persvaratan adminisiraiil dan persyaratan teknis dinvaiaican
icngkap, dan

Permohonan PBG vang telah terverifikasi dapat dilanjutkan dengan
proses penilaian dokumen rencana tekmis.

Format surat pembéritahvan kelengkapan porsyaratan sebagaimana
dimaiksud pada ayat (1) huri d, tercanbam dalam Lampian 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peramran Bupati ini.

Pasal 77

Proscs penecbitan PBG sccara onlfine mengikuti ketentuan pencrbitan PBG
sesual penggolongan Bangunan Gedung schagaimana dimakaud dailam Pasal

39.

Paragral 10
Dokumen PEG




(1)
{2}
{3)

(4)

i5)

=]

7

(1)
(2

)

Pasal 78

Dokumen PBG yang ielah diterbitkan dibetikan kepada pemohon bescrta

lampiran dokurncn PBG.

Dinkumen PBG sebagaimana dunaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

Kepala DPMPTSP,

Formnul dokumen PBG sebagaimana disnnksud pada ayat (1) scsual dengan

Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Lampiran dokumen PBG Bangonan Gedung baru, Bangunan Gedung

kolektif, hangunan prasarana, dan Bangunan Gedung yang akan diubah,

diperiuas, dikurangi, dan/atau dirawal meldiput:

a. dokumen rencans teknis yang telah disahkan;

b, formulir surat pcrmyvataan pemohon nkan mengpunakan pelaksang
kunstriksi dan melaksanakan konsiruksi Bangunan Gedung sesoai
dengan dokumen rencana tckmis yang telah disahkan,

c. surat pemmyataan pemilik Bangunan Gedung akan melaksanakan
konstruksi dengan herpedoman pada persyaratsn pokaek tahan gempa
dan surat kesediaan pemilik untuk Bangunan Gedunggiya dilakukan
knjian teknis oleh TPT, dalam hal Bangunan Gedung scderhana | (saty)
lantai; :

d. surat permyataan pengewas/ manajemen konsiruksi mengenai kelaikan
fungsi Bangunan Geeung yang ielah dibangun; dan

¢. surat permohonan SLF,
Dulase hal Banpunan Gedung eksisting, dokumen PBG dibernikan bersama
dengan dokumen SLF.
Format sural perniyataan menggunakan pelaksana konstyuksi bersertifikat
dan format sural pemyalaan  pemilik Bangunan Gedung akan
melaksanakan konstruksi dengan berpedoman pada persyaratan pokok
ixshan pempa sebagaimana dinaksad pada ayat (4) horuf b dan taeaf ¢
tercantum dalam Lampiran | yang merupaken bagian tidak terpisabkan
dan Peraturan Bupuli ini.

Format surat permyalaan pengawas/manajcmen konstruksi mengenai

kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang telah dibangun dan format surat

perrnohanan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dan hueufl
¢, tercantum dalam Lampiran l vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Bupul in.

Pasal 7@

Dalam hal Bangunan Gedung kolektif, dokumen PRG yang diberikan
Ix:rupa dokumen PBG Induk,

Pemohan dapai mengajukan pemecahan dokumen PBG Induk menjadi
dokumen PBG per kaveling di DPUPR,

Pengajuan pemecaban dokobmen ’BG Induk scbagaimana dimaksud pada

avat (2] dilakukan schelum permohonan SLF.
Bagian Kctujuh
Tatka Cara Penghitungan Retribusi PBEG
Paragraf |

Umum

Pasai BO...




Pasal 80
Retribusi PBG meliputi:
a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan reiribusi;
b. penghitungen reirbusi PBG,
c. indeks penghitungan besamya rettibusi PBG; dan
d. harga satuan (taril) relabusi PHG.

Pagugyal 2
Jenis Kegiatan dan Objck yang Dikenakan Retribusi
Pasal 81
(1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi PRG sebageimena dimaksud
dailam Pasal 80 hunil a meliputi:
a. pembangunan haru;
b. rehabilitasi atau renuvasi berupa perbaikan  atau  perawatan,
pcrubahan, peviuasan atau pengurangan; dan
¢. pelestarian atau pemugaran.
{2) Objek vang dikenakan retribusi PBG schagaimana dimaksud dalam l'asal
80 hurof a meliputi:
4. Bangunan Gedung; dan
b. Bangunan prasardana.

Paragral 3
Penshitungan Retnibusi PBG

Paszal 82

Penghitungan reiribusi PRG sebagaimana dimaksud dalema Pasal 80 huruf b
meliput:

a. komponen retribusi dan biava;

b. penghitungan besarnya retribusi; dan

¢. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 83

Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dirkstd dalam Pasal 82 hurud a

meliputi

a. tettibusi pembinaan penyelenggaraaan Bangunan Gedung uniuk kegiatan
pembangunan bara, rehabilitasi / renevesi dan pelestarian / pemugaran; atay

b. rctribusi administrasi PBG mcliputi peraecahan doiamen FBG, pembualan
duplikat dokumen PBG yang dilegalisasikan setmgai pengganti dokumcen
PBG yang hilang atau susak, pemutakhiran data atas permohonan pemulik
Bangunan Gedung, dan/aiau perubahan non tekniy lainnya; dan

c. retvibusi  penyediaan  formmuliv Permochonan  PBG, termasuk  biaya
pendaftaran Bangunan Gedung.

Paszi B4
(1 Penghiningan besarmya retribusi dilakukan dengan ketentunn:
a. komponen vetribusi sebagaimana dimuksud dalam Pasal 83 ditctapkan
sesuai pcrmohopan yang diajukan;
b. lingkup kegiatan vang melipoti pembangunan Bangunan Gedung bara,
rehabilitasi atau reaovasi Bengunan Gedung mebiputi perhaikan atau

pcrawataii...




berawatan, pcrubahen, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian
aiau pemugaran; dan
c. volume =»iau besaran kegtatan, indcks, harga satuan retribusi untuk
Bangunan Gedung, dan untuk bangunan prasarana,
(2) Penghitunpan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk:
a. pembangunan Bangunan Gedung baru;
b. rehabilitasi/renovasi, pclestanian/ pemmugaran; dan
c. pembangunan bangunan prasarana.
{3) Rumus penghitungan besamya retribusi serla kompenen reiribusi dan
penghitungan besarmva vetribusi sebagaimana tercantwin dajam Lampiran
I yang meripakan bagian Hdak terpisahkan dari Peraturan Bupatl ini.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa ates pemberian layanan perizinan PBG mengaunakan
indeks berdasarkan fungei, klasilikasi, dan waktu penggunzan Banguran
Qedung serla indeks untuk bangunan prasarana sebagai iingkat intensitas
penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan  cakupan  kegiatan
sebagaimeana dimaksud dulamn Pasal 81 ayat [1).

Paragraf 4
Indecks Penighitungan Besaunya Retribusi PEG

Pasal 86

[adeks penghitungan besartiva refribusi PRRG meliputi:
a. penctapan indeks tingkat pcnggunaan jasa;

b. skala indeks; dan

c. daftar kode.

Pasal 87

(1) Penetapan indcks lingkal penggunaan jasa schagairoana dimaksud dalam
Pasal 86 humf a, scbagai faktor pengali terhadap harga safuan retribusi
untuk mendapatican besamya reinbusi melipuil:

a. indcks untuk penghitungan besarnya regibusi Bangunan Gedung; dan
b. indeks untuk penghitungan besarmya retribusi bangupan prasarana.

{2) Indeks untuk penghilungan besaraya retnbusi Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a ditetapkan oleh Bupau
berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap Bangunan Gedung doengan
mcmpertimbengkan sapesifikasi Bangunan Gedung pada:

tingkat komplcksitas;

tingkat permanensi;

tingkat risiko kebakaran Bangunan Gedung;

tingkat zonasi gempa di kawassn setermnpal;

kepadatan Bangunan Gedung pada peruntukan lokasi pembangunang

ketinggian atau jumlah iantai;

kepemilikan Bangunan Gedung; dan ¢

. jangka waktiu penggunaan Bangunan Gedung.

(3} Indcka untuk penghitmgan besamys retsibusi bangunan prasarana t/

SRS G0 PR

schagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk setiap
jenis bangurian grasarana.

Pasal 8B...



Pzsal 88

{1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 honat b, ditctapkan

(2)

berdasarkan peringkat  terendabh hingga  tertinggi  dengan
mempertimbangkan  kewajaran  perbandingan  dalam  inlensitas
penpgunaan jasa.

Indeks penghitungan beswmya ewribusi PBG untuk Bangunan Gedung
dan bapgunan prasarana tcrcantuwm dalam Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak tcrpisehkar dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

Daftar kodc schagaimena dimaksud dalam Pasal 86 humui ¢, untuk
mengidentifikasi indcks penghitungan retribusi PBG  guna  keiertiban
adminisiTaxai dan transparansi.

{1)

i2)

Paragraf 5
Harga Satuan atan Tarif Retribusi PBG

Pagal 90

Harga saluan atau tarif rctribusi PBG pada Bangunan Gedung harus

memcnuiz ketentuan:

a. luas Bangunan Gedusig dihitung dari garis surnbu dinding atsu kalom;

b. lues teras, balkon dan seilasar luar Bangupan Gedung, diutang
setengah dari luas vang dibatasi oleh garis sumbu-sumburniva,

¢, inas bagian Bangunan Gedung seperti kanopi dan pergola yang
berkolom dikitung setengah dari luas yanyg dibatasi oleh garis sumbu-
sumbunya;

d. iuas bagian Bangunan Gedung seperti kanopi dan pergoly tanpa kolom
dihitang setengah dari Tas yang dibatasi oich garis tepi alap
konatriks tersebut; dan

e. hias overetck atau juifel dihitung setengah dun luas yang dibatasi oleh
paris tepi konstruksi temehiat.

Jenis prasarana dan satuan untuk penetapan harga satuan staud taril

retribusi PBG meliputi:

a. konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan, per-m? (meter persegi);

b. konsiruksi pcnanda masuk lokasi, per-m? (ocier persegi) atav unit

standar;

konstruksi pcrkerasan, per-m? (meter persegi);

konstruksi penghubung, per-m? (meler persegi), atau unit standar;

Kanstruksi kolam atan reservoir bawah tanah, per-m? (meter persegi);

. konstulsi mconara, pet-unii standar dan pertambabainya,

konstruksi monumen, per-unib standar dan pertambahannya;

kanstruksi instalasi atau gardw, per-m? (meter persegy);

konsiruksi reidame, per-unit standar dan pevtambahannya; dan f

oA n

it -

konstruksl bangunan lainnya yang tcrmasuk bhangunan prasarana
yang ditetapkan olch DPUPR.

Paragraf 6
Pengerbalian Retribusi PBG
Pasal 91.__.
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Pasal 91

Daiam hal Juas Bangunan Gedung vang dibangun kurang dari luas Bangunan
Gedung yang tercantuw dalam dokamen rencana teknis, kelebihan vetribusi
vung telah dibayar tdak dapat dikembaiiican.

Bagian Kedelapan
Jangka Wakln Proses Permmohonan dan Penerbitan PRG

Pasal 92

{1} .Jangka waktu proscs pcrmchonan dan penertitan PBG dihitung sejak
pengajuan permohonan PBG mwelifati:

al

b.

PBG Bangunan Gedung scdcrhana yang dokumen rencane teknisnya
dibuat vich perencana konstruksi paling lama 4 (zapat) hari kerja;
FBC Bangunan Geduny sederhona yang dokumcen rencana teknisnya
menggunakan desain prototipe paling lama 3 (tiga) hari kerja;

PBG Bangunan Gedung scderhana 1 (seiu) lantai yang dokumen
rencana reknisnya disediakan scndin oich pemoehon paling lama 3 (tiga)
har kerja;

PBG Bangunan Gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan
wmum paling lamma 7 (tujuh) hari kerja;

PRG Bangunan Gedung sederhana unluk kepentingan umum paling
lama 6 {enam) hari kerja;

PBG Banpunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan voum dan
Bangunan Gcdung khusus dengan ketinggian 1 [satu) sampai dengan
& (deilapan) lantai paling Jama 12 fdua belas) hari kerja;

PBG Bangunan Gedung tidak sederhana unluk kepentingan umum dan
Bangunan Gedung khusus dengan kctnggian icbih davi 8 (delapan)
lantai paling lama 30 (tige pulub} hari keija;

P3G Bangunan Cedung sederbana cksisting dengan luas sampai
dengan 100 (seratus) meter persegi paling lama 9 {sembilan) hari kerja:
PRG Bangunan Gedung sederhana cksisting dengan luas sampai
dengan SO0 (lima ranis) meier persegi paling lama 12 [dua belas) han
lrerja;

PBG Bangunan Gedung Udak sederhana dan Bangunan Gedung
khusus eksisting paling lama 12 {dua belag] hari kerja, diluar proses
pengkajian teknis oleh penyadia jasa pengkayi tekmas;

PBG unfuk mengubah, memperiuas, mengurangl, danfatau merawai
Bangunan Gedunyg bukan uatuk kepentingan wmum peling lama 7
{tujut) har kerja;

PBG untuk mengubeh, mempcerluzas, mengurangs, dan/atau merawat
Bangunan Gerdung unituk kepentingan umum paling leina 30 (tiga
puluh) han kcia;

PBG Pondasi uptuk Bangunan Gedung tidak sederhana untuk
kepentingan umum dan Bangunsn Gedung khusus paling lama 18
{delapan belas) hari kerja;

PBG Bangunan Gedung bukan untuk kepenbnpgan wmwm $ecars
ikolekiil paling lama 10 {sepuiuh) hari kerja;

PBG secara kolektif untuk Bangunan Gedung untuk kepentingan
umum dengan kctinggian 1 {setu] sampa dengan 8 (delapan) laniai

paling lama 12 (tiga belas} hari kerja;
p. PBG...




s
.

(2)

3)

(1}

(2)

(3
(4)

(S)

{1)

i2)

(3)

p. PBG secara kolektif untuk Bangunan Gedung untuk kepentingan
urmwn dengan ketingwan lebih den 8 (delapan) lanian paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja; dan

q. PBG bangunan prasarana paling lama 10 (sepuluh) han kefa.

Permohanan PBG yang dapat diproses adalah permohonan yang telah

diicngkapi persyaratan sesuai ketentuan yang diieiapkan dalam Peraturan

Bupat ini.

Dalam hal permohonan PBG dikembalikan kcpada pcmohon, Jangka waktu

proses permohionan dan penerbitan PBG dikitung kembali dan awat,

Bagian Kesembilan
Perubahan Rencana Teknis Faska Yenerbitan ’BG
t*asal 93

Penabiahan rencana teknis pasca penerbitan PBG antara lain:

a. perubahen akibat kondisi, ulkuren uhan kaving alan persil yang lidak
sesuai dengan rencana tckmis dan/atau adanya kendisi cksisting di
bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah atan dipindahkan
seperti jaringan prasarana dan benda cagar budaya;

L. perubahan akibat perkembangan kebutshan pemilik Bangunan
Gedung seperki penampilan aysitekiury, penambahan atau pengurangan
luas dan jumlah lantai, dan tata ruang-dalam,; dan

c. perubahan fungsi atas permintaan pemibk bangnan.

Perubahan reneana teknis yang dilokukon uniuk penyesuaian dengan

kondisi lapangan dan Udak inempenganubi sistem strukiur dituangkan

dalam gambear terbangun.

Gambar terbangun sebagaimana dimaksud pada avat (2), harus aendapat

persetujuan Kepala DPUR.

Perubahan rencana teknis yang mengekibaskan perubahan pada

arsitektur, struktur, das ulilites harus mclain permohonan baiu PBG.

Pcrubahan rencana tekris karena perubaban funpst hares saclalu proscs

permchonan barm dengan proecs scsuai dengan penggelengan Bangunan

Gedung untuk penvelenggaraan FEG.

BAE 1Y
KETENTUAN PENYELENGCARAAN TPA
Bagian Kesatm

Umum

Pasal 94

TPA rmemiliki tugas umum memberikan naschat, pendapat dan
perumbangan tekaus  dalam  penyelenggaraan Bangunan Gedung
khususnva penyvelenggaraan Bangunan OGcdung untuk kepenfingan
wnam.

Pertimbangan ks schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilerikan TPA
kecpada:

a. DPUPR, sebagai tugas rutin tshunan dan tugas msidenial; dan

k. nstitusi lain, sebagai hagas insidental jika dibutuhkan.

Bangunan Gedung untuk kepentingan urmaum sebagaimana dirnaksud
pada ayal {1} mcliputi kompleksitas:

a. Bangupan Gedung sederhana;




(4)

(5}

(6}

(7)

(1)

b. Bangunan Gedung tidek sederhana; dan

c. Bangunan Gedung khnisus.

Bangunan Gedung scderhana scbagaitmana dimaksud pada ayat (3} haooal

a dianiavanya:

a. Bangunman Gedung fasilitas pclayanan keschatan seperd puskesmas
kawasan perdesaan, klinik, dan apotik;

b. Bangunan Gedung [asililtas pendidikanr seperti taman kanak-kaonak dan
sekolah dasar;

¢. Bangunan Gedung pemerniniahan seperti pos polisi, kantor desa/lurah,
dan kantor dinas; dan

d. Bangunan [asilitas peribadatan sepertt mushola dan sarai.

Bangunan Gedung tdak scdedana sebagaimana dimaksud pada. ayat {3)

Furufl b diantaranya:

a. Bangunan Gedung [asilitas kesebatan sepero rumah bersalin,
poliklinik, puskesmas perkotaan, dan rwnah sakit kelas A, B, dan C;

b. Bangunan Gedung perdagangan dan jasa skala mencnugah dan besar,
separti pasar, pertokoan, pusal perbelanjaan, atau sejcnisnya;

¢. Bangunen Gedung pertndustrian seperti pabrik dan Bangunan Gedung
industri sejenisnya;

d. Bangunan Gedung hunian jamak yang terdisi dexi 2 {dus) unit atau
iebih hunian terpisah sepertl rumah susun dan apartemen;

¢. Bangunan Gedung hunian sewmeniara seperti hotel, motcel, dan asramsa;

f. Bangunan Gedung fasilitas pcribadatan sepert masijid, gereja, pura,

vihara, dan klenteng;

Bangunan Gedung pemeriniahan sepcrti kanter bupaii/walikota,

kantor DFRi}, kanlor polisi, atau Bangunan Gedung pelayvanan

pemerintah lainnya;

h. Bangunan Gedung fasilitaz pondidikan seperti Sekolah Menengah
Pertumna, Sekolah Menengah Umum, dan pergnran tinggi, atau
sejenisnya,

i. Bangunan Gedung kchudlayaan seperti musewm, gedung kescruan,
Bangunan Gedung adat, atau sejenisiyy; dan

0a

). Bangunan Gedung Ilaboratormum scport:  laboratorium  fisika,

laboratorium kimia, isboratorium biologi, labomlorium kebakasran,
atau s€jcnisnya.
Bangunan Gedung khusus scbagaimana dimaiksud pada ayat (3) hund ¢
diantarunya:
a. Bangunan Gedung alahraga sepert: stadion atau s¢jchisaya;
b. Bangunan Godung terminal daratfiaut/udara; dan
¢. rumah iahanan dan lembaga pemasyarakatan {lapas).
Dalam melaksanockon tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), TPA
dibentuk sccamm nd-hoc dengan masa penugasan terteniu.

Pasal 95

Keanggotaan TPA meliputic

a. unsuwr DPUPR;

b. unsur instansi teknis Lerkait; dan

e. unsur ahii yaitu asosiasi profesi, perguruan tinggl, dan/fatau
masyarakat ahb tcrmasuk masgyarakat adai.

(2) Keanggotaan




(2)

(3)

{4}

(S)

)

(7)

i8)

{<}

Kcanggotaan TPA deri unsur DPUPR sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan Pugjalal Fungsional Teknik Tata Bangunan danm

Perunahan, dan/atau pejabat Jainnya yang terkait,

Keanggotaan TPA dari unsur instansi ieknis ierkaii sebagairaana dimaksud

pada ayal {1} huruf b dapat mcliputi bidang tugas anfara lain:

a. bidang jaian;

b, bidang perhubungan/transporMasi;

¢. hidang telekormantkasi;

d. Wbidang kesetamatan dan kesehatan kerja (K3);

€. bidang pritahanan,

f. bidang keamanan; dan

a  bidang keahlian lainnys sesuai dengan kebutubhan.

Keanggoiaan IPA dan unsur ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ paling sedikit terdiri dan:

a. hidang arsilekiur,

b. bidang struktur; dan

c. bidang utilitas (inskanikal dan elektrikai).

Selain keahlian scbagaimana dimaksud pada ayat (4), kcanggotaan TPA

dari unsur ahli dapat dilengkapi dengan bidang keahlan antara Jain:

bidang planolugif perencanaan wilayah dan kota;

bidang pcrtamanan/lansekap;

bidang tata ruamng-dalam/inteviar,

bidang Bangunan Gedung adat;

bidang nukliv; dan

bidang teknologi informnasi.

Susunan kcanggotaan TPA ierdiri dani:

a. ketua merangkap angyola TPA (ex-officio) dari unswur GPUPR;

. wakil kehia merangkap anggota TPA (ex-officio) dari unsur DPUPR atau
instansi tcknis terkait;

c. sekretaris merangkap angepia TPA (ex-afficio) dan unsur DPUPR atan
instansi icknis terkait; don

d. anggota TPA dari unsur DPUPR, instansi teknis terkait, dan ahli.

Anggota TPA yang berhak memhberikan swara daism menetapkan

keputusan hasil pecngkajian adaiah anggota dari unsur ahli sehagaimana

dimaksud pada ayat (1) burufl .

Kemposisi keanggctaan TPA diletapkan dengan ketentuan jumlah anggota

TPA dari unsur ahli pating sedikit sama dengan jumlah gabungan anggota

TPA dari unsur DPUPR dan instansi tcknis terkait.

Jumlah anggota TPA dari unsur ahli ditetapkan dalam jumlah ganjil untuk

kepentingan permungutan suara dalam bal persetujuan dokumen rencana

teknis tidak tercapal mufakat.

me A h op

(10} Anggola TPA sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) ditetapkan dengan

Keputusan DBupati.

(1) Dalam hal idak tersedia bidang keahiian yang dibutabkan, DPUPR dapai:

a. mereknat ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/ kota lain yang tidak
ditetapkan sebagai TI'A berdasarkan basis data ahli Bangunan Gedung
kabupaten/ikota lainnya; atau

b, mengandang anggota TIPA kabupaten/kota Jain di Indonesia untuk
membantu sebagal naraswmber sesuai kebulubeai.

(12} DPUPR...

f
v




(12) DPUPR menyampaikan undangan tertulis kepada ahli Bangunan Gedung

(13)

(1)

(2)

(3)

()

(6]

(1)

untuk direknit dan TPA yang diundang scbagai narasumber untuk
melaksanakan kctentuan sehagaimana dinmaksud pada ayat (11}

Format undangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayal [12)
tereanium dalam Lampiran Il yang mevupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Bupati im,

Pasal 95

TEA setara dengan pojabat publik yang dalam pelaksanaan tugasnya harus
berpedoman pada:

a. asas umum peavelenggaraan negara; dan

t. kode etik TPA.

Asas umum penyeienggarsan negara sehbagammana dimaksud pada ayat {})
hurul a diantaranya:

a. asas kepastian hukaam;

. asas kemanl=zatan;

asas ketidakberpihakarn;

asas kecermatan;

asas Lidak menyalahgunakan wowenasnig,

asas keterbukaan,

asas kepentingan wnwm;

asas pelayvanan yang baik;

nuns tertib penyelenggara negars;

asas prolesionalitas,

asas akuntabilit:as;

asas efisiensi; dan

m. agas elektivitas.

Nasgkah karde etik TPA sebagaimana dimaksad pada ayai (1) huruf b paling
sedikit memuatk tujuean dan janji TIA dalam membantu tugas pemerintah
kabupaten.

Tujuan yang iermuat dalam naskah kode elik TPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) vaim melaksanakan tugas uwntuk iersujudnyas Bangunan
Geduns yang fungaional, andal dan cfisien seria sesvai dengan kandisi
snsial budaya masyarakat.

Janji vanp termuat dalam nuskah kode etik TPA sebagaimana dimaksud
pada ayai (3} paling sedikit yaitu:

a. mciaksanakan tugas secara profesional dengan keijirnuan yang didasari
ilmu pengetabuan dan teknologi, sosial, budaya dan ekanomi, seria
meliputi kearifan lokal kaidah tradisional;

tnelaksanakan tugas secarw wmdependen,

melaksanakan tugas sccara ohjcktf;

mclaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan; dan
melaksanakan {ugas dengan hati nurani,

I"ormat naskah kode ¢t TPA tercantum dalam Lampiran I vang
merupakan bagion tidak terpivabkan dari Peraturan Bupati ind

AT M TE e So

sfang

Bagian Kcdua
Pereyaratan Calon Anggata TPA

Pasal 97
Persyaratan calon angpgola TPA melipuii:




o

(2

(3)

(4

(3)

(6)

a. persyvaratan wmun,

b. persyaratan adminisiraiil; dan

¢. persyaratan teknis keprofesian/kepakaran.

Pereyaratan umum sebagaimana diwwaksud peda ayat (1) hurnil a mchputi:

a. Warga Negara Indonesia (WNIj;

b. terdaftar sebagai penduduk di kabupaten fkota terapat domisilinya;

c. berkelaicuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana kejahatan;

d. tidak memilikd konflik kepentingun dengan tugas TPA,

c. sehat jasmani dan rohani; dan

f. bebas nackoba, yaitu tdak pernah terbukii sebagai pengguna dan/atau
penecdar narkoba.

Selain persyaratan wmuin schagaimana dimaksud pada ayat (2}, calon TPA

dari unsur DPUPR dan instansi leknis terkait, harus mcmcenithi

persyaratan uwm isinnya yang mcliputi:

a. tidak dsiam status dinonaktiikan; dan

b. menduduki jabatzu yang Hugas dan fungsinva terkait dengan
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Persyamian administratif sebagaimarnu ditnaksud pada ayat {1) huraf b

mebputi:

a. surat permuhonan untuk menjadi TPA;

b. daftar dwayat hidup;

¢. Jotokopt KTP-el;

d. fotokop? ijasah pendidikan ferakhir;

e. surat pcougasan (hanya uniuk calon TPA dari unsur Pejabat

Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perurnahany;

fotokopi Nomor Pokak Wajib Pajak (NPWP} perscorangan;

surat keterangan domisili;

surat kelerangsn sehat;

surat keterangan behas narkaba;

pasforo 3 cm x 4 cin {tiga kali empat centimcter) scbhunyak 2 (dua)

lembar; dan

k. surat keterangan lainmya.

Persvaratan (ckais keprofesian/kepakaran scbagaimana dimaksud pada

ayat {1) hunuf ¢ berdaku untuk calon anggoia T1°A dan uneur ahli, meliputi:

a. sertifiknt keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga scsuai dengan
peraturan perundang-undangan wiluk unsur ahli dar asosiasi proicsi;

b. persyarstan teknis kcprofesian/kepakaran dan/fatau surat keterangan
dosen yang memiliki kepangkatan minimmal asislen ahli untuk unsur
ahli dari pergurian tinggi;

¢. pengakuan kepakaran atau pemangka dibidang adat untuk unsur ahl
dari masyarakat adat; dan

d. surat rekomendasi dari Kcpala DPUPR untuk anggota TPA dari unsur
DPUPR dan surat rekomendasi dan kepala insiansi teknis terkait untuk
calon anggota TPA dari unsur instans tclonis terkait.

Format surat prrmohonan uniuk menjadi TPA sebagaimana dimaksud

patda avat {4) huruf a tcreantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Ieraturan Bupati ini.

ok

Bagian Keiiga
Tugas dan Fungsi TPA

RFS . i ey U



Paragraf 1

Urmarmn

Pasal 938
TPA mempunyai tugas dan fungsi secara natin tahunan dan insideatal.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Ruiin Tabhunaen TPA

Pasal 94

{1} Tugas tutin tahunan TPA dilakukan dalam rangka pengesahan dokumen
rencana kknis Bangunan Cedung untuk kepentingan umum.

{2) Tugas rutin tahunan TPA berdasarkan unsur keaneguiaannya antara iain:
a. unaur ahli membenkan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapal,

dan pertimbangan profcsional;

b. unsur DPUPR dan instansi tcknis terkait memberikan masukan tentang
program dalarn pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instensi yang
terkait; dan

¢. kesehuruhan unsur anggoks TPA dapet meraberikan konsultasi telms
kepada pernchon PBG terkeil penvelenggaraan Bangunan Gedung
untuk kepentingan umum pada proses pra permohonan PEG.

{3} Dalam melaksunakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayar {2) huruf a,
TPA dari unzur ahli memiliki hangsi pengkajian dokumen rencana teknis
Bangunan Gedung untuk kepentingan umum terhadap:

a. pewenuban perizinan dan/ateu rekomendasi teknis lain dari instansi
bereenang;

b. pemenuhan prrsvartan tata bangunan; dan

¢. pemenuhan persyaratan iccandaian Bangunan Gedung.

(4j Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi horwenang
schagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul a, mengikuti ketentuan dalam
Pasal 49 ayat (4).

{S) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ol b,
TPA dart unsur DPUPR dan instansi ieknis terkait memilika [ungsi
pemberian masukan data, danfatan informasi terhadap kondisi yang ada,
programn yung sedang atan akan dilaksanaken di danfatan meialui atau
dekai dengan lokasi rencana Bangunan Gedung untuk kepenlngan urnum
vang dimohonkan P3G-nya.

Varagraf 3
Tigasa dan Fungsi Insidental TPA
Pasral 100
{1} Tugas TPA secara insidental yaitu membkerikan pertimbangan teknis
terhadap:
a. penyelesaian permasulaban terkait penyelenggaraan Banglunan
Gedung apabila dipcriukan; ?
b. penyempurnaan peratwan perandang-vndangan terkait Bangunan

Gedung apabila diperlukan; dan
c. penvelesaian kasus hukum terkait permasalaban Bangunan Gedung
apabila diperiukan. hf
{2} Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Bangunapn Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1j hasuf a antara lain untuk:

s enehiinn



(3)

(4}

©

{6)

(7}

(8)

{9)

a. penenfuan peruntukan pemanfaatan ruang dan persvaratan intensitas
Bangunan Gedung dalam rangka penerbitan PBG scmcntara apabila
peraturan tata ruang belum diietapkan;

h. penisian rekomendasi kelaikan (ungs) Bangunan Gedung yang
diberikan olch pengkaji tcknis;

c. perencanaan perawatan Bangunan Gedung; dan

d. penilaian rencana teknis pembongkaran [RTE) Bangunan Gedung.

Penentuan peruntuikan pemanfagian ruang dan persyaratan intensitas

yvang behun ditctapkan schapaimanz dimaksud pada ayat (2) bwnul a

dilakukan untuk mcmbantu Bupat dalam mcnghasiikan acuan penctapan

peraturan terkzut peruntukan pemanfaatan ruang dan intensitas

Bangunan Gedung daiam rangka penerbiian PBG semeniara.

Penilaian rekamendasi kelaikan fungs: Bangunan Gedung vang diberikan

oich pcngkajl tckmis scbagsimana divmaksud pada ayat (2) hwud B

dilakukan untuk mcmbantu Bupat menilai kebenaran rekomendasi

pengkaji teknis terhadap kelaikan fungsi Bangunan Gedung dalam rangka
penerbitan SLI.

Perencanasn perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dunaksud pads

ayat (2) huruf c dilakukan untuk membantu Bupab dalam ponilaian

terhadap metode perawaian Bangunan Gedung yang akan dilaksanakan
oleh pemilik atan penyedia jasa dalam rangka pengajuan perpanjangan

SiLF.

Peralwian rencana leknis pembongkaman (RTB} Banguuan Gedung

scbagaimana dimaksud pada ayat {2) hurul d dilakukan untuk mcmbantu

Bupati dalam peniiaian metode pembongkaran, pemenuhan persyaratan

keselamaian harta benda, nyawa dan lingkungan akibat pembongkaran.

Penyetmpurnaan peranuman  perundang-undangan  terkait  Bangunan

Gedung schagaimanas dimaksud pada ayal (13 hurad b adalah:

a. proses tindak ianjut tecrhadap wusulan masyvarakat teniang
penyempurnaan peraturan yvang menghasilkan penentuan substansi-
substansi yang layak untok dipertimbangkan dalam peraturan;

h. proses findak lamut terhadap usulan masvarakat tentang pedoman
tckmis yang spesifik di dacruh, yang mcnghasilkan penentuan
substansi-substansi vang sesual dengan kondisi lokal; dan

o, proses tindak lanjui terhadap usulan masyarakat teniang standar
teknia yang spesifik di Daerah, yang menghasilican kesimpulsn tentang
peinepuhian  persvaratan  sistern  tekoms  konstruksi yang  secara
tradisional dan spesifik telah digunakan terhadap standar teknis vang
berlaku.

Penyeiesaian kasus hukum terkait permasalahan Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof e adalab  memberiiean

pcrombangan witule menjaga objektivitas serta nilai kcadidan dalam
pemutusan perkara tentang prlangsaran di bxdang Bangunan Gedung yang
menghasilkan matcri paparan prinsip-prinsip pcnyelcnggaraan Banganan

Gedung.

TPA dalaw melaksanakan 1upas insidenial sebagaimana ditnaksud pada

ayat (1) mcmilika fungsi:

a. pengkajan dan anaiisis berdasarkan bidang kcablian masing-masing
anggota;

b. pengkajian dan analisis terhadap masukan masyarakat di luar TPA,
dan




(1)

{2)

{3

(4]

5

6

()

c. i:enyusunan vekomendasi sebagai pertmbangan bagn DPUPR  dalam
tugas penyclenggaraan Bangunan Gedung.

Bagian Keempul
Pembentukan TPA

Pasal 101

Tota care pembentukan TPA diaksanakan berdasarkan prinsip:

a. keferbukaan,

b. transparansi;

c. cfisiensi; dan

d. keekanomisan.

Tata cara pembentukan TPA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

unsur ehii meliputi tahapan:

a. pembentuikan panitia seleksi;

b. penctapan kriieria, jumlah, dan persyaratan TPA serta penyusunan
drafi naskah kadc ctik TPA;

¢. undangan Bupatd kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga
masyarakai adat, danfatau Kabupaten/Kota lain;

d. penilaian calon anggota TPA oleh panitia scicke:;

e. pengusulan calon anggnia TPA kepada Bupati;

{. penetapan 1'PA; dan

¢ peiatihan dan pengukuhan TPA.

Tula cara pembentukan TPA schagaimana dimaksud pada ayat (1) dari

unsur DPUPR dan instansi ieknis terkait mcliput tahapan:

a. panitia seleksl menyampeikan surat permohonan usulan nama calon
anggoia TPA dan unsur DPUPR dan instansi teikmnis terkait kepada
Kepala DPUPR dan kepala instansi fekmis lerkait;

b. Kepala DPUPR dan kepala instansi tcknis terkait merckomendasikan
calon anggota TPA dari ASN kepade panitia sckksi;

c. panitia scleksi mengusulkan calon anggota TPA dar unsur DPUPR dan
instansi tcknis terkait kepada Bupati untuk ditetapkan schagai TPA;

d. penciapan TPA; dan

e. pelatihun dan pengukuban TPA.

Format surat pcrmohonan usulan nama caion anggota TPA unsur DPUPR

dan instansi tcknis lerkait davi panitia seieksi kcpada Kepala DPUPR dan

kepala instansi tcknis terkail sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hwrud a

tercantum dalam Lampiran it yang merupakan hagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati wi.

Pembeniukan TPA schapaimena dimaksud pada avat (2) dan ayat (3)

dilakukan oleh panitia seleksi yang sema dan dalam 1 (satu) kesatuan

proses pembentukan.

Pcmbentukan panitia seleksi sebogaimana dimuaksud pada ayat {2) hurul g

merupakan kewenangsn Bupati yang ditetapkan dengan keputusan dan

menunjuk perwzikilan dari unsur OGPUPR, instansi telmnis terkat, dan
masyarakat ahli.

Formal Keputusan Bupati tcntang Pembentukan Panitia Seleksi TPA

schagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalamn Lampiran 1T yang

merupakan bagian lidsk terpisahkan dan Peraturan Bupat ni.

(8) Penctapan...

Y




i8) Pcni:t,apan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota ‘I'PA scrta
penyusunan draft naskah kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan oich pamiia seleksi dengan ketentuan:

a. menesapkan  knteria  angeata TPA  yang dibutuhkan  sesuai
perimbangan kompleksitas Baogunan Gedung dan kondisi sosial,
budaya, serta ekonomi masyarakal;

b. menctapkan juwmlah anggota TPA yang dibutuhkan sesuai
perimbangan jumlzb penerbitan FBC Bangunan Gedung untuk
kepentingan umum dan kcmampuan keuangan daerah;

¢. nenctapkan persyaratan anggota TPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 berdasarkon pertimbangan kriteria, jumleh TPA yang
dibutuhkan, dan ketersediaan ahli Bangunan Gedung di daerah; dan

d. Menyusun dan mecnetapkan dral naskah kode ctik.

{9) Proses pengusulan calon TPA sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huwal
¢ dilzicukan dengan cara penyarnpaian undangan Bupati oich panibia
sckeksi kepada:

asosiasi profcsi;

perguruan tngg,

lembaga masvarakat adat; dan/atau

kabupaten/kota lain yang memiliki ahli Bangunan Gedung tertentu

yang tcrscdia i wilayashnya dan tidak dalam penugasan sebagai

anggoia TPA.

{10) Format undangan calon TPA kepada asosiasi profesi, perguruan tngg,
lernbaga masyarakat adat dan kabupaten iain sebagaimana dimaksud puda
ayat (9) (ercantum dalam lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratwran Bupati ini.

(11) Penilaian calon anggota TPA sebagairnana dimaksud pada ayat (2) humd d
di}akukan oileh panitia sclcks) pada setiap calon anggota TPA dari unsur
ahli dengan menilai kualifikazi pendidikan, keahiian, pengaiaman, dan
hasil pengurias.

{12} Pengusulan calon anggota TPA wenjadi TPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e dilakukan olch panitia seleksi setelah mendapatkan calon
anggola TPA yang sudah memenubi peailaan.

(13} TPA schagaimana dimeksud pada ayat (3) hural &, diietapkan dengan
Keputusan Bupali erdasarkan usulan panitia sclcksi.

{14) Tormat Keputnsan Bupat tentang TPA sebagairana dimaksud pada avat
{13] tercantum dalorn Lampiran (I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

{15) Sctclak TPA ditetapkan, selanjutnya dilakukan pelatiran dan pengukuhan
terhadap TPA dengan kKetentuan:

a. pelatihan anggota TPA dilaksanskan olebh DPUFR dengan mchbatkan
instruktur vang memahami ketentuan penvelenggaraan TPA; dan

b. pengakuhan angasia TPA dilakukan oileh Rupaii atau pejabai yang
dibcri kewenangan dengan penyerahan Kceputusan Bupeti tentang
Penetapan TPA dan pembacaan kode edk TPAL

&p P

Pasal 102

(1) Penetapan TPA schagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayai {13], paling
sedikit raemuat:
a. nama lengkap dan grlar akademis;
b. daila vmuara




(2

3]

(4

(i)
(2)

(3]

{4]

(1)

c. unsur kecanggotean TPA;

d. bidang keahlian; dan

c. 1jasah terakhii.

Data uroum sebagaimana dimaksud pada ayul {1) haral b, paling sedikit
memuati:

a. iempat lahir;

b. tanggal lahir; dan

c. alamal rumah.

Unsur kecanggotaan TPA sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢
meliputi:

n. DPUPR;

b. instansi teknis terkair;

C. prrguruan Lnggi;

d. asosiasi profcsi; atau

e. masyarakat adat.

Remunerasi berupa pembenian honorarium anggota TPA yang diberikan
honorarum orang bulan, dalamn hal inlensitas penugasan personil TPA

tinggl.

Bagian Kclimua
Penugasan TPA

Paragraf 1

Umum

I*asai 103

Kepata DPUPR memberkan perugasan kepada anggota TPA melalui surat
prnugasan vang diterbitkan oich sekreianat TPA.

Kcpala DPUPR dapat menugpskan anggota TPA untuk melaksanakan tugas
rutin tzhunan dan/etau insidental dengan mempertimbangkan besarnya
beban kerja dan bidang keahlian yang dimiliki olch anggota TPA.

Surai penugasan anggota TPA scbagaimana dimaksud pada avat (1) paling
sedikil smemuat!

nema lengkap dan gelar akademis;

UNSUT/ MsrAnsi;

bidang kcahian/tupaks:;

kedudukan dalam timn;

penugasHn; dan

. FEINUNCTas),

Remunerasi sebagainana dimeksud pada ayal (3) hurul f berupa
pemberian honorarium anggota TPA melipuii:

a. Honorarium orang bulan, daiam haj iniensitas penugasan personil TPA

meanus

Paragrail 2
Tata Cara Penuzasan Ruuin Tahunan TPA

Pasal 104

Tata cara penugasan ritin tahunan TPA melipubi:

a. Kcpela UPUPR melaiui sekretariat TPA menngaskan anggota TPA untuk
melaksanakan lugas rutin tahunan schagaimana dimaksud deiam
Pasal 99 berdasarkan surai permintaan ('V1'; dan




b. dalamn hal penugasan mutin tahunan TPA8, sekvetagiar  TPA
mempertimbangkan Kesesuaian antara kemampuan dan  bidang
keahlian sedap angzota TPA dengan fungsi, Klasifikasi, danjfatau
kamkferistik Bangunan Gedung vang akan ditangani.

(2) Format keputusan Kepala DPUPR temtang penugasan rutin tahunan
angeota TPA stbagaimena dimaksud pada ayat (1) tercannim deiam
LLampiran Il yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan duri Peraturan
Bupat ini.

Paragraf 3
Tata Cara Pemigasan insidental TPA

Pasal 105
(1) Tala cars penugasan insidental TPA meliputi:
a. Kepala DPUPR melalui sckrctaniat TPA menugaskan anggota TPA
untuk melaksanakan tugas insidental sebagamana ditmaksud dalam
Pasal 100 berdasarkan pecimintaan DPUPR, instansi tcknie terkait
ataw insiansi lainnya; dan
b. dalam hal penugasan insidenlal TPA, sekyetariat TPA
mempertimbangkan kesesuwaian aptara kemampuan dan bidang
keahlizn sctiap anggota TPA dengan kebutuhan prrimnbangan tekais
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayai (1).
(2) Format keputusan Kepala DPUFR tenlang penugasan insidental anggota
TPA sebagaimena dimaksud pada ayat (1) fercantum dalam Lampiran 11

yang mcrupskan hagian tidak terpisahkan dart Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelnksanaan Tugas TPA
Faragraf 1
Urmum

Fasal 106

Tata cara pelaksanaan tugas TPA melipuik:
a. tata cera pelaksanaan tugas rutin tahunan; den
b. taia cara peclaksanaan tugas insidental,

Paragral 2
Tata Cara telaksanaan Tugas Rutin Tahunan TPA

Pasal 107

Tata cara pelaksanuyan iugas ruiin tahunan TPA meliputi:

a. pengkajiani pemenuhan persyaratan dokumcen rencana eRnms Bangunan
Gedung;

k. pevsidangan dan/atau asistcnsi; dan

c. perschujuan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung uniik kepentingan
urmum,

Pasal 108 ?
{1) rengkajian pemenuhan persyaratan dokwmen rencena teknis Bangunan
Gedung untuk kepeniingan umum sebagalimana drmaksud daiam Pasal
107 huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian dengan: \_,
a. perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang;




t» persyaratan tata bangunan; dan

c. pcersyaratan keandalan Bangunan Gedung.

{2) Pengkajian permenuvhan persyaratan dokumen rencana kckrus Banginan
Gedung untuk kepentingan wauwm, (erhadap kesesuaian dengan perizinan
dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi terwenang sebagaimana
diwnaksud pada avat (1) huraf a, dijakukan untuk menjamin dokuamcn
rencana teknis Rangunan Gedung untuk kepeatingan umum  telah
memenuhi persyaratan téertentu yang ditentukan oleh instansi tekms
teerkait dalaim:

tidang jaian;

bidang perhubungan/ transportasi,;

bidang tekekomunikasi;

bidang energ;

hidang pertahanan dan kcamanan,;

bidang lingkungan hidup; dan
g. bidany Winnya yang ierkait.

(3] Pengkajian pemenubhan persyaratan dokumen tencana keknis Bangunan
Gedung untuk kepenUugan whmum  terhadap kesesuaian dengan
persyaratan tata bangunan schagaimana ditiaksud pada ayat (1) horuf b,
dilakukan untuk menjamin dokumen rcncana tcknis Bangunan Gedung
wihuk kepeutingan umum telah memenuhl persyaraian iala bangunan
yang machputi:

2. persyaratan pcruntukan dan tensitas Bangunan Gedung, yatu
perunitkan lokasi, kepadatan, ketinggian, dun jarak bebas Bangunan
Gedung sesuai RTRW, RDTR dan/atau RTBL;

b. persvaratan avsitekiur, yaitu penampilan, tata ruang  dslam,
kescimbangan, keservasian, dan keselarasan dengan hngkungan; dan

c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu dampak negatf
yany inbul.

(1) FPengkajian pcmcnuhan persvaratan dokumen rencana tcknis Bangunan
Gedung untuk kepentingan umum terhadap kesesuaian  dengas
persvaratan kcandalan Bangsunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf ¢, dilakukan untuk werjamin doiumen rencana teknis
Bangunan Gedung untuk kepentingan uman tclah memenubi persyasatan
keandalan Bangunan Gedung yang meliputi:

a. persyaratan kesclacuatan;

b. persyaratan keschatan;

c. persyaratan kenyamanan; dan

d. persyaraian kernudahan.

{5} Pcmcnuhan persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
huruf a meliputi:

a. kemampuan mendukung beban muatan dengan stoukiur yang
icuat/kokoh, stabil datare memikul beban ataw kembinasi heban,
keandqlan ierhadap penganih-pengaruh aksi skiial heban muatan
tctap atauw bheban semneniara dari gempa dan angin, scrta struktur yang
daiztail;

I, kemampuan menccgah dan ménanggulangi bahaya kebakaran dengan ?
sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif;

¢, kemampuan mengurangi risiko kerusskan babhiaya petiv dengan sistem
penangkal petir yang menjamin perlindungan tethedap Bangunan \r
Gedung, peralatan, dun manusia;
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(7)

(8)

d. kemampuan mencegah bahaya listrik dengan perencanaan,
pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang
menjamin keandalan Bangunan Gedung terhadap ancaman bahaya
kebakaran akibat listrik; dan

e. kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengamanan
berupa peralatan detektor dan peralatan terkait lainnya.

Pemenuhan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b meliputi:

a. sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan permanen, kisi-kisi,
dan ventilasi mekanik yang menjamin sirkulasi udara yang sehat;

b. sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami, buatan, dan darurat
yang menjamin tingkat iluminasi sesuai dengan fungsi ruang;

c. sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air bersih,
pembuangan air kotor/1PBGah, kotoran, dan sampah, serta penyaluran
air hujan yang menjamin kesehatan manusia dan lingkungannya; dan

d. penggunaan bahan Bangunan Gedung yang menjamin kesehatan dan
terjaganya baku mutu lingkungan.

Pemenuhan persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf ¢ meliputi:

a. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang yang sesuai
dengan kebutuhan luas ruang untuk pengguna dan perabot/peralatan
serta menjamin kelancaran sirkulasi;

b. kenyamanan kondisi udara yang menjamin kenyamanan temperatur
dan kelembaban dalam ruang;

c. kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah perancangan
arsitektur, tata ruang-dalam, tata ruang-luar, serta privasi penghuni
dan lingkungan sekitarnya;

d. kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan kaidah
perancangan tingkat kenyamanan terhadap getaran; dan

e. kenyamanan terhadap kebisingan yang memperhatikan kaidah
perancangan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan.

Pemenuhan persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf d meliputi:

a. kemudahkan ke, dari, dalam Bangunan Gedung melalui penyediaan
dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas hubungan horizontal dan
vertikal, pintu, koridor, tangga, ram, lif, escalator, dan elevator yang
menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan ruang dalam
Bangunan Gedung;

b. kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan perancangan sistem
peringatan tanda bahaya, pintu keluar, pintu darurat, dan jalur
evakuasi yang menjamin kemudahan evakuasi;

¢. kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia
meclalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas
minimal tempat parkir, rambu dan marka, jalur pemandu ram, tangga,
lif, pintu, toilet dan telepon umum; dan

d. kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan Bangunan
Gedung melalui penyediaan dan perancangan kelengkapan
pemanfaatan bangunan scperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi,
toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunik toilet...
informasi.

v




Pasal 109

Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana tcknis Bangunan
Gedung untuk kepentingan umum secbagaimana dimaksud dalam Pasal 108
ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50.

Pasal 110

Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 huruf a dituangkan dalam bentuk daftar simak yang substansinya paling
sedikit dimuat dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 111

(1) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. dihadiri oleh perencana konstruksi, pemilik danfatau pengguna
Bangunan Gedung serta seluruh anggota TPA yang ditugaskan;

b. persidangan dan/atau asistensi dipimpin oleh ketua TPA; dan

c. persidangan dan/atau asistensi membahas dan memutuskan segala
sesuatu yang berkaitan dengan dokumen rencana tcknis Bangunan
Gedung untuk kepentingan umum.

(2) Dalam hal Ketua TPA berhalangan hadir, persidangan dan/atau asistensi
dipimpin oleh wakil ketua TPA atau sekretaris TPA.

(3) Persidangan dilakukan melahui:

a. pemaparan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung untuk
kepentingan umum oleh perencana konstruksi;

b. penyampaian tanggapan TPA terhadap pemaparan perencana
konstruksi dan penyampaian hasil pengkajian TPA terhadap
pemenuhan persyaratan dokumen rencana tcknis Bangunan Gedung
untuk kepentingan umum;

c. diskusi internal; dan

d. pertimbangan teknis TPA.

(4) Dokumen rencana tcknis Bangunan Gedung untuk kepentingan umum
yang dipaparkan oleh perencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a paling sedikit memuat perancangan:

a, arsitektur;

b. struktur; dan

c. utilitas.

(5) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala dan dibatasi paling banyak 3 (tiga) kali.

(6) Asistensi dilaksanakan dalam hal terdapat catatan perbaikan dari TPA
yang disampaikan pada saat persidangan.

(7) Diskusi internal scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dilakukan
oleh TPA dengan perencana konstruksi serta pemilik dan/atau pengguna
Bangunan Gedung setelah pemaparan olch perencana konstruksi sebelum
TPA memberikan pertimbangan teknisnya.

(8) Pertimbangan teknis TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d q
dituangkan dalam berita acara persidangan yang berupa:

a. catatan tanpa perbaikan; atau

b. catatan perbaikan. \/
(9) catatan...




(9) Catatan tanpa perbaikan scbagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a
berupa kesimpulan hasil persidangan yang menyatakan bahwa dokumen
rencana tcknis Bangunan Gedung untuk kepentingan umum sudah
memenuhi persyaratan.

(10) Catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b memuat
butir-butir perbaikan dari TPA terhadap dokumen rencana teknis
Bangunan Gedung untuk kepentingan umum.

(11) Butir-butir perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus bersifat
konkrit dan komprehensif serta tidak dapat ditambahkan pada agenda
sidang berikutnya.

(12) DPUPR memfasilitasi dan menjadwalkan kembali persidangan dokumen
rencana teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dalam hal
dilakukan persidangan berikutnya.

(13) Proses persidangan berikutnya hanya mengkonfirmasi butir-butir
perbaikan yang termuat dalam berita acara persidangan sebelumnya.

(14) Format jadwal sidang TPA tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung
untuk Kepentingan Umum

Pasal 112

(1) Persetujuan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c
diberikan oleh TPA dalam hal kesimpulan hasil pemeriksaan dokumen
rencana tcknis menyatakan bahwa:

a. tidak terdapat catatan perbaikan; atau
b. catatan perbaikan telah dipenuhi.

(2) Dalam hal persetujuan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh anggota
TPA yang diberi penugasan termasuk ketua (ex-officio) harus bertanda
tangan.

(3) Dalam hal anggota TPA berhalangan saat penandatanganan dokumen
pertimbangan teknis, anggota TPA yang bersangkutan harus membuat
pernyataan tertulis sebelum/pada tanggal penandatanganan dokumen.

(4) DPUPR mengesahkan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung untuk
kepentingan umum berdasarkan persetujuan yang diberikan olch TPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Tata Cara Pclaksanaan Tugas Insidental TPA

Pasal 113

Tata cara pelaksanaan tugas insidental TPA meliputi:
a. pengkajian; dan
b. persidangan.

Pasal 114

Pengkajian dilakukan terhadap pelaksanaan tugas insidental TPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 115...




(1)
(2)

(3)

Pasal 115

Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dilakukan

secara insidental dan komprehensif.

Persidangan insidental scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan tahapan sebagai berikut:

a. pembahasan permasalahan penyelenggaraan Bangunan Gedung,
penyempurnaan peraturan perundang-undangan Bangunan Gedung,
dan/atau kasus hukum terkait permasalahan Bangunan Gedung; dan

b. pertimbangan teknis dari TPA.

Pertimbangan teknis dari TPA Dberupa nasihat, pendapat, dan

pertimbangan profesional yang disampaikan kepada DPUPR, instansi

teknis terkait, dan/atau instansi lain terkait pelaksanaan tugas insidental

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Pasal 116

Waktu pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf
b dijadwalkan bersama oleh anggota TPA yang ditugaskan sesuai dengan
kondisi permasalahan dan kebutuhan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Masa Kerja TPA

Pasal 117

Jangka waktu masa kerja TPA ditetapkan untuk:

a. tugas rutin tahunan; dan

b. tugas insidental.

Jangka waktu masa kerja TPA untuk tugas rutin tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan selama 1 (satu) tahun sesuai
dengan periode tahun anggaran.

Jangka waktu masa kerja TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diperpanjang 1 (satu) tahun, dan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan.
Jangka waktu masa kerja TPA untuk tugas insidental sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai kebutuhan dan paling
lama 3 (tiga) tahun.

Dalam hal ketersediaan ahli terkait bidang Bangunan Gedung terbatas,
perpanjangan masa Kerja TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) dapat dikecualikan.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan TPA

Pasal 118

Pembiayaan TPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) diusulkan olch DPUPR pada tahun anggaran sebelumnya
berdasarkan perkiraan kebutuhan operasionalisasi tugas TPA.
Pembiayaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. biaya operasional sekretariat TPA;

b. biaya persidangan TPA;

¢. honorarium TPA; dan

d. biaya perjalanan dinas TPA.

Biaya operasional sekretariat TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a untuk pembiayaan:




(4

(1)
(2)

(3)

4

(5)

(6)

(7)

operasional sckretariat;

pengelolaan basis data ahli Bangunan Gedung;

honor tenaga sekretariat;

pengadaan peralatan; dan

pengadaan alat tulis kantor (ATK),

Biaya persidangan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk
pembiayaan:

a. sewa ruang;

b. penggandaan dokumen sidang; dan

c. konsumsi.

PRODPE

Bagian Kesembilan
Sanksi Bagi Anggota TPA

Pasal 119

Kepala DPUPR melalui sekretariat TPA memberikan sanksi atas

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TPA.

Sanksi bagi anggota TPA secbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dalam bentuk:

a. teguran,

b. surat peringatan;

c. pemberhentian; dan

d. pemberhentian dan dikeluarkan dari basis data ahli Bangunan
Gedung.

Sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan

pada sctiap anggota TPA yang dalam periode masa penugasannya tidak

melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan

tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

diberikan pada setiap anggota TPA yang dalam periode masa penugasannya

tidak mclaksanakan tugas sclama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa

alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢

diberikan pada setiap anggota TPA yang dalam periode masa penugasannya

tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan dan/atau 3 (tiga) kali

pertemuan  berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Sanksi pemberhentian dan dikeluarkan dari basis data ahli Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan pada setiap

anggota TPA yang dalam periode masa penugasannya:

a. terbukti menggunakan atau mengedarkan narkoba;

b. terbukt melakukan tindakan kriminal/pidana;

c. mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

d. melakukan malpraktek; dan/atau

e. melanggar kode etik TPA.

Pemberhentian anggota TPA bukan karena pelanggaran dapat dilakukan

olech Kepala DPUPR mclalui sekretariat TPA apabila yang bersangkutan

mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis atau meninggal

dunia.

(R Format




(8) Format surat sanksi bagi anggota TPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Sekretariat TPA

Pasal 120

(1) Sekretariat TPA merupakan unit yang bertugas memfasilitasi:
a. pembentukan TPA;
b. pelaksanaan tugas TPA; dan
c. pengelolaan administrasi TPA.
(2) Sekretariat TPA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas TPA.
(3) Sekretariat TPA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat kepada
Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang DPUPR.
(4) Keanggotaan sekretariat TPA ditunjuk dari unsur pegawai ASN pada
DPUPR.
(5) Pembentukan sekretariat TPA diatur dalam Keputusan Kepala DPUPR.

Pasal 121

(1) Fasilitasi pembentukan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat
(1) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan panitia seleksi.

(2) Kepala DPUPR mengusulkan calon anggota panitia seleksi kepada Bupati.

(3) Bupati menetapkan panitia seleksi.

(4) Panitia seleksi diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja
untuk menyampaikan pengusulan anggota TPA kepada Bupati.

(5) Bupati menetapkan anggota TPA untuk masa tugas 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang.

Pasal 122

Fasilitasi pelaksanaan tugas TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat
(1) huruf b meliputi:

a. penyediaan ruang rapat;

b. penyediaan ruang sidang; dan

c. penyediaan peralatan penunjang tugas TPA;

Pasal 123

Fasilitasi pengelolaan administrasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 120
ayat (1) huruf c meliputi::

a. penyiapan remunerasi TPA;

b. penyiapan tata surat menyurat dan administrasi lainnya; dan

¢. pengelolaan basis data ahli Bangunan Gedung.

Pasal 124

(1) Remunerasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a
dianggarkan pada anggaran DPUPR,

(2) Remunerasi TPA dilaksanakan dalam bentuk honorarium orang bulan,
dalam hal intensitas penugasan personil TPA tinggi.

(3) Bentuk dan besaran remunerasi TPA ditetapkan dalam Surat Keputusan

Penugasan TPA.
Pasal 125...




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(@)

Pasal 125

Tata surat menyurat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b
meliputi penggunaan identitas tersendiri berupa kop surat/dokumen TPA,
cap/stempel TPA, dan logo TPA.

Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b
digunakan untuk semua dokumen yang dihasilkan dalam penyelenggaraan
TPA dan harus mendapatkan pengesahan dari Kepala DPUPR.

Pasal 126

Pengelolaan basis data ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 123 huruf ¢ adalah penghimpunan seluruh daftar tentang data
anggota TPA yang sudah ditetapkan dan ahli Bangunan Gedung dari
asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat
adat, dan DPUPR serta instansi teknis terkait sebagai sumber rekrutmen
calon TPA.

Basis data ahli Bangunan Gedung disusun oleh sekretariat TPA dan
dimutakhirkan apabila terdapat perubahan terkait pembentukan TPA,
perpanjangan masa Kkerja TPA, berakhimya masa kerja TPA,
pemberhentian TPA dan/atau data ketersediaan ahli Bangunan Gedung,
Basis data ahli Bangunan Gedung dikelola oleh sekretariat TPA melalui
sistem informasi dan terpublikasi secara terbuka sehingga dapat diakses
dari seluruh kabupaten, provinsi dan pusat.

Format basis data ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat TPA diatur dalam
Peraturan Kepala DPUPR.

(1)
(2)
3)

(4)

(5)

(®)

BAB V
KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 128

Setiap Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun harus memiliki SLF
sebelum dimanfaatkan.

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput
Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung eksisting.

SLF scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan
mengajukan permohonan SLF kepada DPUPR.

Permohonan SLF scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan olch
pemohon yang merupakan pemilik Bangunan Gedung atau orang yang
diberi kuasa oleh pemilik Bangunan Gedung.

Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

SLF diterbitkan terhadap Bangunan Gedung yang telah memenuhi
persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan
fungsi Bangunan Gedung.
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(7)

(8)

Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis Bangunan
Gedung, kecuali untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai oleh TPT,

TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beranggotakan pegawai ASN dari
DPUPR.

Pasal 129

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan SLF diselenggarakan
secara transparan, prosedur yang jelas, dan tanpa pungutan biaya prinsip
pelayanan prima.

(1)

(2)

(3)

Pasal 130

SLF scbagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) diberikan untuk 1

(satu) kesatuan sistem Bangunan Gedung.

Pemberian SLF sebagian dapat diberikan atas permohonan pemilik

Bangunan Gedung untuk:

a. Bangunan Gedung yang terpisah sccara horizontal atau terpisah
sccara kesatuan konstruksi; dan/atau

b. setiap unit Bangunan Gedung yang merupakan kelompok Bangunan
Gedung dalam 1 (satu) kaviing/persil dengan kepemilikan yang sama.

Pemberian SLF bertahap dapat diberikan atas permohonan pemilik

Bangunan Gedung yang PBG-nya diterbitkan secara kolektif untuk setiap

Bangunan Gedung tunggal yang telah dinyatakan laik fungsi.

Pasal 131

Ketentuan penyelenggaraan SLF meliputi:

a.
b.
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(1)

()

(3)

penggolongan objek SLF,;

persyaratan administratif permohonan SLF;
persyaratan teknis permohonan SLF;

masa berlaku SLF;

tata cara penerbitan SLF,

dokumen SLF Bangunan Gedung; dan

jangka waktu proses permohonan dan penerbitan SLF;

Bagian Kedua
Penggolongan Objek SLF

Pasal 132

Penggolongan objek SLF meliputi:

a. Bangunan Gedung baru;

b. Bangunan Gedung eksisting; dan

¢. Bangunan prasarana.

Penggolongan objek SLF scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penerbitan SLF atau SLF yang pertama kali; atau

b. penerbitan SLF atau perpanjangan SLF,

Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan
huruf b, berdasarkan kompleksitas Bangunan Gedungnya meliputi:

a. Bangunan Gedung sederhana;

b. Bangunan Gedung tidak sederhana; dan

c. Bangunan Gedung khusus.

(4) Penggolongan...

!

b




(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Penggolongan objeck SLF sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b berdasarkan pelaksanaan pengawasan konstruksinya meliputi:

a. Bangunan Gedung sederhana yang pengawasan konstruksinya
dilakukan olch penyedia jasa;

b. Bangunan Gedung sederhana dengan desain prototipe yang
pengawasan konstruksinya dilakukan sendiri oleh pemilik;

c. Bangunan Gedung sederhana yang desain dan pengawasan
konstruksinya dilakukan sendiri olch pemilik; dan

d. Bangunan Gedung tidak sederhana dan khusus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif Permohonan SLF

Pasal 133

Persyaratan administratif permohonan penerbitan SLF meliputi:

a. formulir permohonan penerbitan SLF yang ditandatangani olch
pemohon;

b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon bukan pemilik
bangunan;

¢. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan tanah atau
perubahan perjanjian pemanfaatan tanah;

d. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi bahwa Bangunan
Gedung laik fungsi; dan

e. data penyedia jasa perencana, pelaksana, dan/atau
pengawas/manajemen konstruksi.

Persyaratan administratif permohonan perpanjangan SLF meliputi:

a. formulir permohonan perpanjangan SLF yang ditandatangani oleh
pemohon;

b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon bukan permilik
bangunan;

¢. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan tanah atau
perubahan perjanjian pemanfaatan tanah;

d. surat pernyataan penyedia jasa pengkaji teknis bahwa Bangunan
Gedung laik fungsi; dan

¢. data penyedia jasa pengkaji tcknis.

Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan pada ayat (2)

huruf ¢ meliputi:

a. fotokopi surat bukti status hak atas tanah,;

b. fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB tahun berjalan; dan

c. sural perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik
Bangunan Gedung dengan pemegang hak atas tanah dalam hal pemilik
Bangunan Gedung bukan pemegang hak atas tanah.

Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung

eksisting, surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi dan data

penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e

diganti menjadi:

a. surat pernyataan pengkaji teknis; dan

b. data pengkaji teknis,

Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung

sederhana yang perencanaan, peclaksanaan, dan pengawasannya

dilakukan oleh pemilik, surat pernyataan pengawas/manajemen




(6)

konstruksi dan data penyedia jasa secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, dan huruf e diganti menjadi:

a. surat pernyataan pemilik; dan

b. data pemilik.

Dalam hal permohonan SLF untuk Bangunan Gedung sederhana bukan
kepentingan wmum, surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi
dan data penyedia jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan
huruf e, diganti menjadi:

a. surat pernyataan pemilik;

b. surat pernyataan TPT; dan

c. data pemilik dan TPT.

Pasal 134

Ketentuan mengenai format persyaratan administratif permohonan SLF
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Permohonan SLF

Paragraf 1
Umum

Pasal 135

Persyaratan teknis permohonan pecnerbitan SLF Bangunan Gedung
meliputi:

a. data umum Bangunan Gedung,

. dokumen PBG beserta lampirannya;

as built drawings,

dokumen pengawasan konstruksi; dan

dokumen testing comisioning dan/atau dokumen pemeriksaan kelaikan
fungsi.

Persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF bangunan prasarana
meliputi:

data umum bangunan prasarana;

dokumen PBG prasarana beserta lampirannya;

as built drawings,

dokumen pengawasan konstruksi; dan

dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

Persyaratan teknis permohonan perpanjangan SLF Bangunan Gedung
meliputi:
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a. data umum Bangunan Gedung;

b. dokumen SLF terakhir bescrta lampirannya;

c. dokumen pemeliharaan dan perawatan;

d. dokumen pcmeriksaan berkala;

e. as built drawings.

. dokumen pengawasan konstruksi; dan

g. dokumen testing comisioning dan /atau dokumen pemeriksaan kelaikan
fungsi.

Persyaratan tcknis permohonan perpanjangan SLF bangunan prasarana

meliputi:

a. data umum bangunan prasarana,




(5}

(©)

(1)

(2)

(3)

dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;
dokumen pemeliharaan dan perawatan;
dokumen pemecriksaan berkala;

As built drawings;

dokumen pengawasan konstruksi; dan
dokumen testing comisioning dan/atau dokumen pemeriksaan kelaikan
fungsi.

Data umum Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan ayat (3) huruf a meliputi:

nama Bangunan Gedung;

alamat lokasi Bangunan Gedung;

fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung;
jumlah lantai Bangunan Gedung;

luas lantai dasar Bangunan Gedung;

total luas lantai Bangunan Gedung;

ketinggian Bangunan Gedung;

luas basemen;

jumlah lantai basemen; dan

posisi Bangunan Gedung.

Data umum bangunan prasarana meliputi:

a. nama bangunan prasarana,

alamat lokasi bangunan prasarana;

fungsi bangunan prasarana; dan

posisi bangunan prasarana.
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Paragraf 2
Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF
Bangunan Gedung Sederhana

Pasal 136

Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan Gedung dan
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis yang meliputi:
dokumen PBG beserta lampirannya,;

dokumen rencana teknis yang telah disahkan,;

as built drawings,

dokumen pengawasan konstruksi; dan

dokumen testing comisioning.

Dalam hal pemilik adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
schingga pemBangunan Gedung tidak melibatkan penyedia jasa
konstruksi, kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

dokumen PBG beserta lampirannya;

dokumen rencana teknis yang telah disahkan;

spesifikasi umum struktur;

gambar situasi atau gambar tapak;

gambar denah, tampak, potongan;

foto pengawasan konstruksi; dan

daftar simak pengawasan konstruksi Bangunan Gedung sederhana
yvang diisi oleh pemilik dan diketahui TPT.

Formulir data umum dan dokumen PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 135 ayat (1).

4l Ac

® RO gP

0RO TS




(4) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, mengikuti
ketentuan dalam Pasal 30.

(5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat berupa:

a. dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi;
b. dokumen rencana teknis yang memuat desain prototipe; atau
c. dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemohon.

(6) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung cksisting
yang belum memiliki PBG, persyaratan teknis sebagimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.

(7) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan
persyaratan meliputi:

dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;

dokumen pemeliharaan dan perawatan;

dokumen pemeriksaan berkala;

dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;

as built drawings;

dokumen pengawasan konstruksi; dan

dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
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Pasal 137

Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF
Bangunan Gedung sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung Tidak
Sederhana Dan Khusus

Pasal 138

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan Gedung dan
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis yang meliputi:

dokumen PBG bescrta lampirannya;

dokumen rencana teknis vang telah disahkan;

as built drawings;

dokumen pengawasan konstruksi; dan

dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

(2) F‘ormuhr data umum dan dokumen PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 135 ayat (5).

(3) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti
ketentuan dalam Pasal 31.

(4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan ( (4) Dalam...
sederhana dan khusus cksisting yang belum memiliki PBG,
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan ketentuan
dalam Pasal 31.

(5} Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan
persyaratan meliputi:

a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya,
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dokumen pemeliharaan dan perawatan;

dokumen pemecriksaan berkala,

dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan
as built drawings,

dokumen pengawasan konstruksi; dan

dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
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Pasal 139

Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF
Bangunan Gedung tidak sederhana dan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Prasarana

Pasal 140

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan prasarana dan
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis meliputi:

dokumen PBG bescrta lampirannya;

dokumen rencana teknis vang telah disahkan,

as built drawings;

dokumen pengawasan konstruksi; dan

dokumen testing comisioning.

(2) Formulxr data umum dan dokumen PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 135 ayat (6).

(3) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti
ketentuan dalam Pasal 37.

(4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan prasarana yang
belum memiliki PBG, persyaratan teknis sebagimana dimaksud pada ayat
(1) diganti dengan:

a. as built drawings; dan
b. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

(5] Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen
persyaratan teknis scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan
persyaratan meliputi:

dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;

dokumen pemeliharaan dan perawatan;

dokumen pemeriksaan berkala;

as built drawings; dan

dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
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Pasal 141
Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF
bangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam
Lampiran [II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupau
ini. *
Bagian Kelima
Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung P

Pasal 142...




(1)

(2)

3)

(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 142

SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan
rumah deret sederhana berlaku selama Bangunan Gedung tidak
mengalami perubahan PBG.

SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret
dengan ketinggian sampai dengan 2 (dua) lantai berlaku untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun.

SLF Bangunan Gedung rumah tinggal tidak sederhana dengan ketinggian
lebih dari 1 (satu) lantai, Bangunan Gedung lain pada umumnya, dan
Bangunan Gedung untuk kepentingan umum berlaku untuk jangka waktu
5 (lima) tahun.

SLF Bangunan Gedung yang telah habis masa berlakunya harus
diperpanjang.

Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung dilakukan paling lambat
60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF Bangunan
Gedung berakhir,

Bagian Keenam
Tata Cara Penyelenggaraan SLF

Paragraf 1
Umum

Pasal 143

Tata cara penyelenggaraan SLF meliputi:

a. tata cara penyclenggaraan SLF untuk Bangunan Gedung sederhana;

b. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan Gedung sederhana
dengan desain prototipe atau desain sendiri olch pemilik;

c. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan Gedung tdak
sederhana dan khusus;

d. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan Gedung scderhana
cksisting;

e. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan Gedung tidak
sederhana dan khusus eksisting;

f. tata cara penyelenggaraan perpanjangan SLF; dan

g. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan prasarana.

Tata cara penyelenggaraan SLF meliputi tahapan:

a. permohonan Slf;

b. asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis;

c. verifikasi hasil pengkajian teknis (untuk Bangunan Gedung tidak
sederhana); dan

d. penerbitan SLF.

DPUPR melakukan proses pemeriksaan kelaikan fungsi dalam hal

permohonan SLF untuk Bangunan Gedung sederhana, Bangunan Gedung

tidak sederhana dan bangunan khusus.

Paragraf 2
Tata Cara Penyclenggaraan SLF Bangunan Gedung Sederhana
Pasal 144
Proses permohonan SLF Bangunan Gedung sederhana meliputi:

a. Pemohon...




(2)
(3

(4

a. Pemohon mengajukan permohonan SLF melalui SIMBG kepada Kepala
DPUPR dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan
teknis;

b. DPUPR melakukan  pemeriksaan  kelengkapan — persyaratan
administratif dan teknis,

¢. permohonan SLF dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau
diperbaiki dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis
dinyatakan tidak lengkap; dan

d. pengembalian permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan dalam Pasal 133.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.

Proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian teknis dalam hal

persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap.

Pasal 145

Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF Bangunan Gedung
sederhana meliputi:

a.

(1)

TPT melakukan verifikasi kesesuaian dokumen as built drawing,
pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan (testing comisioning
terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

TPT melakukan pemeriksaan visual Bangunan Gedung terhadap
pemenuhan persyaratan teknis;

TPT mengeluarkan rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung dalam hal
verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan huruf b dinyatakan tidak sesuai;

pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan rekomendasi perbaikan
scbagaimana dimaksud pada huruf c dalam batas waktu yang ditentukan;
TPT mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF dalam hal verifikasi dan
pemeriksaan visual scbagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b
dinyatakan sesuai; dan

DPUPR mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d
dan menerbitkan dokumen SLF.

Paragraf 3
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Sederhana
yang Menggunakan Desain Prototipe dan Desain Sendiri

Pasal 146

Proses asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan tcknis meliputi:

a. TPT memberikan asistensi kepada pemohon PBG terkait pemanfaatan
desain prototipe atau pembuatan desain sederhana berpedoman
kepada ketentuan persyaratan pokok bangunan tahan gempa;

b. pemilik diberikan daftar simak pengawasan pelaksanaan konstruksi
bangunan;

¢. TPT melakukan asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis
selama masa pelaksanaan konstruksi; dan

d. penandatanganan surat pernyataan oleh pemilik Bangunan Gedung
diketahui oleh TPT bahwa Baneunan Gedung laik fungsi.
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(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(©)

(1)

(2)

(3)

{4)

(1)

TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf c
beranggotakan pegawai ASN dari DPUPR.

Pasal 147

Proses permohonan dan penerbitan SLF Bangunan Gedung sederhana

meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DPUPR dengan
meclampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;

b. DPUPR meclakukan  pemeriksaan  kelengkapan persyaratan
administratif dan teknis;

c. berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki dalam hal persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan tidak lengkap; dan

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Persyaratan administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan dalam Pasal 133.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.

TPT mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF dalam hal persyaratan

administratif dan teknis dinyatakan lengkap.

DPUPR mengesahkan rekomendasi.

DPMPTSP menerbitkan dokumen SLF,

Paragraf 4
Tata Cara Penyelenggaraan SLF
Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Khusus

Pasal 148

Proses permohonan SLF Bangunan Gedung tidak sederhana dan khusus

meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DPUPR dengan
melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan
teknis;

b. DPUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan  persyaratan
administratif dan teknis;

c. permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki dalam hal persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan tidak lengkap; dan

d. pengembalian permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada huruf ¢
dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan dalam Pasal 133.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti

ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

Proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian teknis dalam hal

persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap,.

Pasal 149

Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF Bangunan
Gedung tidak sederhana dan khusus meliputi:




{2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a. tim DPUPR melakukan verifikasi kesesuaian dokumen as built
drawing, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan testing
comisioning terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

b. tim DPUPR melakukan pemeriksaan visual Bangunan Gedung
terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

¢. tim DPUPR mengeluarkan rckomendasi perbaikan Bangunan Gedung
dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sesuai;

d. pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan rekomendasi
perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dalam batas waktu
vang ditentukan;

e. tim DPUPR mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF dalam hal
verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b dinyatakan sesuai; dan

f. DPUPR mengesahkan rekomendasi scbagaimana dimaksud pada
huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.

Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

pegawai ASN DPUPR.

proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan

TPA dalam hal DPUPR memandang penting.

Paragraf 5
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 150

Proses permohonan SLF Bangunan Gedung meliputi:

a, Pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DPUPR dengan
melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;

b. DPUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif
dan teknis;

c. penyelenggaraan pencerbitan SLF nya mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 dalam hal Bangunan
Gedung eksisting yang dimintakan SLF nya belum mempunyai PBG;

d. permohonan SLF dikembalikan ke pcmohon untuk dilengkapi dan/atau
diperbaiki dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan
tidak lengkap; dan

e. pengembalian permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada huruf d
dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Permohonan diajukan kepada DPUPR dalam hal permohonan SLF

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk Bangunan

Gedung sederhana.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan dalam Pasal 133.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 untuk Bangunan

Gedung sederhana atau mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 138 untuk Bangunan Gedung tidak sederhana dan khusus.

Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap, proses

dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian teknis.

Pasal 151...




Pasal 151

(1) Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF Bangunan

Gedung meliputi:

a. tim DPUPR mclakukan verifikasi kesesuaian dokumen as built drawing,
pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan testing comisioning
terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

b. tim DPUPR melakukan pemeriksaan visual Bangunan Gedung
terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

c. tim DPUPR mengeluarkan rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung
dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b dinyatakan tidak sesuai;

d. pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan rekomendasi
perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam batas waktu
yang ditentukan;

e. tim DPUPR mengeluarkan reckomendasi penerbitan SLF dalam hal
verifikasi dan pemeriksaan visual scbagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b dinyatakan sesuai; dan

f. DPUPR mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf
d, dan menerbitkan dokumen SLF.

(4) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pegawai ASN DPUPR.
(5) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan

TPA dalam hal DPUPR memandang penting.

Pasal 152

(1) Dalam hal pemilik Bangunan Gedung merasa keberatan atas rekomendasi
perbaikan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf ¢, pemilik dapat
mengajukan keringanan.

(2) Pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipertimbangkan oleh DPUPR dengan meminta pertimbangan TPA.

(3) Pertimbangan TPA atas pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian, keselamatan,
kemanfaatan, dan keekonomian.

(4) DPUPR dapat memberikan keringanan perbaikan pada Bangunan Gedung
cksisting, dalam hal:

a. keringanan atas waktu pelaksanaan perbaikan; dan

b. keringanan atas rekomendasi perbaikan komponen arsitektural,
struktural, utilitas, serta tata ruang luar Bangunan Gedung sepanjang
tidak berakibat terhadap keselamatan.

Pasal 153

Dalam melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151 ayat (1) huruf d, pemilik Bangunan Gedung harus memberikan
jaminan pelaksanaan tertulis dan bermaterai.

Bagian Ketujuh 1’
Jangka Waktu Penyelenggaraan SLF
Pasal 154
(1) Jangka waktu proses penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung dihitung k

sejak pengajuan permohonan SLF, meliputi:



a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis
dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk Bangunan Gedung
scderhana dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja;

c. proses verifikasi hasil pengkajian tecknis untuk Bangunan Gedung tidak
sederhana dan khusus dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) han kerja;

d. proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk Bangunan Gedung
eksisting dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) har kerja;

c. proses pelaksanaan rckomendasi perbaikan dilaksanakan dalam
jangka waktu yang diberikan; dan

f. proses penerbitan SLF Bangunan Gedung dilaksanakan paling lama 1
(satu) hari kerja.

(2) Permohonan SLF yang dapat diproses adalah permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini.

(3) Dalam hal permohonan SLF dikembalikan kepada pemohon, jangka waktu
proses penerbitan dan perpanjangan SLF dihitung kembali dari awal.

Bagian Kedelapan
Dokumen SLF Bangunan Gedung

Pasal 155

Pemilik/pengguna Bangunan Gedung yang telah menyelesaikan proses
penerbitan atau perpanjangan SLF memperoleh:

a. dokumen SLF;

b. lampiran dokumen SLF; dan

c. label SLF.

Pasal 156

(1) Dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a,
merupakan lembar surat Keterangan Bangunan Gedung laik fungsi yang
ditandatangani oleh Kepala DPUPR.

(2) Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat
informasi:
a. nomor surat keterangan Bangunan Gedung laik fungsi yang dapat

dilengkapi dengan kode batang,

nomor dan tanggal surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan

Gedung;

nama Bangunan Gedung;

jenis Bangunan Gedung;

fungsi Bangunan Gedung;

nomor bukti kepemilikan Bangunan Gedung;:

nomor PBG;

nama pemilik Bangunan Gedung;

lokasi Bangunan Gedung;

pernyataan laik fungsi; dan

. masa berlaku.

(3) Nomor SLF Bangunan Gedung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, disusun dari serangkaian angka yang dapat mengidentifikasi dokumen
SLF scbagai yang pertama kali (awal) atau perpanjangan yang telah
dilakukan.

“
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(4) Lembar...
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(1)

(2]

(3)

(4)

(1)
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(3)

(4)

(5)

Lembar Dokumen SLF scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti pada
sctiap perpanjangan, dimana lembar lama dikembalikan kepada DPMPTSP.

Pasal 157

Lampiran dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b,

meliputi:

a. lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF
Bangunan Gedung;

b. lembar gambar block plan/ site plan; dan

c. lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF
Bangunan Gedung.

Lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki

ketentuan:

a. dicatat nomor urut, tanggal dan nomor SLF sesuai secjarah penerbitan
dan perpanjangan SLF;

b. dicatat lingkup setiap SLF yang diterbitkan untuk scluruh atau
sebagian Bangunan Gedung dan/atau bangunan prasarana; dan

c. bersifat tetap pada pemilik/pengguna Bangunan Gedung.

Lembar gambar block plan/site plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, memiliki ketentuan:

a. menunjukkan blok Bangunan Gedung dan bangunan prasarana yang
mendapat penerbitan SLF Bangunan Gedung atau perpanjangan SLF
Bangunan Gedung;

b. dibuat sctiap proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung; dan

c. secara kumulatif tetap pada pemilik/pengguna Bangunan Gedung.

Lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ memiliki ketentuan:

a. berfungsi sebagai informasi untuk pengurusan permohonan
perpanjangan SLF Bangunan Gedung; dan

b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna Bangunan Gedung.

Pasal 158

Label SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf ¢ merupakan
penanda yang disediakan oleh DPUPR bagi Bangunan Gedung yang telah
memiliki SLF.

Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan scbagai
instrumen pengawasan pemanfaatan Bangunan Gedung.

Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
pemilik/pengguna bangunan bersamaan dengan dokumen SLF Bangunan
Gedung setelah menyelesaikan proses penerbitan atau perpanjangan SLF.
Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. logo/ikon SLF;

b. tanggal mulai berlaku SLF;

c. tanggal berakhirnya SLF; dan

d. kode batang (barcode).

Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada bagian
muka sisi luar Bangunan Gedung yang mudah dilihat penghuni,
pengunjung dan/atau petugas pengawasan perangkat daerah sesuai
kewenangannya.

™ AT ©™'1TY




BAB VI
PENGKAJI TEKNIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 159

Pengkaji teknis memiliki tugas melaksanakan pengkajian teknis Bangunan

Gedung dalam rangka:

a. pemeriksaan Kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk keperluan
penerbitan SLF;

b. pemeriksaan berkala Bangunan Gedung; dan/atau

¢. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk keperluan
perpanjangan SLF.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengkaji Teknis

Paragraf 1
Persyaratan Pengkaji Tcknis Perorangan

Pasal 160

Pengkaji teknis perorangan harus memenuhi persyaratan:

a. Memiliki keahlian pengkajian teknis dalam bidang arsitektur, struktur
dan/atau utilitas yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian; dan

b. Memiliki pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis, pengawasan
konstruksi dan/atau manajemen konstruksi Bangunan Gedung.

Paragraf 2
Persyaratan Pengkaji Teknis Badan Hukum

Pasal 161

(1) Pengkaji teknis badan hukum harus memenubhi:
a. persyaratan administratif, dan
b. Persyaratan tcknis.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
akta pendirian perusahaan dan pengesahan pendirian perusahaan;
tanda daftar perusahaan;
surat keterangan domisili perusahaan;
surat [zin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK),
sertifikat badan usaha dalam bidang pengawasan konstruksi;
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
KTP pemilik perusahaan;
. daftar pengalaman perusahaan; dan
referensi pekerjaan dari pengguna jasa.
(3) Pcrsyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. memiliki pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis dan/atau
pengawasan konstruksi Bangunan Gedung; dan
b. memiliki tenaga kerja pengkaji teknis yang memiliki pendidikan,
keahlian dan pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis
dan/atau pengawasan konstruksi Bangunan Gedung.
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Bagian Ketiga
Penugasan Pengkaji Teknis

Paragraf 1
Umum

Pasal 162

Penugasan pengkaji teknis dapat dilakukan oleh:
a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung; atau

b. DPUPR.
Paragraf 2
Penugasan Pengkaji Teknis oleh Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung
Pasal 163

(1) Penugasan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a, dilakukan untuk
membantu pemilik/pengguna Bangunan Gedung melakukan pemeriksaan
kelaikan fungsi dan/atau pemeriksaan berkala semua penggolongan
Bangunan Gedung.

(2) Penugasan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna Bangunan Gedung
dapat dilakukan pada pengkaji teknis perorangan atau badan hukum
sesuai kebutuhan.

(3) Pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna
Bangunan Gedung dilaksanakan menggunakan mekanisme lelang atau
penunjukan langsung berdasarkan ikatan hubungan kerja dalam bentuk
perjanjian tertulis.

(4) Format dokumen ikatan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penugasan Pengkaji Teknis oleh DPUPR

Pasal 164

(1) Penugasan pengkaji teknis oleh DPUPR scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 162 huruf b, dilakukan untuk membantu DPUPR melakukan
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan
rumah tinggal deret.

(2) Penugasan pengkaji teknis oleh DPUPR dapat dilakukan pada pengkaji
teknis perorangan atau badan hukum sesuai kebutuhan.

(3) Penugasan pengkaji teknis oleh DPUPR dapat dilakukan melalui:

a. kontraktual; atau
b. penetapan.

Pasal 1635

(1) Penugasan pengkaji teknis oleh DPUPR melalui kontraktual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) huruf a, dilakukan berdasarkan ikatan f
hubungan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh DPUPR dilakukan V
menggunakan mekanisme lelang atau penunjukan langsung.




(3) Mekanisme pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh DPUPR
schagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 166

(1) Penugasan pengkaji teknis olech DPUPR melalui penctapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan
pembentukan tim pengkajian teknis yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala DPUPR,

{2) Penetapan Tim Pengkajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan ketentuan:
a. kriteria calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan

pertimbangan kompleksitas Bangunan Gedung di daerah;

b. jumlah calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan
pertimbangan banyaknya permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung rumah tinggal di daerah; dan

¢. persyaratan calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan
pertimbangan ketersediaan tenaga pengkaji teknis di daerah.

(3) Proses penjaringan calon tim pengkajian teknis dilakukan dengan cara
permohonan pengusulan calon anggota tim pengkajian tcknis melalui:

a. asosiasi profesi;

b. perguruan tinggi; dan/atau

c. praktisi profesional.

(4) DPUPR melakukan penilaian calon tim pengkajian teknis dengan menilai
kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalaman setiap calon anggota tim
pengkajian teknis.

Bagian Keempat
Kemampuan dan Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis

Paragral 1
Umum

Pasal 167

Untuk menunjang proses pengkajian teknis Bangunan Gedung, pengkaji teknis
harus memiliki:

a. kemampuan dasar; dan

b. pengetahuan dasar.

Paragraf 2
Kemampuan Dasar Pengkaji Teknis

Pasal 168

(1) Kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a

meliputi:

a. membaca gambar teknis dan laporan perencanaan serta melakukan
pengecckan kesesuaiannya secara fisik di lapangan;

b. melakukan pemeriksaan komponen terbangun arsitektural Bangunan
Gedung;

¢. melakukan pemeriksaan komponen terbangun struktural Bangunan
Gedung,




(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

d. melakukan pemeriksaan komponen terpasang utilitas Bangunan
Gedung; dan

e. melakukan pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar
Bangunan Gedung.

Pemeriksaan komponen terbangun arsitektural Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

dinding dalam,;

langit-langit;

lantai;

penutup atap;

dinding luar;

pintu dan jendela;

lisplank; dan

talang.

Pemeriksaan komponen terbangun struktural Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

TR Mo an o

a. pondasi;

b. dinding geser;

c¢. kolom dan balok;
d. plat lantai; dan
e. atap.

Pemeriksaan komponen terpasang utilitas Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. sistem mekanikal;

b. sistem atau jaringan elektrikal; dan

¢. sistem atau jaringan perpipaan.

Pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

jalan setapak;

jalan hingkungan;

tangga luar;

gili-gili;

parkir;

dinding penahan tanah;

pagar;

penerangan luar;

pertamanan; dan

saluran.
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Paragraf 3
Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis

Pasal 169

Pengetahuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b

meliputi:

a. desain prototip Bangunan Gedung sederhana 1 (satu) lantai;

b. persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung sederhana 1 (satu)
lantai;

c. inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;

pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi;

e. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung secara visual; dan

.
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(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(4]

f. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung menggunakan
peralatan non-destruktif,
Ketentuan desain prototipe Bangunan Gedung hunian serderhana 1 (satu)
lantai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Ketentuan persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung hunian
serderhana 1 (satu) lantai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Ketentuan pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung secara visual
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung menggunakan
peralatan non-destruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
tercantum dalam Lampiran [V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pembinaan terhadap Pengkaji Teknis

Pasal 170

DPUPR melakukan pembinaan kepada pengkaji teknis di daerah.
Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menumbuhkembangkan kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, serta
meningkatkan kemampuan dalam pengkajian teknis.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
pendataan, sosialisasi atau diseminasi, bimbingan teknis, dan /atau
pelatihan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mclibatkan asosiasi
profesi, akademisi, dan/atau narasumber.

Bagian Keenam
Pengkajian Teknis oleh DPUPR

Pasal 171

Pengkajian teknis oleh DPUPR dilakukan untuk Bangunan Gedung rumah
tinggal tunggal dan rumah tinggal deret.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 172...




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

{7)

(8)

(1)

(2)

Pasal 172

Pembongkaran Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib
dengan mempertimbangkan kcamanan dan keselamatan masyarakat dan
lingkungan.

Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus sesuai dengan surat persetujuan pembongkaran atau surat

penetapan perintah pembongkaran dari DPUPR.

Persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikecualikan untuk Bangunan Gedung rumah tinggal.

Pembongkaran Bangunan Gedung selain rumah tinggal yang

pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan

umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan RTB yang
disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis.

RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan

dari DPUPR setelah mendapat pertimbangan teknis dari TPA.

Pemilik dan DPUPR melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis

kepada masyarakat di sekitar Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan

pembongkaran dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas
terhadap kesclamatan umum dan lingkungan.

Pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung mengikuti prinsip-prinsip

Keselamatan dan Keschatan Kerja (K3).

Pecmbongkaran Bangunan Gedung dilakukan terhadap:

a. Bangunan Gedung atau bangunan prasarana yang tempat atau lokasi
kedudukannya dimaksudkan untuk pemBangunan Gedung baru;

b. Bangunan Gedung atau bangunan prasarana yang dinyatakan tidak
laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki sehingga dapat membahayakan
masyarakat;

c. Bangunan Gedung yang pemanfaatanya dapat menimbulkan bahaya
bagi pengguna, masyarakat, dan lingkunannya; dan/atau

d. Bangunan Gedung atau bangunan prasarana yang tidak memiliki PBG.

Bagian Kedua
Penggolongan Obyek Pembongkaran

Pasal 173

Penggolongan obyck pembongkaran meliputi:

a. Bangunan Gedung sederhana;

b. Bangunan Gedung tidak sederhana atau khusus; dan

c. Bangunan prasarana,

Penggolongan obyek pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berdasarkan dampaknya meliputi:

a. pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaanya tidak
berdampak luas dan berpotensi mengganggu keselamatan umum; dan

b. pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaanya berdampak
luas dan berpotensi mengganggu keselamatan umum.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif Pembongkaran
Bangunan Gedung atau Bangunan Prasarana

Pasal 174

Persvaratan Administratif Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi:




a. pcniyaratan administratif pembongkaran Bangunan Gedung atau bangunan
prasarana atas dasar permohonan pemilik; dan

b. persyaratan administratif pembongkaran Bangunan Gedung atau bangunan
prasarana atas penetapan perintah pembongkaran dari DPUPR.

Pasal 175

Persyaratan administratif pembongkaran Bangunan Gedung atau bangunan
prasarana atas dasar permohonan pemilik Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 174 huruf a meliputi:

a. formulir permohonan pembongkaran Bangunan Gedung atau bangunan
prasarana yang ditandatangani oleh pemohon;

b. fotokopi KTP-¢l pemohon atau identitas lainnya yang masih berlaku;

c. fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal permohonan
pembongkaran Bangunan Gedung atau bangunan prasarana dilakukan
oleh badan hukum;

d. surat kuasa dari pemilik Bangunan Gedung dalam hal pemohon bukan
pemilik Bangunan Gedung atau bangunan prasarana,

e. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;

f. surat persetujuan pemilik tanah dalam hal pemilik Bangunan Gedung
bukan sebagai pemilik tanah; dan

g. surat pernyataan bahwa Bangunan Gedung atau bangunan prasarana tidak
dalam status sengketa.

Pasal 176

Persyaratan administratif pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 174 huruf b meliputi:

a. surat laporan masyarakat atau hasil identifikasi DPUPR terhadap kelaikan
fungsi Bangunan Gedung atau bangunan prasarana; dan

b. surat penetapan perintah pecmbongkaran dari DPUPR.

Bagian Keempat
Persyaratan Tcknis Pembongkaran
Bangunan Gedung atau Bangunan Prasarana

Pasal 177

(1) Persyaratan teknis pembongkaran Bangunan Gedung atau bangunan
prasarana meliputi:

a. formulir data umum Bangunan Gedung atau bangunan prasarana yang
akan dibongkar;

b. laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala; dan

¢. dokumen RTB Bangunan Gedung atau bangunan prasarana, dalam hal
pelaksanaan pembongkaran dapat menimbulkan dampak luas
terhadap keselamatan umum dan lingkungan.

(2) Formulir data umum Bangunan Gedung atau bangunan prasarana yang
akan dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit
memuat:

a. spesifikasi teknis sistem struktur Bangunan Gedung;
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(1)

(2)

(3)

b. tata cara dan me todologi pembongkaran Bangunan Gedung yang
memenuhi prinsip Keselamatan dan Keschatan Kerja (K3);

c. jadwal pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung; dan

d. pengelolaan limbah hasil pembongkaran Bangunan Gedung.

Bagian Kelima
Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 178

Tata cara persctujuan pembongkaran Bangunan Gedung meliputi:

a. tata cara persetujuan pembongkaran Bangunan Gedung selain rumah
tinggal atas dasar permohonan pemilik; dan

b. tata cara penerbitan perintah pembongkaran oleh DPUPR dan dinas
terkait.

Tata cara persetujuan pembongkaran Bangunan Gedung selain rumah

tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliput: tahapan:

a. proses pra permohonan persetujuan pembongkaran;

b. proses permohonan persetujuan pembongkaran; dan

¢. proses penerbitan persctujuan pembongkaran.

Tata cara penerbitan perintah pembongkaran oleh DPUPR dan dinas terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tahapan:

a. proses identifikasi dan penetapan Bangunan Gedung yang diduga
perlu dibongkar;

b. proses pengkajian RTB; dan

¢. proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Bagian Keenam
Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung
Selain Rumah Tinggal Atas Dasar Permohonan Pemilik

Pasal 179

Tata cara persctujuan pembongkaran Bangunan Gedung selain rumah tinggal
atas dasar permohonan pemilik meliputi tahapan:

a. proses pra permohonan persetujuan pembongkaran,

b. proses permohonan persetujuan pembongkaran; dan

c. proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Pasal 180

Proses pra permohonan persetujuan pembongkaran Bangunan Gedung selain
rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 179 huruf a, meliputi:

d.

pemilik Bangunan Gedung menyiapkan persyaratan administratif
pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
175 dan persyaratan teknis pembongkaran Bangunan Gedung
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 177;

dalam hal pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung selain rumah
tinggal yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan
umum dan lingkungan, pemilik Bangunan Gedung harus membuat
dokumen RTB atas Bangunan Gedung yvang akan dibongkar; dan

c. pembuatan...




C.

pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
oleh penyedia jasa perencanaan teknis.

Pasal 181

Proses permohonan persetujuan pembongkaran Bangunan Gedung selain
rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 179 huruf b, meliputi:

i,

(1)

(2)

Pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan pembongkaran
kepada kepala DPUPR dengan melampirkan dokumen persyaratan
administratif dan teknis;

DPUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak
lengkap, berkas permohonan persctujuan pembongkaran dikembalikan
kepada pemilik untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

pengembalian  berkas  permohonan  persctujuan  pembongkaran
sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan
kelengkapan dokumen persyaratan; dan

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan
lengkap, dilanjutkan dalam proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Pasal 182

Proses penerbitan persetujuan pembongkaran Bangunan Gedung selain
rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 179 huruf ¢, meliputi:

a. tim Teknis DPUPR melakukan pemeriksaan dokumen RTB dalam hal
terdapat dokumen RTB;

b. tim Teknis DPUPR melakukan pemeriksaan dokumen RTB terhadap
pemenuhan persyaratan teknis pembongkaran Bangunan Gedung
sesuai kaidah-kaidah pembongkaran secara umum, pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-
undangan;

¢, berkas permohonan persetujuan pembongkaran dikembalikan kepada
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan RTB dan surat
pemberitahuan hasil pemeriksaan dokumen RTB dalam hal dokumen
RTB dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis pembongkaran;

d. tim Teknis DPUPR memberikan persctujuan secara tertulis dalam hal
dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis;

e. persetujuan sccara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d
meliputi paraf pada setiap lembar dokumen RTB dan surat persetujuan
dokumen RTB; dan

f. DPUPR menerbitkan surat persctujuan pembongkaran Bangunan
Gedung.

Dalam hal DPUPR memandang perlu dilakukan proscs pemeriksaan

dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat

melibatkan TPA.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penerbitan Perintah Pembongkaran oleh DPUPR

Pasal 183...




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 183

Proses identifikasi Bangunan Gedung yang diduga perlu dibongkar

meliputi:

a. DPUPR mengidentifikasi Bangunan Gedung yang akan ditetapkan
untuk dibongkar berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan
masyarakat; dan

b. DPUPR menyampaikan hasil identifikasi Bangunan Gedung kepada
pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung melalui surat
pemberitahuan.

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. identifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif yaitu
status hak atas tanah, kepemilkan Bangunan Gedung, dan
kepemilikan PBG; dan

b. pemeriksaan awal secara visual terhadap pemenuhan persyaratan
teknis Bangunan Gedung.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

berupa:

a. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan Bangunan
Gedung tidak perlu dibongkar;

b. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menunjukan bahwa Bangunan
Gedung tidak memenuhi persyaratan administratif; dan/atau

c. Pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan Bangunan
Gedung diduga atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.

DPUPR menerbitkan perintah pembongkaran dalam hal pemberitahuan

hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyatakan

bahwa Bangunan Gedung tidak memenuhi persyaratan status hak atas
tanah dan/atau kepemilikan Bangunan Gedung.

DPUPR menerbitkan perintah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk

segera mengurus PBG dan SLF Bangunan Gedungnya dengan mengikuti

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 77

dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi scbagaimana dimaksud ayat (3)

huruf ¢ dinyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak memiliki PBG.

DPUPR menerbitkan perintah pembongkaran dalam hal pemberitahuan

hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf ¢ dinyatakan tidak

memenuhi persyaratan teknis dan dapat membahayakan penghuni
dan/atau masyarakat.

Pasal 184

Proses pengkajian RTB meliputi:

a.

o

pemilik Bangunan Gedung harus menyiapkan dokumen RTB dalam hal
DPUPR menerbitkan perintah pembongkaran scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 183 ayat (4) dan ayat (6} dan pelaksanaan pembongkarannya
dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan
lingkungan,

pembuatan dokumen RTB dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan
teknis;

pemilik Bangunan Gedung seclain rumah tinggal menyampaikan
kelengkapan persyaratan administratif dan teknis permohonan
pembongkaran Bangunan Gedung kepada DPUPR;

DPUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

berkas permohonan persetujuan RTB dikembalikan ke pemilik untuk
dilengkapi dan/atau diperbaiki dalam hal dokumen persyaratan
administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap,;

pengembalian berkas permohonan persetujuan RTB dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan dokumen persyaratan; dan

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan
lengkap, dilanjutkan dalam proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Pasal 185

Proscs penerbitan persetujuan pembongkaran Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf g, meliputi:

a. Tim Teknis DPUPR melakukan pemeriksaan dokumen RTB terhadap
pemenuhan persyaratan teknis pembongkaran Bangunan Gedung
sesuai kaidah-kaidah pembongkaran secara umum, pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. berkas permohonan persetujuan pembongkaran dikembalikan kepada
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan RTB dan surat
pemberitahuan hasil pemeriksaan dokumen RTB dalam hal dokumen
RTB dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis pembongkaran;

c. Tim Teknis DPUPR memberikan persetujuan secara tertulis dalam hal
dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis;

d. persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c
meliputi parafl pada setiap lembar dokumen RTB dan surat
persetujuan dokumen RTB; dan

e. DPUPR menerbitkan surat persetujuan pembongkaran Bangunan
Gedung.

Dalam hal DPUPR memandang perlu maka proses pemeriksaan dokumen

RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TPA.

Bagian Kedelapan
Batas Waktu Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 186

Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang mengajukan
permohonan pembongkaran Bangunan Gedung dan telah mendapatkan
surat persetujuan pembongkaran harus melaksanakan pembongkaran
dalam batas waktu yang ditetapkan.

Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam surat persetujuan pembongkaran.

DPUPR menetapkan batas waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan pertimbangan kompleksitas pembongkaran Bangunan
Gedung.

Surat persetujuan pembongkaran dinyatakan tidak berlaku dalam hal
pembongkaran tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 187

Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang mendapatkan surat
perintah pembongkaran Bangunan Gedung harus mclaksanakan
pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan.

(2) Batas...




(2) Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam surat perintah pembongkaran.

(3) DPUPR menetapkan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan pertimbangan kompleksitas pembongkaran Bangunan
Gedung dan potensi dampak terhadap keselamatan umum dan
lingkungan.

(4) Pembongkaran Bangunan Gedung dilakukan oleh DPUPR dan/atau
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam hal pemilik
Bangunan Gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu
yang telah ditentukan.

(5) Pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung yang dilakukan oleh
DPUPR dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kcbakaran
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk penyedia jasa
pembongkaran Bangunan Gedung.

(6) Biaya pembongkaran Bangunan Gedung yang dilakukan oleh DPUPR
dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
dibebankan kepada pemilik Bangunan Gedung, kecuali bagi pemilik rumah
tinggal yang tidak mampu maka biaya pembongkaran Bangunan Gedung
dibebankan kepada APBD.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 188

(1) Pembongkaran Bangunan Gedung yang dilakukan oleh pemilik dan/atau
pengguna Bangunan Gedung dapat menggunakan penyedia jasa
pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Pembongkaran Bangunan Gedung harus dilaksanakan oleh penyedia jasa
pembongkaran Bangunan Gedung apabila:

a. pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung dapat menimbulkan
dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan; dan/atau

b. pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung menggunakan
peralatan berat dan/atau bahan peledak.

(3) Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi.

(4) Hasil pengawasan pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada
DPUPR.

(50 DPUPR melakukan pengawasan secara berkala atas kesesuaian laporan
pelaksanaan pembongkaran dengan RTB.

BAB VIII
KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 189 ?

(1) Pendataan Bangunan Gedung dilakukan terhadap seluruh Bangunan
Gedung di Daerah.

(2) Pendataan Bangunan Gedung dapat dilakukan secara bersama dengan \/
proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yaitu:

A. perencanaan...



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a. -perencanaan teknis saat permohonan dan penerbitan PBG;

b. pemanfaatan saat permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan
SLF; dan

c. pembongkaran Bangunan Gedung.

Pendataan Bangunan Gedung dapat dilakukan di luar proses sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan cara mendata dan mendaftarkan Bangunan

Gedung eksisting.

Pendataan Bangunan Gedung dilakukan secara terkomputerisasi

menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

Hasil pendataan Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah

Kabupaten Rote Ndao dan masyarakat untuk:

a. menemukan fakta kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan scrta
riwayat Bangunan Gedung dan tanah;

b. mengetahui informasi/perkembangan mengenat proses
penyclenggaraan Bangunan Gedung yang sedang berjalan;

c. mengetahui kekayaan aset dan pendapatan Kabupaten Rote Ndao,

d. keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah; dan

¢. mengetahui batas waktu masa berlakunya PBG dan SLF.

Proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sedang berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara lain berupa proses

PBG, SLF, atau perpanjangan SLF.

Pemuktahiran pendataan Bangunan Gedung dilakukan secara berkala

dengan ketentuan:

a. setiap 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung selain fungsi
hunian;dan

b. setiap 10 (sepuluh) tahun untuk Bangunan Gedung fungsi hunian.

Bagian Kedua
Organisasi dan Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Organisasi Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 190

Pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung dilakukan oleh DPUPR.

Pendataan Bangunan Gedung oleh DPUPR sebagaimana dimaksud pada

pasal 189 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat permohonan dan penerbitan

PBG.

Pendataan Bangunan Gedung oleh DPUPR dilakukan pada saat:

a. permohonan dan pencrbitan SLF atau perpanjangan SLF;

b. pembongkaran Bangunan Gedung; dan

c. mendata serta mendaftarkan Bangunan Gedung cksisting.

Struktur organisasi pelaksana pendataan Bangunan Gedung meliputi:

a. penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan Bangunan
Gedung; dan

b. petugas pelaksana pendataan Bangunan Gedung.

Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Kepala

DPUPR.

(6) Penentu...




(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(1)

Perientu atau pengambil Keputusan/kebijakan pendataan Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki wewenang dalam
pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, menentukan hasil
keluaran dan indikator yang ingin didapat dari data Bangunan Gedung
yang ada dan mampu menentukan arah dan tujuan serta pengembangan
dari kegiatan pendataan Bangunan Gedung.

Petugas pelaksana pendataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. petugas pemasukan data; dan

b. administrator sistem.

Petugas pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a

merupakan petugas yang:

a. bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan pendataan Bangunan
Gedung dalam pendataan dan pendaftaran Bangunan Gedung
cksisting;

b. bertugas mencatat dan memasukan data dokumen persyaratan yang
diterima dari masyarakat ke dalam basis data pada setiap proses
penyelenggaraan Bangunan Gedung;

c. dapat berhubungan langsung dengan masyarak: ¢ dapat...
pemilik/pengguna Bangunan Gedung pada saat p
perizinan Bangunan Gedung; dan

d. tidak memiliki wewenang dalam setiap pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan pendataan Bangunan Gedung ataupun
keputusan yang sifatnya strategis.

Administrator sistem/programmer sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf b merupakan petugas yang bertugas menyiapkan, memelihara, dan

mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dalam proses pendataan

Bangunan Gedung.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 191

Pendataan Bangunan Gedung pada permohonan dan penerbitan PBG

dilakukan dengan tata cara:

a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data setelah
berkas permohonan PBG dinyatakan lengkap;

b. berkas PBG diberi penomoran sesuai dengan Sistem Informasi
Manajemen Bangunan Gedung dan dimasukan ke dalam basis
data;dan

c. basis data dimutakhirkan setelah dilakukan proses penilaian dokumen
rencana teknis, pengesahan dokumen rencana teknis, dan penerbitan
PBG.

Tata cara pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung pada permohonan

dan penerbitan PBG tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 192

Pendataan Bangunan Gedung pada saat permohonan dan penerbitan SLF
atau perpanjangan SLF dilakukan dengan tata cara:
a. pendataan...




(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data sctelah
berkas permohonan SLF atau perpanjangan SLF dinyatakan lengkap;

b. berkas permohonan SLF atau perpanjangan SLF diberikan penomoran
sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dan
dimasukan ke dalam basis data;

c. basis data dimutakhirkan sctelah SLF atau perpanjangan SLF
terbit;dan

d. penerbitan atau perpanjangan SLF untuk Bangunan Gedung
sederhana dilakukan oleh DPMPTSP dan untuk SLF atau perpanjangan
SLF Bangunan Gedung lainnya dilakukan oleh DPUPR.

Tata cara pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung pada saat

permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan

Bupati ini.

Pasal 193

Pendataan Bangunan Gedung pada saat pembongkaran Bangunan Gedung

dilakukan dengan tata cara:

a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data setelah
berkas permohonan Pembongkaran dinyatakan lengkap;

b. berkas permohonan pembongkaran diberikan penomoran sesuai
dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dan
dimasukan ke dalam basis data; dan

¢. basis data dimutakhirkan setelah rencana teknis pembongkaran (RTB)
Bangunan Gedung disetujui DPUPR dan pembongkaran Bangunan
Gedung dilaksanakan.

Tata cara pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung pada saat

pembongkaran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 194

Pendataan Bangunan Gedung eksisting dilakukan dengan ketentuan:

a. petugas pemasukan data menyiapkan daftar simak data umum, data
teknis Bangunan Gedung, dan data status Bangunan Gedung sebagai
instrumen survei pendataan Bangunan Gedung;

b. pemilik Bangunan Gedung menyiapkan kelengkapan isian daftar simak
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. petugas pemasukan data melakukan pengisian daftar simak untuk
dimaksukkan ke dalam basis data; dan

d. dalam hal diterbitkan PBG dan/atau SLF untuk Bangunan Gedung
eksisting, petugas pemasukan data mclakukan pemutakhiran basis
data.

Tata cara pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung eksisting

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 195
Pendaftaran Bangunan Gedung eksisting dilakukan dengan ketentuan:
a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung menyiapkan kelengkapan
dokumen untuk pendaftaran Bangunan Gedung (dokumen




‘administrasi dan teknis) untuk disampaikan kepada petugas
pemasukan data,

b. petugas pemasukan data melakukan pengisian data administrasi dan
teknis ke dalam basis data; dan

c. dalam hal diterbitkan PBG dan/atau SLF untuk Bangunan Gedung
eksisting, petugas pemasukan data melakukan pemutakhiran basis
data.

(2) Tata cara peclaksanaan pendaftaran Bangunan Gedung eksisting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum

Pasal 196

(1) DPUPR melakukan pengawasan dan pencrtiban peclaksanaan konstruksi
Bangunan Gedung.

(2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) DPUPR dapat mclibatkan instansi lain yang terkait.

Paragraf 2

Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 197

(I) Pemilik Bangunan Gedung harus menyampaikan jadwal pelaksanaan
konstruksi secara tertulis kcpada Kepala DPUPR sebelum dimulainya
pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung.

(2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3).

(3) Selama pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, pemilik Bangunan
Gedung bertanggung jawab terhadap keamanan dan Kkeselamatan
Bangunan Gedung dan lingkungan.

(4) Pemilik Bangunan Gedung harus menyediakan prasarana umum
sementara apabila terdapat prasarana umum yang terganggu selama
pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung.

Pasal 198

(1) DPUPR melakukan pengawasan peclaksanaan konstruksi Bangunan
Gedung paling sedikit 1 (satu) kali selama masa pelaksanaan konstruksi.

(2) Pengawasan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan oleh
petugas yang dilengkapi dengan tanda bukti diri berupa kartu tanda
pengenal dan/atau surat tugas. *’

(3) Petugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan \,
Bangunan Gedung sctiap saat;

b. memeriksa...



(4)

(3)

(6)

(7)

b. memeriksa bahan bangunan yang digunakan sesuai ketentuan yang
berlaku;

¢. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan yang
dilarang untuk digunakan dan/atau alat-alat yang dianggap
mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum,;

d. memberikan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Konstruksi,
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pelaksanaan
pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam PBG; dan

c. melaksanakan pemanggilan dan/atau penyidikan terhadap
pelanggaran pelaksanaan mendirikan Bangunan Gedung, untuk
diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan

pelaksanaan  konstruksi Bangunan Gedung dengan membawa

perlengkapan:

a. dokumen rencana teknis yang telah disahkan,

b. formulir Berita Acara Pengawasan;

c. daftar Simak Kesesuaian Rencana Teknis dan Hasil Konstruksi; dan

d. daftar Simak Pemeriksaan Keselamatan dan Keschatan Kerja (K3).

Format formulir berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Daftar Simak Kesecsuaian Rencana Teknis dan Hasil Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ sesuai dengan Lampiran VII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Daftar Simak Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sesuai dengan Lampiran VII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penertiban Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 199

Penertiban pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dilakukan terhadap
Bangunan Gedung yang dibangun tanpa PBG atau tidak sesuai dengan PBG.

(1)

(2)

(3)

Pasal 200

Penertiban Bangunan Gedung yang dibangun tanpa PBG dilakukan

dengan tahapan:

a. Peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7
(tujuh) hari kerja; dan

b. Perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diterbitkan oleh DPUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Perintah pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik Bangunan Gedung tidak

melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang

ketiga.

(4) Perintah...




(4) Perintah pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembongkaran
Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh DPUPR dan ditembuskan ke
DPMPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 201

(1) Penertiban Bangunan Gedung yang dibangun tidak sesuai dengan PBG
dilakukan dengan tahapan:

a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7
(tujuh) hari kerja;

b. pembatasan pekerjaan konstruksi,

c. penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan PBG;dan

d. penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan PBG dan perintah
pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diterbitkan oleh DPUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

(3) Pembatasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan apabila pemilik Bangunan Gedung tidak melaksanakan
ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.

(4) Pembatasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembatasan Pekerjaan
Konstruksi yang diterbitkan oleh DPUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP
dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,

(5) Pemilik Bangunan Gedung harus melakukan pembatasan pekerjaan
konstruksi Bangunan Gedung sesuai ketentuan di dalam Surat Perintah
Pembatasan Pekerjaaan Konstruksi scbagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan PBG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemilik
Bangunan Gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat
Perintah Pembatasan Pekerjaaan Konstruksi.

(7) Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan PBG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Surat
Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi dan Surat
Pembekuan PBG yang diterbitkan oleh DPUPR dan ditembuskan ke
DPMPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

(8) Pemilik Bangunan Gedung harus menghentikan pekerjaan konstruksi
Bangunan Gedung apabila telah menerima Surat Perintah Penghentian
Sementara Pekerjaaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan PBG dan perintah
pembongkaran Bangunan Gedung scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan apabila pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan
perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Sementara ?
Pekerjaaan Konstruksi.

(10) Penghentian... ‘/




(10) Peﬁghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan PBG dan perintah

(1)

(2)

(1)
(2)

(5)

(1)

(2)

(3)

pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaan
Konstruksi, Surat Pencabutan PBG, dan Surat Perintah Pembongkaran
Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh DPUPR dan ditembuskan ke
DPMPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 202

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan
pembongkaran Bangunan Gedung atas biaya pemilik Bangunan Gedung
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya
Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik Bangunan
Gedung tidak melakukan pembongkaran.

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran, pemilik Bangunan Gedung juga dikenakan denda
administratif yang besarnya ditentukan berdasarkan berat dan ringannya
pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari TPA.

Pasal 203

Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Format Surat Perintah Pembatasan Pckerjaan Konstruksi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupali ini.

Format Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaaan Konstruksi dan
Surat Pembekuan PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Format Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaaan Konstruksi dan Surat
Pencabutan PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Format Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 204

Pemilik Bangunan Gedung bertanggung jawab terhadap keamanan dan
kesclamatan Bangunan Gedung dan lingkungan sclama pelaksanaan
konstruksi Bangunan Gedung,.

Polalkreanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan
kerja (K3).

Pemilik Bangunan Gedung harus menyediakan prasarana umum
sementara apabila terdapat prasarana umum yang terganggu selama
pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum




(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pasal 205

DPUPR melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan
Bangunan Gedung paska diterbitkannya SLF.

DPUPR dapat melibatkan instansi lain yang terkait dalam melakukan
pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 206

Pengawasan pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh:

a. DPUPR;

b, instansi teknis;

c. kecamatan; dan

d. masyarakat,

Pengawasan olch DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan secara umum terhadap:

a. kepemilikan SLF Bangunan Gedung;

b. batas waktu berakhirnya SLF; dan

c. batas waktu perbaikan Bangunan Gedung scsuai jaminan tertulis
pemilik Bangunan Gedung saat penerbitan atau perpanjangan SLF.

Pengawasan oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan scsuai kewenangan masing-masing antara lain

terhadap:

a. kesesuaian peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;

b. pemenuhan persyaratan proteksi kebakaran;

¢. pemenuhan persyaratan dampak lingkungan; dan

d. pemenuhan persyaratan perlindungan bagi keselamatan pekerja
dan/atau pengguna dalam Bangunan Gedung.

Pengawasan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

dilaksanakan secsuai kewenangannyva terhadap pemanfaatan Bangunan

Gedung di wilayah kecamatan bersangkutan.

Pengawasan oleh masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d dilaksanakan dengan cara menyampaikan laporan indikasi pelanggaran

pemanfaatan Bangunan Gedung kepada kecamatan, instansi teknis

dan/atau DPUPR.

Paragraf 3

Pencrtiban Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 207

Penertiban pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan terhadap indikas:

pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPUPR,

kecamatan, dan/atau laporan masyarakat.

Penertiban pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh DPUPR dan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran.

Penertiban pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7
(tujuh) han kerja;

P




(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(©)

(10)

(11)

b, 'pcnghentian sementara pemanfaatan Bangunan Gedung dan
pembekuan SLF; dan
c. penghentian tetap pemanfaatan Bangunan Gedung dan pencabutan
SLF.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufl a
diterbitkan oleh DPUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Penghentian sementara pemanfaatan Bangunan Gedur (5) penghentian...
SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufl b
pemilik Bangunan Gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum
di dalam surat peringatan yang ketiga.
Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan Bangunan Gedung dan
pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan
dengan Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan
Surat Pembekuan SLF yang diterbitkan oleh DPUPR dan ditembuskan ke
DPMPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Penghentian tetap pemanfaatan Bangunan Gedung dan pencabutan SLF
dilakukan apabila pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan perbaikan
atas pelanggaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan
Gedung dan Surat Pembekuan SLF.,
Penghentian tetap pemanfaatan Bangunan Gedung dan pencabutan SLF
dilakukan dengan Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan
Gedung dan Surat Pencabutan SLF yang diterbitkan oleh DPUPR dan
ditembuskan ke DPMPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran.
Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Format Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan
Surat Pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Format Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung dan
Surat Pencabutan SLF scbagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 208

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka:

1.

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017
Nomor 0467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan PBG sebelum Peraturan
Bupati ini berlaku, dan PBG yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini, PBG yang dimilikinya dinyatakan tetap
berlaku.

3. Bangunan...




10.

1%:

12.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi PBG sebelum Peraturan Bupati
ini berlaku, namun PBG yang dimiliki tidak sesuai dengan kctentuan
dalam Peraturan Bupati ini, Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan
permohonan PBG baru.

Bangunan Gedung yang sudah memiliki PBG sebelum Peraturan Bupati ini

berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan

ketentuan dan persyaratan dalam PBG, Pemilik Bangunan Gedung wajib
mengajukan permohonan PBG baru atau melakukan perbaikan

(retrofitting) secara bertahap.

Permohonan PBG yang telah masuk/terdaftar scbelum berlakunya

Peraturan Bupati ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan

dalam Peraturan Bupati ini.

Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini belum

dilengkapi PBG, Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan

PBG.

Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini belum

dilengkapi SLF, pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan

permohonan SLF.

Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya

Peraturan Bupati ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan

dalam Peraturan Bupati ini.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Pcraturan Bupati

ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini, pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib

mengajukan permohonan SLF baru.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Bupati

ini berlaku, namun kondisi Bangunan Gedung tidak laik fungsi,

pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan secara
bertahap.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Bupati

ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini, SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.

DPUPR melaksanakan penertiban kepemilikan PBG dan SLF dengan

ketentuan pentahapan sebagai berikut :

a. untuk Bangunan Gedung untuk kepentingan umum, penertiban
kepemilikan PBG dan SLF harus sudah dilakukan selambat-
lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupat inj;

b. untuk Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan umum dengan
kompleksitas tidak sederhana, penertiban kepemilikan PBG dan SLF
harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Bupati ini; dan

c. untuk Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan umum dengan
kompleksitas sederhana, penertiban kepemilikan PBG dan SLF harus
sudah dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI...




BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
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A.l
A2

A3

A4
A5

A.6

A7

A.8

Bagian A
F'ORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF

SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK
SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS
SENGKETA

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN
GEMPA

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI
BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PELAKSANA KONSTRUKSI
BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PENGAWAS / MANAJEMEN
KONSTRUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PEMOHON
SURAT PERMOHONAN KRK




A.1 SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN
DALAM KRK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama B e Y S S S A PO O SRS SRS RS AT AR BAY S AR AT S Ry S G
No KTP/SIM /Paspor B e sman s A A SRS S AR R PRV VRN SA A4
Nomor Permohonan PBG . .....oiiiiiiiriinsianssssssssarsesssssasssassssssssssrssssssasnnssrasanares

Dengan ini menyatakan bahwa ;

1. Pembangunan yang akan dilakukan pada lokasi/lahan yang direncanakan
akan mengikuti seluruh ketentuan yang ada di dalam Keterangan Rencana
Kabupaten (KRK) dengan nomor @ .......cccovvvormmasrmreacaanss

2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya tidak mengikuti seluruh
ketentuan yang ada di dalam Keterangan Rencana Kabupaten (KRK), maka
saya bersedia dikenakan sanksi scsuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikan Surat Pernyataan ini dibuat dengan scbenarnya, tanpa ada paksaan

atau tekanan dari pihak manapun juga.

.................... AR eSO A VON TRV . §
Pemilik Bangunan Gedung,




A.2 SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM
STATUS SENGKETA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Y PP IO E RN S
No KTP/SIM /Paspor e I S - ==t £3 TS { A\
Alamat 8 o AvaANASAAANSaseansAEALSS L L e N E s s P TS CRE TR SRR SR RS SRS L AP

Selaku pemilik tanah pada Surat Permohonan PBG yang berlokasi :

Alamat

..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
..........................................................................

..........................................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah dan bangunan gedung
dilokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara.

Oleh karena itu apabila permohonan Persctujuan Bangunan Gedung (PBG) ini
disetujui dan dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan
bangunan, maka kami sctuju Persetyjuan Bangunan Gedung (PBG) yang
diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya
yang telah dikeluarkan.

................ . 7 Lo
Yang menyatakan,

Saksi-saksi

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa




A.3 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN
POKOK TAHAN GEMPA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama £ S SO BN B R R0y RS C S - S S PH
No KTP/SIM/Paspor B enrssnrponass YA SRR ES A TR OSBRSS Pons Shk SASARs KA ALTA Y
Nomor PermoRONaI PBG  ccecscssassssnssasanannsunnsnsvsvsssssssssssssssssssssssssssssssssssnssss

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia memenuhi persyaratan pokok tahan gempa yang tclah
ditetapkan oleh pemerintah.

2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah
saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pithak manapun juga.




A.4 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama B A U e b R ree e R SR P D R
No KTP/SIM/Paspor B o R e S A R R R R R S A M R e p e AR SRV
Nomor: Permolyoniiny - FIBOE I oo caa it ivs s e e e ini avm s o sar vt oo 6 6o mana man s dAAs s Aa s

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia menggunakan Desain Prototipe yang disediakan oleh Dinas
PKPLH Kabupaten ........cccccovinnn sebagai rencana teknis permohonan PBG
yang saya ajukan.

2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah
saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun juga.




A.5 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA
KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama NN U M L AP A X S Y 87T SR SR A
No KTP/SIM /Paspor G e muususeesssnnnnnnnnsEyyE R TR L E S AARS AARARARA SEIOCAANCAEN LS EEN L
NOMOT PermONOnan P G i iiiieeeieenersrrssrrrrrrrrrrnrsrerrrssrsssssssssssssssssssssisiboresssss

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menggunakan penyedia jasa
perencana konstruksi bersertifikat dcngan data sebagai berikut :

a. Nama Perusahaan B g i e A R SR AR AL UAR R AR e
b. Alamat A R AN AR ST R R T SR RO
c. Nama penanggung jawab perusahaan | ...
d. Perencana Arsitektur

e« Nama Penanggung jawab B R s e A SRR R SR A RN A RS SRR AR AN

e Nomor sertifikat keahlian S R S K AN RN AR A A TR S S

e Nomor Ijin bekerja PErenCana : .......cceeeeeieeiiemetioiiiciiaiiiaiaiasaianin
e. Perencana Struktur

e Nama Penanggung jawab R RS R s e b Y AN DYDY bp P E s

e Nomor sertifikat keahlian T 0 o 4 b SR AP SRy 6 S Bl o b A L A AR & A

e Nomor ljin bekerja PErenCana : .........eererrerrevvrrnreeereranssacsosnasnsisssassiss
f. Perencana Utilitas (Mekanika/Elektrikal)

¢ Nama Penanggung jawab o omees s AT e A sl B AT A TR AT SR e

e Nomor sertifikat keahlian T

e Nomor Hin Dekerja DEreNCANA: § iiciiasissssisivississsssnsssnsnnssasssarasssnsseesisves

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan atau
tekanan dari pthak manapun juga.




A.6 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PELAKSANA
KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama R R B 3o YRR LA ot B s S NN A
No KTP/SIM/Paspor < G S et 251\ KA ANAN (ASE G ESA S RS2 0
NGO PernaO D On AL PR . s caversesrasnersevesvas o uRavsas v Ot ooaso00ssssasnsassseeaaan ity

Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Saya bersedia menggunakan penyedia jasa pclaksana konstruksi
bersertifikat dengan data sebagai berikut :

a. Nama Perusahaan I R A RS ST IR I E TR
b. Alamat R O N bt A B
c. Nama Penanggung Jawab Perusahaan @ ..o,
d. Nama Penanggung Jawab Pelaksna
e Nama Penanggung jawab TN R 433 S SN R N KRR AN AR Na R Ao s
e Nomor sertifikat keahlian } ru a9 A A G LS AR P VAR S SRR AR s
o. Nomor ljin bekerja DPEerenCANA i ivvucrceerersrnrnsasscsticacasasissrossssnorsosssnonans

2. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan
sah.

4. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah
saya berikan tidak benar dan sah maka saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun juga.




A.7 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PENGAWAS ATAU

MANAJEMEN KONSTRUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP PEMOHON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama A N RS A TR TS D AR RS RO W M R w B w s WA AN
No KTP/SIM /Paspor R v
Nomor Permobhonan PBQ . © v aaesiiciaaianamsisanas soassswysvssyuassssauming 19443 sasascsse

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.

Saya bersedia menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi
bersertifikat dengan data sebagai berikut :

a. Nama Perusahaan RO S RRE Pe  P T Ty PP R
b. Alamat PO B A P TPyt
c. Nama Penanggung Jawab Perusahaan : ...,
Pengawas ini bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan/atau
bangunan yang berdiri baik menyangkut kekuatan konstruksi, kekokohan
dan kualitas struktur bangunan serta keselamatan umum dilingkungan
sekitarnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengawas ini bertanggung jawab kecpada saya selaku penyewa jasa
terhadap pengawasan yang dilakukan.

Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah
saya berikan tidak benar dan sah maka saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun juga.




A.8 SURAT PERMOHONAN KRK

Kepada

Yth. Bupati Rote Ndao
Cq. Kepala DPUPR

Di Tempat

Nomor
Perihal : Permohonan Keterangan Rencana Kabuapten (KRK)
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon B e e e et
2. Alamat Pemohon B e S S GOORAS
3. Nomor / Telepon [/ Hp e I P L T L Ly ppeares
4. Nomor KTP/SIM/Paspor B e R s S e S ee A e R S e s b 5 5 SR
B Jabatan datom PeriBBhifilt =it imsm s i iiivsassianishisasepiees
6. Nama Perusahaan B e L b S Sl G i e e e s
7. Alamat Perusahaan B e e B A B n nitis
8. No Telpon Perusahan R R N R Rl s iun swmm s

Dengan ini mengajukan permohonan Ketcrangan Rencana Kegiatan (KRK)
untuk lokasi lahan :

e Alamat R R AR A R S L S D 2 o e
e Desa / Kelurahan B SR o T e T AT TN
¢ Kecamatan D e U SN e S SRS A S AR SR S
« Nomor Blok/Persil S a0 A ANV A8 N S i S N AR S0
 Nomor Sertifikat B e e e s B A AR R AR R A S
» Koordinat GPS e b T M S S R R

Demikian Surat Permohonan ini kami ajukan dapat diproses sebagaimana
ketentuan yang berlaku.




Bagian B
FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PRASARANA

B.1 FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG
B.2 FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA




B.l FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

a. Nama Bangunan Gedung S anrumsPRE SRSy RTINS OUACSSS RN Vehds b S e
b. Alamat Lokasi Bangunan Gedung L L PEDRIRRL < ISR VLN
¢. Fungsi bangunan gedung 8 e SRR RIS IR AAA R AR R AR AR S HWER TS
d. Klasifikasi bangunan gedung N RN P PR AR S F ST EEX N RNy s n e WV
e. Jumlah lantai bangunan gedung A  MAEY RERLA XA XYY NN N SR Y d N RN R EL O SKATALAD
f. Ketinggian bangunan gedung T I
g. Luas lantai dasar bangunan gedung ...
h. Total luas lantai bangunan gedung  : .....ccciiiemriimm s
i. Luas Basement 2 e NARS NG Ha R HORYA ST IS LA e Ry sy B EA PR NYS
j. Jumlah lantai basement 8 0 NN SN A5 SR 5 SIS M AR DN ry
k. Posisi / koordinat bangunan gedung : ......ccccoviiimim e

(Berdasarkan informasi Global
Positioning System (GPS) yang diambil
di titik tengah bangunan gedung)

Demikian data umum bangunan gedung ini dibuat dengan sebenarnya.

............. P PO PTOREEm ot ” . | AR
Pemohon



B.2 FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA

DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA
(Kolam /reservoir bawah tanah, menara, monument, instalasi/gardu dan
reklame /papan namay)

a. Nama Bangunan Prasarana R AR S S O e S A AN PR AR L S
b. Alamat Lokasi Bangunan Prasarana O i ova st e R R N T B
c. Fungsi bangunan prasarana L T N SO IS S SO oL PR B PTOARS
d. Klasifikasi bangunan prasarana A LA G F A R D25y
e. Ketinggian bangunan prasarana e e G R e N S i
f. Posisi/Koordinat Bangunan Prasarana : .........eeeceeeeiimmmne

(Berdasarkan informasi Global
Positioning System (GPS) yang diambil
dititik tengah bangunan Prasarana)

Demikian data umum bangunan Prasarana ini dibuat dengan sebenarnya.

............. R 7| § S
Pemohon




Bagian C
DESAIN PROTOTIPE

1. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 1 (SATU) LANTAI
2. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 2 (DUA) LANTAI

P




1 DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 1 (SATU) LANTAI

ituk desain prototipe bangunan gedung 1 (satu) lantai yang lebih lengkap, lihat Lampiran Il d
rumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
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TAMPAK DEPAN
SKALA Y 109

| S— ]

TAMPAK BELAKANG
XALA 1 %0

TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1 100
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CATATAN
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-

UKURAN MODUL 3x3

FENENTOUAN FEXERJAAN LAAM
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GAMBAR PROTOTIPE TWPE 36
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TAMPAK

NG GAMBAR

A-1-02

Matavar D 3




200
300

300

.00

MORTAR Naw

400
100 300
g
216
TERAS
202 ATAR
L/ e FONDAS!
<amar Ao
u idue 3 ;‘
1 2
£ R
ﬁ=g W
\ A
Ruang
Masan
Kamar Ruang
Tidur 1 Tamu
g
V'
TERES
S _ DENAH
STE SKALA 1 W0
B ?

tm

: HIRTAR 208n

DATY DATA 1M % 27 « 55 BATU BATA Wl x L22 » TS 5

MORTAR 20mn

MORTAR 2ine

|_XOLOM  Tica » Mxw

DETAIL KOLOH¢

PAS BATA Tpc & s
SLO0F 15cmxilee L0012 BEGEL #6-10
RASAAM 0n

KIRAMK Yeaxiewp
MORTAR SPESI Xm
PASRH PASANG Son

OPADATEAN

| 15

BALOK_

150

|

10

TANMY LG

PAS. PONDAS BATU XALI Y e
AANSTANPING 18-20cm

PAS PASE Sin

(3

FONDASI Q
HKAAT R

SLOCK Tonydem 40 BEGEL 98-T30
JARAK ANTAR BEGEL ®(M
JARAX SELPIT BETON BIM

SLOCF e
SKALA 1

SOLOM 15cax!Sen A2 BEGEL 8.1%54-
JARAK ANTAR BEGEL BIM

JARAKR SELMUT BETON DAR SIS LUAR-
BECEL BMM

KOLOM a
SKALA |- W

RING DALOX 12emaTirn L9000 BEGE| @850

RING BALOK ¢
SKALAY W

CATATAN

r

FENENTERLAN FEKERAAN UV
DAN PERUMARAN RAKYAT

Tipe - 54

GAMIBAR PROTOTYPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

T
DENAH




« hACO

+ 300

AR iaN DO S0 aMmAnS e S

— " 7]

s WLOPOO AT Rr

PR NG TR A0S ML S

POTONGAN AA'

| | SKALA Y 109
| - |
SAS BATE Tl 4y | HRA e s e |
U0 Nermo Lm0, w8 By + A Tar Yn
it L A N
, * 0008 'L TSR ! e ANl
;- 0300 Fﬂmnunul‘nu 1 PR T A
- 0500 y - 4 VUM AN e
..... s pot e pres PASAM AN SATE SN
- 10 0se, a0 150 PASAN AN A
A 00
420
— SN SELOTEANE / HBLE SLAEN
—BALOK VOX W/
—m[:l._(.ﬂ (‘lv .“mm W
. & L0 | SoRITAA N0 IR A
A
el S = s e
+ 1030 BALTR AVG TENSI MK BESEL 085D
- - '
POTONGAN BB'
A ) — SKALA 1:- 109
PALS BATA 1 o ORANE B+ B it
SLOOF T I00 490 BILEL #3150 o i TAGR PASAME 1 im
PASE PATANT Y n o .8 .y WMva
s 0030 " (e 3y i WUEA LANTAY
_'.',” | |||||.||'“||||||l i l| L0 -;"l U PURA s
8] | L EA "
- 095 ) | PONDAL BATE WAL
? T - : PASAMIAN BATU £33N
T 000 PASAVGAN P45R
.60 060 080 i
300 am 300
00

GATATAN

-

UKURAM MOOLL, 3x 3

KEMENTERIAN MEKERJAAN UNUN
DAN PERUMAHAN RACYAT

Tipe - 54

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIDEA STMEN

HENA GANIR Y

POTONGAN

im




CATATAY

ENEEE

UKURANMOOWUL. 2x)

TAMPAK DEPAN
SKALA 1: %e

TAMPAK SAMPING KiRI
SKALA 1: %0

0 U

MEMENTERIAN PEMERJAAN UNUW
QAN PERUMAMAN RAKYAY

TAMPAK BLLAKANG
SKALA 1. W0

S

TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1. 198

im

Tipe - 54

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
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1
UKURAN MODUL 3x3

TAMPAK DEPAN
SCMA Y
FENENTERIAN PEKERJAAN LWAUM
DAN PERUMAMAN RARYAT
Tipe - 72
: et I GAMBAR FROTOTYPE TPE 72
‘ ! KUDAKUDA KAYU
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CATATAY

- _
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»

UKURAN MOCUL. 3x3

TAMPAK BELAKANG
SKALA 1. 100

KEMENTERIAN PEKERMAN UNUN
AN PERUMANAN QAXYAT

TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1- 108

m

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYL
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

Rty LAV ES

TAMPAK
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H-1-03
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C.2 DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 2 (DUA) LANTAI

Desain Prototipe Bangunan Gedung 2 (Dua) Lantai disediakan oleh Dinas PKPLH Kabupaten.




Bagian D
PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

Persyaratan Pokok Tahan Gempa merujuk kepada lampiran Il dari peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016
tentang Persetujuan bangunan gedung Gedung.




Bagian E
FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU PBG

Kepada

Yth. Bupati Rote Ndao
Cq. Kepala DPUPR

Di Tempat

Nomor
Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku PBG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon S R YR SR S o S E RS R A AR S SRR N KN SN AW
2. Alamat Pemohon TP R—.
3. Nomor KTP/SIM/PaSPOL:  &scscccanitvvusasaiaissssssaiossosmsnmmnassnssansyingssmsnes
4. Nomor / Telepon / Hp B A Ry ARG A S F AR NP S R RS o Sw s A RAF AN AR

Schagai pemilik bangunan gedung atau yang diberi kuasa oleh pemilik
bangunan gedung* dengan data sebagai berikut :

a. Nomor PBG R N A S e oo s S AP o P Sy
b. Tanggal Penerbitan PBG  : ......covevinriecviiiiiinniiiiimniiiaisnisesnsssssannes
¢. Fungsi Bangunan Gedung : ........eeeeerermemmnriniiieiiiiiiiiisrnansas

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku PBG

Demikian Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku PBG ini kami ajukan
untuk dapat di proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

............. v teiiiebincavinssiis sl sy
Pemohon




Bagian F
FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENERBITAN PBG

KOP SURAT DPUPR

Nomor
Lampiran : 1 (Satu) berkas

Kepada Yth.
Pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
di- tempat

Perihal : Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan Permohonan PBG

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan
PBG yang diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen yang
Saudara ajukan terscbut perlu dilengkapi (daftar kelengkapan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis terlampir).

Dengan  Demikian pengajuan  permohonan PBG  Saudara
dikembalikan untuk dilengkapi.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan PBG  setelah
melengkapi persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasama Saudara,kami ucapkan terima kasih

Kepala DPUPR,

................................




Lampiran | : Satuan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Administratif

1. DATA PEMOHON

NO | URAIAN KETERSEDIAAN | CATATAN |
. . [0 Ada
1 | Isian formulir permohonan PBG |0 Tidak Ada
5 Fotokopi KTP pemohon atau identitas |1 Ada
lainnya [l Tidak Ada i
| Fotokopi dokumen legalitas badan 0 Ada
3 | hukum (bila pemohon adalah badan [1 Tidak Ada
hukum) -
" | Surat kuasa dari pemilik bangunan 1 Ada
4 | (bila pemohon bukan pemilik (1 Tidak Ada
bangunan) =
. 0 Ada
5 | Surat Bukti status hak atas tanah O Tidak Ada R
Fotdkopi tanda bukti lunas pajak [1 Ada R
& | bumi dan bangunan (PBB) Tahun (1 Tidak Ada
berjalan -
. Surat pernyataan bahwa tanah tidak |0 Ada fl
dalam sengketa 0 Tidak Ada
Surat 'perjanjian pemanfaatan atau 0 Ada
g |Pcnggunaan tanah (bila pemilik 0 Tidak Ada
bangunan gedung bukan pemegang
hak atas tanah)
9 | Data kondisi atau situasi tanah s
! Tidak Ada
Ml 0 Fotokopi Kclcrang;rT Rencana 0 Ada
Kabupaten/Kota (KRK) 1 Tidak Ada
11 Surat Pernyataan untuk mengikuti 0 Ada
ketentuan dalam KRK 0 Tidak Ada
Keterangan : Beri tanda V pada kotak ada atau tidak ada berdasarkan hasil

Pemenksaan dokumen




2. DOKUMEN / SURAT TERKAIT

| NO | URAIAN — KETERSEDIAAN | CATATAN
. [l Ada
1 | Data Perencana Konstruksi O Tidak Ada
¥ 5 Surat Pernyataan meﬁggunakan 0 Ada
Desain Prototipe [l Tidak Ada
3 Surat Pernyataan menggunakan 1 Ada i
Persyaratan pokok tahan gempa [0 Tidak Ada
4 Surat Pernyataan menggunakan (] Ada )
pelaksana konstruksi bersertifikat 0 Tidak Ada
‘Surat Pernyataan menggunakan [0 Ada
5 | Pengawas /manajemen konstruksi 1 Tidak Ada
vang bertanggung jawab kepada
pemohon
i . (1 Ada
6 | Data pengkaj tekmf ; 0 Tidak Ada

Keterangan :

e Beri tanda Y pada kotak ada atau tidak ada berdasarkan hasil pemeriksaan
dokumen

e Nomor 1, 4 dan 5 untuk bangunan gedung baru dengan kompleksitas
sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana
konstruksi bangunan gedung baru dengan kompleksitas tidak sederhana
dan kompleksitas khusus, bangunan gedung kolektif, bangunan gedung
prasarana dan bangunan gedung eksisting yang dimohonkan PBG untuk
mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung

e Nomor 2 untuk bangunan baru dengan kompleksitas sederhana yang
dokumen rencana teknisnya menggunakan desain protofipe

e Nomor 3 untuk bangunan baru dengan kompleksitas sederhana yang
dokumen rencana teknisnya dibuat oleh pemohon

e Nomor 6 untuk bangunan gedung eksisting yang belum memiliki PBG




Lampiran 2 : Status Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Teknis

1. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

—_— 7

NO URAIAN KETERSEDIAAN | CATATAN
[ | Kesesuaian fungsi/klasifikasi 1 Ada Bl
1 | bangunan gedung terhadap 1 Tidak Ada
peruntukan lokast
| Kesesuaian luas lantai dasar 0 Ada
2 | bangunan gedung terhadap KDB 1 Tidak Ada
maksimum )
3 Kesesuaian total luas lantai bangunan ' Ada — A
gedung terhadap KLB maksimum 1 Tidak Ada
a Kesesuaian total luas daerah hijau 'O Ada
terhadap persyaratan minimum 0 Tidak Ada
5 Luas lantai basement terhadap KTB |0 Ada E
maksimum | 0 Tidak Ada

Keterangan : Beri zanda V pada kotak ada atau tidak ada berdasarkan haszl

pemeriksaan okumen persyaratan teknis




2. RENCANA ARSITEKTUR

[ NO ~ URAIAN KETERSEDIAAN | CATATAN |
, |Data penyedia jasa perencanaan 0 Ada '
arsitcktur 1 Tidak Ada |
. . 0 Ad
2 | Gambar situasi (Site Plan) 1 T dik Al
]l Ada
3 | Gambar Denah » - Tidak Ada
1 Ada
4 x b Tc a.k
e 7 Tidak Ada
r A
| Ada
¢ t
5 | Gambar po onga_r: - Tic!akidja 7
1 Ada
rambar Detail Arsitek
6 zam“ar ”c ail Arsitektur 7 9 Tidak ada _
- Spesifikasi umum perampungan ] Ada
bangunan gedung 0 Tidak Ada

Keterangan : Beri tanda V pada kotak ada atau tidak ada yang
berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis




3. RENCANA STRUKTUR

NO URAIAN KETERSEDIAAN | CATATAN |
1 Data penyedia jasa perencanaan ] Ada gl i
struktur [l Tidak Ada
Perhitungan struktur (untuk 0 Ada
2 | Bangunan Gedung z 2 lantai 1 Tidak Ada
dan/atau bentang struktur > 6 m)
4 Hasil penyelidikan tanah (untuk 0 Ada
Bangunan gedung = 2 lantai) 11 Tidak Ada
T Gambar rencana struktur bawah 1 Ada ==
(Pondasi), termmasuk detailnya "1 Tidak Ada
5 Gambar rencana struktur atas (kolom, 1 Ada
balok dan plat), termasuk detailnya 0 Tidak Ada
| Gambar rencana struktur atap [l Ada
6 | (rangka dan penutup), termasuk M Tidak ada
- detailnya
; : 1 Ada
7 | Spesifikasi umum struktur 0 Tidak Ada
: : a [1 Ada
8 | Spesifikasi khusus struktur (jika ada) 0 Tidak Ada

Keterangan : Ben

tanda Y pada kotak

ada atau tidak ada yang

berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis




4. RENCANA UTILITAS

gedung

NO URAIAN KETERSEDIAAN | CATATAN
—l Data penyedia jasa perencanaan 0 Ada
utilitas 1 Tidak Ada
'Perhitungan utilitas (terhadap 0 Ada
5 kebutuhan air, listrik, limbah cair dan |[] Tidak Ada
padat, beban kelola air hujan dan
pemilihan sistem)
Gambar sistem sanitasi (air bersih, air |1 Ada
3 | kotor, limbah cair, imbah padat, 1 Tidak Ada
persampahan) = =)
Gambar jaringan listrik (sumber (1 Ada
4 | jaringan, pencahayaan penghawaan M Tidak Ada
buatan
| Gambar sistem proteksi kebakaran 1 Ada
5 | (disesuaikan dengan tingkat resiko ‘1 Tidak Ada
kebakaran)
; ; : 1 Ada
6 | Gambar sistem proteksi petir O Ainikada
° Gambar pengelolaan air hujan dan 71 Ada -
sistem drainase dalam tapak [0 Tidak Ada
o | Spesifikasi umum utilitas bangunan | 1 Ada
U Tidak Ada

Keterangan : Beri

tanda Y pada kotak

ada atau tidak ada yang

berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis




Bagian G
FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN
RENCANA TEKNIS

KOP SURAT DPUPR

Bl G iierdevaveves 20
Nomor
Lampiran : | (Satu) berkas
Kepada Yth.
Pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
di-
Tempat

Perihal : Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan
PBG vang saudara ajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana
teknis tersebut belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan tcknis
bangunan gedung (daftar kesesuaian terlampir).

Dengan demikian pengajuan permohonan PBG saudara dikembalikan untuk
diperbaiki.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan PBG setelah memperbaiki
dokumen rencana teknis sesuai dengan hasil evaluasi dari kami.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala DPUPR,

................................




Lampiran 1 : Status Penilaian Dokumen Rencana Teknis

1. RENCANA ARSITEKTUR

CATATAN |

bangunan gedung

Tidak sesuai

NO B URAIAN | KETERSEDIAAN
1 Data penyedia jasa perencanaan [0 sesuai
arsitcktui 1 Tidak sesuai
2 | Gambar situasi / rencana tapak S(:‘!Sl]al ,
P : T;daik_‘ sesual
3 | Gambar Denah [: s?sual .
[ ”Tndak sesuai | =
[l sesual
4 | Gambar Tampak
P - 8| Tidali ._scsuai_
_ [ sesuai
) G bar pot an
J_am ok ) Tidak sesuai
[l sesuai
6 | Gambar Detail Arsitektur X .
5] Tndak sesual
= Spesifikasi umum perampungan 1 sesuai
O




2. RENCANA STRUKTUR

NO URAIAN - KETERSEDIAAN | CATATAN
-l Data penyedia jasa _ﬁgf‘é;ar;aan [l sesual g
struktur [ Tidak sesuai
Perhitungan struktur (untuk 0 sesuai
2 | Bangunan Gedung =z 2 lantai 1 Tidak sesuai
dan /atau bentang struktur >6m )
3 Hasil pcnyéﬁ&ﬁn tanah (untuk 0 sesuai
Bangunan gedung = 2 lantai) 00 Tidak sesuai
4 ‘Gambar rencana struktur bawah [l sesuai y
(Pondasi), termasuk detailnya [1 Tidak sesuai
5 Gambar rencana struktur atas (kolom, 0 sesuai
balok dan plat), termasuk detailnya 1 Tidak sesuai
Gambar rencana struktur z_atap [0 sesuai
6 | (rangka dan penutup), termasuk 0 Tidak sesuai
detailnya B
: z [1 sesuai
7 Spesnﬁkias1 umum struktur e W
" . .. [1 Sesuai
8 | Spesifikasi khusus struktur Uilka ada) O Tidak sesuai
CATATAN :

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................




3. RENCANA UTILITAS

NO URAIAN KETERSEDIAAN | CATATAN
Perhitungan Utilitas yang terdiri dari [l sesuai
perhitungan kebutuhan air bersih, 0 Tidak sesuai

1 | kebutuhan listrik, penampungan dan
pengolahan limbah cair, padat dan
beban kelola air hujan

5 Perhitungan tingkat kebisingan O sesuai
dan/atau getaran £ Tidak sesuai
Gambar sistem sanitasi yang terdiri dari | [ sesuai

3 | sistem air bersih, air kotor, limbah cair, |[] Tidak sesuai
limbah padat dan persampahan

4 Gambar sistem pengelolahan air hujan | sesuai
dan drainase dalam tapak [1 Tidak sesuai
Gambar sistem instalasi listrik yang [0 sesuai

S5 | terdiri dari gambar sumber listrik, [ Tidak sesuai
jaringan dan pencahayaan
Gambar sistem proteksi kebakaran yang | [ scsuai

6 | disesuaikan dengan tingkat resiko [1 Tidak sesuai
kebakaran

: Gambar sistem penghawaan/ventilasi O sesuai
alami dan buatan [ Tidak sesuai

: X : [l Sesuai
8 | Gambar sistemn transportasi vertikal 0 Tidak sesuai
. . A - [0 sesuai

9 | Gambar sistem transportasi horizontal e —

10 Gambar sistem komunikasi internal dan | [ sesuai
eksternal (] Tidak sesuai

1 Gambar sistem penangkal / proteksi [ sesuai
petir [l Tidak sesuai
Spesifikasi umum utilitas bangunan [l Sesuai

12 . 3
gedung [l Tidak sesuai |

CATATAN :

..................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................

...................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................................................

..................................................................................................................




Bagian H
FORMAT SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS

KOP SURAT DPUPR

Nomor
Lampiran : 1 (Satu) berkas

Kepada Yth.
Pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

di-
Tempat

Perihal : Persetujuan Dokumen Rencana Teknis

Dengan hormat,
Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan

PBG yang diajukan olch :

1. Nama Pemohon RSO P, YA AR
2. Nomor KTP S R rp WA A XA AR R RSN oA BB S SRS AT TE AT S A TR0 s
3. Lokasi bangunan yang diajukan PBG
e Alamat R s R S SO R S K K WSS AN R XN S O R NN N¥
e Desa / Kelurahan K EE SR AR PN SRY A R AS AN AA @S H RS 685 4O BN S 5556
e Kecamatan T T T T o
4. Nomor Permohonan PBG  : cciccuicireirsersrisacorcosvenovicsornsssnssisasusassasssaasssasss

Perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut telah
memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung dan
disctujui (daftar kesesuaian terlampir).

Demikian Surat Persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala DPUFPR,

....................................




Lampiran : Satuan Penilaian Dokumen Rencana Teknis

1. RENCANA ARSITEKTUR

No[ URAIAN 7 KETERSEDIAAN | CATATAN
) Data penyedia jasa perencanaan 1 Sesuai
) arsitektur 71 Tidak sesuai
’ . : 1 Sesuai
‘ > k
2 | Gambar ixtuam / rencana tapa 0 Tidak sesuai
| 1 sesual
ah
3 | Gambar Dcna_ - a ak f‘?f’Eﬁ‘,i_,
0 sesuai
4 | Gambar T
o af ATpRk 1 Tidak sesuai
[l sesuai
t
5 | Gambar po o?;gan 7 Tidak sesuai
. ] sesuai
6 | Gambar Detail Arsitektur
i Lenahaniins |0 Tidak sesuai
P Spesifikasi umum perampungan 'l sesuail
7 bangunan gedung 1 Tidak sesuai




2. RENCANA STRUKTUR

NO URAIAN KETERSEDIAAN | CATATAN
) Data pcx_{fédia jasa perencanaan 7 sesual -
struktur 0 Tidak scsuai
Perhitungan struktur (untuk C sesual
2 | Bangunan Gedung = 2 lantai '] Tidak sesuai
dan/atau bentang struktur > 6 m )
3 Hasil penyelidikan tanah (untuk [ sesuai
Bangunan gedung = 2 lantai) [ Tidak sesuai
4 Gambar rencana struktur bawah 0 sesuail
(Pondasi), termasuk detailnya 1 Tidak sesuai
= 5 Gambar rencana struktur atas (kolom, || sesuai
balok dan plat), termasuk detailnya 1 Tidak sesuai
Gambar rencana struktur atap 71 secsuai
6 | (rangka dan penutup), termasuk 1 Tidak sesuai
detailnya
' . [l sesual
7 | Spesifikasi umum struktur O Tidak sesuai
. . . 1 Sesuai
8 | Spesifikasi khusus struktur (jika ada) A g

CATATAN :

...................................................................................................................

...................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................

...................................................................................................................




3. RENCANA UTILITAS

[ NO URAIAN B KETERSEDIAAN | CATATAN |
Perhitungan Utilitas yang terdiri dari 0 sesuai )
perhitungan kebutuhan air bersih, 1 Tidak sesuai

1 | kebutuhan listrik, penampungan dan
pengolahan limbah cair, padat dan
beban kelola air hujan
Perhitungan tingkat kebiéingan [ sesuai
2 5 .
dan/atau getaran 1 Tidak sesuai
Gambar sistem sanitasi yang terdiri dan |[] sesuai
3 | sistem air bersih, air kotor, limbah cair, ||| Tidak sesuai
limbah padat dan persampahan
4 Gambar sistem pengelolahan air hujan Ll sesuai
dan drainase dalam tapak [ Tidak sesuali
| Gambar sistem instalasi listrik yang [0 sesuai
S | terdini dari gambar sumber listrik, [ Tidak sesuai
jaringan dan pencahayaan
Gambar sistem proteksi kebakaran yang | [ sesuai
6 | discsuaikan dengan tingkat resiko 1 Tidak sesuai
kebakaran
7 Gambar sistem penghawaan/ventilasi [ sesuai
alami dan buatan 1 Tidak sesuai
\ . ’ . [l Sesuai
8 | Gambar sistem transportasi vertikal O Tidek sesusd
. 2 . [ sesuai
9 | Gambar sistem transportasi horizontal 0 Sl ezt
10 Gambar sistem komunikasi internal dan | sesuai
eksternal [l Tidak sesuai
| Gambar sistem penangkal / proteksi [ secsuai
11 . 5 .
petir [l Tidak sesuai
12 Spcsiﬁk_ééi umum utilitas bangunan L Sesuai
| gedung (] Tidak sesuai

CATATAN :

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................




L1,

1.2,

1.3,

1.4.

LS.

L6.

L.7.

1.8.

1.9,

1.10.

[L11.

112,

I.13.

Bagian |
BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BANGUNAN GEDUNG
SEDERHANA YANG DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA DIBUAT OLEH
PERENCANA KONSTRUKSI ATAU BANGUNAN GEDUNG TIDAK
SEDERHANA BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BANGUNAN GEDUNG
SEDERHANA YANG MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BANGUNAN GEDUNG
SEDERHANA 1 { SATU ) LANTAI YANG DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA
DIBUAT SENDIRI OLEH PEMOHON

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BANGUNAN GEDUNG
SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BANGUNAN GEDUNG
TIDAK SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BANGUNAN
GEDUNG KHUSUS

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BANGUNAN GEDUNG
SEDERHANA EKSISTING

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BANGUNAN GEDUNG
TIDAK SEDERHANA DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS EKSISTING
BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG UNTUK MENGUBAH,
MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN
BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG UNTUK MENGUBAH,
MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BERTAHAP

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BANGUNAN GEDUNG
BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BANGUNAN GEDUNG
UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BANGUNAN PRASARANA




- ST W * A 3 AN ~1 1)
) ﬁ..!.. HUKSI ATAL BANYS LI




—






v

4

ViV NYD%



T
: & »
> =

- - ——— ¢ %

| L . *— 3
+ -
4






BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PBG BAI NAN
g e AN GEDLIT TIDAK SENERHAR -~ A

4.







- A YA R ; ) , | ) ) < [ 5 . " f a pui et o0 J
IAGAN TATA CARA ENYEL G| L I v UL ! | v : . . -1 il AN . | N JAN - JIN UN
{EPENTINGAN UN §
LFEN . v
. - - s
v
el !
Pe . ;
KN -
peryer ah a -
Fal - : — — L y -—
A I . ' f
4
atar =
! —

_ |
M |
:




= - 2
! STESR wf o
. » e ~
: 2.9sE X3 >
- ct 34823 ~
3 = 8 2 &R o

' TS TEe X >

< ' = . : = >

- - - ‘;

."

-

2
1
-




v




|
,
Peem F
KRK
} yera 4 . . 86 | .
o ¢ b 1 — — . | : o
dhr o . ¢ IR
et KK s _
¢ : : -
} .
| ‘ N yo W  PBG ok
- .
r M .l
: i . e CNSNmas
) t prstinm
" o R > . B
' ' L
N




\

-




Bagian J
FORMAT DOKUMEN PBG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN /KOTA.........

TENTANG

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca . Permohonan Persetujuan um:n::w: gedung Gedung
Nama Yk caapenaaiinags RONERRY¢iassvrasaisanganasianidnin
Nama pemohon/ L
pemilik bangunan gedung
Alamat 5 SN AR n P A PR TR AT e FA AN A
Untuk zaag:nc: baru / mengubah /

memperluas / mengurangi /| merawat

bangunan gedung
Fungsi bangunan gedung G s e bhd DDEASA NN R RSSOy N R up AR S § pwuwaRRR S PR 10
Letak bangunan gedung 3 et S A S b oy o b PR BN ANy Vivah vop ARRAS LA AR SaaA L s Wens
Nama bangunan gedung e ey CAA N AR T A Ak R s P ks Fams PR s Y e ST o d
Luas bangunan gedung 2 S 8 S B S BN S RN AN T AP ER I A MR RN SIS
Diatas tanah 8 e omuivaub by S SAACODN G b Dars oA (QOEa TE RNy oe ) PRI AR aad
Luas tanah PG isntianas > g Lo bR SANA
Atas nama /pemilik tanah e A SRS SRR SN SR AE SVBR RSN S DRSS PO
Terletak di D) e mtnasannrns AR LSS T ARS 4 NS ATRISTF IRy DARAS

Menimbang . Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/
evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung
sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap
Permohonan Persetujuan bangunan gedung Gedung yang dimaksud
dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam
Lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5
Tahun 2016 tentang Persetujuan bangunan gedung Gedung;

5. Peraturan Daerah Kabupaten/kota ............. Nomor ...... Tahun .........
tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Daecrah Kabupaten/Kota .............. Nomor ...... Tahun
......... tentang Organisasi Perangkat Dacrah;

7. Keputusan Bupati/Walikota ................. Nomor ...... Tahun .......oevvvees
tentang Organisasi dan Tata Keja Dinas ......ooovieeiiniiinninnns (instansi

teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung);

8. Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan .......cceceaisiarsannasanans ; dan

9. {lain-lain)....cevverserrerecnsmesnns

Memperhatikan : Pertimbangan dari :
1 Inetanct telbnie nemhbinag tata ruane /tata kata Noemor . ... tanceal




2. Instansi teknis pembina pertanahan Nomor .............. tanggal ..........

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah nomor ........cccermeraernees tanggal .......0.e

4. Instansi terkait lainnya NOmMOr .....ooovcniaininn tanggal ............

5. Hasil dengar pendapat publik, tanggal. ...,

6. Pertimbangan teknis Tim profesi ahli Nomor ............ tanggal .....oenveen
MEMUTUSKAN

annﬁvxmb “_._vmu_cnlmsvnqmeh.:m:cm:mznw:«a::nxnvmnE

Nama pemohon -

Atas nama pemilik

bangunan gedung

Alamat -

Untuk :Membangun baru/mengubah/menambah /
mengurangi/merawat bangunan gedung
sebagaimana dijelaskan dalam gambar
situasi lampiran b dan rencana teknis
meliputi gambar arsitektur, gambar
kontruksi bangunan gedung dan gambar
utilitas (mekanikal dan  clektrikal),
pembekuan dan pencabutan PBG
lampiran ¢ dan penghitungan besarnya
retribusi PBG lampiran d keputusan ini;

2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana di
maksud dalam lampiran d. Keputusan ini sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan R ecrivinssasssmesianss
bangunan gedung

b. Retribusi administrasi PBG *) R iRt

¢. Retribusi penyediaan formulir RO sacansnussisssnesssiiovra
JUMIAN o osesirreeassaseasasananens D5 sy vy +
(TErDILANE . oevvarrvorcaremmmiorimsiniimssnssesinnrnsrmsrsssensosnesassnienssnssatnessnnsss )

*} Untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.

3. Lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

4, Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan
kemudian;

5. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

o

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

KEPALA DPMPTSP KABUAPATEN/KOTA .......




(contoh)”

Lampiran a

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
Provinsi/ Kabupaten/Kota ..........c.ccoeaees
NOMIOY +yvavsrsessansasaanasans Tanggal .......ccceenneeee.

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung : SOSIAL DAN BUDAYA
Jenis bangunan gedung : RUMAH SAKIT
Nama bangunan gedung : RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI

Atas nama/Pemilik . YAYASAN HIRASHIPAS

Indeks
1000 BANGUNAN GEDUNG
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN
1110 Pembangunan baru 1,00
1200 FUNGSI
1240 Sosial dan Budaya / Rumah Sakit 1,00
1300 KLASIFIKASI
1310 Kompleksitas 0,25
1313 Khusus 1,00
1320 Permanensi 0,20
1323 Permanen 1,00
1330 Resiko kebakaran 0,15
1332 Sedang 0,70
1340 Zonasi gempa 0,15
1343 Zona lll/sedang 0,70
1350 Lokasi (kepadatan bangunan gedung) 0,10
1352 Sedang 0,70
1360 Ketinggian bangunan gedung 0,10
1362 Sedang 0,70
1370 Kepemilikan 0,05
1373 Badan Usaha 1,00
1400 WAKTU PENGGUNAAN
1430 Tetap 1,00

CATATAN : Lampiran 2 ini merapakan bagian vang tidak terpisahkan dan keputusan Gubernur/Bupati/
Walikota Nomor ......covvees Tanggal ................. tentang Persetujuan Bangunan Gedung.




rmsb@dr b

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota ..................

NOMIOY: i iiiesinmrmsrovirivnne

PETA SITUASI SKALA 1 1 1,000

Tanggal ............

GAMBAR SITUASI

TRY/RK/RW

KELURAHAN /DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR BERKAS .
LOKASI YANG DIRENCANAKAN

PETA IKHTISAR SKALA | - 20.000

PERMOHONAN DARI
LOKAS!

LUAS TANAH :
NOMOR/STATUS HAK ATAS TANAH -

INSTANSI TEKNIS PEMBINA TATA RUANG /TATA KOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......c.ooemeieueueieraaciisaiesesnnes

CATATAN : Lampiran b ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur/Bupati/

Walikota Nomor ....

......... Tanggal ..........

....... tentang Persetujuan Bangunan Gedung,




Lampiran ¢
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota

..................

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Syarat-syarat.

a. PBG dibekukan jika dalam waktu 14 (empat beclas) han kalender
terhitung sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan
gedung tidak melakukan perbaikan.

b. PBG dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung
sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung
tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang
dikenakan.

2. Catatan perkembangan PBG
a. Dibekukan pada tanggal
b. Dicabut pada tanggal
c. Dipecahkan pada tanggal
d. Lain-lain

DITETAPKAN DI

PADA TANGGAL
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN KOTA...........

Atau
Tembusan Keputusan ini DITETAPKAN DI
Disampaikan kepada Yth. : PADA TANGGAL :
Lo v, A.N GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
2 s PROVINS! /KABUPATEN KOTA..............
TR0 KEPALA DINAS. ..o
NIP e cuaninciscrssnomsnonpnsnunen
CATATAN : Lampiran ¢ ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur/Bupati/ *v
Walikota Nomor .............. Tanggal ......coovenies tentang Persetujuan Bangunan Gedung,



(Contoh)

Lampiran d
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota ..................
| [0 T e U M TRNERAL LGl aismiinys

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

Fungsi bangunan gedung : SOSIAL BUDAYA

Jenis bangunan gedung : RUMAH SAKIT

Nama bangunan gedung : RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI
Atas nama/pemilik : YAYASAN HIRASHIPAS

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud.

1000 BANGUNAN GEDUNG 2000 PRASARANA BANGUNAN
GEDUNG

1100 LINGKUP PEMBANGUNAN 2100 LINGKUP PEMBANGUNAN
1110 Pembangunan Baru 1.00 2110 Pembangunan baru 1.00
1200 FUNGSI 2210 Konstruks=i pembatas
1240 Sosial dan Budaya/Rumah  1.00 2217 Turap

Sakit
1300 KLASIFIKASI 2220 Kontruk= penanda masuk
1310 Kompleksitas 0,25 2227 Gerbang 1.00
1313 Khusus 1.00 2230 Konstruksi perkerasan
1320 Permanensi 0.20 2237 Parkir dan jalan 1.00
1323 Permanen 1.00 2240 Konstruksi penghubung
1330 Resiko kebakaran 0.15 2247 Box culvert 1,00
1332 Sedang 0.70 2250 Konstruksi kolam / reservols

bswah tanah

1340 Zonasi gempa 0.15 2257 Waste water treatment plant 1,00
1343 Zona V/Kuat 0.70 2260 Konstruksi menasa
1350 Lokasi (kepadatan 0.10 2267 Water tower 1.00

bangunan gedung) 2290 Konstruksi reklame /papan

nRMa

1352 Sedang 0.70 2297 Papan nama 1.00
1360 Ketinggian bangunan 0.10

godung
1362 Sedang 0.70
1370 Kepemilikan 0.05
1373 Yayasan 0.40
1400 WAKTU PENGGUNAAN
1430 Tetap 1.00

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung:
1,00 x {(0,25 x 1,00) + (0,20 x 1,00} + (0,15 x 0,70) + (0,15 x 0,70) +
(0,10 x 0,70) + {0,10 x 0,70) + (0,05 x 0,40)} x 1,00 = 0,82

CATATAN : Lampiran d ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur/Bupati/
Walikota Nomor .............. Tanggal ................. tentang Persetujuan Bangunan Gedung.




2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung:

1000 Bangunan gedung L m? x 0,82* x 1,00** x HS retribusi*** Rp................
2000 Prasarana Bangunan Gedung
2217 Turap p m! x 1,00** x HS retribusi***..... RP.oiiiieiee e
2227 Gerbang I, m2 x 1,00** x HS retribusi***.._.. Rpilviidivesen e veae
2237 Parkir dan jalan l; m? x 1,00** x HS retribusi***..... R iiiiaivavsasaning
2247 Box culvert I3 m? x 1,00** x HS retribusi***..... IR ensie xuxvomqermrenns
2257 Waste water treatment

plant Lt mZ x 1,00** x HS retribusi***..... R saassb @iy
2267 Water tower n unit x 1,00** x HS retribusi***... BRD: ssczezrnastiopis
2297 Papan nama n unit x 1,00** x HS retribusi***... IRP risevassi baah

(berupa tembok pagar atau berdiri sendiri)

b. Retribusi penyediaan formulir ...........ooiimmenan RD: i SR >
JUMDIAN, o1 occivisasanssasansnsnssaseivissossssosisiarananansananss Rt
(Terbilang.......cccciiiiiiiiiiiinrerrissanananaseemiiiaasa s tisr s s s anasssnsasanes )

* Nomor indeks sesual dengan nomor daftar indeks yang ditetapkan oleh Pemda
il Indeks untuk pembangunan baru 1,00
“v  Harga satuan retribusi sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan olch Pemda

KEPALA BIDANG ............. KEPALA SEKSI .....................

e P v sia e s vanats avo ooy saanmaaain

CATATAN : Lampiran d ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur/Bupati/

a8 a B asste Sk MNeaviaoal termtnrey Poreoctiiinan Rancunan Geduno




Bagian K

SURAT PERNYATAAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG AKAN MELAKSANAKAN
KONSTRUKSI DENGAN BERPEDOMAN PADA PERSYARATAN POKOK TAHAN

GEMPA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama g e R S S e e
Nomor KTP/SIM/PASPOR @ .. iiiiiiiiimmeiiimimmiimmea s inacass e
Nomor PBG b e PUAR S A

Dengan ini menyatakan bahwa ;

1.

2.

Adalah benar bahwa saya adalah pemilik bangunan gedung sesuai
keterangan di dalam dokumen PBG.

Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesual dengan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung dengan
berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa.

Saya bersedia bila pengkaji teknis dari DPUPR melakukan pengkajian
teknis atas bangunan gedung milik saya pada saat pclaksanaan dan paska
konstruksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun juga.

Pemilik Bangunan Gedung,




Bagian L

SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERSISA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e e B v K R TR s a s pe SR Tt E AN TEH TSR
NO.KTP/SIM/PASPOR . ...ccciiccimcissssassannsrsmmsnsrrasnssrrresansnsssaassssanssnnssasanses
NO.Permohonan PBG B st S et e R o s ey S TS SN AR AN AR
Seclaku pemilik bangunan gedung :
Alamat T PSR L L A AN B DR s
Kelurahan S R R0 P DT PR L 3 s
Kecamatan G I R AR S VY R S xS SO A T h O SRR A
Status kepemilikan tanah : ..........ccceciiiiiiiiimni e s
e T @ D n @ e ot 1] T Y R —————————— YL
Nama Pemilik Tanah S

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan pondasi dan
bangunan yang berdiri.

2. Saya mengetahui bahwa sctclah saya memperoleh PBG pondasi, maka
saya memiliki kewajiban membayar retribusi PBG pondasi berdasarkan
sebagian nilai retribusi yang dihitung sementara oleh pemerintah daerah.

3. Saya akan membayar nilai retribusi PBG tersisa scsuai perhitungan
terakhir paling lambat 1 bulan setelah penerbitan dan pemberitahuan
penetapan nilai retribusi terbaru (Surat Keterangan Retribusi Dacrah) yang
disampaikan kepada saya.

4, Jika saya tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan ,maka saya bersedia
dikenakan sanksi:

a. Membayar denda sebesar 10% dari total nilai retribusi PBG yang
ditetapkan.

b. Mengurus kembali PBG dengan prosedur dan persyaratan awal,
setelah masa berlaku pembayaran retribusi PBG telah habis (1 bulan).

¢. Dimasukan ke daftar hitam pemohn PBG untuk jangka waktu 1 tahun.

......... SR A ey

Yang menyatakan,




Bagian M

KOMPONEN RETRIBUSI SERTA RUMUS DAN INDEKS PENGHITUNGAN
BESARNYA RETRIBUSI

M.1. KOMPONEN RETRIBUSI

M.2. RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

M.3. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK
BANGUNAN GEDUNG

M.4. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK
BANGUNAN PRASARANA




M.1. KOMPONEN RETRIBUSI
NO JENIS RETRIBUSI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung
a. Bangunan gedung
1). Pembangunan bangunn gedung baru Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,00 x HS retribusi
2). Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung,
Meliputi : perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/

pr'ngur;-mgm\.

a. Rusak Sedang Luas BG x Indeks Ternntegrasi’l x 0,45 x HS retribusi

b. Rusak Berat Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
3). Pelestarian /pemugaran

a. Pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi™ X 0,65 x HS retribusi

b. Madya Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi

c. Utama Luas BG x Indeks Terintegrasi x (0,30 x HS tretribusi

b. Prasarana Bangunan Gedung

1). Pembangunan baru Volume x Indeks” x 1,00 x HS retribusi
2). Rehabilitasi
a. Rusak Sedang Volume x Indeks” x 0,45 x HS retribusi
b. Rusak Berat Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi
2. Retribusi administrasi PBG Ditetapkan sesual dengan kebutuhan proses
3. Retribusi penyediaan formulir PPBG termasuk pendaftaran Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan /
bangunan gedung pencetakan formulir per - setoran




M.2. RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :Lx 1 x1,00x HSs,
2. Retribusi rehabilitasi/renovast bangunan gedung X I x Tk x HSg;

L >o8 <
x

3. Retribusi prasarana bangunan gedung I x 1,00 x HSp1

4. Retribusi rehabiitasi prasarana bangunan gedung [ x Tk x HSpie

<
A

Keterangan .
L
\ = Volume /besaran (dalam satuan m+, m’, unit)
Indeks

Indeks Terintegras:

Luas lantai bangunan gedung

] bt e
p -
M
™
Il ] il

Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

—
2
-
-
Q
)

« Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanva 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

—

@)
o]

-
I

Indeks pembangunan baru







TATAN :
Indeks 0,05 untuk ruma

Indeks 0,00 untuk bangunan

usaha,

ngunan gedung atau bagian bangunan

y
S

jum diberi indeks pengall tambahan 1,

1 gedung ka

1107

h tinggal tunggal, meliputi

milik

1111

sel "],_l

¢c. Badan u

swasia

ih inti tumbuh, rumah sederhana seha

Negara,

-

‘,EJI

1
)

gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan

rumah deret sederhana

a, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan

- =
i <«

ir, prasarana dan sarana







Indeks 0,00 untuk prassrana bangunan g y keagamaan, rumal
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Bagian A
BERKAS UNDANGAN

A.1. FORMAT SURAT UNDANGAN SEBAGAI NARA SUMBER KEPADA TPA
KABUPATEN/ KOTA LAIN DI INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor
Lampiran

Kepada Yth.
(undangan terlampin
di-

tempat

Perihal - Permohonan menjadi narasumber Tim Profesi Ahli Bangunan
Gedung Kabupaten Rote Ndao

Sehubungan akan disclenggarakannya sidang TPA bangunan gedung untuk
kepentingan umum dengan fungsi bangunan ............ccoeeeeen di Kabupaten
Rote Ndao, maka dengan ini  kami bermaksud mengundang
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi narasumber pada sidang tersebut yang
akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :

Tempat

Waktu

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan dan kesediaan
bapak/ibu kami ucapkan trimakasih.

.................................

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota .........
2. Sckretaris Daerah Kabupaten/Kota ......
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten /Kota ..




A.2. FORMAT SURAT UNDANGAN PEREKRUTAN KEPADA  TPA
KABUPATEN/KOTA LAIN DI INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor
Lampiran :

Kepada
Yth. Bupati/Walikota .........c.coeneis
s ) PR B e

Perihal : Perekrutan Tim Profesi Ahli Kabupaten Rote Ndao

Sebagai tindak lanjut dari Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2
Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, dengan ini menyampaikan
kebutuhan Tim profesi ahli yang dibutuhkan dari basis data Kabupaten/Kota
serta memenuhi syarat untuk menjadi anggota Tim Profesi Ahli

Kabupaten Rote Ndao Tahun ............... melalui proses pembentukan yang
diselenggarakan oleh panitia yang ditunjuk dengan keputusan Bupati Nomor
............. LODREE] 2. v onsseanonns

Adapun penjelasan, persyaratan dan ahli bangunan yang dibutuhkan adalah
sebagaimana pada lampiran surat ini :
1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :
a. Leaflet Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung.
b. Persyaratan Calon Anggota TPA sesuai dengan persyaratan teknis
keprofesian /kepakaran TPA,
2. Daftar kebutuhan TPA Kabupaten Rote Ndao.
3. Pengisian Formulir terdiri dari :
a. Formulir Surat permohonan untuk menjadi Anggota Tim profesi ahli.
b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).
4. Mendaftar dan memasukan dokumen pendaftaran.
5. Mengikuti proses pembentukan Tim profesi ahli.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah scbagai berikut :

1. (tanggal) - (tanggal) Penyampaian surat dokumen pendaftaran
oleh Panitia.

B | csannassasioisesiva TP — Pendaftaran dan pemasukan Dokumen
Pendataran.

- - R Proses penilaian olch Panitia.

. cievenasicesine £ e R e Penetapan nama - nama anggota Tim Ahli

Bangunan Gedung




Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di :
SEKRETARIAT PANITIA PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI KABUPATEN

ROTE NDAO
T o A A PR A AR AR RN W AR e
IRADUDALEN v unvreriasnssssnsssasarsssne
TEIEPOM caxvesavsnmrmssisnnantaaeenancaranes

Penyampaian usulan nama - nama agar sclambat-lambatnya kami terima
pada tanggal ............. melalui sekretariat Panitia terscbut di atas.

Demikian agar yang berminat dapat mengikuti.

............. PrIITIT s c st aas bbb i a R

BUPATI ROTE NDAO,

.................................

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota ................
2. Sckretaris Daerah Kabupaten/Kota .............
3. kepala Dinas PUPR Kabupaten/Kota .........




Lampiran 2

Surat Bupati Rote Ndao

NOIIIOL s serssereranis CAnREBY i s R R R A s ke eaa sasR R Ha LSS
DAFTAR KEBUTUHAN TPA KABUPATEN/KOTA ............
TAHUN ANGGARAN ....ooevviiinren,
=2 s BIDANG KEAHLIAN DAN PENDIDIKAN
| UNSU PENGALAMAN KERJA TERAKHIR




Lampiran 3a

Surat Bupati Rote Ndao

NOIIOE S o aaiesis DRI N o e e e B R NS O o

SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI
ANGGOTA TIM PROFESI AHLI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Tempat dan tanggal lahir

Alamat rumah

Mewakili unsur (beri tanda V)

1.

2
3.
4

2. Asosiasli profesi

. Masyarakat adat

Perguruan tinggi

Oaao

Masyvarakat ahli

(=

Mcnyatakan memiliki keahlian di bidang (beri tanda V) :

e 50000 b

© ® N o

Arsitektur bangunan gedung

Struktur dan konstruksi

Utilitas (mekanikal dan elektrikal)
Planologi/perencanaan wilayah dan kota
Pertamanan /lanskap

Tata ruang - dalam/interior

Bangunan gedung adat

Nuklir

Teknologi informasi

CO0O00O0ODODAO

=
=

----------------

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan , saya melampirkan dokumen -
dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut :

AR o

©® N

Surat permohonan untuk menjadi Anggota Tim Profesi Ahli.

Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Fotokopi ijasah pendidikan terakhir.

Surat penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan dan/atau pejabat lainnya yang terkait (khusus bagi Pejabat
Fungsional dan/atau pejabat lainnya vang terkait).

Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan.

Surat keterangan domisili.

Surat keterangan sehat.

Surat keterangan bebas narkoba.

10 Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanvak 2 (dual lembar.

f




Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1.

2.

Setuju untuk mengikuti proses pecmbentukan Tim Profesi Ahli Kabupaten

Rote Ndao Tahun ..........ccc.uvieuiis
Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Profesi Ahli apabila telah lulus dan

terdaftar dalam daftar anggota Tim Profesi Ahli.

(Materai tempel Rp. 6000,-)

......................................

(nama lengkap)




Lampiran 3b
Surat Bupati Rote Ndao

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)

1. UMUM
(Pengisian wajib menggunakan huruf cetak)

Nama

Tempat tanggal lahir

Alamat rumah y
Nomor Telepon Rumah / HP :
Nomor Fax -
e-mail

Pendidikan terakhir

2. PENGALAMAN KERJA
(Tuliskan nama instansi/perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari
tahun berapa ke tahun berapa dan uraian singkat tentang tugas/fungsi
dan tanggung jawab).
1)




Pas foto ukuran 3 ¢cm x 4 cm  esvesanssesasssns eresesssasnnnssasssares

...........................

(nama lengkap)

CATATAN : Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar
tambahan.

Lembar tambahan untuk pengalaman KERJA




Bagian B
FORMAT NASKAH KODE ETIK TPA

TiM PROFESI AFILI

SURAT KEPUTUSAN .. .covvvivirisncninenes
NOIOL . 1 osessaavanuaaani
Tentang
KODE ETIK TPA

Menyadari profesi yang Iluhur, TPA dalam melaksanakan tugas untuk

terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal dan cfisien serta sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat, dengan dituntun hati nurani yang
dalam anggota Tim Profesi Ahli berjanji :

1. Melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari
ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya dan ekonomi serta
menghargai kearifan lokal;

2. Melaksanakan tugas secara independen, objektif dan tanpa terdapat
konflik kepentingan; dan

3. Melayani masyarakat scnantiasa terbuka dan mempertanggungjawabkan
hasil kerja,

Ditstaploan di . .iiisiiiiiiiseesinnsnanni
Tan@PAL ...iiviiiiimsvavscenchamissinsonsnsssnanis
BEHAE 3 Huwwwwrremvrwwsasassopepopthohe
Wakil ketua:.....ccccevvennencnsencccnnes
R e
Anggota U —
TIM PROFESI AHLI
Ttd Ttd

...................................................

Ketua Sekretaris




Bagian C
FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN NAMA CALON ANGGOTA TPA
UNSUR DPUPR DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
Nomor
Lampiran
Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas ................

2. Kepala Dinas ................
B AR S SR PR R (instansi terkait lainnya)

Perihal :Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Profesi Ahl
Bangunan Gedung Kabupaten Rote Ndao tahun..................

Sebagai tindak lanjut dari Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung dan Peraturan Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2
Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, dengan ini kami minta kepada
saudara untuk duduk atau menugaskan pejabat dari instansi Saudara/Dinas

.. sebagai anggota Tim Profesi Ahli Kabupaten Rote Ndao Tahun

...................

Penyampaian usulan pejabat agar selambat - lambatnya kami terima pada
tanggal ..o melalui Sekretariat Panitia Pembentukan Tim Profesi Ahli
Kabupaten Rote ndao dengan alamat : ...

Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

BUPATI
KABUPATEN. s ss:sisaviasssinanines

--------------------------------------




Bagian D
FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
SELEKSI TPA

BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR /KEP/HK/....

TENTANG
PANITIA PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI KABUPATEN
ROTE NDAO TAHUN.......

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang a. Bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan daerah
Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2023 Tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, untuk membantu
Pelaksanaan  tugas Pemerintah  Daerah  dalam
Penyelengaraan Bangunan Gedung, diperlukan adanya
Tim Profesi Ahli;

b. Bahwa untuk membentuk Tim Profcsi Ahlh perlu
diadakan proses pembentukan Tim Profesi Ahli yang
terbuka bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten
Rote Ndao;

c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan tim
ahli bangunan gedung tersebut dalam huruf b, perlu
dibentuk Panitia Pembentukan Tim Profesi Ahli Tahun

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan huruf ¢ perlu ditetapkan
dengan keputusan Bupati;

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 7
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan ?
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/
M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahl \'
T o ensaes - T i s Gt sun




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote
Ndao Tahun 2009 Nomor 002 seri D Nomor 001,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao
Nomor 075},

5. Peraturan Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Dacrah
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);

6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 45 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Dacrah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun
2016 Nomor 04 14),

MEMUTUSKAN :

Panitia Pembentukan Tim Profesi Ahli Kabupaten Rote
Ndao Tahun ................ dengan susunan Keanggotaan
scbagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Panitia Pembentukan Tim  Profesi Ahli sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini
mempunyai tugas sebagai berikut;
I. PENGARAH
Memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses
pembentukan Tim Profesi Ahli.
Il. PELAKSANA
Melakukan penyiapan persyaratan, materi dan proses
pembentukan Tim Profesi Ahli, hingga tersusunnya
Daftar Anggota Tim Profesi Ahli.
ITl. SEKRETARIAT
Membantu Pelaksana untuk tugas - tugas baik berupa
dukungan administratif maupun kelengkapannya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada Diktum KETIGA keputusan ini bertanggungjawab
kepada Bupati Rote Ndao.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran
......... melalui Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perangkat Daerah Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran .........




KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal .........c.....

BUPATI ROTE NDAO,

.................................

Tembusan

A o o

Ketua DPRD Kabupten Rote Ndao di Baa,

Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao di Baa;

Kepala Bappeda kabupaten Rote Ndao di Baa,

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao di Baa; dan
Panitia masing-masing di tempat.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR B ooy

TANGOAL. & ociveeessannes

TENTANG ; PANITIA PEMBENTUKAN TIiM PROFESI AHLI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ........

SUSUNAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ........

' NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
B PANITIA
1 2 3 4
1. | PENGARAH = -
1. Ketua merangkap
anggota
2 ‘Wakil ketua
merangkap anggota
3. Knggota
II. | PELAKSANA -
1. Ketua merangkap
anggota
2. - Wakil ketua
merangkap anggota
3. Anggota
4. Anggota
S, _Anggot;l
II. | SEKRETARIAT g
1. Ketua merangkap
anggota
2. Wakil ketua
merangkap anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anégota

BUPATI ROTE NDAO,

--------------------------------




Bagian E
FORMAT UNDANGAN CALON TPA

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

-------------------------

Nomor
Lampiran :

Kepada
Yth. Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi/
Masyarakat Ahli/Masyarakat Adat

Perihal :Usulan nama untuk pembentukan Tim Profesi Ahli
Bangunan Gedung Kabupaten Rote Ndao Tahun..................

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun
2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote
Ndao Nomor 2 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, dengan ini
diberikan kesempatan kepada masyarakat meliputi anggota asosiasi
profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat,
yang memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Tim Profesi Ahli

Kabupaten Rote Ndao Tahun ........... melalui proses pembentukan yang
diselenggarakan oleh panitia yang yang ditunjuk dengan keputusan
Bupati Rote Ndao Nomor .............. Tanggal ..............

Adapun penjelasan dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah
sebagaimana pada lampiran surat ini:

1. Dokumen Penjelasan terdiri dari:
a. Leaflet Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung.
b. Persyaratan Calon Anggota TPA sesuai dengan persyaratan
Teknis keprofesian/kepakaran TPA.
2. Pengisian Formulir terdiri dari :
a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Profesi
Ahli.
b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).
3. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.
4. Mengikuti proses pembentukan Tim profesi ahli. ?

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. (tanggal) - (tanggal) Penyampaian Surat Dokumen
Pendaftaran olch Panitia.
R ESibeeaaen 2 ariiRaai Pendaftaran dan pemasukan Dokumen V




T esxsncnsnuaanay = viriieeesseene. Proses penilaian oleh Panitia.

B wopcsmsuviss T Penetapan nama-nama anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di:

SEKRETARIAT PANITIA PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI
KABUPATEN ROTE NDAO

Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada
tanggal........ melalui sekretariat Panitia tersebut diatas.

Demikian agar masyarakat yang berminat dapat mengikuti

.................. geesccssinsnnaann

BUPATI ROTE NDAO,

................................

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota...........

2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota............
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten/Kota...........




L:ampiran 2a
Surat Bupati Rote Ndao
NGIMOP & sovsiiiameiinisarsossvorciaasoi tENEEAL i s R aa LSRR

SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI
ANGGOTA TIM PROFESI AHLI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama

Tempat dan tanggal lahir

Alamat rumah

mewakili unsur (beri tanda V)

1. Perguruan tinggi 0
2. Asosiasi profesi O
3. Masyarakat ahli 0O
4. Masyarakat adat (W
Menyatakan memiliki keahlian di bidang (beri tanda V):

1. Arsitektur bangunan gedung O
2. Struktur dan konstruksi O
3. Utilitas (mekanikal dan elektrikal) o
4. Planoclogi/perencanaan wilayah dan kota O
5. Pertamanan/Lanskap o
6. Tata ruang-dalam /interior O
7. Bangunan gedung adat O
8. Nuklir O
9. Teknologi informasi O
LD s nanssmmenonanmonsnmpunny 0

Dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Profesi Ahli
Kabupaten Rote Ndao.

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan
dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai
berikut:

1. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Profesi Ahli.

2. Daflar Riwayat Hidup (Curmiculum Vitae).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4. Fotokopi ijjazah pendidikan terakhir.

5. Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan danj/atau pecjabat lainnya yang terkait (khusus bagi
Pcjabat Fungsional dan/atau pejabat lainnya yang terkait).

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak {(NPWP) persecorangan.

Surat keterangan domisili.

Surat keterangan sehat. ?

© © N o

Surat keterangan bebas narkoba.
10 Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar,




Sehubungan dengan hal tersebut , dengan ini saya menyatakan :

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Profesi Ahl
Kabupaten Rote Ndao Tahun..............

2. Bersedia diangkat menjadi anggota Tim Profesi Ahli apabila telah
lulus dan terdaftar dalam daftar Anggota Tim Profesi Ahli.

(Materai tempel Rp. 6000,-)

..........................................




Lampiran 2b
Surat Bupati Rote Ndao
NOOTS < csiesssmsrosisssamnsaaansa tANGEAL ..ccvvrvirrrrrrreriresenasannssiesnssissnssissannssaraerssnesives

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
{Curricullum Vitae)

1. UMUM
(Pengisian wajib menggunakan huruf cetak)

Nama
Tempat tanggal lahir
Alamat Rumah

Nomor Telepon Rumah/Hp :
Nomor Fax :
e-mail

Pendidikan terakhir

2. PENGALAMAN KERJA
(Tuliskan nama instansi/perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun
berapa ke tahun berapa dan uraian singkat tentang tugas/fungsi dan

tanggung jawab).

Pas foto ukuran3cmx4cm S D AN L T

-----------------------------------

(Nama lengkap)

CATATAN : Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar
tambahan.

Lembar tambahan untuk Pengalaman Kerja.




Bagian F
FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
TPA

BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....
NOMOR .....[.....

TENTANG
ANGGOTA TIM PROFESI AHLI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ....ccciiiiiiiinnnnnn.

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelengaraan bangunan gedung
untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional,
berjatidiri, seimbang, serasi dan selaras dengan
lingkungan serta diselenggarakan secara tertib dan
berkepastian hukum,;

b. bahwa sebagai tindak lanjut pasal........... ayat (.....)
Peraturan Daerah Kabupaten Rotc Ndao Nomor 2 tahun
2016 tentang Bangunan Gedung, Telah diadakan proses
pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dari
unsur-unsur  asosiasi  profesi, perguruan tinggi,
masyarakat ahli termasuk masyarakat adal serta unsur
dinas PUPR dan instansi teknis terkait, maka perlu
ditetapkan anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten Rote Ndao Tahun ............ -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  secbagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan huruf ¢, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/
2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan t
Gedung;

4, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun
2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi |




Memperhatikan :

Menetapkan :
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 seriD
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote
Ndao Nomor 075);

5. Peraturan Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Dacrah
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao
Nomor 135);

6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2016 Nomor
0414);

. Surat asosiasi profesi .............. Nomor ; ............ tanggal
................ tentang usulan nama-nama calon anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun ....... -

2. Surat dari perguruan tinggi ....... Nomor : .......... tanggal
................ tentang usulan nama-nama calon anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun ........;

3. Surat dari masyarakat ahli ...... MO0 sxosnsavenss tanggal
................ tentang usulan nama-nama calon anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun ........ ;

4. Surat dari masyarakat adat ...... NOIOE: 2 v es s ssnmns tanggal
................ tentang usulan nama-nama calon anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun ......... -

S.Surat dari Instansi............. Nomor : ...... tanggal ........
tentang usulan nama-nama calon anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun ........ ;

6. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Profesi Ahli

Bangunan Gedung Kabupaten/kota........... NOMOr & ..ovvenes

Tanggal ......ccovneennnne

—

MEMUTUSKAN

Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Rote
Ndao Tabun il dengan susunan keanggotaan
scbagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung ditugaskan dan
diangkat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai dengan
kebutuhan.

Nama-nama tersebut pada kolom 2 dapat gugur dan
dihapus dari Database Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan
Gedung apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat
untuk gugur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kepada Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung yang
ditugaskan serta diangkat/dilantik untuk melaksanakan
tugas diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan




KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan scbagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran
........... melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perangkat Daerah Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao

Tahun Anggaran .........
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal

BUPATI ROTE NDAO,

Tembusan :
Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Baa;

Wakil Bupati Rote ndao di Baa;

Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao di Baa;

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao di Baa; dan
Panitia masing-masing di tempat.

gk WU -




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR /KEP/HK/......

TANGGAL : covveveeerernrieenes cvenes

TENTANG :ANGGOTA TIM PROFES! AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ...............

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM PROFESI AHLI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN .......oovvmvnennnes

UNSUR | | LJAZAH
- Perguruan TERAKHIR
NAMA DATA UMUM Tinggi - Nama
LENGKAP |- Tempat Lahir |- Asosiasi BIDANG Perguruan
NO | DAN GELAR |- Tanggal Lahir Profesi KEAHLIAN | Tinggi
AKADEMIS |- Alamat Rumah |- Masyarakat - Nama
DLL Ahli Lembaga,
- Masyarakat dsb.
Adat
1| 2 3 ’ 4 5 6 |

BUPATI ROTE NDAOQO,




DAFTAR ANGGOTA TIM PROFESI AHLI

atus tanggal
bupaten /Kota
nanggung jawab
) NAMA DAN DATA UMUM UNSUR BIDANG IJAZAH DITETAPKAN STATUS .
GELAR |- Tempat Lahir Perguruan KEAHLIAN TERAKIR SEBAGAI TPA | PENUGASAN | PEMBERHENTIAN
AKADEMIS | - Tanggal Lahir Tinggi DAN - Nama Perguruan | - Tanggal l SEBAGAI TPA DARI TPA
- Alamat Rumah Asosiasi Profesi | PENGALAMAN Tinggi - Tanggal - Tanggal
Masyarakat Ahli KERJA - Nama Lembaga, - Alasan
Masyarakat Adat dsb.
2 3 4 5 6 7 8 9

|
ATATAN : Untuk anggota dari masyarakat adat dapat berupa piagam atau bentuk penghargaan lainnya.




Bagian G
FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG
PENUGASAN RUTIN TAHUNAN ANGGOTA TPA

KEPALA DINAS...........
KABUPATEN ROTE NDAO

TENTANG
PENUGASAN RUTIN TAHUNAN TIM PROFESI AHLI
KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung
TRRUE .l . khususnya untuk bangunan gedung
untuk kepentingan umum diperlukan adanya Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan
nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional
kepala dinas PUPR, DPMPTSP dan institusi lainnya;

b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat dan
pertimbangan, profesional terhadap dokumen rencana
teknis bangunan untuk kepentingan umum;

c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi
pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi,
perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat
adat dan masukan  untuk pengkoordinasian
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas PUPR
serta instansi teknis terkait;

d. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 2 dan bidang
keahlian pada kolom 4 lampiran Keputusan ini yang
dipilih dari basis data Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan
Gedung Kabupaten/Kota ......... Tahun ........... , serta
berdasarkan penugasan dari instansi teknis terkait,
dianggap cakap dan memenuhi syarat schagai Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Rote Ndao
Tahun ......... g

e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, cdan d
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ?
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
e Ivrs LA AT M laares ONN"T tmmtanea DPDedoaman TYm \l




Memperhatikan :

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532),

5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .......... Nomor ........
Tahun ...... tentang Bangunan Gedung (Lembaran Dacrah
Kabupaten/Kota ......... Tahun ........ Nomor ........ :

6. Peraturan Daerah Kabupaten/kota ........... Nomor ...........
Talnin: s tentang Bentuk Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten/Kota ......... -

7. Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ....... Nomor
..... Tahun ....... tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
....... (Instansi Teknis Pembina Penyclengaraan Bangunan
Gedung).

1. Surat asosiasi profesi ........... Nomor ......... Tanggal ........
Tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun ......... 3

2. Surat dari perguruan tinggi ......... Nomor ......... Tanggal
............... tentang Usulan nama calon anggota Tim
Profesn Ahli Bangunan Gedung Tahun .............. -

3. Surat dari masyarakat ahli ........ Nomor ........ Tanggal
.......... tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun ..... :

4. Surat dari masyarakat adat....... Nomor ........ Tanggal
................ tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun ...... ;

5. Surat dari instansi ....... Nomor ....... Tanggal ........
tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun ............

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang Penugasan Rutin

Tahunan Tim Profesi Ahli Tahun ..

Mecnugaskan secara kasus per kasus nama-nama yang

tertera pada kolom 2 dengan bidang keahliannya atau tugas

pokok dan fungsinya pada kolom 4 lampiran 1 Keputusan

ini sebagai Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten

Rote Ndao Tahun ........... :

Susunan keanggotaan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung

terdiri dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil

Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota

dan Anggota;

a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli;

b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh
proses pelaksanaan tugas Tim profesi ahli dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

c. Wakil ketua bertugas membantu Kketua melakukan
koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim
Profesi Ahli dan bertanggung jawab kepada Ketua;

d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan administratif
dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim
Profesi Ahli;

e. Anggota Tim Profesi Ahli dari unsur Pemerintah
Daerah/Pemerintah yang terkait bertugas memberikan
masukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap
dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang
dinilai;

f. Anggota Tim Profesi Ahli dari unsur asosiasi profesi,
perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat
adat, dan Pejabat Fungsional bertugas memberikan
masukan teknis profesional sesuai dengan keahlian
masing-masing,.

Pembagian tugas Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung

berdasarkan kualifikasi Sertifikat Keahlian (SKA), yaitu:

a. Tim Profesi Ahli dengan SKA tingkat Muda untuk
bangunan gedung dengan jumlah lantai antara 1-3 lantai
dengan luas bangunan kurang dari 5000 (lima ribu) meter
persegi;

b. Tim Profesi Ahli dengan SKA tingkat Madya untuk
bangunan gedung dengan jumlah lantai antara 4-8 lantai
dengan luas bangunan kurang dari 5000 (lima ribu) meter
persegi;

c. Tim Profesi Ahli dengan SKA tingkat Utama untuk
bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 8 lantai
dengan luas bangunan di atas 5000 (lima ribu) meter
persegi.

Masa kerja Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dan
keanggotaan ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal
diterbitkannya Keputusan ini;
Masa kerja Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dan
keanggotaan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan
maksimal 2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada
pertimbangan/alasan  yang dapat diterima untuk
menunjang pelaksanaan tugas. Dalam hal ketersediaan ahli
terkait bidang bangunan gedung terbatas, perpanjangan
masa kerja TPA sclama 2 (dua) tahun dapat dikecualikan;

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakirnya masa tugas

apabila ada bukti yang mcnyatakan yang bersangkutan

telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan;

Setiap anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung terikat

pada Kode Etik Tim profesi ahli yang diikrarkan padasaat

pelantikan;

Kepada Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung diberikan

honorarium yang ditentukan pembayarannya berdasarkan

kasus per kasus yang besarnya ditctapkan sebagaimana
tertera pada Lampiran 2 Keputusan ini;




KESEMBILAN: Segala biaya yang dikecluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan
Kerja APBD Kabupaten Rote Ndao;

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di Baa

Pada Tanggal
KEPALA DINAS PUPR,

.................................

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Rote Ndao di Baa;

2. Sckretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao di Baa; dan
3. Para Anggota Tim profesi ahli.




Lampiran | Keputusan Kepala Dinas PUPR

NOIMOE:  Svaavaesveses
Tanggal :............
Tentang : Penugasan Rutin Tahunan Tim Profesi Ahli
Kabupaten Rote Ndao Tahun ............
DAFTAR NAMA TIM PROFESI AHLI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN .........
'NO|  NAMA UNSUR/ | BIDANG [KEDUDUDKAN | PENUGASAN |
| INSTANSI | KEAHLIAN/ DALAM KE- |
TUPOKSI TIM ‘
o 3 ' 4 5 6
'[.’cngafra.h
T ~ Ketua (ex
officio)
T NI Wakil Ketua |
(ex officio)
- Sekretaris (ex
Officio)
T ~ Anggota J

KEPALA DINAS PUPR,




Lampiran I Keputusan Kepala Dinas PUPR

NOMOE: % eovidssmennes

TangeRl: 2 ..mivna

Tentang : Penugasan Rutin Tahunan Tim Profesi Ahli
Kabupaten Rote Ndao Tahun ..............

DAFTAR REMUNERASI
TIM PROFESI AHLI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ......

NO KEDUDUKAN DALAM REMUNERASI PER BULAN/JAM (Rp.) |
TIM .

B T 2 3

1. | Pengarah o

2. | Ketua - o 1

3. | Wakil Ketua o

4. | Sekretaris
5. | Anggota ?

dst - o

KEPALA DINAS PUPR,




) Bagian H
FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG
PENUGASAN INSIDENTAL ANGGOTA TPA

KEPALA DINAS .....ccoo.....
KABUPATEN ....covveenene.

NOMOR ......... 7 oore
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...cccovvvvverrnnens
TENTANG
PENUGASAN INSIDENTAL TIM PROFESI AHLI
KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait
penyelenggaraan bangunan gedung, penyempurnaan
peraturan  perundang-undangan terkait bangunan
gedung, penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan
bangunan gedung diperlukan adanya Tim Profesi Ahli
Bangunan Gedung untuk memberikan nasihat,
pendapat dan pertimbangan profesional kepala Dinas
PUPR, DPMPTSP dan institusi lainnya;

b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat dan
pertimbangan profesional terhadap masalah yang terkait
dengan penyelengaraan bangunan gedung;

c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi
pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi,
perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat
adat dan masukan untuk  pengkoordinasian
penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR
serta instansi teknis terkait;

d. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 2 dan bidang
keahlian pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini yang
dipilih dari basis data Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan
Gedung Kabupaten/Kota ............ TalGR s serta
berdasarkan penugasan dari instansi teknis terkait
dianggap c¢akap dan memenuhi syarat sebagai Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota ..............
Tahun ......... 4

e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, cdan d
perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘?
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik "
Indanecia Tabkhiim 214 Nomor 244 Tambahan lembaran




Memperhatikan :

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

W

. Peraturan Menteri Pckerjaan Umum  Nomor
26/PRT/M /2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli
Bangunan Gedung;

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

5. Peraturan Dacrah Kabupaten/Kota ............ Nomor .......
Tahun ............ tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten/Kota ....... Tahun ....... Nomor ........ );

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ........... Nomor ........
Tahun ........eoes tentang Bentuk Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten/Kota .................. ;

7. Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ...............
Nomor ...... Tahun ...... tentang Organisasi dan Tata Kerja
DADAS ;i ovvuaanmss (instansi teknis pembina penyelenggaraan

bangunan gedung].

. Surat asosiasi profesi ......... Nomor : ........ Tanggal .........
tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim
Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun ............. s

2. Surat dari perguruan tinggi ......... Nomor : ......... Tanggal
.......... tentang Usulan nama calon anggota Tim Profesi
Ahli Bangunan Gedung Tahun ............. ;

3. Surat dari masyarakat ahli ..... Nomor : ....... Tanggal ......
tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Pofesi Ahli
Bangunan Gedung Tahun ............... ;

4. Surat dari masyarakat adat ........... Nomor ......... Tanggal
..... tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Profesi
Ahli Bangunan Gedung Tahun ............. 3

5. Surat dari instansi ............ Nomor ......... Tanggal ...........

tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Profesi

Ahli Bangunan Gedung Tahun.............

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang Penugasan
Insidental Tim Profesi Ahli Tahun .........

Menugaskan sccara kasus per kasus nama-nama yang
tertera pada Kolom 2 dengan bidang keahliannya atau tugas
pokok dan fungsinya pada kolom 4 Lampiran 1 Keputusan
ini sebagai Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten
Rote Ndao Tahun ................. :

Susunan keanggotaan Tim Profesx Ahli Bangunan Gedung
terdiri dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil
Ketua merangkap Anggota, Sckretaris merangkap Anggota
dan Angoota:

v




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahlj;

b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas secluruh
proses pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli ,dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas;

c. Wakil ketua bertugas membantu ketua melakukan
koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim
Profesi Ahli dan bertanggung jawab kepada ketua;

d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan administratif
dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim
Profesi Ahli;

e. Anggota Tim Profesi Ahli dari unsur pemerintah
daerah/pemerintah yang terkait bertugas memberikan
masukan untuk mengkordinasikan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap
dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang
dinilai;

f. Anggota Tim Profesi Ahli dari unsur asosiasi
profesi,perguruan  tinggi,masyarakat ahli termasuk
masyarakat adat dan pejabat fungsional bertugas
memberikan masukan teknis profesional sesuai dengan
bidang keahlian masing-masing.

Masa kerja Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dan
keanggotaan ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal
diterbitkannya Keputusan ini;

Masa kerja Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dan
keanggotaan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan
maksimal 2 (dua) kali perpanjangan apabila ada
pertimbangan /alasan yang dapat diterima untuk
menunjang pelaksanaan tugas. Dalam hal ketersediaan
ahli terkait bidang bangunan gedung lerbatas,
perpanjangan masa kerja TPA selama 2 (dua) tahun dapat
dikecualikan;

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas
apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan
telah memenuhi syarat untuk gugurnya kcanggotaan;

Sctiap anggota Tim Profesi Ahli yang terikat pada Kode Etik
Tim Profesi Ahli yang diikrarkan pada saat pelantikan;
Kepada Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung diberikan
honorarium yang ditentukan pembayarannya berdasarkan
kasus per kasus yang besarnya ditctapkan scbagaimana
tertera pada Lampiran 2 Keputusan ini;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan
Kerja APBD Kabupaten/Kota ........ $




KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di Baa
Pada Tanggal

KEPALA DINAS PUPR,

.................................

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Rote Ndao di Baa;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao di Baa; dan
3. Para Anggota Tim Profesi Ahl.




Lampiran | Keputusan Kepala Dinas PUPR

Nomor
Tanggal

------

Tentang : Penugasan Insidental Tim Profesi Ahli
Kabupaten Rote Ndao Tahun ............

DAFTAR NAMA TIM PROFESI AHLI

VKAB_UPATEN ROTE NDAO TAHUN ......

NO

NAMA

UNSUR/
INSTANSI

BIDANG
KEAHLIAN/
TUPOKSI

| KEDUDUKAN
DALAM TIM

PENUGASAN
KE-

3

5

6

Pengarah

Ketua (ex

Officio)

Wakil Ketua
(ex officio)

Officio)

Sekretaris (ex |

Anggota

KEPALA DINAS PUPR,

.........................




Lampiran II Keputusan Kepala Dinas PUPR

NOMIOE -ocsssnanpansenss

TADERAL 26 conussasenses

Tentang : Penugasan Insidental Tim Profesi Ahli
Kabupaten Rote Ndao Tahun ..........

DAFTAR HONORARIUM
TIM PROFESI AHLI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ......

NO KEDUDUKAN DALAM TIM HONORARIUM PER BULAN/JAM (Rp.) |
N ‘ g 1
" 1. | Pengarah S

2: Ketua o o |

3. | Wakil Ketua o ’

4. | Sekretaris ,
| 5, | Anggota ) o |

dst U |

KEPALA DINAS PUPR,




Bagian |
DAFTAR SIMAK PENGKAJIAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS

FORM : ARS 1

ocoremoa | PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN
BANGUNAN GEDUNG

DY TOEIBIR i ciamrbvorremrbinssrbovvisvuistitampsvrsm) Fcibesb naes i aes aai

Nama Bangunan

Nama Pemilk/pemohon

Lokasi

No. Pendaftacan

Tangga! Pemearikaan
Peranggung-lawab Perencanaan
No. Lisens! Kerja / No. SKA

DOKUMEN PERENCANAAN ARSITEKTUR

\ | Catatan
No. tem Persyaratan Dokumen Dokuman yang diajukan i
Pemecksaan Dokurmnen Sesual Tidak
2 3 E) | [ k] £
L Administras| !
1. Pertanahan
1.1 Status hak a1as tanah 1. Keabsahan status hak atas tanah Status tanah: O (-
1. DHak milk
2. Drak guna bangunan
3. DMak guna ussha
4. TlHak sewa
5. L Hak lainnya,
1.2 Kondisi Tanah 2 Data kondsi/situasi tanah 0 )
1.3 Bebas Sengketa 3 Ada permyataan bahwa tanah tessebut tidak dalam status sengketa Dokumen Pernyataan No. Yang - | -
==
1.4, Kesesuaian pemilik tanah dan 4. Pemilik tanah dan pemilik bangunan berbeda, harus ada dokumen peranjian Pemilik tanah - W] (=
bangunan tertulis Pemilix bangunan Perjanjan

- s




FORM : ARS 1

ltem

Kesesualan Catatan
No. Parsyaratan Dokumen Dokumen yang dlajukan
Pomerksaan Dokumen Sesual Tidak
2 3 a [ p [ T
2 fangunan
2.1, Bukl kepemiikan bangunan Dokumen kepemilikan bangunan No. Dokumen ;  Bentuk dokumen J O
2.2 Data pemilic Data Pemilik, meliputi. Nama: LAlamat: , tempat O O
1. Nama: tanggal lahir . Pekerjaan: _No
2. Alamat: KTe: ...
3. Tempat tanggal lahir : Foto copy KTP - ) ada [ tidak ada,
4. Pekerjaan:
5. No.KTP:
6. Foto Copy KTP
3 Keterangan Rencana Kabupaten Keterangan Rencana Kabupaten/Kota No, Dokumen : (] -
J¥ota
a. Cagar Budaya
41 Keberadaan 8angunan Yerdapat bangunan cagar budaya di atas site ila jawabannya point 2.b. maka harus 2| ]
4.2, | Arshan Tim Cagar Budaya Dokumen Arahan Tim Cagar Budaya (bila ada) No. Dokumen : o ]
Tahun terbit .,
Yang menetapkan !
I DOKUMEN PERENCANAAN
s N Laporan Perencanassn Menjelaskan peruntukan dan intensitas bangunan |XDB, KLB, XDH) Peruntukan |........... KD&: .,
< [ C———) KDM:.
2. Pra Rencana
2.1. | Gambar peta situas! Menjelaskan batas-batas site, titk duga, arah mata angin (orintas site), garis Batas lahan =, karakterf i kontur - (=
kontur, ketinggisn site terhadsp muks air laut (OPL), keserasian dengan bangunran site ©  Kemeringan kontur = %,
sekitar, srah drainase, jalur lalu ntas sekitar site, jalur kslu lantas:
22, Gambar rencana tapak Memperdihatkan hubungan ruang uar dergan ruang dalam, untuk pengguna () |
bangunan, servis, kedarasn, dib
Memperihatkan garis sempada bangunan (depan, belakang, samgin),
Memperthatkan karakter bahan bangunan untuk penutupan permukaan site,
Memperuhatkan lebar jalur jalan utarma menuju bangunan
23, Gambar block plan Memperihatkan komposisi masa bangunan terhadap masa bangunan 0 [N
sekitarnya. Memperkhatkan kesnambungan masa bangunan dengan masa
sekitarnya Memperlihatkan orlentasi bangunan




FORM : ARS 1

No. ltem Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan ;
Pemurikssan Dokumen Sesual Tidak

oig 3 a

o
-~
e

3. DED
31 Gambar denah-denah Gambar denah-derah dengan skala 1 : 50, atau 1 :100, atau 1 : 200, Jumiah lantal
1. Denah lantal dasar
2. Denah lantal Satu
3. Denahlantal tipikal (bila tipikad, b¥a ticak tipikad harus dislapkan denah setiap
ntai)

. Denah stap

] O 00
a0 ad

-
.

32 Gambar Potongan

3.2.1 | Potorgan Potongan harus memperlihstkan karakteristik setiop blok bangunan ke arsh Tingg! bangunan : |, Jarak antara
malintang maupun memanjang, minimal dus buah potongan. informasi yang bangunan

dipariukan dalam gambar potongan meliputl:

1,  Peredaan Ketinggian lantai dasar terhadap ingkungan sekitar
2. Perbedaan Ketinggian lantai dasar

3. Perbedaan Ketinggian antara lantal

4. Ketirggian bangunan keseluruhan

5. Kedalaman pondasi

6. Jarak antara bangunan

7. Kesesualan terhadap tampak bangunan

al p
|

ppa oo oD
gpa oo o

3.2.2 | Potongan prinsip Harus memerlihatkan bagian-baglan yang mermberikan pengaruh terhadap facade
bangunan

3.2.3 | Potongan site Memperihatkan perbedaan ketinggian site dan bangunan

3.3, | Tampak bangunan Tampak barus mempetihatkan kesesuaian dengan Ingkungan, aspek

pembayangan bangunan teradop lingkungan, ketinggian bangunan, jarak antara

bangunan, propors: bangunan,

Minimal jumish gambar tampak 4 buah, mempelihathan masing-masing sisi

bangunan

34 Denah rencana lantai Denah-denah untuk satiap lantad, Meliputi:

1. Denah rencana lantal skala 1 : 50, atsu 1 : 100, atsu 1: 200, O w)
memper Fhatkan pola lantai, jenis lantai/bahan

1, Detail kontruksi lantai, 1 : S, ataw 1 10, atau 1 :20, memperkhatkan kontrulcesi

lantaifapisan bahan, ketingglan lantal.

3.5. | Denah rencana dinding Denah-denah untuk setiap antai, Meliputi;
1. Denah rencana dinding skala 1: 50, atau 1: 100, atau 1: 200, memperihatkan (= |

pola dinding, Jenis dinding/bahan
2, Detall kontruksi lanta, 1:5, atau 1110, atau 1 :20, memperihatkan kontruksi (. O
dinding/lapsan bahan, tinshing cinding.

ojo
(B8]




¥eail eluinjuejas ynun '

seemeemoy/uaiedngqey SUnpas veunbueg ||yy Wit
RIS

...........

0z

“evorsajoud uep qemel Jundduer ynuad veiusp ueynye|Ip 1W USWINROP LEESYUIWST LETHIWEC

TR

e10H/udiednaey Bunpan urunBueq ||yy Wi L U0 BAUUIE] USESHIBWST YIUN uBXN[UEED LYdva
UBHE1EAU|P SEIE ip UBUNBUEG UESUSIUEIDT UED UBSUSIURSAT LSWNYOP MUY LENEIEAU|P (U L2Buap ‘Uawrmicp wedeyduaisy ueesyawad |IS8Y UBYJesepsag
NVYNNONYE BNINILISHY NYYNYIONIEId NIWNNOO NYVSHIZIWIG 1ISYH

O oo

riapuag Sumy ieawes

11043531 uRunBueg aLURS
105008 ueundueg sequuien
Juequad equen

SEY(IGISasYE 1n|ef BuBIUAL JequIEs
UBLISapa0 SULIUA JEGUES

p321 500 2URIUAI JEQUIES)

Jeded eURIURI JEGUIES)

M T A g~ W

ueundueq

Jeny 10 EuEseld BUBIUAL JEQUIES)

8'E

O oanDacoo
100000

O

SEINN SN RURILR) Jequues

L'E

a
O

a
O

02 ° TNRIR ‘0T - TNWIE G - T epeys ‘vesnxn idex@uayp Juap ‘weyeundip Sueh
ueyeq slual vep “eEBurs Sumes HNNU0Y urieuadaw SPUBY 2OWED
psiTneieoz T nee

‘00 ;L nete 'S L[ EExs ueynnasay eB8uel (BHug ‘sepiag sequ) umyelul
Jeqay ‘uexefuy 1 38un ‘eBBuey JEQ3| LRINYN U EYIeY) DWW SAIY JRCWRD
05: INEe oz it 'e8Buny

URIU0IDT UED HediUEl ‘LRUSp UERNUNUSW JEQUES Nele |)awos) Jequies

T

g

ndijpng

59U cusuay

'9'E

2 4 ! )

v

£

4

NePLL _ |1ensag

uejeIe) ueiEnsasay

uexnfelp Bueh uswnyog

UILWNYOQ URIRIRASIR

UBWNAYOQ URESHUIIWA

wa

aN

L SHY : WHOA4




Sussepg O
| O “rueesesad ueynuawed eusuay eiededy
(8) wsedsiaq ueyyaoquasig [
ey 2518 VRYNUBWED e S E19E
O O FUPILSY (SRIRGIEN1RIPASIEG B)1g | 1) se1equa ) uequdoqiadio [
(1) veyiequadia
venyojogiad\p Bueh ueieifay Joysp LSEuo?
0 O WE|ep yNSeuwsal ueie@ay eueiuay URINTEIAENELAQN/ MAMYU LY Weep uRyinsnip ueh uejei3ay venjualay (2
O 0 s yae@aN PURIVIY R 11 ) ,.ml uee@ay ¢
ueieday Yy 2
BELO7 urInly 9
Heuo? Mag e
. 3 it RAOBRGN BOVOZ URiOR8d L]
Cw&cba@r_:\zxﬂ._ Ustiesnrntiogeaiin it Bgey .mmc:u z RSN S, m~°x\cwumaanmx NH10Y D
2100420 R R et < L 00z moR/usrdngey XML [
‘aueuee! slung O . IUBRURIUISG 1SRy weyniny
| NYINANNYId i
2 7 ) O 2 £ 4 1
yepiL renses uawnyog ueesyuawsg
. Gsjensasay veunBueg euRuay BIeg uswmioQ ueieieAsiog o ‘oN

¢ SUY : WH04

................................................................

ONNA3ID NYNNONVE
NVVYNVYINIH3Id NIWNIOA NVVSHIHIW3IC

YAS ON / eliax 1Suas ‘ON
URBLURIUBIY qemer-BunSButusy
ueey W |e§3ue)
URIReDUDY "ON

Hexo

UOYOWRT M|||WRg FLeN
urunBurg rwen

ueNI3L seuig

YaW3d 0901




SR W (3] Sen)

NE...:BES eped yedes sem)

W UBUOYOULT yede) se

LU MR UL YodE) 5PN
wwcyownp FurA 158un; xngun jejue| Sen| uep yede] sen) seieg

upunBueg reue) uep yede | sen

-
3 |

ueunBueq ueyeansad eueduay

Cewngep Yeoe) ae uequeSuad euesudy

...... JIE UBYNINGSY LUEUNuatsly Sueiudy

Seseiwe ep Yeue) Jie ueyqweduad uenjuaay
e ep Yeue | iy BUOZ |SEXYGRIN -

......... veunfueq ueurisa|ad
uep veunfiueq ueyrgniad euRILSY

e phrpiig JEBE WL LEp SEPUBLIONEK

.......... ‘ehepng JeBey ueunBueg velluojon

....... whepng Jele) LesemEy WE(ED UBNIUBIBY

....... eAepng JEBE) UBSEMEY NASLBLYRIRY

e phepng JEEE) UBSEMEN BWEN
ceAepng JeBe) UBSEMEY UBNUAIAY «

wurenBuey B8y Eueduay

R EDURT UER ISEPUSUONDS Wwnwsxew veunBueg |B8u|

SA0DMN UENIUDISY =

LT ....“m \h.hﬂ)O GSN D
L L LT T ...."v ’ﬁ—sﬂ& QSN U
WBUEL J1y SISy BUDZ (E ABSSAQ BUOZ ]
edepng Jede) uesemey iz AejsanD evoz O]
dONN T ABj4aa0 EUOZ []

Buruoz Aojaaag e Ise

Suivoz Aopuang

......... ueieiBoy euesval ;sduxsag

ummd e 3

ISEUOZ ueymly 'q

1SPU0Z 9134 0
IBRLOZ URIMIEsSd O
wueyniny

SNSNIY LRINY

] L

9

4

£

NePLL |ensas

" ummey uB|Ensasay

uexn(ep Sueh uawnyog

UAIN¥OQ URIRIRASIS

Z
UIWNXOQ UEesyiawad
way

¢ SHY : WYHO4




0o oao o0

USAWIseq |£30] ieIue) sen| 1510d0lg
sessgeaqueS eped g1y o

~E...:on.tnm eped ueSunyyied

F5EY (B30 USWUASEY IRIUR| 56N o
S "uBvOyowWIad

eped |£103 UIWSSEq |BIUR| SENT o

%' ueundueg (€30) Sen| depEyIa) UBKIASE] |2101 SeN| Leseleg
[ 1S10d Sen) e £/ wWinW)sew aLy

i
{9

{BLN) uswssey yede ) UR|EYa0

0O agoo) o goo o

O 0OaOa

5 sequed eped g e

JWsRquIRE wped uedunyysad
prey veundueg Jesep (BlUe) SeNY
nE..::q:ocoE.un
eped ueuNAuULq @100 UL 5PN »

e UNWSY RW N

(5

{810} veunSueg (E3UE) UBEPIOY

g uequee eped HOX -
agriueunyouuad epRd 1HOX «
~E...unAEun eped HiY Seny o

LU UBLOY O PpEd 1N SPM) «

s AW UL HON

(v

nefi Jeseg uasyaoy|

a0 oaoo|@ooo

a4 requed eped gAY o

4 rueuoyouad sped gay e
n.c......ﬁnEnm eped uelunyyed

I5RYy URUNSURY JESRR (RJUE] SN o
~E....:o=o...o€.oa

eped ueunSueq (eue] sEn

57T IUNUWISHEIY 8O

{agy)usunBueg seseg vapsyooy

eulun - iveuniueq ueisgeds

Eygun

wnwysyew veundueq ueiepeday

ueunBueg ueiepeda)

eyfemi - ynpnpuad cnunvnaox_

ey Sempfr

WnW|SeLW YNpnpUad URIepRday

sNpnpusg ueiepeda

poooooop oo o ooojpoao

aopoooo ;oo

AU W 859 JRGRT
cefluny Jeqe «

wpief slung «

LU Iun Yejwn| e

Cail o INnpNpUad Yejwns «
W yejunr .

ede ) seM o

ueundueq ueinigsag
1SEGOZ UEINIEIDS

e e pa oy Apageding B NELOY
:....QN...:ONZ........NSK\Cﬁwﬂﬂﬂnﬂx NN LY

SYAISNILINI

"

~
0

E

— 8

umee)

HEPLL |ensas

UejEnEaTay

ueynep Sued uawinyog

uFWNoq uRIRIRAsIad

[4
uawnyoq ueesyswed
wa

‘oN

< SYVY : WHO4




O [ wsequed eped ueBunyysad
{158y UeUNBUes SeQaq ¥esef o
! (] WU euoyowad
eoed ueundues $eQaq NeLer JESEP e[ Wnwiuiw veuniueg seqac yeuer  (p veundueg seqag yeser ‘z
W laeques eped
| 0 ueBunpyiad jisey Jueye|aq gso 1ega « W ISeNR 1Re
W' ueuoyoussad W IESED [eUR {Jueye|aq g59) veundueg
0 O eped Jueye|aq 459 s2q) wnwuiw Bueyepa 859 (€ Buexeion uepedwassed | g1
W' ISR |BJUB| UBUEY
(W O weequed eped W URSeD [Rjue| ueuey
ueBuninuad sey Juidwes aso 12qa7 WIS RYR | RUE Ly
0O 0 Wy puoyOoad W TIRSRp |RIUEY IX ueunBueg
eped Judwes gse) J24g3] « awnwupy Sudwes gso (2 Bujdwes uepedwas seo 2t
() 0 wuequed eped
uedunyiad |sey vedap gso J2037 «
O O W ueuoyounad eped gS9 R «
O O wr i duy dey veweepay « WTINWww Surdey veweepay
O a weiiuy dey 209 « wrwnwiviw duydey seqan
O a ~E...“n:=a§ sem LU TN WU Sugdey sem (uedag gs9)
O | W efwny 2qa « W iwnugiw Uedsp 859 |1 |ueunBueg uedag uepedwas sues 14
veunBueg vemieiad [
ISBUOZ LEIMBlad [
wueyning | |gs9) veunBueg uepedwag suegy T
NYNNONYE VSSYIN VAVL | ‘Tl
L 9 [ E [4 1
Nepiy |ensag UM URESHUALDG
ue|ensasay uexnfesp Bueh uswnyoq uawnyoQ ueleiedsiag way N

—

¢ SHY : WHO4




way

~
ww!puw{w 0L : SIQ UERIEDUGY 44S T SEN| JEpUELS -
URRIEPUDN/ W 7 1 2010 7 BPOJ UBRISPUIN JUS T 5eN| Jepuels -
URRIPUSNY/, W G2 1 JOLOY  EPOI UERIBPUSY JUS T SEN; Jepuels -
W XWwTY =7 epos uBeIepuay Jiyied ueimjn -
W OT X W E = $1Q ueriepuby J)xded ueinyn -
W G X W g7 = p epo. Suedwnuad usmiepuay Jisded veinyn -
UIET JPYIEG JBPURIS [
weunfueg uemmeiag M
ISEUOZ URanesdg )
ueynfny Jyied ‘1
TEEId VAVUVSYEd ‘Al
wiequed eped ueSumyiad
psey uRunueg seqag yeIer o
W ueuoy owssd
eped uruniueq SEQaq JEINf @ W IRSED EUR| WnWUW ueundurq SBqQaq ¥RUBT (6 uveundues s2qag yesel 'z
wrrruedumyssd
eped veunBueg Jegal
W' iueuoyowsEd
eped uelunyjysad duelueg « e unwsyew urunBueg Jeqa) uenjuelay (8
W oY oL e anaisyew ueunfueg Busfued ueniudiay (¢
eped veunfuzg Jeqa) « ueundueg uunieiad 1]
W' ueuoyouuad (FRUQZ URINIRIAG ] (epe
eped veunduveq Bueiued « weynfngl ey)f) ueunBueg Jega uep Buefued S
wesequed
eprd vefumnuad veunBueg y2€g18s o
W iusuoyowsad
eped urunBueg ¥2eq188 WTTIMINWIL W yeunfiueg yoegies uenuaiay (9 ueunBurg PeqI1os 'y
o 0 |mue e uequiel W Anpiang
usiunyysad eped ueunBueq BIuL valew eped JONN UEBUEQUNLISC uBRIESEPIRG WNWSKeW utunBuey 13Bu) g
. 0 IRWR T IuRuOyowsed maue Wi (zgso+ 1-gso+eliwng) 51 wnwisyew ueunSueg 138Uy
wped yeunfueg |F3u)L « W T-EyNW GSD Jegan
O | wesequued W T-eNNW 859 JegdY
#ped ypiumingad urunBueqn 183U} « wRllwny Jeaan
| ) W ruRueyowuad veundueq 13| « nunuesyey veundueg ddul vemuatay (s ugunSueg (BBujL g
—1 L 2 v £ z T
Aep|L 1EN5IS UIWINYOg UeesyuIWRd
vnee) uesEnsIsIy ueynfep Sued vswnyog Uawnyoq ueeseAsiad ON

< SHVY : INYOA




s
(1QOW 1 - INpQ Jecway 0T depas || sepy o
QoW T anp1y Jeuwsey € deilas | SRIN -
QoW T ©JnNpP)1 3eduss) T denas "diA =
yes yewny (y
dn %214 J3ed £ UEBUSP NQOW T W 00 denas uedunxBuy 1ex3ulL «
[Igow T © W goz denas YeAepm jeyBul | o
I1qOW T © W 00T den@s ‘e0y 1eyMiL «
Jesey fueBueBepiay (3
|lqous T o1nq IRUE| o 0T dan3s ‘| Sy -
HQOW T I oG e Wi 0] dejjes | sey »
uRngH/uexRy yewny |
[[qow T :1siny §T depas ‘g seyy «
(1O T < 1540 OF de1ias |-V SEIN -
QoW T © 15in% £ deNas *|-W SE(N
smjeay) (o
[IOL T 2eLuRy T deilas ‘yemeq &4 T Busiuig «
PAOW T Jewey ¢ denas ‘'z uep ¢ Juelug «
Paow T Jewey g depas 'y uep g Burlag o
B1oH (p
IGOW € : jejue| W 09 DS OF JA10p Jaield
(MqoW T | w QF de3s Niody .
flqow T : 0uq rejue| w09 denas ‘veduedepiad/ueoyoLdd «
RO T © Q4G 18IUR| W 00T deRs URIOWLRY I
ANA LT [RWREW © DOOS <sen -
ANU3 O [SWIUIW § 0DDS > X > DOOT F=m -
¥y soped 10 0jnig wile| W oz deyias ;W 000 ueBuap |edwss seny -
ueduepnBied nese yuged «
aasnpy; {2
MOY 1en| 1P "Yewns s2d QoW T »
unensiag yepiy ueiung {q
Iun g sad pgow 1 W OL>sen .
Iun 7 sed jiqow 1 LWDE>X>DL 58N .
un Jad poow 1 :!w 06 <SeM
g epos Jiysed ueunIueq INUSE = ‘unsnsseg veuny (e ¥ EpOJ URRJEPUSY
O 0 dUs iy epod ipped yen( « 'y EPOJ URRIEPUAY Jixsed Burni UBYNINGIY JPUEIS] (JUS) IDBjIRd BUBNY VENIRS Ye|wNf IT
B £ 9 v £ [4 I
HEpLL |ensas UIWNOQ WPBSHHIWIY
umeles) uejensasay ueyniep Sued uswmiog ualwmiog ueieseAssag w3 N

C SHVY : INNHOA




R
dds™" iy BROY IDjR URymINgE) B
G = WIOL
gt JeBUaUBIY Lep Jeseq ueyiplpuad |
dus....,.. LA L L !m'.l UeﬂJﬂ’Jad (‘
NG el eSesye|Q SurBBueion  (f
dyg sl 10K voyivasuo) |
|- L e el es yewny (4
dUS ...................... = ﬂﬂﬂd]u“u?’lp]ad ‘
e —— T ey
" L gt saeayL |
QUG i [#10M (P
IIQOW T 1Rjue| W09 P'5 0T 40340p Hayelg 9
(lQow T ! W Oz denas Jpody 'p
RGOW T 0YMG IRJUR| LU 09 dRIAS ‘uriiusficpiad/ueoyoiiagd 9
11QOW T : ©3nsg 1e3uE] W 0OT dej3os veioueeg 'q
veBuepnd Jjad Ne1e yqe4 B
dygrmm————— msnpul (3
GG = unINsIag XEP) UenK (g
UG UNSNEIAq UeNK [
y BP0 uReRpUay Jixsed urynINGSY URBUNLS,
[1QDW T : 03NJg [BJUS] W OQT SENIS »
weBuauai Jesep veyipipuag (|
IGOW [ 0¥NJG IBIVR| W 00Z CB118S «
:vhun uenaniiag (y
oW [ : 18inx 5T depas e
efelye o ueddueag ([
QoL T & OIN.G (RIUR| W 0T dRias W0ped YRpLL «
1Qow 1 - oinug jeue| Wy ceas IepeE »
WO vopuMuod ||
- S ¢ 3 t £ 4 I
19pIL |=nsas UBWNYOg VERSYUAWI
' ueees uR|Ensasay uEyniem Buek uawnyoQ uswnyog UeIRIRASIag way P

T ZsuvY: WHO4




&
ue(ef SO7 Nele YA e
Hsileue T |IseH ‘ehuuie| euesesesd uenjualdy UIEIUEY | pE

""" yequ ueyejoSuad euedusy .i
ryequ uedundweudd seyisedey 1

(rliey 13d yequui| 3Wwnop '£8 Uep yequs| Leyejoduad ueniuala £g uep yequs| ueyejoBuag | ¢¢
“eiyecwes veinyduefuad eueduay
s yedwes veye|oduad eueduay «
tw""qedwes uedundweuad seusedey
a | (W iey Jad yedwes awn|op sy edwes ueyeoduad ueniua) yedwes | 7
eeyisiag He ueeipaiuad eueduay 8p/y i yeue)
e ueBundweuad seysedey Ji2 uepoweduad euoz uey esepiag Wejep yeue) Jie uepqueduad sejeg -
AI3R/| I8 WGP VeYNINGay lew/Biof|iyisiag Ay sepuels -
O 0O ey Jad y|sJ3q Jie ueymngay « '\i51aq »e uegpaluad uenwala ysagiy | Tt
ule| eueseselqd 't
i Jueseq ueesepuay yied ynjuag
lw"--:auejeq UERJRpUBY JpyJed 5B
C O dys Bueseq ueeiepuay xyied YRjWnS « ueelepuay Jad U enw JexBuog Jepueys (7 seny | ¢
""""" wjenw Jexduog 15ey0] eueauay e IEN JEXEU0R Iseqo| uenjualay |1 5240 144
ienjy J T
8 L 9 y 3 z 1
NepiL | rensag uIwnyjog ueesylRwad
_ ugeie) ue(ensasay ueynlelp SueA uawnyoq ualmjoq uejesedsiag way N

¢ SHY - Wd04




ei0y fusiedngey Bunpag ueunBueg Uy un|
'BSNERWSY
0T ©'myox fueredngey

‘|pucesayoud uep qeme! JunBliuey ynuad veBusp vexnxe)p 1V VBWN0P LR UIWSD uepuag
‘uruniurg URRPUELEY UERSYUAWAM NHEA £ SYY WIOH UPESYLIauad ynjun ueyinfue)g wa) ue 000y sAuinfue|es ynun Busng e1e) suesuas ueniuaaay ( IHNNIWIN XYSILIHNNIW I uexeielup seie p
uRUNIURG URBURIUEIDE ULP LECUTILIUDE USLWNYOD MY UeYeIPALIP W) UEBUSH VRSV EIURISH URP URRURIURISTD USWNYOR IR URuNIuequwad BUSIUas uep Buens B1e] 1E%3) UBESHISURT ||SRY unpRiepsag

Uy

nuad yepn Surd a0 (,:uelueiaisy

VEUNBueq/|siad pusiesead usjeseAssnd ynuBwaw EpR/iynuSwa ‘P

‘URUNBURG BSSRW 181 URIRJEASIED IYNUBWAW NERLAYNUSWEBKN 2

‘veunBueg selsunur bejeseAsaad [YNUBWAW NeRpn/iynudlidy 'q

‘UeunBu g SAUN) ERRIRPARISE IYNUIWSIW HERRAYnusIaK B

LR SIUN Y JepUelS uEBusp uIENSEsay UEESHIIWSD ||SeY UEHIETRPISE
ISYNOZ NYHNLYHId NYO ONVNY VAVL YNVINIY NYONIO NWIVNSISIN NYYSHININGd NSYH

C SHV : YO




FORM : ARS-03

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN
BANGUNAN GEDUNG

(01T Y D g | SR N A Ry MOt S Y S S0 S S X RN

LOGO PEMDA

Nama Bangunan

Nama Pemillk/pemohon

Lokasi

No. Pendaftaran

Tanggal Pemerikean
Penanggung-Jawab Perencanaan
NoO. Usensi Kerja / No SKA

SITE

No. ITEM PEMERIKSAAN RUIUKAN DATA USULAN KESESUAIAN CATATAN
Sesval Tidak
1 2 3 4 [ 7 [
[ SITE PLAN
1. | Parkir
1.1.| Rasio Paridr 1) Hunian bersusun Fungsi: .. O 0
3. Rusun umum (mendapat fasilitas dar pemerintah) : 1 SRP untuk setlap sarusun Klas/Tipe :
b. Rusun somersial
> Luas bruto :..m
I, 1 SRP untuk setiap 2 sarusun dengan luas <30m Unit :
il. 2 5RP untuk setiap 3 sarusun dengan huas 30m*-70m’ Jumlah parkir ;
iii. 2 SRP untuk setiap 1 sarusun dengan luss >70m’ mobil, parkir di luar
2) Hunian tidak bersusun Site tidak
4. 1 mobil per rumah, di luar ROW diperhitungkan
3}  Industrl
3. Pabrik atau per gudangan
v,  Luas sampai dengan 2000 m” setiap 200 m® lantal bruto - 1 parkic truk
Luas 2000 < x < 5000, : minimal 10 truk
Vi, Luas > 5000,: minimal 17 truk
{b. Perkantoran setiap 100 m’ lantal bruto; 1 mobil
c. Pertokoan/Perdagangan, setiop 60 m’ lantai brute : 1 mobil,
d. Apotik, setiap 20 m” : 1 mobil Praktek Dokter 20 =.d 60 m” lantai : 1 mobil
—o~




FORM : ARS-03

No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATA USULAN KESESUAIAN CATATAN
Sesuai Tidak
3 2 3 4 5 7 ]
[ o 4} Hotel o o
A. Binmang S dan 4, setiap 5 kamar - 1 mobd
o. Bintang 3 dan 2, setiap 7 kamar : 1 maobil
c. Bintang 1 ke bawah, setiap 10 kamar : 1 mabil
5) Theater
a.  Xlas A, setiap 7 kurs @ 1 mobil
b, Xlas A-ll, setiap 10 xursi : 1 mobll
¢, Klas B, setiap 15 kursi | 1 mobil
6) Rumah Makan/Hiburan
s Kas |, setiap 10 m® lantal bruto : 1 mobl!
b, Xlas ), setiap 20 m’ lantai bruto ; 1 mobil,
7)  Perdagangan/Pasar
a.  Tingkat kota, setiap 100 m” - 1 mobil
b. Tingkat wilayah, setiap 200 m’ - 3 mobll
¢.  Tingkat lingkungan setiap 400 m® : 1 mobildan 3 parkir pick up.
#)  Rumah Sakit
2. VIP, setiap 1 tempat tidur : 1 mobil
b. Klas|, setiap 5 tempat tidur : 1 mobll
. Kias !l setiap 10 teampat tidur : 1 mobil
S) Convention Halk
a.  Padat, setiap 4 m” lantal bruto | 1 mobi
n. Tk padat, setisp 10 m’ lantal bruto - 1 mobil
10) Gelanggang Olah Raga
2. Setiap 15 kursi: 1 mobl
11) Pergurvan Tinggl
a,  Setiap 200 m’ lantal druto : 1 mobld
12) Pendidikan Dasar dan Menengan
a.  Setiap 100 m” lantai bruto : 1 mobil
1.2. | Parkir difabel 1) Rasio parkir dfabel minimal 2% dari total Rasio parkir . 3, jarak O O
2)  larak parkie terhadap ruang lobi maksimal 60 m meter
2. | Akses Kebakaran
2.1.] Jalan sekellling Alur akses bercasarkan volume Dangunan gedung Volume bangunan ; O O
1) =>=7.100 :ay. minimal /6 kellling bangunan
2] > 28.000 m’, minimal % keliling bangunan,
3) = 56.800 m’, minimal % keliling bangunan,
4] > 85200 m’, minimal % kelilng bargunan,
5| >113.600 m", sekellling bangunan,
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2.2 | Akses 1} Tinggi bebas pada jalur mobil masuk pemacam kebakaran tidak boleh kurang dari 450 meter, | Tinggi gerbang bila ada O u|
2} Lebar jalan akses kebakaran minimum 4.00 meter, . meter, Lebar jalan :
3) Radius putar akses pemadam kebakaran minimum 9,50 meter, ..meter
Radius putar : _.meter
2.3, | Lapis perkerasan &) Ketinggian bangunan > 10 meter, dipersyaratkan adanya Lapis Perkerasan [hard standing| Tinggl bangunan O O
a. Ukuran lapis perkerasan minimum 6.00m x 15.00 m, meter Mengikuti
b. Possi Lapis Perkerasan 2 < x > 10 meter dari pusat posisi akses pemadam krteria 1) / 2)
tebakaran, Bla 1), maka
¢. Lapis Perkerasan pada bangunan lebih tinggi dan 24 meter, harus mampu Lebar perkerasan |
menopang beban sebesar 44 ton, dengan beban plat kaki (jock), .meter dan
d. Kemiringan Lapis Perkerasan 1:8,3, panjang minimum
e. Panjang Lapis Perkerasan lebih dari 46 meter, harus disiapkan fasilitas belokan .meter:
[memutar kendaraan).
5) Ketinggian < 10 meter, harus ada area operasi lebar 4 meter pada bukaan akses, dergan jarak
45 meter dari jalur akses mobil pemadam kebakaran.
2.4 | Jarak antara Jarak antara bangunan Jarak antara O O
bangunan 1) Tinggi <8 m jarak minimal 3 meter, bangunan: . M,
2) Tinggi8<x< 14, jarak 3<x <6 meter, tinggi bangunan: .m
3) Tinggl 14 <x <40, jarek b < x < & meter,
4] Tinggi > 40, jarak > 8 m,
15 | Hidran site 1)
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[ KESELAMATAN DAN
KEMUDAHAN
AKSES
1. Akses petugas 1) Harus tersedia akses masuk bag! petugas pemadam kabakaran, siap dibuka dan bebas Ketinggian (| O
kebakaran hambatan, ukuran bukaan min 85 cm lebar x bangunan.. meter, fuas
100 cm tinggl, posisl max 100 em dasi lantai, lantal ..maoter per segi
2) Jumilah buksan skses minimal 2, atau setiap juas lantai 620 m® harus ada 1 bukean, | |
3} Letak bukaan akses sedemikian tidak berdekatan (min 30 m) dan harus berlawanan arah, d O
2, Saf Kebakaran Bllz Jumiah lantal bangunan lebih dar duz lantal sampal dengan terpenuhinya kedua kriteria pada
point 2.1 terpenuhi, maka; point 1. Menjadi tidak dipersyaratkan, dan point 2. Menjadi
dipersyaratkan,
2.1, | Saf kebakaran 1) ketinggian bangunan > 20 meter dilengkapi Ketinggian DO O Bz Y, maka
bangunan atas dengan Iif petugas atau, bangunan..meter, luas cek point 2
2) luas per lantai > 600 meter persegi atau lantal .. meter per segi
dengan ketinggian 7,5 meter terdapat pada bangunan, |if petugas tidak diwajbkan,
3) lantal basemen dengan luas lebih dari 900 m®
(atau luas setiap lantai bebih dari 500 m*),
dengan jumah lantal lebih atau sama dengan dua lantai, maka harus memiliki saf kebakaran
vang tidak dipersyaratkan dengan lif petugas.
2.2, | Jumlah Saf 1] Luaslantai <200 m® minimal 1 buah saf, Luas bangunan ..m’ [ ()
Jumiah sef Bangunan
berdatarksn las 2]  Luss lants 200 m* < luas < 2000 m* minimal 2 buah saf, ’
layanan, 3| Tambah 1 buah saf pada setlap penambahan luas 1500 m”.
2.3, | jarak antar saf Masing-masih saf memiliki wilayah layanan dengan radius maksimal 38 meter, Jarak layanan saf O a
2.4, | Letak saf 1} Posisi berada pada pusat dangunan dari setiap lantal, O -
2) Tidak lebih dari 60 meter dari lobi,
3) Jarak layanan tidsk lebih dari 38 meter.
2.5. | Persyaratan toknis saf 1) Saf memiliki ketentuan TKA dinding 2 jJam, TKA _ Jam o O
2) Lebar tangga minimal 1.20 meter (bersin), Lebar tangga (] 0
3) Pintu eksit saf lantal dasar membuka keluar, ..meter O o
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Saf Basemen

Apakah salab satu darl kedalaman basemen bangunan > 10 mater atau luas lantal baserment
> 500 meter persegl ads, maka;

1) Jumish saf basemen, memenuhi syarat,

2} Jarak antara saf basemen, memenuhi syarat

Kedalaman basemen

meter;
luas lantai basemen

meter perseg

2.7.

Parsysratan teknis saf
basemen

1} Saf memilikl ketentuan TKA dinding 2 jam,

2} Lebar tangga minimal 1,20 meter |bersih),

3} Terdapat |¥ kebakaran dalam saf,

4} Pintu eksit saf lantai daser membuka keluar > 500 meter persegl ada, maks;
1) Jumiah saf basemen, memenuhi syarat,
2]  Jarak antara saf basemen, memenuhl syarat

luas lantal
basemen . meter

persegi

aooaoain

oooon

2.7.

Persyaratan teknis saf
baseman

1) Saf memiliki ketentuan TXA dinding 2 jam,
2) Lebar tangga minimal 1.20 meter (bersh),
3) Terdapat §if kebakaran dalam saf,

4) Pintu eksit saf lantal dasar membuka keluar.

28

Tangga kebakaran

1) Seluruh dinding tangga kebakaran harus mempunyai tingkat ketahanan api 2 jam kecuali bagian
sisl terluar minimal mempunyal TXA 1 Jam,

2) Terdapat tanda fpetunjuk yang standar pada tangga kebakaran serta fungs! dan indlkas!
lantainya,

3) Jalan terusan eksit harus terdindung dengan sistim sprinkler otomatis atau mempunyal
tingkat ketahanan api minimal sama dengan tangga kebakaran,

4] Gedung setinggl > 20 m atau memikki baseman sedalam > 10 m harus memiliki saf tangga
kebakaran yang dilengkapd dengan |if kebakaran,

5} Kompiek perbelanjaan harus dilengkapl dengan saf tangga untuk pemadam kebakaran,

€} Bangunan tidak bersprinkler harus memiliki 1 saf tangga kebakaran untuk setlag luas 00 Bu dari
luas lantai bangunan dengan tinggi > 20 m,

7) Bangunan bersprinkler harus memiliki min 1 saf kebakaran untuk luas <900 35. dan 2 53t untuk
luas > 900 m" sd 200 m”. Selanjutnys 1 saf

2

senap perambahan 1500 m,
B) Penempeatan saf tenggs kebakaran max 60 m diukur dari pintu masuk ke lobi pemadam
kebakaran,

9) Tangga kebakaran harus mempunyal 2 pegangan (hand rail), untuk
dewasa dan anak- anak dengan ketinggian 60 cm,

10) Lebar tangga kebakaran minimal 120 cm bersih,

11) Tingg: anak tangga maksimal 18 cm,

Tingkat ketahanan api
~Jam

Kondisl petunjuk
tersedian dan ...

Tinggl bangunan
...meter Kedalaman

lantai basemen
..meter

OO0 0O Opooao

g 0

aao

o0 ©

OO 0o Oooooo

o

0

oo
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ER Sarana evakuasl 1) Pintu keluar darurat dapat dilihst dengan jondela, O ]
rumah tinggal dan 2) Tersedianya jalur avakuasi, O O
rumah deret 3) Tersedianya kelenghapan tanda arah {mudah dan jekas), O o |
4) Manajemen penanggulanan bencana/darurat, G -
4. Lif kebakaran 1) Sumber daya untuk motor Kf harus dihubungkan dengan genset, Sumber daya O .|
2) Seluruh dinding saf harus memilik tingkat ketahanan apli min 2 jam, Tingkat ketahan O ()
apl
S. Hubungan
horizontal
5.1, | Akses eksit koridor Bangunan berpenghuni leblh darl 30 orang : Jumlah penghuni
1) Harus memilki tangga eksit dan koridor eksit dengan tingkat ketahanan apl menimal 1 jam, orang (W o
2) &ila bangunan lebih dart 3 lantai maka koridor eksit harus mampunyai TKA minimal 2 jam, TXA . jam o [
3) Bila ruang dengan beban hunian s.d 50 atau lebih pintu eksit harus membuka ke arah luar, - (-
d) Pintu yang membuka ke arah koridor eksit tidak boleh melebihi satengah ledar koridor yang - —
disyaratkan (120 cm), a ()
5) Pintu pisit harus mucah dibuka darl sisl dalam,
52 Bukaan penyelamat 1) Tersedia minimal dua buah bukaan panyelamat jm | (]
2) Jarak antara bukaan penyelamat kurang darl 30 meter panjang furus dari sisi-sisl dinding luar, O a
3) Apakah persyaratan tekns bukaan penyolamat memenubl syarat teknis, dengan jarak masing- (™) o
masing * jarak diagonal ruang
53 Kapasitas dan Jumieh 1) Kapasitas total sarana jakan keluar untuk setiap lantai harus cukup untuk beban hurcannya yang O 0
sarana jalan keluar mengacu pada faktor beban hunian,
2) Jumlah dan lebar tangga eksit déhitung berdasarkan faktor beban hunian dan fektor o ()
kapasitas,
3) Lebar minimum oridor fsarana jalan keluar adalah 91,5 ¢m, O O
4) Bukaan pintu untuk sarana jalan ke juar harus Q a
sedikitnya memilikl lebar bersih 80 ¢m (32 incl),
5] Jumlah sarana jalan keluar min 2 buah. O O
6] Untuk beban hunian 500 org sd 1000 org min 3 buah, untuk beban hunian lebih darl 1000 orang (- )
min 4 buah sarana jalan keluar.
54 | Jarak tempuh ke eksit 1] Lintasan berséma, ujung buntu dan batas jarak tempuh sesuai Tabel 1.5 dmana batas jarak a ]
tempuh max 45 m jika tidak bersprinkler dan max 76 m jlka ruargan bersarinkier,
2} Jarak ujung buntu adalah max 6,1 m jika tidak O o
bersprinkler dan max 15 m |ika bersprinkler disesuaikan dengan tungsi Dangunannya
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Sesuai Ticak
1 2 3 4 [ 7 8
55 Koridor buntu Ketentuan koridor bunty; Terdapat koridor/jalan O O
buntu dengan jarak
. - Batas Jalan Buntu L meter
ungs! Bangunan = Keterangan
springiier | springkier i
Bangunan Pertemaan 510m 6,10m | Ujung bunty karidar
dan gang
Bangunan Pendidikan £10m 15,0 m
Bangunan Kesehatan 510m 1500m
Bangunan Perdagangan 5,10m 1500m
Bangunan Perkantaran 6,10 m 1500m
Barguran Hoted 10,70m 1500 m
Bargunan Apartemen 10,70 m 1500m
5.6. | Pintu Ruang dengan daya tampung leblh darl 50 orang, pintu harus membuka ke arah luar. Jumish penggunaan O ]
ruang di atas 50 orang,
terdiri dari;
R1 Arahbuka
57 Lebar pintu a) Lebar pintu utama minimal 80 cm, Labar pintu 0 a
b) Lebar bebas pintu lainnya minimal 80 ¢m, utama meter 0 O
c) Bila pintu terdiri dari dua pintu salah satu pintu harus memiiiki lebar minimal 80 ¢m, d) Pintu O & |
bebas hambatan,
58 Eksit lumilah eksit bangunan berdasarkan jumlah penghuni/pengguna, Jlumiah penghuni O O
a) Jumiah penghuni lantal < S00 minemal 2 buah eksit, werdasarkan lantal
B) Jumlah penghuni 500 < penghuni < 1000 minimal 3 buah eksit, orang
¢] sumlah penghuni > 1000 minimal 4 buah eksit. Jumlah eksit  buah
5.9 | larak pintu eksit Apablia dipersyaratian dua buah pintu eksit maka jarak kedua pintu eksit 1ersebut minimal % jarak larak diagonal ruang - 03
diagonal ruang, meter, Jarak antara
pintu  meter
5.10 | Jarak layanan pintu Jarak layanan setiap pintu eksit maksimum adalah Jarak terjauh layanan m -
. 38 m atau luas layanan maksimum 930 m * U St . megar;
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6. Hubungan vertikal di
bawah 5 lantai
6.1 Jenis dan kapasitas LIf 1}  Kapasitas Hf untuk bangunan rendsh dibawah 6 lantai : Kapasitas min 6 orang (300 kgl 5d 9 orang | XKapasitas §if () O
(600 kg} dan kapasitas 15 arang {1000 kg), o
2)  Kapasitas Hif untuk Dangunan menengah 6-20 = s
lantai : Kapasitas min 9 orang (600 kg) =d kapasitas 18 orang {1250 kg),
3) Kapesitas lif untuk bangunan menengah tinggl O o
20- 30 lantai : Xapasitas min kapasitas 17 orang
(21150 kg) sd 26 orang (1800 kg), 0 ()
4)  Kapasitas |If untuk bangunan &i atas 20 lantal
(majemuk atau mult! purpose) : Kapasitas min
20 orang (1350 kg) sd 24 orang (1650 kg),
5) Bangunan bertingkat menengah di bawah 20 lanta tanpa express [H (semua antal dilayani), O O
6) Bangunan tinggl di atas 20 lantal menggunakan express lif,
7)  Untuk bangunan hotel jumfah lif servis min 1 buah untuk tiap 2 §f penumpang, atau O C
setiap 150 xamar yg gilayani, o —
8) Untuk bangunan kantor setiap luas 1500 M2 atau bangunan dibawah 20 lantai jurnlah &I O =)
servis min 1 buah
9) Untuk bangunan kantor diatas 20 lantai diianjurkan menyediakan 2 |if service - o
6.2 | Yangga 1)  Lebar tanggs min 50 cm bersih, dan min 120 cm bersih untuk Bangunan wnum, Lebar targga  om, O o
2) Tinggl anak tangga min 10 cm max 18 cm. lebar ansk tangga min 28 cm, tinggi anak tangga o C
3) Lebar bodes min selebar tangga, cm, lebar anak
A) Tinggl bersih area tangga min 200 cm, tangga |, lebar (| o
5) Jarak antar tangga untuk eksit radius max 25 m untuk bangunan tidak bersprinklaer, dan radius bordes om a o
max 40 m untuk bangunan bersprinkler, O O
7. Hubungan vertikal di
atas S lantal :
7.1 Tangga 1] Llebar tangga minimal 120 crm bersin, Lebar  m, O g
2] Kecual untuk hunian kurang deri 50 orang, lebar minimum adatah 90 cm, Tingg! anak tangga m ) a
3] Tinggl anak tangga 10s5.d. 12 cm, Xedatam anak tangga () O
4] Minmum kedalaman anak tangga 28 cm, cm, tinggl ruang () O
5}  Tingsl minimum ruang tangga 2.00 m, tangga m, tinggl rel O O
B Ketingglan maksimum antara bordes 3.70 m, pegangan tangga O =
7} Tinggl rel pegangan tangga 86 s.d. 96 cm, Cm, lebar nardes 0 a
8) Lebar bordes » darl lobar tangga. cm () O
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1 p] 3 4

7.2 | W 1) bangunan leblh darl 4 lantal minimal 1 bh lif, Jumiah Iif . bh, lebar
2) lebar lobi iif minimal 185 cm, lobi fif  cm, ukuran
3) ukuran minimal ruang Iif 1,40 x 1,40 cm. ruang lif _cm
73. | Ram 1) lebar ram minimum 120 cm bersih, Lebar ram  cm,
2) kemiringan ram; kemvringan ram
a. Ram i dalam bangunan1:8 (70), %
b. Ram di luar bangunan 1: 10 l&u),
c. Kemiringan ram arah lebar 112,
d. Lebar ram difabel minimal 80 cm,

e. Lebar perputaran 1B0 ram minimal 120 ¢m
f. Ramkendaraanl:7.

o
-
m

000 OO0 o
ooooogo;o

. KESEHATAN

1 Sistem Penghawaan (indikator Permen PU No. 28/PRT/M/2006, SNI03-

6390-2000, SN) 03-6572-2001)

Penilaian dilakukan terhadap kualitas udara dalam ruangan, yang meliputi perencanaan dari pada
parameter; kelembaban udara relatif 40% s.d. 60%,

suhu udara 20,5°C 5.d 27,1°C, dan kandungan €O,

kecepatan aliran udara maksimum 0,25 m/dtk.

11 Bukaan ventilasi 1) Jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari $% luas ruang yang membutuhkan ventilasi, Rasio bukaan
2) Ruang dapur memiliki cerobong asap ke luar

E] Bangunan parkir mem|Bki sistem ventilasl mekanlk minimal 2/3 volume udara ruang pads

0
a

oo ot

elinggian maksmal 60 om dari lantai,

] Gas buang parkir basemen tidak mengganggu udara bersih pada lantai/ruang di atasnya,
5| Jumlah bukaan ventllas! tidak kurang dari 5% luas ruang yang membutuhkan ventilasi,
6) Ruang dapur memiliki cerobong asap ke ar,

| Bangunan parkir memiliki sistem ventilasi mekanik minimal 2/3 volume udara ruang pada
etinggian maksimal 60 em dari lantai,
B} Gas buang parkir basemen tidak mengganggu udara bersih pada lantai/ruang diatasnya,

oooOo OO0 ade
ooon

2. Sistem Pencahayaan :
8y (indikatar SNi 03-6197-2000 Konservos! energl poda sistem pencahoyoon, SN 03-6197-2000, SN) 03-

2355-2001, S\ 03-6575-2001)
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21. | Perencanaan 2) Kordar mendapat cahaya langit sekurang- kusranmnyn 0,30 m’ urtuk sethep penjeng larong Besarnya cahaya langit - O
pencahaysan slami dan S meter yang masuk
besarnya Buminasi, 4 diperkirakan
Mencakup 3) Tangga umum sekurang-kuranya mendapat cahava 0,75 m’ untuk setiap ¥ tinggi lantai, | ()
pemeriksaan terhadap
perencanaan tingkat
pencahayaan sesual
dengan aktlvitas yang
dikerjakan dalam ruangan
dan jalur sirkulasi pada
bangunan gedung.
2.2, | Bukaan Pastikan untuk bangunan hunian, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pefayanan Hasil Periksa O O
umum harus memiliki bukaan untuk pencahayaan afami, bukaan
2.3. | Pencahayaan 1] Tingiat Humenas) sesual dengan persyaratan teknis, Tingkat ilmunisai: 0 O
2] Konsumsi energl sesual dengan persyaratan teknis, Konsumsi energl . (] a
3} Persncanaan sistem pencahaysan, Daya listrik  , jenis O O
4} Daya maksimum, lampu yang digunakan () O
5) Penggunaan lampu, , daya lampu di luar O O
6) Daya maksimum yang dlijinkan, bangunan a O
7) _Daya pencahayaan buatan di luar bangunan. | 0
3 Sistem Sanitas {indikator Permen PU No. 29/PRT/M/2006, Permenkes Ri. 492/Menkes/Per/VI/2010) Periksa
gambar sistem plambing, apakah sesual
dergan SNI 03-6481-2000, Sistem plambing 2000 dan SNI 03-7065-2005, Tata cara perencanaan
sistem plumbing mulai dari sumber air minum darimana, dan perpipaan serta peralatan plambing
yang digunakan.
3.1, | A Limbah Periksa gambar sistem plambing, apakah sesuai a d
dengan SNI 03-7065-2005, Tata cara perencanaan sistemn plambing mengenai sistem plambing air
limbah, terpisah atau tercampur,
1} Sistern pengatiran atau pembuangan
12. | sampah 1) Kapasitas pewadahan atau tempat penampungan sementara, (] O
2) Bentuk penyediaan tempat penampungan sampah, o 0O
3) Bentuk penempatan pewadahan dan atau pengolahan. O O
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33.

Alr hujan

Parikia penyaluran air hujan darl atap dengan ukuran didasarkan SNI03-6481-2000,

Periksa ketertecsediaan sumur/bidang resapan dan

apakah sesual cangan SNIL03-2459-1951 dan SNI 03

2453-1991 tentang Spesifikasi dan Tata Cara Parencanaan Sumisr Resapan alr hujan di lahan
pekarangan, entuk Jarak SR terhadap bangunan lain dapat:

1] Sistam penyaluran air hujen bils drainase kota tersedia,

2] Sistem penysluran alr hujan bila dralnase kota tidak tersedia,

oo

Sistem Alr Dersih

1) Sumber ar bersih,
2]  Sistem distribus.

oo

Bahan Bangunan

5.1

Tidak mengandung
racun

Tidak maengandung bahan berbahays/beracun, Mencakup pemerkssun terbadep kondisi fisik dan
kandungan bahan beracun dan berbahaya yang mungkin ada dalam bakan Bargunan yang akan
digunakan, cok dokumen spesifikasi teknis,

0

5.2

Arman

Aman bagl pengguns bangunsn

53

Tidak berdampak
terhadap lingkungan

1} Tidak menimbulcan efek silau terhadap lingkungan,

2} Tidak menimbulkan efek peningkatan suhu lingkungan sekdtar,

3} mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energl,

4} Mewujudkan bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan,

goooin

5a

Aahan Bangunan Lokal

1) Sesusi dengan kebutuhan,
2} Memperchstikan kelestanan lingkungan,

ool 00000

l

oo

KENYAMANAN

Kanyamanan Gerak

{indikatar Bongunan Kanror Pemerintah : Permendagri no 7/2008, Bangunan Rumoh Tipgal
Kepmen PU no 308/XPTS/1598S)
1)  Kecukupan luasan raang per fiwa untuk beraktivitas pokok dalam fungsi bangunan,
2) Kecukupan lussan sirkulasi untuk beraktivitas dalam fungsi bangunan;
& Partimbangan fungsi ruang, b. Jumiah pengguna,
c. Perabot/perslsan,
d. Aksesioilitas ruang.

oooo o

aooo o

Hubungan antar
Ruang

[inciiketor SNI 03-2735-2000, SN 03-1746-2000, SN/
03-6575-2001)

1) Pertimbangan fungs! ruang,

Z) lumlah pengguna,

3) Perabot/perataan,

4) Aksesibilitas ruang,

5) Sirkulasi antar ruang horizontal don vertical

ooo

oooono
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2. Hubungan antar (Indirator SN) 03.1735-2000, SNI 03-1745-2000, SN!
Ruang 03-6573-2001)
1) Pertimbangan fungsl ruang, O o
2) Jumiah pengauna, O O
3) Perabot/peralaan, O O
4) Aksesibilitas ruang, o 0
5) Sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal, O O
3, Kenyamanan Udara {indikator SNI 03-6330-2000, SNI 03-6572-2001) o ()
Alaml Mencakup pemerikedan perencanaan Suhu udara (T}, Kelembaban udara (RH), dan Kecepatan angin
{v,). pada setiap ruang vang direncanakan,
il fscsemront {Indikator SN 03-6390-2000, SNT 035195200, SN
Udara 03-6572-2001)

Mencakup pomariksaan perencanaan Suhu udara
[T.), Xelembaban udara (RH], dan Kec=patan angin
[vs), pada setiap ruang yang direncanakan.

1} Sistem pengkondisian udara, E C:]]
2} Prinsip penghematan energl,
3} Prinsip kelestarian lingkungan, P a
4) Perkiraan beban pendingin. = Q

S, Kenyamanan Visual [indikator SNT 03-6573.2000)

3.1, Deri dalam ke luar 1) Gubahan masa bangunan, O O
2) Rancangan bukaan, - (w]
3) Tata ruang dalam, 0 O
4) Tata ruang lar, | 0
S) Bentuk luar bangunan, 4 O
G) Pemanfaatan potensi ruang luar bangunan{RTH), = [
7) Pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sipar. 0 O

5.2 | Dariluar ke dalam 1) Gubahan masa bangunan, O 0O
2) Rancargan bukaan, O O
3) Tata ruang dalam, O O
4) Tata ruang haar, | O
S) Bentuk luar bangunan, jm O
6] Keberadaan bangunan yang sda dan atau yang skan ads di sekitar bangunan. m| )




FORM : ARS-03

No. ITEM P AN RUJUKAN DATA USULAN KESESUAIAN CATATAN
Sesuai Tidak
1 ; 3 3 [4 7 3 i
6. Kenyamanan Getaran
1) Sumber getaran, O O
2) Baku tingkat getaran, ol [
3} Dampak getaran terhadap lingkungan. () O
7. Kenyamanan Audial
1) Sumber kebisingan, 0 a O
2) Tingiat baky kebisingan, 8 J
3) Dampak kebisingan terhadap lingkungan, O O

HASIL PEMERIKSAAN KEHANDALAN BANGUNAN
Kesesuaan dengan standar teknis, maka,

a. [ memenuby, persyaratan site dan lingkungan,

b. U] memenubi, Persyaratan teknis keselamatan dan kemudahan akses bangunan,
¢. L) memenuhl, Persyaratan teknis kesehatan bangunan,

d. [ memenuhi, Persyaratan teknis kenyamanan bangunan,

Catatan:

Berdasarkan hasil pemarlicaan malalul dokumen perencanaan dan perancangan, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI®) keteatuan keandalan bangunan gedung, untuk selanjutrya Choose an item
Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

Kabupaten/Xota, ..., e ENIER
Permnerisa,

Tim Anli Bangunan Gedung Kabupaten/Kots




LOGO
PEMDA

Nama Bangunan

Nama Pemilik/pemohaon

Lokasi
No. Pendaftaran
Tanggal Pemeriksaan

Penanggunjawab Perencanaan
No. Lisensi Bekerja / No. SKA

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN
STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG

Paraf pemeriksa dokumen:

1 2 3 | 4 5 6
ITEM PEMERIKSAAN AL METODE PEMERIKSAAN CATATAN
PEMERIKSAAN
A. STRUKTUR ATAS ADA TIDAK
1. Perhitungon struktur atas 0 0
2.Gaombar struktur atas
Daftar gambar struktur atas dan bawah 1. Cek pada kelengkapan berkas apakah
dokumen sudah ada atau tidak,
(- - 2. Sesuaikan dengan permohonan dan
tipe struktur untuk ke tersediaan
gambar *)
Gambar denah lantai (termasuk notasi plat O O
dan balok)
Gambar denah lantai basemen (termasuk :
notasi plat dan balok) - =
Gambar denah kolom dan shearwall - CJ
Gambar denah pile cap dan tie-beam ] ]
Gambar detail struktur balok Cl C]
Gambar detall struktur plat O |
Gambar detail struktur kolom Ol Cl




% 2 e 5 -
ITEM PEMERIKSAAN AN METODE PEMERIKSAAN CATATAN
PEMERIKSAAN
A. STRUKTUR ATAS ADA TIDAK
Gambar detail hubungan balok-kolom 0 |
Gambar detail struktur shearwall* ] L]
Gambar detall pile cap dan tie beam CJ ]
Gambar struktur tangga ] -
Gambar detail sambungan baja* ] -
Gambar detail retaining wall* ] -
Gambar struktur ramp* ] .
3. Executive summary struktur atas ) O
4. Kesesuaian gambar struktur dengan gambar arsitek yang
teloh disetujui TABG Arsitektur
Site plan O C] Cek kesesualan gambar struktur
dengan gambar arsitek yang telah
Denah lantai bangunan C] [] disetujul oleh penilai arsitek
Cek kesesuaian site plan khususnya
Kesesuaian void L] untuk metode galian yang akan
digunakan apakah batas galian masih
- - pada area yang dimohon.
BAvasants) Cek kesesuaign denah  struktur
terhadap gambar arsitek meliputi :
Kesesuaian Jarak as, Kesesuaian
O 0O void, Kesesuaian letak tangga dan lift,
kesesuaian bentuk denah dan elevasi
lantai
5. Peraturan perencanaan yang digunakan
SNI 2847:2013 Persyaratan beton O .
struktural untuk bangunan gedung
SNI 1729:201x Spesifikasi untuk bangunan 0O 0O
gedung baja struktural (1729:2002)
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Bidang Dokumen yang diajukan

Kelengkapan Isl dokumen

2 3

4

3. Lreratur dan bahan bacaan yang disarankan

Catstan: Penggunaan standar asing seperti ASHRAE Stancard, British Standard dan/stau lainaya hanya dipertiolehkan bilamana Standar
Nasional Indonasia belum mencakup hal-hal tersebut,

3 ASHRAE Hardbaook; Fundamental, Apolicatian, Refrigeration Equigment.

2. Carrier; Handbook of Alr Conditioning System design,
3. Kameatrisn ESOM; Pedeman Ereng! Efisiens| untuk Desain Sangunan Gedung di indonesls, Bukau 1,2 8 3

KELENGKAPAN TEXNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1. Laporan Sriteris Perencansan

Paraturan, Standar dan Uteratur sebagal pernyatsan behwa perencansan mengikut! kgtentuan tersebuL

Analisis pamfihan sistem

Uraian tentan NG koo Kanservasi Enersl pada bangunan gedung Inl

Kondisl udars luae untuk perencanain |outdoar design canditions).

1
2
3
LA
S
6
7

kondisi wdara ruangan yang direncanakan {indoar cesipn conditions),

M 8 Jenis Nelrigeran yorg digunakan cieh mesn AC

Bates kocepatan udara dalam cerobeng [guet)

| 8. Bataes kecepatan air dalam pips n&- sistemn dengan sir sejuk (chiVed water].

11. Persynratan laju aliran udara segar atau pertukarsn udars {or change rate),

12 Uralan cara kerja Sistem Tata Udara a keadaan narmal dan pada keadaan darurat dan huby

713, Sistem pengamanan terhatap bahayn 850 KeDAKATAN:

. Tekanan dalam saf pemadam kebakaran dan/atau tangga darurat kebakaran.
b, Kecepatan udara pada pintu sal kebakaran,
L. Uraian tentang cara korja sstem yang nﬁ.!-ru?

14. Uralan tentang tingkat x-g:.nw: —Rnbm: nalse criterio) dan cara penangguiangannys.

15, Sistem Alarm gas-gas berbahaya -
a. Detedtor dan alarm gas €O,
b Detekiordan alarm gas CO2.

16, Panjelasan lain-lain yang relevan berupa salinan/copy das literatur athu stardar atau technical Inaflet « culup dilampirkan lembar yang
Dackaltan dengan persoalan yang hendax dijelaskan saja.

2. Lampiran Pechitungan

Prakiraan beban ¥ i Analisis Psikromaetri.

173, Prakirsan baban pendingin ruang yang menimbulkan beban laten relatif besar, sepecti restocan, ruang kebiugaran dan lain-aen,

dilenghkapl dengan Analisis Psiirometri.

3. Perhitungan kerugian tekanan p) 2 air kondenser untuk menertukan teksnan [hrod) pempa.

4, Areisls dan penentusn kapasitas dan tekanan pomps sir-sejuk (culled-weoter) don pomps sir keadenser (kalau ada)

|5, __Penentuan kapasitas n-: tedanan fan-penekan

1. Analisis dan perhitungan ventilasi udara luar / AC untuk pendinginan peral stan yarg :.&?38:5! panas dan pengendalion pencemaran .
udara dan bau |Rg. Parkir Xendaraan, Rg. Gensat, Rg. Trafo, RR. Mesin Bit, Rg. Batere, Rg. Sampah, dil].

Apabila perhbtungan menggunakan computer software
1 Software yang digunakan harus yang telsh disepakat! 8l Asosiasl Profess dan/atau dipergunakan di Perguruan Tinggl,
2 Lampirkan printout weather data dan data eniry,
3.  Lampirkan printout space coolng load dan rone cooling load =




No. Bldang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen
i 2 3 4
3. Gambar-Gambar Perencanaan .
2.  Daftur Simbal dan w\.-r-.!
] Diagram Sistem Tata Udara Gedurg meliputi
“ Latem distnbusi udara, Intake frash-alr, room auppiy-air den ream exhaust-ar
b, Swtem slr-asjuk {chiNed-water), pamipaan rafrijaran, dan pemigsan air kondenser,
(> Latem pambusngan asap,
d.  Ssatem tekaran saf kebakaran.
a Gambar denah tata letak saluran udars [ducting] pada setag Iantal dengan gambar dus garis yang menyatakan lebar cerobong udara,
Catatan: vo:&.F_os zona harus diryatakan dangan jelsz apabila direncanakan lablh daci satu 2o00m pada lantal tersebut.
5.  Gambar denab ruang mesin dan ! room), serta detil dan potongan yang perlu untuk merjelaskan perencunaan.
6 Doata teknis mesin dan peralatannys |sguipment schegide}
2. SISTEM TRANSPOR- | LINGKUP PEMERIXSAAN
TASI VERTIKAL 1. Uf (slevetor) Penumpang ! 1 Lf Penumpang |Possanger Elevator) — Electric dan/atau Midrokk
DALAM GEDUNG 2 Lf Service |Service Elevotor),
(Sarama Hubungon 1. Uf Petugas Pemadam Kebakaran (Eiremen Service Flevator)
Vertikal Dolom A, Uf Pagien (Maspiral Sed Elevorar).
Gedung) 2. Lantasi-jalan/travelator mowving walk|
kode: TOG 3. Tangga- Jalan / -n.cso; escalotor)

u Lif Seban (Freight flevitor)

6. Gondola -o:ncnn |maintenance holst)

T Alat Pangas

wagkit lainnya.

| & UTERATUR / BAHAN BACAAN

1, Peraturan yang harus ditanti 1.

2. Peraturan Manteri PU No, 26/PRT/M/2008 th, 2008 Tantang Persyaratan Takms Sistam Protekst Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
r_:ﬂrl.u!.

3.  Peraturan Daerah Kota Bandung No_ 5 th. 2010 tentang 82 mnan Gedung.
4 Paraturan Wallkots Bandung tentang Sangunan Gedung [ sedany dalam proses penyusunan |
5 Peraturan Walikcta Bandung tentang Gedung Hijau [ sedang cdalam proses penyusunan |

2. Standar yang menjadi scuan tata cara 1 SNI03-6573 Taa Cara Perencanaan Sistem Transportas Vertikal Dalam Gedung (UF |

perencanaan 2 SNI 03-2190 Konstruks! Lifs Penumpang dengan Motor Traksl,

3 SNI 03-2190.1 Konstruksi Lift Hidrobtis.
4. SNI03-2190.2 Xonstruksl Lift Paloyan {dumbwaiter)
5 SNI 0362471 Konstruks! Lift Pasien.
] SNI03-0248 Konstruksl Exkalator,
7 SNI 05-7052
)
9, SN103-1746 Tata Cara Persncanann dan ‘o:..o-u:nu: Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatar Terhadap Bahaya ebakaran.
Catatan: Penggunaan standar asing seperti ANSUASME, Britich Standard dan/atau lainaya hanya giperbolahkan bifamana Standar Nasiona
Indenasis belum mencikup hal-hal tersabut.




Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen

p 3 &
= |
KELENGIKAPAN TEXNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABD
3. \aporan Kriteris Perencarasn i Peraturan, Standar dan Uteratur sebagsl

3. Shemathk/Bagan pola tralfic (Traffic Pottern) di dalarm bangunen gudung yang Menerangkan teptang
a.  Zonasitraffic.
5. Jam Puncak (Nush-Peok Hour) dan jumlah penggura Uf Penumpang, Eskalator & Travelator puds Jam ity
[ Kriteria PHC, Walting Time / Interval vntuk Lif

4.  Uralan cara kerja sistem, meliputl penjelassn tentang sistam penggerak mesin, sistem keamanan operas, sistem operasi dalam keadasn
normal dan kesdsan darurat, sistern caty ceys Bstrik pada keadaan normal dan keadsan darurat, sistem komunikas! dalam keadaan

darurat. DI uralan elasan harus dijelaskan LIF berfungs! se i LIF Petugas PX,

5,  Penjelasan lain-1aln yang relevan berups selinan/copy dari literatur atau standar atau technical leaflet — cukup dilarmpirkan lembar yang
berkaitan dengan persoslan yang hendak dijelaskan saja.

, Esknlator dun Trawwlator.

2. Lampiran Parbitungen

A Perhitungan kewuatan rem, Beban Penyeimborg pads kerets L den Peredem Kejut.
ItLNgan waktu pemoersinan dengan menggunakan gondcis

1 Gambar-Gambar Perencanaan

2 Dafrar Simbal dan Singkatan.
3 Sistem Lif, Eskalatos dan Travalator :
1} Diagram sistem LIF, Escalator dan Travelator,
2}  Gambar tapak bangunan yang menunjukan lokasi gadung dalam tapak dengan rencana jalur lalu lintas pada keacaan normal
maupun darerat lkebakaran, Knususnya untuk Riur evakuas! penghuni, jalur Petugas PK dan jshir Kendaraan PK [Pemadam
Kebaknrar),
3)  Gambar lantal tiptka! yang menunjukean lokasi dan sistem lalu-intas _Qnm.n_ penumpang, barang maupun jalur Petugas Pemadam
Kebakaran pads lantal tipkal bangunan.
4) Gambar potongan ruang WNCur (hoStway) yang menuryukan rusng mesin, kevets, sumuran (1), beban pengimbang, baok
pemisah, jarak antar lartst
%)  Gamber ruang masa maliputi denah ruang mesin, tata letak peralatan, Htik tik beban-nedan

6] __Gambar detall yang mununjukan letsx pinty, detd pinty, letak firemen smerpency Switeh,

b Sistem Gondols :

1] Gambar denah dan jalur gondols.

2} Gambear sistem rel dan penambatanrys dan gambar Si
3}  Gambar detsll gondols, detsil platform/kecets, sistem caya kstric sistern kontrol den pengaman

SISTEM PLAMEBING SISTEM PLAMBING | Air Bersil, Air Ponies, Air Kotor & Air Kotoron, Ven, Drainase & Talang Alr Hujon |
doan PERSAMPAH- LINGKUP PEMERIKSAAN
AN 1. Sistem Air Bersih 1. Sistem Plambing dltiusi Air [Alr bersih dan Air sekunder),
kodeo: PLp 2 Sistem Distribug Alr Dour Ulang (Recycling Water)

3. Initalasi Pengolanan Air Bawu (dilg ada).




No.

Bidang Dokumen yang diajukan

Kelengkapan isi dokumen

2 3

-

{2 Sistum Alr Penas

Sistem Pembangkit Alr Parss
Sistem Plambng distribusi Alr Panas.

| 3. Sistam Alr Koter/Limbah, Alr Kotoran dan Ven
[pips pelepas utara)

Sistem Plambing Air Kotor & Kotoran,

Sistam Pemipaan Ven (Pemipsan Palepass Uders)
Sistem Pangolshan Ar Kotor & Kotaran

Instalasi Pengoianan A Limbah ( IPAL |

Sistem Pendauran C_um‘ Alr Umbah.

4 Sistemn Drainese & Talang Asr Mujan

Sistem Talang Alr Hujan,

Sistem Cralnase Gedung.

Sistem Bidang Resapan / Sumur Resapan
Sistem Pendauran Ulang Alr Hujan

S.  Sistem Persampahan

Sistem Pengelolaan Sampah dan Tempat Penampaungan Semantara,
Sampah comestik crganik dan ancrganik
Sampsh B3,

S N O

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN

UTERATUR / BAHAN BACAAN

1. Peraturan yang hasue ditasti

Undang-undang Fi No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

nkes No 492/MENKES/PERANV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Alr Minum,

tood Hed L3

.__KepMenLH Nomor Kep-52/ MENLK/10/1335 tentang Saku Mutu Limbah Cair

KepMenlH Nomar Kep-1137 th, 2003 tentang Baku Mutyu Umbah Alr Limbah Domastik

Peraturan Pemerintah No. 74 th 2001 tentang Pengeiciaan B,

Paraturan Pamarintah Al No. 18 th. 1999 tantang vo:mo_o.u-u: Umbah 83 jo PP Nomor 85 Th 1999,

Paratran Pumurintab Al No, 82 th, 2001 tentang Pengelclasan Kualitas Alr dan Pengendalian Percemaran Ailr.

Paraturan Dasrsh Kots Bandung Na. S th, 2010 tentang wnu-::-) Ooncu.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 th. 2012 Tentang Pengelolaan Alr Tanah.

. Faraturan Walikota Bandung tentang SBangunan Gedung { sedang dalam proses penylaunan J.

=lo

- Pacaturan Waliksta Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses peryusunan |

2. Standas yang margadi acuan tals cata
perencanion

SN 159-6786-2002 Spesifkasi Simbol Gambar Sistem Penyediaan Alr dan Sistem Drainase,

SN 03-6481 Sisterm g!ﬂ.

SN 03-7085 Tots cars perencansen sistum Mumbing.

SNIO6-6371-2000 Tats Cars Pamilihan dan Pernasangan Ven Puds Satem Plambing.

N1 67732008 Spesifikasi Unit Paket Instalasi Pengolaban Air.,

SNIBT73-2008 Tats cars paransanann unit pakst instalasl Pengolahan Alr.

) B T O 1 P e B e O

SN103-2453-2002 Tats carn persncanasn sumur resapan untuk inhan v.ruw!.ﬁ-?

SNI19.6310-2000 Tata Cara PenimbunanTanah Untuk Sidang Resapan Pada :Ro.&:-: Al

9. SNI19.5466.2000 Tata Cara Eveluasi Lapangan Untuk Sistem Puresapen Pembusngsn Air.

Standar Nasional Indonasia belum mencakup hal-hal tersebut.

Catatan: Panggunaan standar asing seperti ANSI/National Plumbing Code, Britab Standard dan/atau lainrys hanya diperbolehian bllamans




Dokumen yang diajukan

Kelengkapan isl dokumen

)

4

KELENGKAPAN TEXNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1. Laporan Kriteris Perencansan

AL Peraturan, Standas dan Uteratur sebagai

8.  Sutem Alr Berslh :

1. ‘ﬂ:bﬂ-.'uo_; ugnIR sistem penyedian Alr Bersih/Minum dan dis

2. Sumber air dan kapasitas pengambilan air per menit

Y xnwnmc?.-: air E.: perorang pec harl,

Neraca Penggunaan Alr, melputl semua pe

Kualiztas &k untuk paruntiufican Yarg disyaratkan.

Batas kecepatan dalam pipa.

&,
5
5. Volume, jenls dan peruntukan tankisak penamaung air (i barsih dan air se kunder).
7.
8.
v

Sisa tekanan sada alat plambing

Jenis dan bahan pips yang digunakan.

C Slstarn Alr Panad

Penjelosan tentang sistem punyediesn alr pangs dan distribusin

Kebutuhan alr panas per orang per hari,

Subu Alr panas
tuk n bl

Jenis dan behan pipa yang digunakan

Panjelasan tentang sstem Da 1aw m-am.

1
2
3.
a4
5
6.
7.

Lraian cara 2odia sistom tarmasuk cara pengatdran suhuy air panas.

D Sistam Alr Kotar/Limbah, Air Kotarar dan Ven

Uraian / pangeladan sistam

lenis-jmnis Alr buangan dan sumber asal Air buangan

Volume air kotoran/iotor per kapita atay eauivalentaya

1.

2.

3.

4, Kocepatsn alran dalam pipa pengumpul.
5. _Jenis dan bahan 3 Yang cigunakan.
6.

Kemiringan Fipa.

E. _ Sistem Drainase & Talang Alr Hujan :

Intersitas curah hujan v digunakan dalam persncansan dan

Jum lah dan diment sumus retapan

1
2.
3. Kece 20 aliran maksimum dan minimum yang dizinkan.
a
S

Jenis bahan pipa yang digunakan

F. Instalas: Pengolaban Alr Baku (bWe ada) -

1 Kualitas air akan diolah dan kualitas hasil pengolahan,

Dasar pemiliban proses Gan uraisn penslasan slstem lahan

Faktor-faktor yang digunstan dalam perencanaan pada bagian utama darl pergolahan seperti prasedimentas!, serssi, hoagulasi,
flokulssl filtrazt. desinfeksi dan unit proses loin yang dianggap penting.




Dokumen yang diajukan

Kelengkapan Isl dokumen

)

4

ahan Alr Limban av2.~ !

Dasar pemilihan proses dan sistem oo:nm_lnzu:.

Besaran parsmeter-pargme ter u!.lo..-.c: dan kualitas alr hasil clahan yarg a:oﬁm.ﬁ?

Uralan penjeiasan

Uralan penjelasan pergalanan sekunder

Uralan penjeiasan pengolahan tersier

b bl 0 o d

Jralan penjelasan tentang rencana pemanfaatan alr hasll darl proses pendauesn uang a |limbsh

H. Sisterm Persampahan :

Uraian penjeiasan jenis-janis sampah buangan dan pengelclaannya, termasuk samoah B3 {bilo odo).

Kriteria timbulan ssmpah per kapite per hari untuk seting jons klasifikasi sampan.

Perhitungan volume sampah perharl

Uraian penjefasan tentang pewadahan sementara, lokas| Tempat Pecigumpuisn

Ponislasan aises dan manuver kendaraan umpulan sementara.

1
2
X
4. Penjelassn lokasi den Jenis kKonstr
5
[
7

2. Lampiran Pemitungan

Analisis dan perhity

Perhitungan laju sir bersih becdasarkan UBAP untuk penentuan ukuran-ukuran pips.

Penentuan ukuran pipa-pipa utama dan perhitungan .S?._!.D!. tekanan pada pipa wtama dan alur distribuss kritls

Anulisis pamiiiban pompa meliputi perhaungan dan pemeriksaan NPSH dan perhitungan tank! tekan bila digunakan. Lengkaps
dangan hurva sistem dan kurva pompa dengan menggunakan kurva dari fabirikan pompa (brand-name danfotou merk horus
Whopus)

Perhitungen water hammer.

vﬁ:a&‘w: untuk nal-hal yang khwsus (8Wa oda)

SLOn Alr Panas

B,  Si
1

Panelasan et

. Suhis gesain air panas supply dan return.

Kriteria kabutuhan air panas per Kapita par hanl,

Subu desan ir panas supply dan retum

Batas kecopatan dalam pipa.

Letentusn sise tekanan pada alat-slet plambing/slat-alat sanitalr.

lenis dan bahan pipa yang digunakan.

i
a
S
6.
7.
-3

Jenis Solsyl pips yang digunakan

1. Penjelasan tentang sistem sir kotor, air kotoran dan ven
- X Pardgelasan jandsjonis air buangan dan sumber asal air bu
| E: i kotaran dan air kotor par kapra




Bidang

Dokumen yang diajukan

Kelengkapan isi dokumen

i

4

5. Kriteria kemiringan Plpe

G. Analisis Fendauran ...-s:h Alr termasuk pemanfaatan alr daur ula:

D.  Sistem Drainase & Talang Air Hujan

1 Perhitungan kebutuhsn tala

ke badan air penerima atau SLETUr resapan.

2 Perhitungan diameter pipa dan atau dimers| saluran terbuka di luar bangunan (drainase Nalaman) sam pal dengan peryambungan

1 Paryslssan dan perhitungsn penggundsn materlsl sintetik perasapan air hujan (bile digunakon)

< Analisis dan btiz:gc.s:: Sumur resapan yang nm»icg_ Rs_ngnu: dimensi SuMur resapan.

1 Anslisis dsn perhitungsn proses dan hidrollks sesusi dengan urutan urit-unit pergolah,

p Parhitungan kehutuhan daya liszrik untuk selurah instalasi.

F instalasi Pergolahan A Limbah (IPAL)

1 ___FPenjelasan pembebanan sistem pengolohan air limbah : Beban 800 S5, Hidrols,

Kritaria desain kaluaran BOO dan S5

2
3. Analisis dan perhitungan proses dan hidrofika sesual dengan urutan unit-unit pengolah
4,

Pechitungan kebutuhan daya Sstrik untuk seluruh instalasi.

G, Sstem Peessmpaban :

ol

L vu..:.:.nﬁu: volume sampah-sampah oerhart

an u&«:bo: Sementara

3. Gambar-Gambar Perentansan

-

Daftar Gambar

N

Daftar zsimbol & sagkatan.

Sistern Plambing |

1) Diagram Sistem Air 8erslh,

Z} Dingram Sistemn Adr Panas |&o oda).

3] Diagram Sistem Air Kotor, Aw Kotoran & Ven

4] _Diagram Sistern Talang Alr Hujan

(ke ada)

51 Gambar Tapak yarg meaunjukkan 1alur dan laringan PDAM, Sistem Aw Bersin, Alr Kotor & Kotoan, Air Hujan, lokas! sumur calam

6] Gambar Denah Tobet dilengiani dengan gambar isemetri (urtuk toilet tigikal cukup dibuat 1 saja).

7] Gambar Detall Ruang Pomps Air Sersih dan Ground Water Tank

B Gambar Detail Rood Tank dan Pompa Booster

(biVer ado)

9}  Gambor Buiding Trop.
Gambar Sistem nstalasi

lahan A Baku/Av Bergh (Qilo oua)

11) Gambar Sistem IPAL lengkap berikut gambar

denah, potongan dan instalasd E.E% (o oaa).

13) Gambar Sumur Resapan.

rikut gambar denah,

b Shtem Parsampahan




Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan sl dokumen

2 3 4

1) Diagram sxematik sistam pengamghutan sampah termasub trash chute dalam gedung {bilo ode)
21 Gambar ak vang manuniukian TPS di luar -nnu,
1) Gambar detall TPS di dalam gedung, serta persyaratan temperatur dan ventissi.

4) Gambar tats letak peraistan.

5] Sambar-gambar lain susual kebutuhan

SISTEM LINGKUP PEMERIKSAAN
PEMADAMAN 1 Sistem Plpa Tegak Midran (Stondpipe ond Hose System)
KEBAKARAN AKTIP 2. Sistem Sprinkler Otamatis [(Autovnatic Speinkier)

(Siatern-sistem 3. Sistem Pompa Kebabaran (Firepumps Set|

Proteks! Kebekoran | 4 Sisterm APAR (Portoble Fxtinguister]

Axcin 5. Sistem Pemadaman Otomatis dengan bahan/zat aktif lainnya (bdla ada)
koda: PKA

[ PERATURAN, STANGARD 7 VAVA CARA PERENCANAAN & UTERATUR ] BAHAN SACARN

1. Peraturan yang hards citaat| Undang-undang Ros_indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Mantar! PU No. 26/PRT/I/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteks Xebakaran Pada Bangunan Gedung dan

Lingkurgan

Peraturan Daerah Kota Bandung No, 3 th, 2010 tentang Bangunan Gedung,

Paraturan fe-:rB Sandung tentang Ba usunan |

Regulasi/Ketantuan yang berkenaan dengan unt Permadam Kebakaran Kota Bandung dan DEPNAKER.

SN)I03-1735 Tata cars parencanasn akses Bangunan dan akses lingkungan untuk pencagahan bahaya kebakaran pads bangunan gedung.

SN103-1756 Tata cara perencanasn sistum proteks| pasd untuk pencegaban bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung.

SN1Q3-1745 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk penceagahan bahayas kebakarsn pada banguran

rumah dan gedung,

SN103-3985 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem Springkler Otomatik untuk pencegahan bahays kebakaran pada bangunan

gedung.

S M o«m—v.o Tuts cara perancanaan dan pamasangan sarans Jen ke luar untuk penyslamatan terhadap bahaya kebakaran pada
bangunen gedung

E. SINI 03-6570-2001 instalasi Fompa Yang Dipasang Tetap Untuk Proteksi Kebakaran,

7. SNI03-1746-1989 Metoda v.:.-v!.h!. Pamacam Aps »SE untuk vs:nshuza Bahays Kebakaran paca wsnc.. Rumah dan Gedung.

8 SNI dan/atau standar lainnys sesual dengan kebutuhan sistem pemadaman kebakran 3 gedung In.

Catatan: Penggunaan standar asing seperti NFPA, British Standard dan/atau lainnya hanya diparbolenkan bilamana Standar Nasional

Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut,

3. Uteratur dan bahan bacaan yang cisarankan 1 NEPA-13 Standard far the Installastion of Sprinkier Systems,

p NFPA-14 Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant and Hase Systems

3 NFPA-20 Standerd for the Installstion of Stationpary Pumps for Fire Protection,

4. NFPA-10 Standard for Portable Fire Extingulsher.

S 853-9999 Code of Practice for fire safety in the design, manasgement and use of bulldings.

6

7

~

2. Standar yang menjadl acuan tata cara
perencansan

a2 O S S

¢ Soekartono Soewarno, “Pemahsman Terhadap Instatasi Femadam Kebakaran Berbasis Air®_ 8K.Mesin, Pil, 2011
Z.-Jo:ﬂ m:—!‘ F_ Fire Departments Hydraulics.
8 Crane Co Flow of Fluids Through Wahes, Fittings and Pipe.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG
1 Laporan Kriteria Perencanaan A Peraturan, Standar dan Literstur sebagsi perryatasn bahwa perencanaan 3-3‘:.:2 hatentuan tersebut




Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen
2 3 4
8 Sistem Pips .?nwr Hdran .
1. Analsis Hidran & Siamesse, dilengkaps gambar penjelas yang diberi lingkaran-lingkarsn untuk maryslaskan jarak/jangbauan,
meliput! ;
a. Jarak moksimum Hidran kota terdekat ke pembarhuentian mobi PK.
b.  Jarak maksimurn lokasi pgemberhentian mobll FX ke siamesse,
<, Punembaben hidran halamen bila diperdukan sesual ketentuon di Permen PU dan Jatau SN,
d.  Sumber Alr Hidran Halaman,
> 8 Pemeriksaan jarak antar katup lancing dienghap' gambar pen|efes yeng ciberl lingkaran-ingkaran untuk men|slasicen jangkauan
Iuas (coverage orea) dan kompartemens! (Deriaku untuk selurub lantal, seda Lrituk lantal tipihal cukup 1 gambar),
3. Analisls Kelas Pelayanan dan Sistem Pipa Tegak & Slang yang dipihih ¢
i Kwlas Pelayanan
b Jenis ®ipa Tegak vang dipasang.
c Diameter pipa nEx.
4, Batac-batas tekanan yvang harus dipenuhl :
a Tekanan untuk katup 1,5 inch dan tekanen untuk katup lending 2.5 inch
;3 Tekanan makumum yang dlijinkan pada ploa tegak,
3 Tekansn maksmum yang dliinkan pada sistem.
5 Laju Fasokan Ak yang disyaratkan untuk plos Tegak ak.
6 Uraian penjaiasan tentang sistemn Pipa Tegak dan Sang mencakup rugukan, tekanan, jmish pigs tegak, sistem pompa, pesokan air,
KSSX, dil.
7. Jenis dan Bahan dan kolas kekuatan 2ipa dan 2:e50Nesnya.
[ Sistem Sprinder Otomatis ¢
1 Klasifikasi Kelas/Sifat Sahaya Kebakaran pada Gedung.
2 Arnkitis panentuan Sistam
3 Ketenia penempatan kepala sprinkler, meliputl =
™ Luat lingkup per kepaia sprinkler sesuai ketentuan SNI.
b, Yekaran Alr pads kepals sprinker.
c. Maksimum 5 x O,
d.  Ukuran kepata sprinkier,
.. Kepadatan pancaran air,
1, Jenis/spesifkas! kepals sprinkier
D. _ Sistem Pormpa Kebakaran { Firspumps Set |
1. Skema instalasi Pormpa Kebakaran sesual rujukan encanraan lengkap dengan piod test all.
2 Analiss set pompa kedakaran yang dipasang tetap
o, Suction type.
b. Jumish Pompa Utamas,
c Junis Pompa Utama
(L8 Janis Pompa Jechey,
¢ Instrumentasi dan kontrol.
f Sistemn Operasi ckomats
A




No. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isl dokumen
1 2 3 a4

Sistem APAR

1 Uralan sistem APAR mellputl penjeinssn beriait ini :
2 S50t bahays kebakarar, jenis APAR dan ukurannya,
b, friterla jumiah APAR
€. Jarak pemasangan antar APAR

Sistem Pemadam Kebakaran dengan Bahan/Zat Akl lainrya

1. Uralan penyelasan tentang bahan/zat akuf yang clgunakan dan alasan pengEunasnnya.

2. Uralan penjelasan cara pelapssanays,

3. P iR yona dan batas ang dibndung',

4. Kriteria tekana an.

5. Reforenci 1313 Cara perencanaan yang n”.:‘b:.

2. Lampéiran Perhitungan Sistam Pipe qob.nr Hidran !

1 Analisis perhitungan jarak-jarak untuk pilar hidran kots dan/astsu pilss hidran halaman.

2. Aralisis perhitungan Jumidsh pips

3 Anulisls penermpatan kotup sambungan pemadam kebakaran [samesse CONNOCLion)

4 Analists jeniy saf kebaharan vang harus tersedia : smoke vestoule, It dan tangge berdasarkan dalammya basemen paing bawan
dan/atau tingg: gedung.

5.

7. Analisis dan o;ac:nm: penentuan dimens pipa

8, Analigis dan parhitungan alat-alat penurun texanan

9. Analigis dan perhitu tekanan rpa Kebakaran [five sumops).

10 Kelengkapan Kotak KSSK (Katup Sambungan Selang Kebakaran| Gedung ( Fiee Mase Codiner ).

11 Spesifikasi Sambungan dengan Petugas Pemadam Kebakaran pada katup landng dan siamesse

Sistem Sprinkier Otomatis :

1. Perhitungan hidral dilenghapl dengan sketsa pemiosan

2. Analisls Jarak sntar kepals speinkier sesual cengan tingkat bahays dilengkap| dengan sketsa [ungkavan ares {coveroge area)
sprinkler

S, Analisis dan perhaungan umuk penentuan ukuran pembagl utama. pips pembeg . pipa cabang.

4, Analisis dan perhRungan siat-alat penurun tehanan (ovessure reducing vaive don/atav orlfice plote).

) Analisis dan serhitungan tekanan ang diperivkan,

Sistem Pompn Pemadam Kabakaran [Fre pumps ser| !

1. PemiBihan Pompa Kebakiran dan Pompa Jackey yang dilengkapl dengan kurva Pompa yang menjelatkan Koats! Desain, Thurn
Pressure, Extended Flow ~ lenghapl dengan sketsa menggunakan kurva dar fabirikan pompa (Arand-name don/ctow mesk harus
dihapus ).

2 Analialy dan perhituagan kebiutuhan penyediaan daya llstrik untuk pompa kebakaran,

Sisten Pemadam Kebakaran dengsn Bahan/Zat AKUS lainrys -

1. Analivs dan perhitungan kebutuhan banan/zak aktd.

.I%




No.

Sidang

Dokumen yang diajukan

Kelengkapan isi dokumen

4

s Parhitungan sisa volume bahan/zat aketif paca pipa.

3. Parhitungan panentuan Waran oipa

4, Perhitungan kehlangan tekanan pada pipa

3. Gambar-Gambar Perencanaan

Daftar Gambar.

Lad g

Daftar simbol & singkatan

Sistern Pipa Tegak Hidran rinkler Otomatis can APAR:

tinkler — bila menerapkan sistem kombinasl|.

2. Diagram Sistem Sprinkler Otomatis (ti tly dibuat ah ~ bila n distem kombinas )

3. Skedul pompa kebakaroan.

4 Gambar tagak yarg menurgukkan @

a. Jalur planflintasan mobill PX

b. Posisl Pilar Midran kcta
Posisi Pllar Hidran halaman (bile dipesiukan)
Posisl parr mobd PK
Inclikasl Jarak motil PK ke Plllar Hedran
Inclikisi Jarak mobil PK ke Slamesse
Jarngen geenipaan di tapak

i« s nn

5. Gamboar-gambaer densh yang menunjukkan :
» Posisl Kutup Landing 2.5 Inch
] Posis| Kotak Sambungan Selang Xebakaran 1.5 inch
<. Posisi Peletaban APAR.
d Katup Kendall Cabang sprinkier
Catatan !
I, Masing-masing dilergkspl dengan lingkaran-lingkaran coverage ures.
I, Bertaky untuk seluruh lantal, untuk lantal tipikal cukup 1 gambar.

6 Gambar Lantal Da

7 Gambar Ruang Pemao cliengkapl skematik sstem pomaa, shitem pengaman tekanan, skema kontrol operasi otomatils, catu days
Nstrik, dan lain-lain yang relaven,

10.  Diagram Sistern Catu Daya Ustrik Pompa PX,

Dingram Satem Deluge Spinkier dan/atau PraAction S

inklar (bila menerapkan sistem inl).

12, Tata Letak Sistem tectebut di atas,

13. Gambar.gambar @innya sesual kebutuhan untuk menielaskan sistem Inl

1, Tatalatak Panempatan APAR di setinp lantai [untuk lental tipiksl cukup 1 buah gembar] dilengiagi dengan lingkaran-lingkaran
COYRraze area,

2. Detail Pemasangan APAR

Sistern Pemadam dengan bahan/tat aktf lanrys .

Disgram Sistemn

- —

Disgram Sistem Xontrel Operadl dan Sisterm Peagamanannys

3
% Tata Letak Sistem.
3
4.

Gambar-gambar lainnya sesual kebutuhan untuk menjelaskan sistem PK.




No. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan Isi dokumen
1 2 3 4
5. SISTEM LISTRIK LINGKUP PEMERIKSAAN
ARUS KUAT DAN 1. Sistem Catu Daya Ustrik Sumber Days meliputl Sumber Daya Utarma dan Sumber Daya Cadargan,
PENANGKAL PETIR Sistem Oistribusi Te an Menengsh.
kode: LAK

1

2.

3.  Sutem Distribusl Te an Rendah termasuk Sistem Oistribusi
4 Sastem UPS dan Distribus Daya Listrik UPS.

1

2. Sistem Pancahayasn Sustan

Sistem Penca
3 Sstem Pencahavaan dalam keadann darurat.

3. Sistern Pembumian

Mallputi : Instalasi Pembumian sstem disribusi days dan pembumian pengamen

Meloutl ! Instalati Panangkap, Penghantar dan Pambumian

1. Parsturan yang harus draat

& ..:.—:chs n P)R;. BACAAN
02 Tentang Bangunan oa‘h

~. v...ﬂnE!. 2.:.02 U Mo, navqusuoow th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteks! Kebakaran Pada Bangunan Gedung tan

.._mﬂ:nho:

2. Standar yang meniadl acuan tata <ara
perenconssn

3. Peraturan Dasrah Kota Bandung Ne. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung

4, Peraturan Walikots Bancy tentang mnBv.D!. oouc.ilqu_ﬁg Proses penyusunan )
5. Peraturan Walikots tertang Gedung Hijau ( sedong dalom oroses peny )

8,

1.

2. SNI103.7013 Sitem Proteks| Petir Pada Bangunan Gedung.

3, SNID3.657S Tata cars perancangsn sistem pencahayain buatan pacda ban Lc:g gedung.

A, SN103.61397 Kenservas | $lstem v.:au:v 2an Pa n Ged

Catatan: Pergsu

1 Laporan Kriteria Perencanasn

A Peraturan, Standar dan LUteratur se emyataan Dalkwa perencanaan menglkuti ketentuan tersebut.
8, Sistern Catu Daya Bstrk -

1, Uraian Penjelasan tentang Sistem Peryecioan Ustrik, mellputi ;
Sumber Daya Utama, Sumber Daya Cadangan, Sumber Daya Darurat dan Sumbar Daya URS.
Konzeo peralhan darl Sumber Daya Utama ke Sumber Daya Cadangan
Rumah trafo (power house|.
Koniep pengendallan Faktor Daya,
Jenls-jenis beban & prioritss layanannaya.
Implemantasi sistem superdsy/ menitering yang diterapkan
Karakteristik sumber da
2 C«mv: penjaiazan sistem Distributs Tegargan Menegah [TAM], meliputi
A Sistem dan jenis instalas yang diterapkan.
b Jenis Femutus Daya yang diplilh untuk incoming, Metering, Beban & Outgoing.
c. Sisteen panghubung antara Pemutus Deaye ke unit Transformer.,
d. Penjelasan tentang rumash gardu berikut Instalasi Panel Tega

~apoTy

, frakuensi dan keandalan




No.

Bldang

Dokumen yang diajukan

Kelengkapan Isl dokumen

A

-

Uralan penjelasan sistom Distribusi Tegangan Rencan [TR], maliput)

Sistem dan [enls inetalasi yang alterapkan

Janis peralatan pamutus daya yang digilih untuk iIncoming, Metering, Seban & Outgoing.

Sistem penghubung antara Trafo Distridusi ke Pamutus Daya di Panel Indus Tegangan Rendan,
Sistem penghubiung antara Pemutus Daya o Panel Induk Tegangan Rendah ke sub panel distribusi
Penjefaszan tentang ruang Fanel Tegangan Rendah

Implemantasi sistem suparvisl/ monitosin diterapkan

o B - L -

C. m..ﬁl!: v.:wu-.-wn&s !

1.

Uraian wlasan tentang kriteria tingkat kuat cahaya pilih untuk tiap |enis ruangan

Uraian tentang konses pencahayasn alami & konsep pencahayaan busten,

Uralan konsep penghernatan enersl, meliputi |

a Penentuan [enls-|enis lampu berikut armaturnyas yang dipiih berikut ursian kuat cabayenya.
b. Pola grouping dan penyalaan lampu

c implementasl tistem panyalaan lampu dengsn sansor gerak.

Uralan sistem Pencabayaan Danurat, meliput |

2 Sistem yang diterapkan, sentral atav incwidusl

) Xoneep aktivasi/penyalnan lampu darurat dalam keadaarn smuergeny.

C Titik-titik pancanayaan darurast sesual decgan konsep svakuas dalam keadsan darurat

D. Sistwn Pombumian -

i

Penerapan kongap titlk pembumian [grownading) untuk penysluran ;

» Arus Gargzuan Hubung Singkat, Arus Sccor dan Residy Muatsn

5, Arus getir sambaran tak langsung.

3 Nolse skibet harmaniss steu penysbab lainnya [untuk keadoon pang tertentu dan yang khusues),

Konsep titik pembumian (grownding) dan penyamaan tegangan (equipotentiol bonding| terkait dengan tegangan santuh dan
tegorgsn .!.ﬁ.ﬂ:

1.

E. Skstem Penangis| Petir

Uraan penjeiasan tentang konse

Penstapan proteks| ssmbaran .i:h..::- & tidak .!E.

2.
3.
4.

Jjenis noxzo_oEai.:?

Alagan dan gsamilihan nnr\.o.om, yang cemaksud,

2

Lampiran Pechitungsn

A, Sistem Catu Daya listrik :

1

Perhaungen kebutuban daya listrik ¢ bangunan gedung meliputi :
2 Beban normal

b Beban gangguan.

[ Beban keadaan darurat

2.

Neraca unaan dayva & anaiizss dan itungan Faktor Dava.

Penentuan apasitas surnder days meliputl ;

2. Sumber daya listrik utama.

&,  Sumber daya listrik cadangan.

c. Sumber cdaye listrik dalam keadsan derurat,




No. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen
1 2 3 &)
a. Analisie dan paritungan penghantasan listrk pada Instalas) sumber daya, mesputl
3. Perhitungan suzut tegangan
B, Parhitungan untuk penentuan ukuran pengnantar.
£ FPurhzungan arus hubung siagkat
S, paralatan pemutus daya [sisl TM dan TR).
8. Kernampuan hantar arus kanduktor dan penstacan ukuran diameter kabal (sis T™M dan TR).
7 Kemampuan hantar arus dan penetapan Ukuran senampang Bushar (sisi TM dan TRI.
- hat ke da k nah.
B, Sistem Pencahayaan :
Jumiah titik lampu ger ruangan sesual dengan kriteris kuat penerangan di rusngan teriss ot
a. Porhitungan jJumiah titik pembumian & uicuran penghantar untuk penyaluran arus gangguan pada Instalas! paralatan TV &
Instalasi peralatan TR,
3. Porhitungan untuk penentuan ukuran penghantar & ik pembumian untuk peralatan khusus.
Parbitungan untuk otential bonding) antar badan peralatan
D, _Sistem Penangks) Petie ;
3 Penertuan Probabilitas arus Patir,
2 Panetapan Ma n sdarys babhaya petis
3 Perhiturgan arus gangguan patr & penantian [umish btk pembumian
S Penctapan uouran & jenis hantaran panyalur petir,
3. Gambar-Gamber Parancanaan 1 Daftar Guambar
2 Ouftar simbol & singkatan
A Shitern Catu Days -.-w.s__. 3
1. Diagram Siatem Sumbar Oaya Ustrik mencakup Tegangan Menangah dan Tagangan Rendah
2 Rizser Ciagram Sistem Distribusl Daya Liztrik di bangunan gedung.
2 Gambar tapak yang menunjukken posisi Gacdu PLAN, Inlur Kabel, posis Power Mowse untuk Tegangen Menargan & Tegangan
Randah.
a4 Gambar Denah Peaysdiaan Daya Listrik di satiap lantal {untuk antai tipkal cukup 1 denah),
5 Gambar Tabal Beban PHB untuk daya dan penerangan
8. Sistem Pencahayaan |
| Denan/Tats Letak Lampu-amau di setiap lantal, termasuk Indikasl titik-taik Lampu Penerargan Darurat dan [alor svakuas keadaan
dururat (untuk lamtal tipikal cukup 1 dunah).
3. Diagram Instalasi Pencahayaan & Pancahayasn Darurat {Uniuk lantai tipial cuhkup L denan)
C Sistem Pembumian |
3. Diagram Sistam Pambuman,
2. Sambar tapak yang menunjukican titik-titik pemoumian,
114




Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen

2 3 a

p) Detall Pemmbumian
D, Sistem Penangkal Petir :
L___ Dlagram Sistem Penangkal Petlir.
al Patir untuk manjelasian jalur penghantar menuju tisik pembymian,

SISTEM USTRIK LUNGHUP PEMERIKSAAN
ARUS LEMAH 1 Sistern Doteksl gan Alarm Kebakaran Pusat nomrol gdar Sistem Ceteksi can Alarm Kebaxaran
kode: LAL Instalasi Sistem deteks| dan Alarm Kebakaran

Pearanan Sistem Deteksl dan Alsrm Kebakarsn dalem kesdaan dorurat
Puant kontral darl Sistern Tata Susra.

Sistem distribus! suara

Sistern tate suara dalam keadaan derwrat

Sisterm PABX yarg digunakan [bila oda).

Sistem distribus| saluran ke pesawat telepon,

Sistem telpan nirkabel bils ada,

Pusat kontrol carl Sistam CCTV dan Sekuriti.

Shatem Kamera dan Deteksi Sakuritl dan instalasinya.
Paranan Sistam CCTV dalam keddaan darurat.

Puset kontral BAS,

Titik-titlk monitor can kendali RAS

Peranan Sistem BAS dalam keadsan daryrat

2. Sistern Tata Suere

3 Sistern Telepon

4 Sistem CCTV dan Security

S Sistam Building Automation

VRS (TR RN (] SR

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1, Peraturan yang harus ditasts 1. Undang-undang Rep_indenesia Ne. 28 th. 2002 Tentarg Barguran Gedun

2. Peraturan Menterl PU No. 26/PRT/M/200E th. 2008 Temang Persyaratan Teknls Sistem Protess Kebaxaran Pads Bangunan Geaung dan
Uingkungan,

Porutusan Dascah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Sangunan Gedung.

Pernturan Wallkots '!Jlr.u- tantang F!-_\.l) Q.&S- | ullh:ﬂ dalom proses perpazunan }

Parpturan Wallkats -'J’:.‘o!‘.:h D&Sh Hijau [ sadang Jolom proses pempusunon )

Peratuwan perundangan tentang Telekomnikasi,

Regulasi/Ketentuan yang berkennan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung dan TELKON

2. Standar yang menjedl acuan téta cara SAlI 03.3965 Tertang Tata Caro Perencanaan, Pemasangan, Pengujian Sisteem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk pencagahan baheya
perencanaan kebakaran padas bangunan gecung.

Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolenkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencasup hal-hal terzebot

3
a
5

(2
7.
i

KELENGKAPAN TEENIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIFERIKSA TABG
Laparan Kriteria Perencanaan A, Peraturan, Stancar dan Literatur sebagal pernyntaan banws perencanasn mengikuti ketentuan tersebut
B. _ Sistem Deteks| dan Aarm Kebakaran !
1. Uralan tentang dasar pemilihen sistem, antara lain | Pemydlhan sistem deteksi (konvenssonal atau addressable), Perniliban jenis
alat deteksi (detehsi asap, temperatur atau loju kenaikian temaeratur], Perentusn alet penggil manual, Penentuan jenis Alarm
Audio dan Visual termasuk penjelasan tenteng sumber dayae untuk perelaten
2. Dusar parhitungan dan asumai-ssumsi yang dipergunakan, antacs lain jarak antar titik dotoksl, luas tonae alarm kebakaran,
penuntuan huat sinyal audibel dan visual, Kepasites cety daye dan perkabelan.




No. Bidang Dokuman yang diajukan Kelengkapan isi dokumen
1 2 3 a
3 Detall Pambumian
D. __ Sistem Penangkal Petir :
1 Diagram Sistem Peranghal Petir
2. Cambar instalasi Penanghal Petir untuk menjelaskan jalur penghantar manuju titik pembumian
3. Detall Penasgkap, Titik Pembumian dan Penempatan kabe! senghantar
3 SISTEM LISTRIK LINGKUP PEMERIKSAAN
ARUS LEMAMH 1. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Pusat kentral diri Sistem Deteksi dan Alarm Kebakarsn
kode: LAL Imatalasi Sistem ceteks dan Alarm Kebakcaran,

Peranan Sistam Deteksi dan Alarm Kebokaran dalam keadaan darwat

2 Sistem Tata Susra

Pusat kontrol dari Sistern Tata Suara,
Sistem distribusl suara,
Sistem 1313 suara caiam keacaan carurat.

3. Sistem Telepon

Sistem PABX yang digunakan {bMe adal
Sistemn distribus ssluran ke pasawat telepon.

4. Sistem CCTV dan Security

Pusat kontrol dan Sistem CCTV dan Sekuritl.
Shiterm Karmera dan Detexsl Sekuriti dan instalasinys
Peranan Sstem CCTV dalam weadaan darurat,

5 Sisten Buiiding Automation

Pusat kontrol BaS,
Titik-titik monitor dan kendall BAS,

1
2,
3.
y 18
2,
3.
1.
2.
3. Skztem telpon nirkabel bils acde
1
2.
3.
1.
2.
3, Peranan Sistam BAS dalam keadsan daruras,

1. Peraturan yang harus ditaat

PERATURAN, STANDARD J TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

&

1. Undarg.undang Rep Indonesis No 28 th, 2002 Tentang Bangunan Gedung

2. Paraturan Menterl PU Mo, 26/PRT/M/2008 th, 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteks! Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan,

) Pacaturan Daarah Kota SBandung o, 3 th, 2010 tentang Sangunan Cedung

4 Peraturan Walikota Berdung tantang Bangunan Gedung ( seda r LSUAON ).
S Peraturan Wallkots Bardung tentang Gedung Hiau ( sedong dolam proses penyusurar |,
&

X Peraturan perund an tentang Tes kamrikas!

2 Standar yang men)sdl scuen Lets caras
PeareEncanesn

7. Ruguladi/Ketontuan yang berkensan dengan Unit Pemadam Kebakaran dan TELKOM.
1, S5NI03-3985 Tentaryg Tata Cara Perencandan, Pematangan Pangujian Satem Deteksi dan Alarm Kebokaran untuk pencegahan bahaya
knoakaran pada bangunan gedung

Catatan: Pengavirasn standar asirg ha

olehkan bilamana Standar Nasianal Indonesia Belum mencakup ha-hal tersebut

1 Laporan Kriteria Parsncansan

KELENGXAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABRG

A Peraturan, isarsdnr dan Literatur scb_o‘al pernyataan bahwa perencanasn mengikutl katestuan tersebut
B.  Sistem Deteks dan Alarm Xebakaran

1.  Ursian tentang daser pemilfan distem, antara lain | Pemiliban sistem deteks| [konvensional atau addressable), Pamilinan jenis
alar deteksi [deteks| asap, temperstur atau laju kenaiken tempuratur], Penentuan alat panggl!l manual, Perantuan jenls Alarm
Audio dan Visual teemasuk penjeiasan teatang sumber daeys urtuk peralatan.

e Dasar perhitungan dan asumsi-asumsl yang dipergunakan, antacs lain jarak antar titik detoksi, buds 2ana alarm webakaran,
penentuan kuat sinyal audibel ¢an visusl, Kapsaitas cutu daya can perkabalan




Bidang

Dokumen yang diajukan

Kelengkapan Isi dokumen

3

3. Uraian cara erga aistem, malipati penjelasan tantang bagan-bagan yang bekerja secara manual dan ctomatis termasulk integras
dengan sistem-sistem [3innya antara lain :

Sirrgal ke Pox PK terdekst

Aktivasi Fan Peneian Saf PX

Aktivasi Sistemn Darurat Kebararsn Sistem Elevator,

Aktivasl Sistemn Tata Udara dan Ventiasi darurat kebokaran,

Konsep pemadaman Catu Daya Listrik ketika tecjodi kebakaran

Bila gedung dilengkapl dengan sistem sacurity (sepert! Access Contral System dan CCTV Siatem) narus diuratkan

keterkakannya dengan fungs! sistem securly serts Utik-tith deteksi yang dimonitor cleh sistem security

L Sils dipsaang BAS (Buiiding Avtomation Syatem) harus draikan fungs sistem deteds| yang dimonitor atau dikendalikun cleh
8AS.

n. Xomes komunikedl Volcw yang ditaraphan ketihs tesad| kebakaran.

- ant o

4. lenis kabeldan peraiatan yang dipergunakan,

C Sisterr Tata Suara ;

3, Uralan pergelasan sistem yarg dipasang meloun Public Address gnum Car Cal dan Tata Suara Xhusus
p 3 Uralan cara kerja Sistem Tata Suara dalam keadaan operasi normal maupun keadaan darurat kebukarsn

3. Dasar pomiinan & penentuan jenis-jenis Sceaker yang dipasang

[ D Sistem Telepon:

=

. ___Uralan penjelasan sistem kom unikasi telepan diterapkan

Uraian cara kerja Sstem Telapon dalam keadaan operasi normal maupun danurat kebakaran

Asumsi-ssums untuk dnlunlb.an dalam Eorhitun1sn.

Jonis-jenis telepon extension yang akan dipasang

o fun o fe e

Eungsi-fungsi rambahan Enﬂcst yang disediakan di PABX

Lraien tantarg sistem telekamun fkesi nirtkabel yang dsediaban (bife odo).

E. Sistem Oosed Circult Tedevision [CCTV) & Security -

3 Uraian penjefasan sistem CCTV dan Sekuritl yang direncanadan bais dalam headaan operasi normal maupun aperasi saat tenad|
kebakaran

Uralan penjelssan cuangan-raangan yang d'loﬂlkgn Sengan hamera CCTV dan detektor sekuriti.

Jenis-jenis kamers dan detsktor yang digunakan sesual fungs| dan jenis ruargnys.

2
3
4. Penetapan Video Analytic yang diterapkan dalam pareckaman data melalul sstem CCTY
S

Panetapan teknik kompresi, teknik perekaman dan dasar penstapan ena oerekaman data yang dirercanakan untuk dasar
gerhitungan kapasitas Video Storage.

F Sistam BLNLDING AUTOMATION ’B&S! ]

1, Uraian perjelacan sistem stomatl yung skan diteraskan di gechung ini

2. Uraan tentang protokel komunikasi iIntern sstem BAS dan kemunikasi de sistem-sstem lainn

3 Urasn kera BAS mencaiup huburganmys dengan tistem-sistem lainnys, temasuk hierark! dan BAS dalam hal integrast dengan
Listem-gisteen lain vang terhubung dangan BAS, bak daam ke stasn normal maupun dalam tandaan darurat terutama Jisten
Cotu Duya Lstrik, Satem PE, Sstem VAC dan Sittem Trantoortasi Vertikal

Lampiran Perhitungan

A Siatern Deteks dan Alarm Kebakaran !




Bidang

Dokumen yang diajukan

Kelengkapan isl dokumen

B

Panentuan luas 2ons detekslfosp.

Kapasitas catyu days dan pengkabelan,

Penentuan kuat suara sinyal alarm,

afw ol

Pansmpatan pane utama dan panel pembantu serta letek ruang Pusat Kendall Xebakaran (FCC).

8 Siaten Tala Susre

L Analisis Penentuan Nolse Level ruangan, Xuat Suara & Daya spenker dan Distnbusi Suara

2 P.«W kebutuban Dayva Amglllnv di sentral tata syara.

3. Perhitungan kapasitas catu days. Kebutuhan baterel backup dan pergksbeisn

C Sistam Telepon !

1. Analisis traffic telekomunikasi dan perhitungan jumiah sambungan TELKON.

1. Pechitungan jumiah extension dan kapasitas sentral teiepon yang diperivken.

¢} Sistem Closed Crcult Televiston {CCTV) B Security ©

1. Penetapan fokus per lensa yang cipilih

2. Pemitungan jumian kamera yarg diperiukan dilengkapi dengan penetapan Feld of View dan Depth of Field dar xamera yang
dpillh serta kuat persrangan minimal dari obywk/area yang dipantag.

3. Nmmmlln kagultas gstemn penyimpanan data sesual tekn ik kompres| dan toknik perskaman yang ditetapkan

E Sistem BUILDING AUTONMATION (BAS)

1, D-rhaunlon kubutuhan basaran kacasitas peralatan catu dayas, Batesi B parkabelan BAS.

2. Perhitungan [tabel) jumiah titi monitor dan titik kontrol dari BAS

3.

Gambar-Gambar Perencanaan

1. Daftar Gambar,

2 Daftar simbal & sirghkatan,

A,  Sistem Deteks! dan Alarm Kebakaran :
1 Diagrarn skematk dan Riser Diagram sistem detexs| kebakaran termasuk sistem pasokan daya fistrik serts pengamannys.

2 Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan integras: dengan sistem-sstem lain yang berksitan dan menunukkan posisifioxas
Ruang Kendall Xebakaran (FCC: Fxe Commond Control| dan lokast Ruang Pusat Peralatan Utama Sstem Deisks Alarm Kebakaran
Garnbsar tats ietak titdke deteks dan siarm tiap lantai (untuk antas tplkel sukup saty gambar)

Gambar pcn‘kawnm Swmng amomt Ewamm sontral deteks: & 3larm kebakaran

.___Gambar tats letak panel pangendali utamas dan panel bantyu, yarta lokasi slekiroce pembumianaya.

i
4.
3
S

istem Tata Suara L
Clagram Sistem Tata Suara dan Riger Diagram sistemn Tata Suara

Gambar tapak bangunan unuk menjelaskan hubungan dengan instalasi la nnya yang berkaitan

Carrinar tata letak titik Spescsr tap lantal [untuk lantel tipdkal cubup satu garmbas],

[l [

Gambar pengkawatan {winng dicgrom) peralatan sentral Tata Suara dan panel bantu (terminal bax) sebagsi sarana antar muka
Sentral Tata Suara dengan titik Spoakar

C. Sistem Tol,gon 3

1 Diagram Sistemn Telepon dan Riser Ouagram sistem Telepon.

2. Garmbar tapak bangunan uatuk murjelaskcan buburgan dengan nstalas) ininnys yang beckaitan

3 Gambar 1ata letak 1eik Tefepon tiap fantat (untuk lantal toikel cukup saty germbar)




No. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen

1 2 3 [

4 Gambar pengkawatan lwiing diogrom | peraatan sentral Telepon dan panal bantu (terminal box| sebagal sarana antar muka
Sentral Telepon dengan titik telepon
D, Sistem Cosed Crcuit Tolevision (CCTV) 8_. Security :
1. D&gr.wn Sistem CCTV & Sekurit yang mancantumkan jenis, tipe. kapasitas berikut konﬂiurasl yang ditaraplkan
. t an an untuk margelackan hubungan denpan inetalns [ainmys yanp berkaitan
Gambar tata letak kamera dan detestor tap lamal (untuk iantal tpilkal 1 mbar)
E. Sistern BUILDING AUTOMATION (BAS) :
1 Ciéagram BAS dan Riser Diagram BAS yvang menzantumkan pumiah titdotitik koatral, monitee dan alarm beribut kanfigurasi BAS
Mmadtar contral yang diterapkan.
2 Gambar tata letak titik-titk manitor dan kontrol BAS tac lantad {untuk antal tipikal cukup satu gambar),

6 SISTEM GAS MIDIK | LINGXUP FEMERIKSAAN

DAN GAS BAKAR 2 nstalasi Gas Med i L Sistern Gas Oksigen
kode: GAS 2 Sistem Gas Nitrous Oxyde N20
3. Sistemn Vacuum/Suction
a Sistemn Gy lninays
2. Instalasi Gas Sakar 'l Sistem Oa Kote [CNO-Compresyed natural gos)
2. Sistem Gas Sipll {LPC-Liguafied petroleam gas |

PERATURAN, STANDARD ‘ TATA CARA PERENCAMNAAN & LITERATUR / BARAN BACAAN
1. Peraturan yang narus deaat 1 undnh‘-undm. Rep Indanesia Ns 18 th 2002 Tentsng Bangunan Gedung

2 Peraturan Manteri PU Ko, 26/PRT/M/I00E th, 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteks! Kedakaran Pada Bangunan Gedunrg dan
Lingkurgan

Peraturan Daeran Kota anw. 5 th. 2010 tentang Blg‘unln Gaoua‘.i

Peraturan Walkota Bandung tentang Bangunan Cedung { sedong dolam proses penpuzunan ),

Rogulas/Ketentuan yang barkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung, PN Gas dan Depnaker.

SN| 16-6357-2000 Draft Pedoman Teknis Sistem Gas Medik dan Vakum Medik Sumah St

2 PN Gas: Petun|uk nstalasi Pipa Gas & Industs dan Komarsd

Satetan Penggunaan standar axng harnve diperbolehkan bilamana Standar Nasional indonesia belum mencakup hal-hal tersebut

2 Standar yang menjadi scuan tata cars
PEreNcanasn

L0 £ R0 B2 B

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAIUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

L. Laporan Krtesia Perencanaan dan pemitungan A, Peraturan, Standas dan Literatur sebagal perryataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut
teknic B. Sistam GAS MEDIK

1. Sistem panyediaan 35, ursian panjelacan cara korja dan intalagnys
2 Uraian panjelasan shinm pargamanan rusng penympanan gas terhadap bahaya kebakaran dan/atau ledakan meliput! Sistam
Fargamanan Pasif dan Sistam Pangamanan Aked.
Kriteria tekanan tanki penyimpan/tabung tekanan distribusi dan tekanan di Paint of Use
Parhaungon kebutuhan gas.
Bahan pasa distrbuai dan urnian sisten inatalasnys termasuk metods penyambungan pipe
Parhtungan kehilangan tekanan pada titik terjauh.
Parhitungan laju purgudpen cairen dalum tenki gas terhacan kebutunan g3 G peint of use

~injnieiw

C. Sistem GAS BAXAR
i Sistem penyediasn gas uralan penjelasan cara kevia dan instalasinye




No. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan Isl dokumen
1 2 3 a4
2. Uraian penjelazan sistar langganan dan penempatan meter-meter gas (bile menggunaken gos kote).
3. Uraian penjelasan sistern pengamanan ruang penyimpanan gas techadap bahaya kebakaran dary atau lecakan meliput! Sisterm
Pangamanan Pasif dan Satem Pungamanan Aktd
4, Kriteria tesanan tankl m!imﬂ‘“““l- tekanan distribusl don 1ekanan di Point of Use.
5, Parhitungan kabutuhan gas
5. Bahan pipa distribusi dan uralan sistem instalazinya termasuk metoda penyambungan pipa
7. thlumn lmmlaqlu\ twkanan pads Uik tarjauh
N, Perhitungan laju penguapan cakran dalam tankl gas terhadap kebutuban gas di point of use
2 Gambar-Gambar Perencanaan 1 Daftar Gambar
2 Dartar Simbol/Singhatan.
A Shstam GAS MEDIK
1 Diagram Sktem Penyodizan dan Cistribusi g2t
2 Gambar tpak vang masunjukkan lokasl fuang gas dan E'“' akses pengisian tank! gac dagnnu penggantian botol ges
3 Sambar denah pemipaan distribusi gas dalam gedung (untuk lental tiplal cukup satu denah)
] Gambar denah ruang s man gas.
m gambar 7| lainnys.
=) Gambar detall sistem instalasi manifolding atau sistern Bulk Sotrage Tank [tergontung mane yong dgunchan)
7 Gambar datall Point of Use.
L Gambar Sistem Deteks dan Alerm kebocoran can Sistem Pengamanannys
9. Detall ti | PAMASANRAN DIPA g35.
L Sistem GAS BAKAR
1 Diunm Sistem Panvyediaan dan Distribusl gas
2. Gambar tapak yang manunjukhin lokasi ruang gas dan jalur akses pergisian tanki gas dan/atau penggantian boto! gas.
3. Gambar denah pemipaan distribul gas dalam gedung {untuk lantal tipikal cukup satu denah|
4, Gembaer denah rusng simpsn gés
| S, Gambargambar izometr! dan innya
£, Gambar oetal sistem lnstglm manfolding atau sistem Bulk Sowage Tank (t«pnmnn mane yang digunokon)
N Gambar cetal Pont of Use.
B. Gambar Sistemn Doteksl dan Alarm kabocaran dan Sistem Donpmanannya.
9 Doc_au tipikal pemasangan pp3 gas
€ | sisTEm® caminva | unoxuP PEMERIKSAAN

kade: MEP

1 Sktam Ganset

Sisi Makankal

Sins Blektr eal

Aliran Udara intake dan Exnaust untuk Ventilas. Radiator dan Pernapasan Mesin
Perecaman Suara Musng Genget

Sistem Penyved aan Minvak Bakar

P Sistem Boiler [bie ade|

i
1
3
4
>
1
3

Sitter Bailer San Kelengiapan instalasinga al, Flue Gas Chimney, Safety Vaive, @il
Sistern Panyed san Minyak Bakar

P
1 Peraturan yang harus ditast: l

ERATURAMN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1 Undang-undang fep Indanasis No, 28 th, 2002 Tantang Bangunan Gedung.




No. Bldang Dokumen yang diajukan Kelengkapan iIsi dokumen

i 2 3 4

2. Peraturan Manteri PU No, 28/FRT/M/2008 th. 2008 Tentany Parsyaratan Teknis Sistem Proteks! Kebakaran Pada Bangunan Gedung San
Ungkungan.
3. Peraturan Daerah Kota Bandun‘ No. S th. 2010 tentang Sangunan Gedung
- Parfatiran Walkota chaum Lentang Ban.urun Godl.n‘ [ secanp Joam proses penywsunan ),

5. Megoilns /Coturtynn yan rkeriann an Unit Pemadam sebakaran Sandung. PEATAMINA dan Depnaker
2. Standar yang menjadi acuan tata cara 1. SN | 040255 Parsyaratan Umam Instalasi Listrik [PUR)
DRreACANRAN 2 Pedaman Tank Bahan Baksr untuk Oenerator Darurat dan Bailar
Catatan Unliunaan standar asng mx! 29&2:"5’3 =||=m=n= St:d:r Navaonsl Indonws s Belum mncnkug halhsl tersoput

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIMJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG
1 Lporan Kritaria Perancanaan A Sietem GENSEY

1 Uralan penjelatsn witem Qanot k-pmn. kirakterdatik pambabanan, ratng dan )ﬁgasms Gansat

1, Ursian penalasan sistam ventiiat] can gatom axhaust yang diterapkan pada 338 NON-0DETIS), SIITLODAMACI MIUPUN PRECE Sperss)

i Ursan panjsissan cansep pengandalian k-bmn.m Gan getacan yang diteraskan.

4, Uraian panjaiasan tansep pengandaian [imbah dan drainase dalam rusng gensaet.

5. Uraian panjelasan sansep pencegahan kmbakaran

& Uraian penjelasan sistem catu days listrik sirtem garset maliputi pen|elassn Pardleing & Synchronizing geasst, Automatic Starting.
Autamatic Lead Transfer, & |

7

Uraian pargsinsan konfigurae titterm prateksl dan sittem superviti & maritaring yang drencanakan.

8. Sistem BORER

1. Uraiar sanjelosan sistem Boller, kapasitas. karakeristik can jenis bahan bakar yang dallih

2. Uraiar parjelasan sistem ventilasi dan sistemn exhaust yang diteraphan

3 Uraiar senjelasen konfiguras sistermn distribudl air paned, distridusi usp !un!uk Jeriis katal L‘E)

@ Uraian cenjelasan konsep pengendalian k.hll'l’"lﬂ dan Letaran yang ¢4|ov=ghu.

L) Uraiarn genjalazan konsep pengendalian imbah dan drainsie dalam ruang Bailer

[ Uralan penjelasan konsep pencegahan kebakaran,

7 Uraian genjelasan konfllu rasi sistem protedsi dan sisvem supervisi & monitoring vang direncanakan
2 Lampiren Perhitungsn A Sisterm GENSET

3 Stal Mukanikal .
», Anaksis karakteristic sembebanen dan perhitungan penentusn Aating S stem Ganset

b Perhitungan kansumsl bahan bakar dan penentuan kapssitas tanki-tankl bahan bakar
Z. _ SisiElesarikal

a. Anoliss arus hubung singkat untuk gangguan fasa- fasa atau fasa tanah
b Pemilihan seting koordinasi dalam sistem proteks! yang dterashan

B, Sstem BOGLER
1. Analisis karakteristik pembebanan dan perhitungan penantuan Rating Sistem Boilas.
2. Perhitungan kanswmsi bahan bakar dan penentusn k_ggal!as tanki-tankl bahan bakar

3 Gambar-Gambar Perencanaan Daftar Gambsar

Daftar Simbol/Singiatan

(o B




NoO. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan Isl dokumen

1 2 3 4

A Sitom GENSET
1. TN Letak Sittem Geanset dan Sistem Kontral Operat Otomats dan Daya.
2 Gambar sistam paradaman suara pada ruang genset.
3. Garrbiar shluran udars pendingin radiatar dan detail saluran gas buang dan paredam suaranya
Rl Gambar instalasi tanks Sahan bakar harian dan mingguan.
S. Gambas sistem dudukan peredam getaran mesin genset
6. Garmbar sistarn penanganan limbah dan drainase dalam ruang Genset
7
8.

Gambar diagram Panel-Panel Xontrol dan Pane Listok sistern Genset
Gambar diagram Sistem Supervisl/ manitoring Genset

B Sstemn BOILER
Tata Letak Sistem Boller dan Sistem Kontrol Operas

£ Gambar Sitem saluran vda rigvmulau dan saluran gas bum‘

1
2
3 Gambar Sittern hahan bakar harian d_an mingguan.
4
5

Gambar Blow Down Pt
Gambar dagram Instalast tanki dan pampaan air dingin, air paras, distributl uap di rusng Soder.

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN UTILITAS BANGUNAN
Berdasarkan hasi! pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan inl dinyatakean bahwa dokumen perencanaan dan perancangan Sangunan di atas dinyatakan , untuk selanjutnys
TIDAK DAPAT dilanjutkan persetujuan dokumen rencana teknis oleh Tim Abll Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.

Demikian pemeriksaan dokumen Inl dilskukan dengan penuh tanggung jowsb den profasional,

............................ > | o ASGTARICS Y
Sekretariat,

Tim Ahll Bangunan Gedung Kabupaten/Kota...c i,




JADWAL SIDANG TPA KABUPATEN/ KOTA

Bagian J
FORMAT JADWAL SIDANG TPA

{OR
OAFTARAN

PERENCANA
RONETRUES

BANGUNAN GEDUND

WAKTU PELAKSANAAN SIDAND

M PROVES! ARL

FUNGSI

KLASIMKAS|

JUMLAH
LANTAI

HARL/
TANGGAL/
TAHUN

JAM
SIDANC

SIDANG
KE

UNSUR
PKPLM/INST
ANS|
TEKNIS
TERKAIT

UNSUR
ASOSIAS

PROFES!

UNSUR
PERCURUAN
TINGGI

UNSUR
MASYARAKAT
AHLI/
MASYARAKAT
ADAT

CAYATAN
PERBALLAN

CATATAN TANPA
FERMAIKAN
{Centang sptataln
Udek ada
perbalan)




Bagian K
FORMAT SANKSI TEGURAN BAGI ANGGOTA TPA

KOP SURAT

#

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN ROTE NADAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN ROTE NDAO,

Membaca 1. Laporan dari ......... tanggal ........... tentang pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ............. TRR s
Ahli ... tanggal ............. g
2. Hasil pemeriksaan tanggal .............
Menimbang - a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..........
sebagai TPA ahli ....... tidak melaksanakan tugas selama

1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang
dapat dipertanggungjawabkan,

b. bahwa perbuatan tersecbut merupakan pelanggaraan
terhadap ketentuan pasal ..... ayal .... Peraturan Bupati

Rote Ndao Nomor ......... Tahun ........ tentang Persetujuan
Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, TPA dan
pendataan BG;

c. bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan
hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukan,

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada hurufa, b dan ¢ perlu menctapkan
keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin
peringatan secara lisan dalam periode masa
penugasannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

3. Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M /2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli
Bangunan Gedung;

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .......... Nomor .........
TR s tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten/Kota ........ Tahun ...... Nomor ........ )

5. Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ...... Nomor ?
......... Tahun ....... tentang Persetujuan bangunan gedung
Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Profesi Ahl \




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA
KETIGA

Tembusan :

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa peringatan secara
lisan kepada:

Nama S v aneNevexsTeIIOuLE

Bidang keahlian @ ...,

Unsur R p—

Jabatan 3 SRR

Waktu Penugasan : .......cccceiiennnns

Karena yang bersangkutan tidak mclaksanakan tugas seclama 1
(satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai tanggal ..............

sampai dengan tanggal ............ telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... ayat .... Peraturan Bupati Rote
Ndao Nomor .......ccoecveiinieas TR covsas apamiss tentang Persctujuan

Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, TPA dan Pendataan
BG;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di............
Pada tanggal...............
Kepala Dinas PUPR

Kabupaten Rote Ndao,

.............................

1. Bupati Rote Ndao Di Baa; dan
2. Kepada yang bersangkutan.




Bagian L
FORMAT SANKSI PERINGATAN PADA ANGGOTA TPA

KOP SURAT

#

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN ROTE NDAO,

Membaca : 1. Laporan dari ......... tanggal ............ tentang pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ......... TEN S sacnas Ahli
............ tanggal .......;
2. Hasil pemeriksaan tanggal .............

Menimbang a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ............
sebagai TPA ahli ......... tidak melaksanakan tugas selama
2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang
dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaraan
terhadap ketentuan pasal ...... ayal .... Peraturan Bupati
Rote Ndao Nomor ......... Tahun ........ tentang Persetujuan
Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, TPA dan
Pendataan BG;

c. bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan
hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukan;

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan ¢ perlu menetapkan
keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin
peringatan secara tulisan dalam periode masa
penugasannya,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

3. Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli
Bangunan Gedung;

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ..... Nomor ...... Tahun
................. tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten/Kota ......... Tahun ...... Nomor ........ )i

5. Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ........ Nomor f
.......... Tahun ...... tentang Persetujuan bangunan gedung
Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Profesi Ahli dan | IS




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA
KETIGA

Tembusan :

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa peringatan secara
tulisan kepada:

Nama S SppRe———

Bidang kcahlian :......ccceeeeeeeee.

Unsur RN

Jabatan N e e

Waktu Penugasan : .......c.cccenennn,

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 2
(dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai tanggal .................

sampai dengan tanggal ............ telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... ayat .... Peraturan Bupati Rote
Ndao Nomor .......cccevvveeees TR o s dorasicazasian tentang Persetujuan

Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, TPA dan Pendataan
BG.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk melaksanakan scbagaimana mestinya.

Ditetapakan di............
Pada tanggal...............
Kepala Dinas PUPR

Kabupaten Rote Ndao,

1. Bupati Rote Ndao Di Baa; dan
2. Kepada yang bersangkutan.




Bagian M
FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN BAGI ANGGOTA TPA

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN ROTE NDAO,

Membaca - 1. Laporan dari ........ tanggal ............ tentang pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .......... TPA ahli ..........
tanggal ....... :

2. Hasil pemeriksaan tanggal ............

Menimbang a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ............

sebagai TPA ahli ..................... tidak melaksanakan tugas

selama 6 {enam bulan dan/atau 3 (tiga) kali pertemuan
berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan;

b. bahwa perbuatan tersecbut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal .... ayat ..... Peraturan Bupati
Rote Ndao Nomor .................. 11D | o S——— tentang
Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi,
TPA dan Pendataan BG;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukum disiplin yang setimpal dengan pclanggaran
disiplin yang dilakukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
pada huruf a, bdanc perlu menetapkan keputusan
tentang penjatuban hukuman disiplin pemberhentian
sebagai anggota TPA  dalam  periode masa
penugasannya;

Mengingat . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247),
2. Peraturan Pemerintah  Nomor 36 tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun
2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli
Bangunan Gedung;

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ........... Nomor ..........

Tahun ...... tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah ?
Kabupaten/Kota .... Tahun .... Nomor ........ ;




5. Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten /Kota ... Nomor ...
Tahun ... tentang Persetujuan bangunan gedung Gedung,
Sertifikat Laik Fungsi, Tim Profesi Ahli dan Pendataan
Bangunan Gedung.

Menetapkan :

KESATU

KEDUA
KETIGA

Tembusan:

MEMUTUSKAN
Menjatuhkan hukuman disiplin berupa peringatan secara
tulisan kepada:
Nama TP
Bidang Keahlian : .....ccccooeienes
Unsur *exousnanesnaa¥as
Jabatan E uaEE R

Waktu Penugasan @ ..............c...

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sclama
2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan terhitung dari mulai tanggal ...... sampai
dengan tanggal ....... telah melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan pasal ..... ayat ... Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor

...... Tahun .... tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat
Laik Fungsi, TPA dan pendataan BG.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di..........
Pada Tanggal..........
Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Rote Ndao,

.............................

1. Bupati Rote Ndao di Baa; dan
2. Kepada Yang bersangkutan.




Bagian N

FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI BASIS DATA

—_————_—"— ——

Membaca

Menimbang

Mengingat

BAGI ANGGOTA TPA

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN ROTE NDAO,

1.

2.

Laporan dari ....... tanggal ....... tentang ....... pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ............ TPA ahili ..........
tanggal .........

Hasil pemeriksaan tanggal ..............c0een

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ...........

sebagai TPA ahli .................... dalam masa penugasannya
terbukti menggunakan narkoba, terbukti meclakukan
tindak kriminal, mendapatkan hukum dalam putusan
pengadilan, mclakukan malprakiek dan/atau melanggar
kode etik;

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal ... ayat .... Peraturan Bupati
Rote Ndao Nomor ......... Tahun ........ tentang Persetujuan

Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, TPA dan
Pendataan BG;

c. bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan

hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukan;

. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a,b danc perlu menetapkan
keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin
pemberhentian scbagai TPA dan dikeluarkan dan basis
data Ahli Bangunan Gedung;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1247);

. Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

26/PRT/M /2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli
Bangunan Gedung;

. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ........ Nomor ...........

Tahun ...... tentang Bangunan Gedung (Lembaran Dacrah




5. Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota Nomor ........
Tahun ... tentang Persetujuan bangunan gedung Gedung,
Sertifikat Laik Fungsi, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahl
Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA
KETIGA

Tembusan :

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian
sebagai TPA dan dikeluarkan dari basis data Ahli
Bangunan Gedung kepada:

Nama 2 L i san s
Bidang Keahlian @ ...
Jabatan i ivwevd sadannasdune
Waktu Penugasan | ...................

Karena yang bersangkutan dalam masa penugasannya terbukti
menggunakan narkoba, terbukti melakukan tindak kriminal,
mendapatkan hukum dalam putusan pengadilan, melakukan
malpraktek dan/atau melanggar kode etik dianggap telah
meclakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ... ayat
..... Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor ....... Tahun ....... tentang
Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, TPA dan

pendataan BG.,
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Rote Ndao,

1. Bupati Rote Ndao; dan
2. Kepada yang bersangkutan.,




Bagian O

FORMAT BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG

TABEL BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN AHLI BANGUNAN GEDUNG

Provinsi Status tanggal
Kabupaten : Penanggung jawab :
NAMA DAN DATA UNSUR BIDANG LIASAH  DITETAPKAN STATUS
GELAR UMUM ¢ Perguruan KEAHLIAN DAN | TERAKHIR SEBAGAI PENUGASAN | PEMBERHENTIAN
AKADEMIS * Tempat Lahir Tinggi PENGALAMAN ¢ Nama Perguruan | TPA SEBAGAI DARI TPA
¢ Tanggal Lahir | e Asosiasi Prosesi | KERJA Tinggi e Tanggal |TPA * Tanggal
¢ Alamat Rumah Masyarakat Ahli ¢ Nama Lembaga, » Tanggal |« Alasan
! ¢ Masyarakat dsb.
Adat
2 3 4 5 6 7 R 9

ATAN : Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam atau bentuk penghargaan lainnya.,







Bagian A
FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN SLF

No :

Hal : Permohonan Sertifikat Laik Fungsi
Kepada:
Yth.Kepala DPUPR
Kabupaten Rote Ndao
di

-------------

Dengan Hormat,
Bersama ini saya mengajukan permohonan:

( ) SLF Pertama ( ) SLF Perpanjangan

DATA PEMOHON

Nama Pemohon B s wes v R TR AAR S SR LSS LAl A0 8B AL AP RN aa oAVt s AT A AN TN AR A RA LS
(Nama Perusahaan Bila Mcrupakan Badan Hukum)

Alamat pemohon S S MNP PO L8 O PRy S AN LR A
(Alamat Perusahaan Bila Merupakan Badan Hukum)

No. Telpon/Hp } reessreeneretannresssaroaantstIassnasantsnsesnnrIaTanErsTnSPROessssbietesirivanans s s

Saya lampirkan persyaratan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yaitu:

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI
1. ( ) Surat permohonan diatas kop instansi/perusahaan bagi badan
usaha yang ditandatangani oleh penanggung jawab
instansi/perusahaan (materei 6000);
( ) Surat kuasa dan fotokopi KTP yang dikuasakan;
( ) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
. ( ) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPJ;
. ( ) Fotokopi Akte perusahaan bagi badan usaha;
( ) Fotokopi surat bukti status ha katas tanah;
. ( ) Fotokopi tanda bukti lunas PBB tahun berjalan;
( ) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah;
. ( ) Surat pernyataan bangunan sudah laik fungsi dari pengawas/
manajemen konstruksi/Pengkaji teknis;
10.( ) Data penyedia jasa perencana,
11.( ) Data penyedia jasa pelaksana;
12.( ) Data penyedia jasa pengawas/manajemen konstruksi;
13.( ) Data penyedia jasa pengkaji teknis.

CoN U AWK

[I. PERSYARATAN TEKNIS
1. ( ) Data umum bangunan gedung/prasarana,
2. ( ) Fotokopi PBG bagi SLF pertama;
3. ( ) Dokumen pemeliharaan dan perawatan;
4. () 1 (satu) set gambar arsitektur lampiran PBG dan perizinan yang
terakir terbit;
. ) gambar (As build drawing) hasil pelaksanaan;
. | ) Laporan pengawasan yang bersertifikasi/pengawas yang ditunjuk
DPUPR;

oW

?
Y




7. ( ) Laporan testing commissioning/kajian tcknis oleh pengkaji teknis
yvang bersertifikasi.

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan sebenarnya, atas
perhatiannya diucapkan Terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon

---------------------




g KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor
Tanggal
Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF
NO DOKUMEN ADA | TIDAK | KET

1 | Surat Permohonan diatas Kop Instansi atau
perusahaan bagi yang berbadan usaha yang
ditandatangani oleh Penanggung jawab Instansi
/ perusahaan (Materai 6000)

2 | Surat kuasa dan Fotocopy KTP yang dikuasakan
3 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
4 | Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak | (NPWP)
S5

6

Fotokopi Akte Perusahaan bag; ‘badan usaha

Fotokopi surat bukti status hak atau tanah

7 | Fotokopi Tanda bukti lunas PBB tahun berjalan
8 | Fotokopi surat perjanjian pemanfaatan atau

penggunaan tanah

9 | Surat pernyataan bangunan sudah laik fungsi

dari pengawas / Manajemen / Konstruksi /

Pengkaji teknis

10 | Data pcnycdla jasa perencana

Data penyvedia jasa Pelaksana

12 | Data penyedia jasa pengawas / manajemen

konstruksi

i 13 | Data penyedig j-iasa pc-:_ngkaji teknis

CATATAN :

Pemeriksa




e KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor
Tanggal
Formulir
SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KELAIKAN
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pada hari Ini, ......cccovvereenns Tanggal ......... BOlan & ssisdiaasisees TANUR (idivees

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Penyedia jasa Pengawasan/MK/Instansi teknis Pembina penyelenggaraan
bangunan gedung®

1. Nama penanggung jawab:

2. Nama perusahaan/instansi tekms*:

Telah melaksanakan pemeriksaan Kelaikan fungsi bangunan gedung pada:

A. Bangunan Gedung
1. Fungsi utama
2. Fungsi tambahan
3. Jenis bangunan gedung
4. Nama bangunan gedung :
5. Nomor pendaftaran bangunan gedung :
B. Lokasi Bangunan Gedung
Alamat lokasi terletak di
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten /Kota
Provinsi
C. Permohonan
( ) Penerbitan SLF ( ) Perpanjangan SLF ke : .....
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Persyaratan Administratif ( ) Terpenuhi () Tidak Terpenuhi
ORI S« oamypserpsnans
2. Persyaratan Administratif () Terpenuhi ( ) Tidak
Terpenuhi
REURLAN. . ccssanmsaanaonvans
3. Kesesuaian fungsi bangunan gedung ( ) Sesuai ( ) Tidak Sesuai
Kesesuaian peruntukan lahan () Sesuai ( ) Tidak Sesuai
5. Tata bangunan sudah memenuhi aspck keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan bangunan

L4 IS e T

@

s

( ) Sudah Memenuhi ( ) Belum Memenuhi
CAatatan 3 «seeassosonsanican
6. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan : Laik fungsi

seluruhnya/tidak laik fungsi* sesuai dengan kesimpulan berdasarkan
analisis terhadap daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung terlampir.

N e rcmcsnbanee balalrar Lirmme: hamonirmarn acditsaor i Mmanuveddra 1o




bangunan gedung dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan umur

konstruksi.
Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang

dilakukan oleh pemilik/pengguna. Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan
gedung dapat mengurus permohonan penerbitan SLF.

(Materai, stempel)

Penyedia Jasa Pengawasan/MK/Petugas Pemda*
Selaku Penanggung Jawab

Disetujui

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
DANBB <ii s sianiianan




Bagian B
FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

@ KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor
Tanggal
Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA
7N(~)_7 DOKUMEN ) o " ADA | TIDAK | KET

— - e

i —

s Data Umum Bangunan Gedung
Fotokopi PBG 7
Fotokopi PBG dan SLF*

Dokumcn Pemcliharaan dan Perawatan*

CﬂbQEM

11 (Salu) set Gambar Arsitcktur Lampiran PBG
dan Perizinan yang terakhir terbit

[ Gambar (As built drawing) Ba:sii;ciél‘c'sanaan
_Laporan Pengawas yang

bersertifikasi/pengawas yang ditunjuk DPUPR

\‘lc‘i

8 | Laporan Testing Commisioning/kajian teknis
oleh Pengkaji Teknis yang bersertifikasi
CATATAN :

Pemeriksa

NIP :




Bagian C
FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS

G KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor
Tanggal

Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS

NO DOKUMEN ADA | TIDAK | KET

Data umum bangunan gc—’aﬁ_ﬁg
‘ _Fotokopl PBG

| Fotokopi PBG dan SLF*

| Dokumen pemeliharaan dan perawatan®

1 (Satu) set Gambar Arsitektur Lampiran PBG
dan Perizinan yang terakhir terbit

Gambar (As built drawing) hasil pelaksanaan,

Laporan pengawas yang
bersertifikasi/pengawas yang ditunjuk DPUPR

o =lo cnl-:s'w wi-—.

Dokumcn pcménksaan kelaikan fungsl
CATATAN :

Pemeriksa

NIP :




Bagian D
FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN PRASARANA

9 KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor
Tanggal
Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF / SLFn*
BANGUNAN PRASARANA
‘NO| DOKUMEN ~ADA [ TIDAK | KET

1 | Data umum banguna.n gedung
2 Fotokopl PBG
3 | Fotokopi PBG dan SLF*
4 | Dokumen pemeliharaan n dan perawatan*

5 | 1 (Satu) set Gambar Arsitektur Lampiran PBG
dan Perizinan yang terakhir terbit

& | Gambar (As built drawing) hasil pclaksanaan,
7 Laporan pengawas yang
bersertifikasi/pengawas yang ditunjuk DPUPR
8 Laporan Testmg Commisioning/ kajian teknis
oleh Pengkaji Teknis yang | bersemﬁka&

CATATAN :

Pemeriksa

NIP :




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
ROTE NDAO

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PENGKAJI TEKNIS

Bagian - A FORMAT DOKUMEN IKATAN HUBUNGAN KERJA

Bagian - B KETENTUAN INSPEKSI SEDERHANA SAAT PELAKSANAAN
KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

Bagian - C KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN
KELAIKAN FUNGSI

Bagian - D KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG SECARA VISUAL

Bagian - E KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG MENGGUNAKAN PERALATAN NON-DESTRUKTIF

BUPATI ROTE NDAOQO,

G

PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI
 Sckretaris Daerah [P |
Plt. Asisten Perekonomian |
' dan Pembangunan Q’g

Kepala Bagian Hukum | T




Bagian A
FORMAT DOKUMEN IKATAN HUBUNGAN KERJA

IKATAN HUBUNGAN KERJA
NO Gt i dibisdse i s

Pada hari in1 Jumat, tanggal ..... o IR v v , tahun ......... , kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama S A A AR A TR RS SR ARG H a oo

NIP O ST XTI TP P BTN P P A W

Jabatan PRI P AL R R B §e3 I IS PP ¥y S v

Selanjutnya disebut scbagm Pihak Pertama

[I. Nama : (Nama Pengkaji Teknis)
Tempat, Tgl. lahir : (Nama kota, tanggal bulan tahun lahir)
Pendidikan . (Pendidikan terakhir)
Alamat : (Alamat tempat tinggal)
SKA : (Nomor SKA dan bidang keahlian)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan sclanjutnya
disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

Pasal 1
JENIS KERJA SAMA

Pihak Pertama sepakat menerima Pihak kedua untuk ditetapkan sebagai

tenaga pengkaji teknis, .......ovviveninnns untuk melaksanakan tugas pengkajian
teknis terhadap bangunan dan memberikan rekomendasi tcknis terkait

kelaikan fungsi dari suatu bangunan gedung.

Pasal 2
LINGKUP TUGAS PENGKAJI TEKNIS

Pihak Kedua memiliki tugas melaksanakan pengkajian teknis bangunan
terkait pemcriksanaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan
SLF, pemeriksaan berkala bangunan gedung dan atau pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung untuk keperluan perpanjangan SLF.
Pasal 3
DURASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (Satu) diatas akan

dilaksanakan dalam waktu ........... PR ) hari terhitung sejak diterima
dan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.
Pasal 4
REMUNERASI

Pihak kedua menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak kerja akan

diberikan oleh Pihak Pertama :
a. Rcmunerasn sebesar Rp. ......... - per bulan yang akan dlbayarkan

Ry M, W s .r@'t paeyy | 1 . B A ) LUGERSUY L. | vy dae ' L.\ e af's o




"b. Uang makan sebesar Rp. ......... , - per hari kerja sesuai kehadiran;
c. Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan
pada Pihak Pertama.

Pasal 4

Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama :

a. Mermatuhi ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas ...........ccoeevenne. -

b. Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang
sesuai ketentuan ...oooovvviiinees .

c. Mclaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau
instruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas dan /atau pemilik .............. s
baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan Kedinasan dengan sebaik-
baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada
atasannya,

Pasal 5

Pihak kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh
Pihak Pertama atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 6

Pihak Pertama dapat memberikan penghargaan berupa bantuan
kesejahteraan lainnya, apabila Pihak Kedua yang dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik.

Pasal 7

Pihak Pertama dapat menjatuhkan sanki berupa pemutusan hubungan kerja

secara sepihak kepada Pihak Kedua apabila :

a. Tidak melaksanakan tugas selama 5 (Lima) hari secara akumulasi dalam
kurun waktu 1 (satu) bulan.

b. Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajiban secrta
menyalahi persyaratan yang telah disepakati;

¢. Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa
kontrak kerja berlangsung, secara berurutan;

d. Melakukan tindak criminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk
dihukum selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili)
mengenai  perjanjian  kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya
dipengadilan Negeri .....................

Pasal 9

Perjanjian Kontrak kerja ini berlaku mulai tanggal ...
sampai dengan tanggal ...,




Pasal 10

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja
ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku
dilingkungan Dinas .......ccocoevinninnnn.

Pasal 11

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua
belah pihak diatas kertas bermatcrai cukup dalam rangkap 4 (empat) dengan
kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada :

Lembar Pertama untuk Pihak Pertama

Lembar kedua untuk Pihak Kedua

Lembar ketiga untuk Subbag Keuangan dan Kepegawaian Dinas

Lembar keempat untuk Kepala Dinas

Rabe A0, coiusiisaivisisssize

Pihak Kedua Pihak Pertama




Bagian B

KETENTUAN INSPEKSI SEDERHANA SAAT PELAKSANAAN
KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

PEKERJAAN | NO ~ DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Agregat 1 | Material butiran atau buatan alam,
yang dipakai bc:-rsama-sgma [} Seamsui
dengan suatu media pengikat B
untuk membentuk suatu beton. Ll Tidak
Agregat dibagi atas agregat halus Sesuai
(Pasir) dan agregat kasar (Kerikil
atau batu pecah|
Pasir 2 | Agregat halus, pasir alam sebagai
hasil d:agntegrasx .alarr_n batuan [1 Sesuai
atau pasir yang dihasilkan oleh
industri pemecah batu dan Ll Tidak
mempunvai ukuran butir terbesar Sesuai
5.0 mm o
Semen 3 | Untuk elemen structural
digunakan sctara dengan semen .
Portland tipe 1 [] Sesuai
] Tidak
Sesuai
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Kerikil atau 4 | Agregat kasar, kerikil sebagai hasil
Batu Pecah disintegrasi alami dari batuan atau [ Sesusi
berupa batu pecah yang diperoleh
dari industri pemecah batu dan [] Tidak
mempunyai ukuran butir antara 5 Sesuai
mm sampai 40 mm dengan gradasi
yang baik
Batu Besar 5 |Batu yang berurukuran 25 cm
atau lebih 1 &
| Sesuai
[l Tidak
Sesuai
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Campuran 6 | Rancangan  campuran  mortar
Mortar harus mengacu kepada peraturan [ Segurat
vang berlaku
(1 semen, 4 pasir, air secukupnya) {1 Tidak
- Sesuai
Kayu 7 | Kayu yang digunakan haruslah
vang berkualitas baik, keras, [ ‘Sistiad
kering, berwarna gelap, tidak ada
retak dan lurus [l Tidak
- Sesuai
Tanpa 8 | Memastikan tidak menggunakan
Bahan bnh.an bangunan yang berbaya [0 Sesusi
Bangunan bagi kesehatan B
Berbahaya ( Misalnya penggunaan asbes,dll ) L] Tidak
Sesuai
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Pondasi 9 | Memastikan ukuran minimum
pondasi adalah tinggi 60 cm, lebar O s




Gunakan batu yang keras/batu

5 [ Tidak
sungai vang keras Sesuai
10 | Memastikan  bahwa campuran
beton adalah | 4 [semen pasir dan
air secukupnya) dan menghasilkan lfJ_ Sesual
campuran yang baik Ll Tidak
Sesuai
Perangkaian | 11 | Memastikan bahwa dimensi
Tulangan minimum adalah 15 em x 20 cm [1 Sesusi
Balok dengan 4 tulangan memanjang T
Pengikat Diameter tulangan memanjang L] Tidak
(Sloof) adalah 10 mm yang ditempatkan Sesuai
dengan sengkang diameter 8 mm
jarak 15 cm
12 | Sengkang harus dibengkokkan
membentuk sudut 135 panjang y
minimum kaitan sengkang adalah {_] .
6 D (diameter tulangan sengkang) Ll Tidak
(5 emy Sesuai
13 | Memastikan bahwa pengangkuran
balok pengikat dan pondasi m
menggunakan tulangan diameter L Sesuai
10 mm jarak maksimum angkur [l Tidak
adalah 1.0 m Sesuai
Pengecoran 14 | Mamastikan bekisting kuat dan
Balok tdak bocor [l Sesusi
Pengikat -
{Termasuk [1 Tidak
Bekisting) Sesuai
15 | Memastikan bahwa selimut beton
adalah |} Sesuai
15 mm
Ll Tidak
Sesuai
16 | Memastikan bahwa desain
campuran beton adalah 1 :2: 3 (T Sesuid
(semen, pasir, kerikil) -
+ Y air [l Tidak
Sesuai
17 | Memastikan bahwa campuran
beton vang dihasilkan baik dan [ isisind
seragam
[l Tidak
Sesuai
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Perangkaian | 18 | Memastikan bahwa dimensi
Tulangan minimum adalah 15 e¢m., 15 cm [l Sesuai
Kolom dengan 4 tulangan memanjang. =
Diameter tulangan memanjang L Tidak
adalah 10 mm yang ditempatkan Sesuai
dengan sengkang diameter 3 mm
jarak 15 sm
19 | Sengkang harus  dibengkokan
membentuk sudut 135 panjang .
minimum kaitan sengkang adalah U Sesuai
5 x D (diameter tulangan [] Tidak
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| balok pengikat dan pondasi

menggunakan tulangan diameter I__ s
10 mm jarak maksimum angkur [ Tidak
adalah 1.0 m Sesuai
21 | Memastikan bahwa panjang
sambungan lewatan antara kolom , :
dan balok memiliki panjang L Sesual
minimum 40 x D (diameter Ll Tidak
tulangan) (40 cm) Sesuai
Pengecoran 22 | Memastikan bekisting kuat dan
Kolom tidak bocor 8 .
Sesual
(Termasuk
Bekisting) Ll Tidak
Sesuai
23 | Memastikan bahwa selimut beton
adalah 15 mm [] Sesuai
Ll Tidak
[ Sesuai
24 | Memastikan bahwa desain
campuran I_Jcton fac!aluh 187283 [ ‘Sesuas
(semen, pasir, kerikil) ‘
+ Y% air Ll Tidak
Sesuai
25 | Memastikan bahwa desain
carppuran beton vang dihasilkan ET ‘Siked
baik dan seragam -
Tidak
Sesuai
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Takaran 26 | Mcmastikan bahwa campuran
Mortar mong adalah 1 4 (semen, pasir) [1 Sesuai
dan air secukupnya
|l Tidak
Sesuai
27 | Memastikan bahwa campuran
;ncc::f:m yang dihasilkan baik dan [1 ‘Sasiil
’ L} Tidak
Sesuai
Lapisan Bata | 28 | Memastikan bahwa pasangan bata
benar. Tebal lapisan mortar adalah n >
£ % s Ll Sesuai
Ll Tidak
Sesuai
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Angkur 29 | Memastikan bahwa  hubungan
Pengekang antara dinding dan kolom benar [T ‘Sosaai
baja tulangan harus  diangkur o
setiap 6 lapisan bata sepanjang 40 [l Tidak
cm Sesuai
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Perangkaian | 30 | Memastikan bahwa dimensi
Tulanggn minimum adalah 12 cm x 1§ cm O Beiaial
Balok Ring dengan 4 tulangan memanjang.
Diameter tulangan memanjang [l Tidak
Sesuai

adalah 10 mm yang ditempatkan




31 | Sengkang harus dibengkokan
membentuk sudut 135, Panjang -
minimum kaitan sengkang adalah Ul Sesuai
6 x D (diameter tulangan sengkang .| Tidak
(5 cm) Sesual
32 | Memastikan bahwa  hubungan o
antara elemen struktur utama [ ‘Sagidi
(baja tulangan diperpanjang
kedalam  balok,  ring/keliling Ll Tidak
minimum 40 cm) Sesuai
33 | Memastikan terdapat panjang
sambungan lewatan ( 5
menghubungkan balok, Ll ‘Sesuai
ring/ keliling dan kolom [l Tidak
Sesuai
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI] TLUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Pengecoran 34 | Mcmastikan bekisting kuat dan
Balok Ring tidak bocor @ -
(Termasuk
Bekisting ) [] Tidak
Sesuai
35 | Memastikan bahwa sclimut beton
adalah 10 mm U] Sesi
L] Tidak
Sesuai
36 | Memastikan bahwa desain
campuran beton adalah 1 : 2 : 3 [0 Sesuai
[Semen : Pasir : Kerikil) B
+ Vo aur [l Tidak
Sesuai
37 | Memastikan bahwa campuran
beton yang dihasilkan baik dan 5 [ R
seragam
Ll Tidak
Sesuai
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Panjang 38 | Panjang minimum perpanjangan
Lewatan adalah [] ‘Seein
Pada 40 x D (Diameter Tulangan) (40 i
Sambungan cm) [] Tidak

Sear11t




Gunung- 39 | Memastikan bahwa ukuran
Gunung minimum kuda-kuda beton adalah [] ‘Sestind
(Perangkaian 12 ¢m x 15 cm (sama dengan balok ;
Tulangan ring) selimut beton 10 mm [ Tidak
Sesuai
40 | Memastikan bahwa panjang
angkur kolom kuda-kuda beton [1 Sesuai
adalah 40 ¢m sctiap 6 lapisan bata G
gunung-gunung memastikan '] Tidak
bahwa kuda-kuda beton Sesuai
menggunakan tulangan baja
diameter 10 mm, panjang lewatan
antara balok dan kolom adalah 40
x diameter tulangan (40 cm )
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Kuda-Kuda 41 | Memastikan bahwa kuda-kuda
dan ikatan kayu diangkur ke kolom/balok [] ;
: . ; | Sesuai
angin nng menggunakan tulangan baja
diameter 10 mm [ ] Tidak
Sesuai
42 | Memastikan bahwa ukuran
mintmum kuda-kuda kayu 8 ¢m x [I Sesuai
12 em y
Ll Tidak
Sesuai
43 | Memastikan bahwa ikatan angina
adg{ah kayu dengan ukuran [l Sesuai
minimum 6 ecm x 12 cm
| Tidak
Sesuai
44 | Memastikan kualitas kayu untuk
kuda-kuda : dan Lkatgn angina R
adalah kualitas yang baik B
Ll Tidak
Sesuai
PEKERJAAN | NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL
INSPEKSI
Jarak Tangki | 45 | Memastikan jarak tangki septik
Septik dengan sumber air minum dari a -
dengan sumur minimal 10 meter. Apabila - Sesuai
Sumber Air tidak  dimungkinkan  karena ] Tidak
Minum dari keterbatasan luas tanah maka Sesuai
Sumur digunakan tangki septik biofilter
Luas 46 | Memastikan luas ventilasi bukaan
Ventilasi minimal 10 em dari luas ruang (] s .
Sesu
[l Tidak

Sesuai




Bagian C
KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN
KELAIKAN FUNGSI

g KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor
Tanggal

Formulir
PEMERIKSAAN/PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS
KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

A. DATA UMUM
NO | DATA PEMILIK BANGUNAN
Nama Pemilik o
2 | Alamat

3 | Tempat / Tanggal
Lahir

4 Pekerjaan

Nomor KTP / SIM
DATA BANGUNAN
6 | Fungsi Bangunan
7 | Status Tanah

8 | Alamat

9 | Kecamatan

10 KabuBaten

11 | Provinsi
12 | Jumlah Lantai Diatas tanah : Dibawah tanah :
13 | Luas Lantai BG Luas lantai dasar Luas total lantai
bangunan : bangunan :
14 | Kondisi Lokasi Datar/ Berbukii]'l‘cpi suﬁ;;ai atau Laut / Lainnya
15 | Nomor PBG
16 | Rencana Teknis () Prototii)-c { ) Non Prototipe
17 | Masa Pembangunan | Tanggal mulai Tanggal selesai
| dibangun : dibangun :




B.1. PEMERIKSAAN ASPEK ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG

HASIL PEMERIKSAAN CATATAN
TIDAK
NO URAIAN PEE;::":\EI:S\?I::‘J / MEMENUHI
BAIK PERSYARATAN /
RUSAK
1 | Pemeriksaan penampilan
huar bangunan
2 | Pemeriksaan ruang
dalam

3 | Sistem penghawaan

(Suhu, Kelembapan,

Kadar CO2 dan CO baik

alami maupun buatan

4 | Sistem pencahayaan

(Intensitas, Scbaran) baik

alami dan buatan

5 | Pemeriksaan terhadap

ruang gerak

6 | Pola hubungan antar

ruang

7 | Kenyamanan pandangan

baik pandangan dari

dalam keluar dan dari

luar kedalam

8 | Kemudahan hubungan

horizontal

9 | Kemudahan hubungan

vertical

10 | Sarana kemudahan

disabilitas

11 |Kelengkapan Prasarana

& Sarana arsitcktural

pada BG

12 | Penggunaan bahan

bangunan yang aman

a. Bahan dinding dan
pelapisnya

---------------------------------

b. Bahan Plafond dan
pelapisnya

.................................

.................................

CATATAN :

Pemeriksa



B.2. PEMERIKSAAN ASPEK STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG

HASIL PEMERIKSAAN CATATAN
TIDAK
NO URAIAN PgRES%i:g:\J:‘i /:N MEMENUHI
/ BAIK PERSYARATAN
/ RUSAK

1 | Jenis / Tipe bahan ‘

struktur
2 | Jenis / Tipe system

struktur
3 | Jenis / Tipe Pondasi
4 | Pemeriksaan Balok

pengikat (Sloof)
5 | Pemeriksaan Kolom I

" 6 | Pemeriksaan Dinding

7 | Pemeriksaan Kusen,

Jendela dan pintu
8 | Pemeriksaan Balok Ring
9 | Pemeriksaan Kuda-kuda

dan ikatan angin

10 | Pemeriksaan Penutup

Angin

11

Kemampuan mendukung
beban muatan (Visual
atau menggunakan alat
non destruktif)

EVALUASI DAN PEMERIKSAAN KERUSAKAN

1

Evaluas: Penurunan
Bangunan

Evaluasi kemiringan
Bangunan

Evaluasi Tingkat
Kerusakan pada Struktur
Bangunan dan Bagian-

bagiannya

CATATAN :

Pemeriksa




B.3. PEMERIKSAAN ASPEK PLAMBING BANGUNAN GEDUNG

NO

URAIAN

HASIL PEMERIKSAAN

| CATATAN

MEMENUHI
PERSYARATAN /
BAIK

PERSYARATAN

MEMENUHI

/ RUSAK

| Sistem air bersih (Sistem

Pemipaan, kualitas,
kapasitas, tekanan)

Sistem Pembuangan air
kotor / limbah (Sistem
Pemipaan, pengolahan,
kualitas elluen)

Sistem Pembuangan
kotoran dan samapah
(Bentuk pewadahan,

LS

Sistem penyaluran air
hujan (Penyaluran,
Penampunga,
penyerapan)

Pemeriksaan Septik Tank

CATATAN :

Pemeriksa

...........................




B.4. PEMERIKSAAN ASPEK MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLAMBING
BANGUNAN GEDUNG

f—

HASIL PEMERIKSAAN CATATAN
. TIDAK
NO URAIAN PE;“SL;W AiNAI':‘;ill\J / MEMENUHI
BAIK PERSYARATAN
/ RUSAK
1 | Sistem Instalasi Tata
Udara
2 | Sistem Transportasi
Vertical
- 3 | Sistem Plambing dan
Pompa Mekanik
4 | Sistem Sanitasi
5 | Pengaman terhadap B
Bahaya kebakaran
6 | Instalasi Penangkal Petir
7 |Instalasi Listrik o
CATATAN :
Pemeriksa

--------------------------




B.5. PEMERIKSAAN TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

HASIL PEMERIKSAAN CATATAN |
TIDAK
NO URAIAN PEggx\iNAl'l{:;\l / MEMENUHI
BAIK PERSYARATAN
/ RUSAK
1 | Pemeriksaan Ruang
terbuka hijau dan tata
pertamanan
2 | Pemeriksaan Prasarana
dan sarana sirkulasi
Mobil dan orang
3 | Pemeriksaan
kelengkapan prasarana
dan sarana ruang luar
CATATAN : .
Pemeriksa

...........................




KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
SECARA VISUAL

REKAPITULASI DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KERUSAKAN

l. Lokasi
2. Bagian
5. Nama Gedung
6. Alamat

7. Pemilik

8. Fungsi Gedung

9. Jenistype bahan struktur

10, Jenis'type sistem struktur
11, Jumiah lantai bangunan
di atas tanah
- dibawah tanah
12, Ukuran lantai dasar (m)

I3 Jenisftype fondasi

14. Kondisi lokasi

15. Pelapis dinding

16, Pelapis plafon

17. Pelapis atap

18, Dokumen

- perencanaan

- pelaksanaan

(g - TR Y Y, Symm——— S

3. Hari'Tanggal

4, Wakw

O Huonian

O Usaha

O Khusus

O Beton bertulang
O Komposit

O Kayu

O Pasangan bata
O Rongka'portal
O Dinding

............

O Dangkal

O Basement

O Datar

O Bukit

O Tepi lauvsungai
O Rawan gempa
O Rawan banjir
0 Kayu

O Wallpaper

O Kayu

O Akustik

O Tanah liar

O Beton

O Data uji tanah

O Topograli

O Gambar rencana
O Gambar kerja

O As buwilt drawing
O Berita acars

....................

0O Keagamaan

O Sosial Budaya

O Lainny

O Beton pracetak

O Baja

O Baja ringan

O Lamnya

O Rangka & dinding geser
O Lainnya

O Dalam (pancang/bor)
O Lanmya

O Lereng/miring
O Lembih

O Daerah industri
O Rawan longsor
O Lainnya

O Plester

O Lainnya

O Metal

O Lainnya

O Metal

O Lainnya

O Analisa strukwur

O Spesifikasi teknis

O ljin Mendirikan Bangunan
O Lainnya

O Sentifikasi Laik Fungsi

O Lainnya

..................




20. Evaluasi : Kemitingan BANGUNAN .. ivimiceceerisisimimmisimssansnenems e siassas iebn o basat 4 babdoh st bbb b s et et aans
21. Evaluasi ! tingkat kerusakan etepa4000n 008042409 PAE0BAPY PR YT PSP SPS PLIE YUTYEYS TS SS EST SHHA LA AN A4S A0S 41 AR MRS LD IH DS PSRN Y

22, Pengawas U P —




RINGKASAN RINCIAN KERUSAKAN

1 Lokes| 3 HanTanggel pemeriksaan
2 Bagian 4 Wakty
3 Nama gedung N =
5 Alamat e =
§ Pemilk B o o
7 Permukaan tanah O retak O tercaiah "0 runtuh
Q penurunan berbeda Q Iquifaksi O winnya ... .
8 Fondasi O rusak QO runtuh O pindah
O patah Q hiang O lerguing
9 Baut angkur O sebagian lopas QO hilang C benghok
10 Lantai Q berbeda elavasi O mring O rmuntuh
11 Rangka strutur O retak O lerkelupas O hancuwr
12 Sambungan O ceformas! kecl O retak O hancur
13 Plafon QO lepas QO miring O runtuh
14 Plesteran O retak O terkelupas G runtub
15 Lantai O retak Q minng O runtuhiambias
16 Rangka alap O scbagian patah O rusak O runtuh
17 Penutup atap O bemeserfiepas O rusak O runtuh
18 Listnk O tenadi hub pendek O aliran fistrik terputus O rusak
20 Talaudara O terganggu C sebagian rusak O rusak
21 Lileskalator O periu dperiksa O S5dak dp! beroperasi O  hancur
22 Kerusakan pada struktur utama
- fondasi O rusak tringan O russk sedang O rusak berat
- kelom O rusak fringan O rusak sedang O rusak berat
- sistern lantal & balok O rusak fringan O rusak sedang O rusak berat
- gtap O rusak tringan O rusak sedang O rusak berat
23 Kerusakan pada struklur sekunder
- platen O rnusak tringan O rusak sedang QO rusak berat
- dinding O nusak tringan O rusak sedang O rusak beral
- pinty O rusak tringan O russk sedang O russk berat
- jendeia O rusak tringan O rusak sedang 0 rusak berat
24 Kerusakan pada sstem uthitas
- tata udara O rusak tringan O rusak sedang O rusak beral
- plambing O rusak ringan O rusak sacang O rusak beral
- €lekirkal O rusak tngan O rusak sedang 0O russk berat
- |ieskalator O rusak fingan O rusek sedang O rusak berat
25 Peralatan keamanan
- teteitor & alarm O rusak fingan O rusak sedang O nusak berat
- aksesbilas O rnusak tringan O rusak sedang O rusak berst
- proteks| kebakaran O nsak ringan O russk sedang O rusak berat
25 Laindain
- frushing O rusak tingan O rusak sedang O rusak berat
27 Komentar
28 Pengawas

Sumber : Permen PU No. 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala

Bangunan Gedung




Bagian E

KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

MENGGUNAKAN PERALATAN NON-DESTRUKTIF

. PENGAMATAN VISUAL

a.

b,

Pengamatan Visual menggunakan alat Thermal Imaging Camera

Thermal Imaging Camera adalah kamera yang mendeteksi panas dalam
rentang sinar infra merah yaitu sckitar 900-14.000 nm dan
mengubahnya menjadi tayangan gambar atau video berwarna hitam
puti. Kamera ini dapat melihat semua obyeck dalam kondisi gelap total
sckalipun

Cara penggunaan

Arahkan Thermal Imaging Camera ke obyek yang ditinjau. Layar display
akan menayangkan gambaran obyck sesual dengan suhunya. Bagian
obvek vang bersuhu tinggi akan berwarna merah mengarah ke putih.
Sedangkan vang bersuhu rendah berwarna biru mengarah ke violet

. Obyek yang diperiksa

Instalasi listrik, system plambing air minum / air limbah

Gambar E.1. [lustrasi Pemeriksaan menggunakan Thermal Imaging

/™ bl & -




2. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BETON
a. Pengujian menggunakan alat Rebound Test Hamme: / Concrete Test

Hammer/ Palu Beton

Palu Beton adalah alat yang digunakan untuk mengetahui keseragaman

matecrial beton tanpa merusak struktur. Terdapat beberapa macam palu

beton vaitu ;

¢ Palu beton tipe N untuk menguji beton dengan ketebalan 100 mm
atau lebih dengan ukuran partikel maksimum 32 mm

« Palu beton tipe NR dilengkapi dengan kertas pencatat. Nilai-nilai
lentingan dicatat sebagai bar chart dan mampu mencatat hasil 4000
test.

« Palu beton tipe LR beroperasi pada tekanan energy tiga kali lebih
kecil, ideal untuk ketebalan dinding 50-100 mm atau untuk menguji
komponen vang kecil

b. Cara Penggunaan

Letakan batang penckan palu beton pada permukaan beton yang akan

diuji secara tegak furus, tetapkan tekanan yang digunakan dan tekanan

paluy beton sampai batang penckan menghilang, lepaskan palu beton.

Nilai lentingan yang ditunjukkan pada lavar adalah nilai kekeuatan

betont saal tes / actual lapangan untuk dibandingkan dengan nilai

kekuatan beton rencana
¢. Obyek yang diperiksa
Kolom, balok struktur

Gambar E.2. llustrasi pemeriksaan menggunakan rebound test hammer \/
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3. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENGHAWAAN
a. Pengujian menggunakan alat system penghawaan
Beberapa alat yang digunakan untuk menguji sistem penghawaan
diantaranya adalah thermometer, CO (Carbon Monoxyde) mecter, CO2
(Carbon Diaxyde) meter, RH (Relative Humidity) meter, air quality. Air
quality meter mampu mengukur beberapa indicator kualitas udara
seperti CO, CO2, 02, Kelembaban, titik cmbu, suhu ruangan serta
menyimpan data pengukuran dalam SD Card
b. Cara Penggunaan
Pasang sensor sesuai jenis pengukuran yvang akan dilakukan terhadap
indicator tertentu dari udara (CO, CO2, 02, Kelembaban, Titik embun,
Suhu ruangan), Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada layar
dan data hasil pengukur tersimpan dalam SD Card untuk kemudian
diunduh kedalam program excel secara langsung,
Temperatur / Suhu = 18-28 derajat celcius
Kadar CO maksimum = 100 ppm
Kader CO2 maksimum = 1000 ppm
e Kelembaban = 40-60 %
c. Obyek yang Diperiksa
Udara

Gambar. E.3. llustrasi Amr Quality Meter




4. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENCAHAYAAN

a.

b.

Pengujian menggunakan Lux Meter

Lux Meter merupakan alat untuk mengukur besarnya insentitas cahaya
disuatu tempat sehingga dapat diketahui apakah suatu ruangan
memiliki kualitas pencahayaan yang baik atau tidak

Cara Penggunaan

Arahkan alat pengukur pada suatu ruang atau bagian dari ruang yang
ingin diketahui kualitas pencahayaannya. Hasil pengukuran dapat
langsung dibaca pada layar,

Ambang batas kondisi ideal sesuai SNI 03-6197-2000 adalah :

« Rumah tinggal = 60-250 lux

« Perkantoran = 150-750 lux

+ Lembaga Pendidikan = 200-750 lux

« Hotel dan Restoran = 100-500 lux

¢ Rumah Sakit / Balai Pengobatan = 250-500 lux

+ Pertokoan / Ruang Pamer = 250-500 lux

¢ Industn (Umum) = 1 - 2000 lux

« Rumah Ibadah = 200 lux

. Obyek yang diperiksa

Pencahayaan pada ruang atau bagian ruang

Gambar.E.4. [lustrasi Lux Meter
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PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KECEPATAN ANGIN

a.

Pengujian menggunakan Anemometer

Anemometer merupakan alat untuk mengukur besarnya kecepatan

angina. Untuk kecepatan angina yang rendah scbaiknya menggunakan

hot wirc anemometer

Cara Penggunaan

Pegang alat pengukur dan posisikan antenna pengukur secara tegak

pada suatu ruang atau bagian dari ruang yang ingin diketahui

kecepatan anginnya, Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada

1ayar,

Ambang idela dan persyaratan ventilasi :

« Volume udara ideal adalah 0,283 n:3/menit/orang dengan kecepatan
angina antara 0,15-0,25 m/detik

¢ Ruangan kerja vang tidak menggunakan pendingin harus memiliki
lubang ventilasi minimal 15 % dan luas lantal dengan menerapkan
system ventilasi silang,

Obyek yang diperiksa

Kecepatan angina pada ruang atau bagian ruang

Gambar.E.5. [lustrasi Anemometer




5.

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TINGKAT KEBISINGAN

a.

o

Pengujian menggunakan Sound Level Meter

Sound Level Meter merupakan alat untuk mengukur tingkat intensitas

ditempat kerja

Cara Penggunaan

e Atur Pembobotan wakiu (lambat, cepat dan impuisi) dan frekuensi
(A, C dan Z) sesuai keperluan

» Posisikan mikrofon alat ukur setinggi posisi telingan manusia
ditempat kerja. Hindari terjadinya refleksi bunyi dari tubuh atau
penghalang sumber bunyi.

« Arahkan mikrofon alat ukur dengan sumber bunyi secara tegak lurus

o Catat hasil pengukuran

Obyek vang diperiksa

Tingkat kebisingan pada suatu tempat. Tingkat kebisingan yang

diperkenankan ada diruang kerja maksimum 83 desibel (Kepmen.kes No

1405 /MENKES/SK/X1/2002 lentang Persyaratan Kesehalan

Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri).

L

Gambar.E.6. llustrai Sound Level Meler




PENGUKUR JARAK

a.

L]

Pengukuran Jarak menggunakan Laser Distance Meter

Laser Disto Meter merupakan alat untuk mengukur jarak menggunakan

iaser

Cara Penggunaan

» Tempatkan alal pada bagian dasar di satu titik

« Arahkan sinar laser pada titik yang akan diukur jaraknva. Sinar
laser vang terpantul akan dilengkapi kembali oleh laser distance
meter

e Jarak diukur oleh alat berdasarkan interval waktu antara
pengiriman dan penerimaan kembali oleh sinar laser.

Obyek yang diperiksa

Ruangan, koridor, tangga, ram, jalur kendaraan, jalur pedestrian dan

arca parki

—

Gambar.E.7. Nlustrasi Laser Distance Meter




8. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM KELISTRIKAN

a. Pengujian menggunakan alat Clam Meter
Clam Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik
AC, Voltase AC dan DC, tahanan dan Kontinuitas arus listrik

b. Cara Penggunaan
Bukan penjepit Calam Meter, tempatkan secara hati-hati bukaan alat
terhadap konduktor vang akan diukur. Yakinkan tidak ada kondukto:
lain dalam bukaan alat. Tutup penjepit kembali, atur kenop untuk
prmilihan jenis pengukuran dan nilai maksimum yang diukur untuk
mendapatkan pembacaan yang terbaik

c. Obvek vang diperiksa
Instalasi listrik

Gambar, E.8. [lustrasi Pemertksaan menggunakan Clamp Mezer




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR - TAHUN 2025

TENTANG : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
ROTE NDAO

FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
PRASARANA YANG AKAN DIBONGEKAR

FORMULIR

PERMOHONAN

RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN (RTB)
BANGUNAN GEDUNG

PEMERINTAH
KABUPATEN
ROTE NDAO

Nomor S ARy ARG Kepada
Perihal Pemohon RTB Yth. Bupati Rote Ndao
Cq. Kepala Dinas PUPR
di -
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bentuk Usaha : Perscorangan /Badan Usaha/Badan Hukum
2, NBIIA =0 e e e e S R S SR SeEe pe e b

B BEIMAE =000 et e R R S YRR R

4. Nomor Telepon/Hp O TR AR TR T s :

5. Email

6. Nomor KTP
, Jabatan dalam Perusahaan

...................................................

~]

S NamaPEmsabRagn 3= aoaiasegiisniinsiiisriiea e
9. Alamat Perusahaan R R e T T T Ty T e
10. Nomor Telepon PerUSaNARAN 3 iiiimamiiiliumnamnas anansansnsssasesadsdasadaiass

11. Data Bangunan/Prasarana yang diajukan RTB

* Jenis Bangunan /Prasarana S P Pt N PP e A P YR L L PO PR P

& JaBE @409 N iedasasessaanasasasssdsdseddasdinaasass ?
¢ DESRESITAIRENE = [ Sisssasserethisessrivanesadi s aeddsisveisi e

* Kecamatan




Dengan ini mengajukan permohonan Rencana Teknis Pembongkaran (RTB)
Bangunan gedung/ Prasarana karena :

Pembangunan Bangunan Gedung / Prasarana baru;
Dinyatakan tidak laik fungsi;

Membahayakan kepentingan umum;

Bangunan Gedung / prasarana tidak memiliki PBG.

Untuk :

|. Detail Bangunan Gedung :

a. Fungsi Bangunan:
Fungsi Hunian
Fungsi Keagamaan
Fungsi Usaha
Fungsi Sosial Budaya
Fungsi Khusus

R F DS WD T T - - G — M2

c. Tinggi Bangunan @ ......ccceo... M [ cviiicanninnn, e LANtai

2. Tanah
R TR IIAE TAYIEN. 2 i risi i et ssraraseasasas
b. Bukti Ha katas Tanah

No Nomor dan Lokasi Dega Luas Atas
Las | e
Nama Dokumen Tahun f Kel ‘ ‘ Tanah Nima
/ Kelurahan
Dolkuren g N (M2)

(Untuk nama dokumen pilih sertifikat ha katas tanah, akte jual beli, girik,
petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan)

3. Lampiran persyaratan permohonan rencana teknis pembongkaran, yaitu :

a. Fotokopi KTP pemohon;

b. Dokumen legalitas dalam hal permohonan pembongkaran bangunan
gedung/prasarana;

¢, Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung/prasarana dalam hal
pemohon bukan pemilik bangunan gedung/prasarana;

d. Fotokopi surat bukti status ha katas tanah;

e. Surat persctujuan pemilik tanah dalam hal pemilik
bangunan /prasarana bukan pemilik tanah;

f. Surat pernyataan bahwa bangunan gedung/prasarana tidak dalam
status sengketa;

g. Laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala; dan ?

h. Dokumen RTB bangunan gedung/prasarana,

-, - eaae oA o AR e s aas asadat aLaaliae o oa e
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Bagian A
TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA
PERMOHONAN DAN PENERBITAN PBG

Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada permohonan
dan penerbitan PBG

Petugas T
: = 2 E im :
No Kegiatan Pemilik BG  Pemasukan e Ket
Teknis
Data

T
Permohonan mengajukan |

permohonan PBG

2 | Ceklist berkas permohonan

sesuai

maka berkas dikembalikan ke

e =3
3  Bila berkas belum lengkap I : -

pemohon

4 e Pendataan pertama
dilakukan petugas
pemasukan data setelah

A
|
|
]
berkas lengkap |
* Berkas PBG diberikan
permohonan sesuai E
dengan sistem informasi ]
‘ manajemen bangunan '
i
|
i
| |
14
'
|
|
|

‘ gedung kedalam sistem

| data

| 5 | Berkas disampaikan kepada

| petugas PBG untuk dikaj:
secara teknis

"6 | Basis data dimutakhirkan

} | sctelah dilakukan proses

| | penilaian dokumen réencana

1 | teknis, pengesahan rencana

| dan penerbitan PBG
7 | Bila hasil pengkajian tidak

memenuhi persyaratan maka »
akan di informasikan ke ‘
pemohon dan database akan
diupdate

| 8 | Bila hasil pengkajian *

memenuhi persvaratan maka ‘ .
PBG akan dikeluarkan dan

database akan diupdate




Bagian B
TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA SAAT
PERMOHONAN DAN PENERBITAN SLF ATAU PERPANJANGAN SLF

Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saal

permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF
Petugas

No Kegiatan Pemilik BG | Pemasukan ‘el Kot

i

o

Data

Pcrmoﬁonah"mcngajukan
permochonan SLF /SLF-N
| Cekiist berkas permo_honan
, sesual
| 3 | Bila berkas belum lengkap
maka berkas dikembalikan ke
pemohon

o -

-5
i
I
l

4 |« Pendataan pertama
dilakukan oleh petugas
pemasukan data setelah

”

berkas pecrmohonan SLF
atau perpanjangan SLF
dinyatakan lengkap
+ Berkas permohonan SLF
‘ atau perpanjangan SLF
diberikan penomoran
sesuai dengan sistem
| informasi manajemen
bangunan gedung dan
dimasukan ke dalam basis
data
' Kajian teknis oleh petugas
pengkaji teknis kelaikan BG
6 | Basis data dimutakhirkan |
scielah SLF atau
perpanjangan SLF terbit
| Bila hasil pengka-j-i;H tidak
memenuhi persyaratan maka
akan di informasikan ke
pemohon dan database akan
_ diupdate |
| 8 | Penerbitan atau
, perpanjangan SLF untuk
} hangunan gedung sederhana v |
dilakukan oleh DPMPTSP dan .‘_‘
untuk SLF atau perpanjangan l
' SLF bangunan gedung .
lainnya dilakukan oleh Dinas
| |PUPR ,

i

|

-~




Bagian C
TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
PADA SAAT PEMBONGKARAN

Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada
pembongkaran

Petugas

. e Tim
No Kegiatan Pemilik BG | Pemasukan Tekni
> eknis
Data

saal

el

| | Permohonan menyampaikan
permohonan pembongkaran [/
instansi terkait

memerintahkan 'y
| _\denbonibunn. Lo DA 1
| 2 | Ceklist berkas permohonan
| pembongkaran o ’ e

3 | Bila berkas belum lengkap | %
maka berkas akan .
dikembalikan ke pemohon

+ Pendataan pertama
dilakukan oleh petugas
pemasukan data setelah
berkas permohonan
pembongkaran dinyatakan

lengkap
« Berkas permohonan

pembongkaran diberikan
penomoran scsuai dengan
sistem informasi
manajemen bangunan

| gedung dan dimasukan ke
dalam basis data

3 | Bila lengkap akan dilanjutkan

ke petugas teknis
S5 | Basis data dimutakhirkan

setelah rencana teknis
pembongkaran (RTB)
bangunan gedung disctuyi
Dinas PUPR dan
pembongkaran bangunan
gedung dilaksanakan

b ‘lﬁx’.ﬁ?disampaikan kepada
pemohon




Bagian D
TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
EKSISTING

Tabel tala cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung cksisting

Petugas Ti
. 7 im .
No Kegatan Pemilik BG | Pemasukan : : Ket
Feknis

! Data

1 | Petugas pemasukan data ‘

menyiapkan daftar simak '

data umum, data teknis,

bangunan gedung dan data

stalus bangunan gedung

schbagal instrumen survey

pendataan bangunan gedung
2 | Pemilik bangunan :gt:éung / \
menyiapkan kelengkapan
isian daftar simak

3 -iv’can‘él-max;rbr'rkas pendataan =
dilakukan oleh petugas '
pendataan
4  Petugas pemasukan data | [ _ '
™

melakukan pengisian daftar
simak untuk dimasukan
kedalam basis data

5 Pcng_k:—;]i?x;—ai—gkukzm oleh
pengkaji teknis menilai
kelayakan fungsi bangunan

6 Dalam hal diterbitkan PBG
dan/atau SLF untuk

bangunan gedung eksistng, .Q—‘

petugas pemasukan data

pemutakhiran basis data |




Bagian E
BORANG SURVEI PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

BORANG SURVEI PENDATAAN BG

Tanggal Pendataan : .......ccceeerreeiscriviressssssiansnananns
Legalitas Borang  : O Legal O Tidak Legal

Nomor PBG T
Nomor SLF G 0TS SRARIOON N TNy AR s an e -

DATA PEMILIK

lipe Pemilik O Perorangan O Usaha O Negara

‘ Perorangan Badan Usaha Negara
Nama Nama Badan Usaha Nama Institus:

| Nomor Identitas Nomor Akte Pendirian | Nomor IKMN

| Jenis ID HDNO

O KTP QOSIM O Passport

ALAMAT PEMILIK
Provinsi R R A R R T S S e R

Alamat B T s i A sa dad e e as
Kabupaten: 3 jvciuiismiismsisssssssnadasssis
18 b1 a0 0% ) 1 QRO S SO E A O R LA RIS 1
No. Telp SRR RS2 S IRCL BB S AT R N 2
Desa PP P A R A AR T LSOO TSI N A
No. Fax S VAN O BT AR AR ORI T S

DATA TANAH

Status Hak Atas Tanah

Nama Pemilik D DO e ARV AR ARAP L) PR

Nomor Identitas B A R K Y 1 RIS R AR

Jenis ID O KTP OSIM O Passport

Nomor Bukti Kepemilltan i . ccicivisrewniissssssssssrspsrssssesessssssrssasere

Jenis Bukti -OSHM OHGB O LeterC O Girik

Provinsi Tanah O e A A N R A B N T R 38 e

Kabupaten Tanah P A O OT 4 SO PSS L ST O A S PR IR

Kecamatan Tanah P AR AN A P T AR R TS PR LA DL XA %

Desa Tanah R R N e o e S S h e s




1 Tanah

Luas Tanah (M2] @i R S A e

Peruntukan Tenah O Hutan Produksi O Industri
O Hutan Rakyat O Pariwisaia
{) Pertaman O Ibadah
O Perikanan O Pendidikan
O Pertambangan O Hankam
QO Pemikiman

KDB Max , e ter Vel dde KLB Max : .......

KDH Max R T T PP KTE MER o iva vt ivaunnsnandanas

I FOTO BANGUNAN / TANAH FOTO DENAH




DATA BANGUNAN GEDUNG

Nama Bangunan Gedung :

....................................

Fungsi BG : O Hunian O Usaha O Keagamaan O Sosial Budayva O Khusus

Jumlah Lantai

| Ketinggian BG (m)

| Tanggal dimulai Kontruksi

| Provinsi BG

1 i—'\'iﬁ)ll pate I'!—B_G—

Luas BG (m2)

Luas Lantail Basemen

=== T&l‘\qu] Selesai Kontruksi

| Kecamatan BG

Desa BG

'RTBG

RW BG

Alamat BG

KLASIFIKASI BG

Kompleksitas BG

O Sederhana O Tidak Sederhana
( ) Khusus

1 mghat Permanensi

O Permanen O Semi Permanen
O Darurat
Tingkat Resiko Kebakaran

O Tinggi O Sedang O Rendah

Kepadatan Lokasi

O Padar O Sedang O Renggang

Ketinggian BG

O Tinggi O Sedang O Rendah

‘Kepemilikan

O Perorangan O Badan Usaha
l O Negara 1

| Resiko Gempa

Koordinat o i ‘
O Zonal OZona2 O Zona3l LS :
OZonad4 OZonas BT
!
) | ?
Nilai Bangunan saat didirikan Rp. (Opsional)
Nilai Bangunan saat isi Rp. (Op=ional)




DATA TEKNIS

KOEFISIEN SEMPADAN

| Koefisien Dasar Bangunan Keoefisien Lantal Bangunan
i
Koefisien Daerah Hijau Koefisien Tampak Basemen
Garis Sempadan Bangunan Gambar Rencana Teknis O
Gambar Sesuai Pelaksanaa O

RUANG HIJAU TERBUKA PEKARANGAN

TH O LuasRTH O Rendah O

DAMPAK LINGKUNGAN

Limbah B3 O Sistem Penampungan & Pengolahan O

Dokumen Lingkungan AMDAL O

FASILITAS BANGUNAN GEDUNG

Dokumen Akschilitas O  Dokumen Transportasi EG O
[ransportasi Dalam BG : O Lift O Tangga Berjalan O Lantai Berjalan

STRUKTUR

Struktur Bangunan Atas Struktur BamgL_lH;m Bawah

Dokumen Teknis Tanah O | Pondasi Dangkal @)

Dokumen Lampiran Struktur O Pondasi Dalam O

Struktur Bangunan Utama | Struktur Atap -

O Beton O Beton

O Baja Q Baja

0O Kayu O Kavu
| Kebakaran o Penangkal Kebakaran .

MPK / RTDK O Akl Q

Dokumen Lampiran O Pasif O }




LISTRIK, PETIR. KOMUNIKASI, PENCAHAYAAN & SANITASI

Daya Listrik (Watt) : ....covvirivininienss Dolkumen Instalas: Listrik O
Instalas) Penangkal Petir O Dokumen Penangkal Petir O
Dokumen Pencahayaan O Dokumen Instalasi Komunikasi O
Instalasi Komunikasi Sanitasi
O PABX O LAN / WAN | Pengolahan Limbah Domestik (@)
O Interkom O Lain-lain Sistem Sanitasi O
) e Pengolahan Air Hujan C
Sistem Drainase O
O PDAM O Air Tanah Instzalasi Gas (@)
Dokumen Lampiran Sanitasi C
DOKUMEN
Surat Advis KRK O Surat Kepemilikan Tanah Sewa O
Nomor Surat Advis KRK ............ Copy Sertifikat Tanah O
Surat Permohonan PBG O Surat Pajak O
Surat Permohonan SLF O SIPPT O
Fotokopi Identitas Pemchon O Tabel Ceklis Dokumen O
Surat Kuas PBG O Tabel Ceklis Teknis O
Surat K3 0 Surat Setoran Retribusi Daerah O
Rekomendasi Desa O Surat Ketetapan Retribusi Daerah O

Rekomendasi Kecamatan O Berita Acara Pemeriksaan Q




~
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Alamal

Alama

! Nama Pelaksana Nama Pelaks
rtifikat Nomor Sertifikat Nomor Sertifikat
| Alamat | Alamat
£ : Pengawas | Nama Pengawas
ifika Nomor Sertifikat | Nomor Sertifikat
|
|
\lamaf Alamat




Bagian F
TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG
EKSISTING

Tabel tata cara pelaksanaan pendaftaran bangunan gedung eksisting
Petugas
No Kegiatan Pemilik BG = Pemasukan

Data

| Pemnilik / pengauna
bangunan gedung
menyiapkan kelengkapan
dokumen untuk pendaitaran
bangunan gedung (Dokumen |
Administrasi dan Teknis}
untuk disampaikan kepada
petugas pemasukan data

o

Petugas pemasukan data

melakukan pengisian data

administrasi dan teknis ke

dalam basis data

3 | It'«:—:-\.tc_{l-:ajxcm dilakukan oleh
pengkaji teknis untuk menilai
kelayvakan fungsi bangunan

4  Dalam hal diterbitkan PBG

dan/atau SLF untuk

bangunan gedung eksisting,

petugas pemasukan data ,

melakukan pemutakhiran




LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI! ROTE NDAO

NOMOR " TAHUN 2025

TENTANG : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
ROTE NDAO

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian - A FORMULIR BERITA ACARA PENGAWASAN

Bagian - B DAFTAR SIMAK KESESUAIAN RENCANA TEKNIS DAN HASIL
KONTRUKSI

Bagian - C DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA K3

Bagian - D FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

Bagian - E FORMAT SURAT PERINTAH PEMBATASAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI

Bagian - F FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN SEMENTARA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN SURAT PEMBEKUAN PBG

Bagian - G FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN TETAP PEKERJAAN
KONSTRUKSI DAN SURAT PENCABUTAN PBG

Bagian - H FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN
GEDUNG

Bagian — I FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

Bagian - J FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN SEMENTARA
PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN SURAT PEMBEKUAN
SLF

Bagian - K FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN TETAP
PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN SURAT PENCABUTAN
SLF

BUPATI ROTE NDAQO,

-

PAULUS HENUK
~ PARAF HIERARKI

|
Sckretaris Dacrah

Pit. Asisten Perekonomian ’ f
: ?41

dan Pembangunan

R;-palm Bagian Hukum




Bagian A
FORMULIR BERITA ACARA PENGAWASAN

Kop Surat SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

KONSTRUKSI
NOMOR ¢ . iiiadiniiimiareaiiesssisevirssssarvosnoe
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor ... Tanggal
.......... Perihal Penugasan pengawasan pelaksanaan Konstruksi Bangunan
Gedung maka pada hari ini tanggal ......... bBulaay ..ol tahun ..........,

sava/kami vang bertanda tangan dibawah ini :

. Nama / NIP : coiiirirrnnriinrenes

Jabatan : (ketua/ sekretaris/ angagota)
B AR IR % enensnprssnrssvesasssase
Jabatan . (ketua/ sekretaris/anggotaj
DNPRNARL - DIEI*-2 suenvisponeienonssenss
Jabatan (ketua/ sekretaris/ anggota)

s
h

Telah melakukan penilaian,pemeriksaan,pengujian secara langsung terhadap
hasil pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung ............. yvang dan dengan
memperhatikan :
|. Dokumen PBG beserta lampirannya (Dokumen Rencana Teknis PBG
yvang telah disahkan, surat pernyataan)

2. Kelengkapan hasil penilaian, pemerniksaan dan pengujian sekurang-
Kxurangnya :
a. Foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50% dan

b. Laporan Konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan,
jaminan-jaminan, dll.

Untuk itu sava/kami menvatakan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung :
ya) A 4 g &

1. Nama pemilik/Pengguna Bangunaan Gedung:.....ccciiviveriiniersnsess
2. Fungsi Bangunan Gedung G R VAP AT A 8 ) 830 83
3. Alamat A OSSPSR RS S EF LD

Sesual / tidak sesual dengan ketentuan PBG dan lampirannya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Peéngawasan Pelaksanaan
Konstruksi ini dibuat dengan sebenamya.

Tim pemeriksaan pengawasan Pelaksanaan Konstrukst :

L iR a Namajelag: = S tanda tangan
NIP

B. CGiawasissen Namajelas = oo tanda tangan
NIP

- T IOR NART A A S Namajelas: = GaGdacaeaass tanda tangan




Bagian B

DAFTAR SIMAK KESESUAIAN RENCANA TEKNIS HASIL KONSTRUKSI

NC URAIAN KESESUAIAN

| Rencana Arsitektur | O Sesuai 0 Tidak sesuai
Rencana Struktur 0 Sesuai 0 -Tirdr;-n_k sesuai
'Rencana Utilitas ‘ D'S(i:;{mi 0 Tidak sesuai

Catatan : Rincian

persyaratan teknis

permohonan PBG

KTERANGAN

uraian rencana tekms vang diawasi disesuaikan dengan




Bagian C
DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3)

NO URAIAN K f SESU \I*\'\ KET

Persvarats al Umum 0 Sesuai 0 Tidak sesuai

2 hir—n'n 1t kerja dan peralatan | 0 Ses sual 0 Tidak Sesuali
3. | Perancah (SC AFFOLDS] 0 Sesuai 0 Tidak Scsuai
4. | Fangga Kerja Lepas (ladder} dan ' 0 Sesuai 0 Tidak Sesuai

l,-i "_ \.;1:.4'1
Kerja sementara (stairs)

5. | Peralatan untuk mengangkat 0 Sesuai 0 Tidak Sesua
(ifting Appliance)

6, | Tali,Rantai-rantai dan | 0 Sesuai 0 Tdak Sesuai

perlengkapan lainnya |

e Lo ——— I = -

Permesinan [ O Sesuai 0 Tidak Sesuai

8 l’fmla:an P{-mvndu'r"' 1 Tanah l O
|

0,  Peke me - Peke Tjaan bawah 0 Sesuai 0 Tidak Sesuai

Sesuat l) Tidak Sesua:

Lans }‘
10. | Penggalian penggalian 0 Sesuai O Tidak Sesuai

&Y }Jmn., icangan tiang PANC uug 0 Sesuai 0 Tidak Sesuai

12. | Penge llddh T%: ton 0 Sesuai 0 Tidak Sesuai

13. | Operasi lainnyva dalam 0 Sesuai 0 Tidak Sesuai
pembangunan

Bangunan gedung

14.  Pembongkaran (Demolittion) 0 Sesual 0 Tidak Sesuat

Catatan Rincian Uraian ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
mengacu pada keputusan bersama Menteri tenaga Kerja dan Menteri
Pekerjaan Umum NO : Kep-174/MEN/1986 tentang Keselamatan dan

Kesehatan pada Tempat Kegiatan Konstruksi




Bagian D
FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

KOP SURAT DINAS PUPR

............. yeesesseeBUIAN, ... Tahun........
Nomor : Kepada,
Lampiran : Yth. Pemilik Bangunan /Pengguna
Perihal : Bangunan Gedung..............
AIRIMAL 3 oo v omanans assviansis

di-

Dasar Hukum :
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung Pasal ......... Tentang PBG avat ........ bahwa Setiap orang
atau badan wajib memiliki PBG dengan Mengajukan permohonan PBG kepada
Bupati untuk melakukan kedgiatan :

a. Pembangunan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan

Gedung:
b. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan
gedung meliput perbaikan /perawatan, perubahan,

perluasan/pengurangan; dan
¢. Pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat keterangan
rencana Kabupaten/kota (advis planning) wuntuk lokasi yang
bersangkutan.
Peraturan Bupati Rote Ndao Tentang Ketentuan penyelenggaraan Persetujuan
bangunan gedung Gedung, Tim profesi ahli, sertifikat Laik fungsi, pengkaji
teknis, pembongkaran bangunan Gedung dan pendataan bangunan gedung
pasal ......... avat ........ bahwa setiap orang atau badan hukum vang akan
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat
bangunan gedung harus memiliki PBG.
Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/lbu/Saudara/i untuk
segera melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/saudara/l miliki
dengan PBG
Apabila Surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-
turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja maka akan dikenakan sanksi
penertiban berupa penyegelan dan/atau pembongkaran. Segala bentuk
kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab tim
penertiban Kabupaten Rote Ndao.
Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Rote Ndao

...........................

Tembusan
1,.Bupati
2. DPMPTSP




Bagian E
FORMAT SURAT PERINTAH PEMBATASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

KOP SURAT DINAS PUPR

—
.............. guknns et T UAREENNL o aaasaa RERIRA K e anness
Nomor e Kepada,
Lampiran Yth. Pemilik Bangunan/Pengguna
Perithal : Peringatan 1/2/3 Bangunan gedung...........
AIRIAL, oo vecsosnasossnrns

Dasar Hukum:
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 tahun 2016 tentang
bangunan gedung pasal ...... tentang PBG ayat...........

|. Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik
bangunan gedung memperolech PBG dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis vang telah disahkan;
Dalam melaksanakan pekerjaan pelaksana bangunan wajib mengikuti
semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan
dalam PBG.
Peraturan Bupati Rote Ndao tentang ............... Pasal ....... APRL erarvan bahwa

o

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/lbu/Saudara/iuntuk
melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan
persvaratan administrasi dan persyartan teknis yang ada didalam PBG.
Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-
turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja ,maka akan dikenakan
sanksi penertiban berupa pembatasan pekerjaan konstruksi.segala bentuk
kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab tim
penertiban Kabupaten Rote Ndao

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Rote Ndao

.............................

Tembusan :
1.Bupti

2.DPMPTSP
3.Satpol PP




Bagian F
FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAN
KONSTRUKSI DAN SURAT PEMBEKUAN PBG

KOP SURAT DINAS PUPR

.............. RSB C ) 71 |y TRREREERR §- 1 0 ¢ 0 ) v OUANAOR
Nomor : Kepada,
Lampiran Yth. Pemilik Bangunan /Pengguna
Penhal : Peringatan 1/2/3 Bangunan gedung............
Y1y BN RS

di-

.............................

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Bangunan gedung pasal....tentang PBG ayat........

|. Pelaksanaan Kkonstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik
bangunan gedung memperolch PBG dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis vang telah disahkan,

. Dalam melaksanakan pekerjaan pelaksana bangunan wajib mengikuti
semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan
dalam PBG.

Peraturan Bupati Rote Ndao tentang ...........coivinee, pasal ...... avat ...

bahwa .....ceeens

Atas dasar tersebut kami meminta kepada bapak/ibu/saudara/l untuk

melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan

persvaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ada dalam PBG.

Apabila surat peringatan imi tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-

turut masing-masing selamsa 7 (tujuh) hari kerja,maka akan dikenakan sanksi

penertiban  berupa penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan
pembekuan PBG.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi

tanggung jawab Tim penertiban Kabupaten Rote Ndao .

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

o

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Rote Ndao

...........................

Tembusan :
1.Bupati

2.DPMPTSP
3.Satpol PP




Bagian G
FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN TETAP PEKERJAAN
KONSTRUKSI DAN SURAT PENCABUTAN PBG

KOP SURAT DINAS PUPR

....... ONCCIIERGRGIR =37 1)) FROREETR - 1)+ | | ISPt
Nomor : Kepada,
Lampiran : Yth. Pemilik Bangunan/Pengguna
Perihal ; Peringatan 1/2/3 Bangunan gedung............
AlamAat. . .ovvvvvrrinrsrnrres
di-

Dasar hukum:
Peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 tahun 2016 tentang
bangunan gedung pasal ...... tentang PBG ayal ......

1. Pelaksanaan konstruksi bangunan gedungdimulai sctclah pemihk
bangunan gedung memperoleh PBG dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis vang telah disahkan;

Dalam melaksanakan pckerjsan pe¢laksana bangunan wajib mengikuti
semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan
dalam PBG.

Peraturan Bupati Rote Ndao tentang .......oovvivienn pasal ....... Ayat ...
iy R ——

Atas dasar tersebut kami meminta kepada bapak/ibu/saudara/l untuk
melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ada dalam PBG ,
Apabila sural peringatan ini tidak diindahken dalam 3 (tiga) kali berturut-
turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja,maka akan dikenakan sanksi
penertiban berupa penghentian tetap pekerjaan konstruksi ,pencabutan PBG
dan perintah pembongkaran bangunan gedung,

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penerfiban tidak menjadi
tanggungjawab Tim penertiban Kabupaten Rote Ndao.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian .

N

Kepala Dinas PUFPR
Kabupaten Rote Ndao

............................

Tembusan :
1. Bupati

2.DPMPTSP
3.Satpol PP




Bagian H
FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG

KOP SURAT DINAS PUPR

esasessessonssgesseses BULAT s e veres Tahun.........
Nomor - Kepada,
Lampiran Yth. Pemilik Bangunan/Pengguna
Penhal : Peringatan 1/2/3 Bangunan gedung............
ALRRE, - cceeiissanicaisnes
di-

.............................

Dasar hukum:
Peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung Pasal ...... tentang PBG ayat ........
|. Pelaksanaan konstruksi Bangunan gedung dimulai setelah pemilik
bangunan gedung memperolch PBG dan dilaksanakn berdasarkan
dokumen rencana teknis vang telah disahkan.

2. Dalam melaksanakan pekerjaan  pelaksanaan  bangunan wajib
mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang
ditetapkan dalam PBG,

Peraturan Bupati Rote Ndao tentang .......cccovvevenens DEEAE o.oneescens QYER: ooorersviree
bahwa ...iueieness

Atas dasar tersebut kami meéminta kepada Bapak/ibu/saudara/l untuk
segera melakukan pembongkaran terhadap bangunan gedung yang sedang
didirikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sejak
dikeluarkannya surat perintah pembongkaran bangunan gedung,

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi
pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satpol PP atas biaya pemilik
bangunan gedung,

Dalam hal pembongkaran dilakukan olch Satpel PP pemilik bangunan gedung
juga dikenakan denda administratif yang besarnya ditentukan berdasarkan
berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan sctelah mendapat
pertPBGangan dari TPA.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi
tanggung jawab tim penertiban Kabupaten Rote Ndao.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Rote Ndao

................................

Tembusan :
1.Bupati
2.DPMPTSP

om Awm a Prp—




Bagian 1|
FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

KOP SURAT DINAS PUPR

seasssassessespasanass BULARL v vives Tahun.........
Nomor - Kepada,
Lampiran Yth. Pemilik Bangunan /Pengguna
Perihal : Peringatan 1/2/3 Bangunan gedung............
Al L S
di-

Dasar hukum:
Peraturan dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung pasal ..... tentang SLF ayat ......ccorvvevenes :

Peraturan Bupati Rote Ndao tentang keientuan penyelenggaraan Persetujuan
bangunan gedung Gedung ,Tim profesi ahli,Sertifikat Laik fungsi ,pengkaji
teknis,pembongkaran bangunan gedung,dan pendataan bangunan gedung
pasal ..., avat ......... bahwa setiap bangunan gedung vang telah sclesai
dibangun harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.

Atas dasar tersebut kami meminta kepada bapak/ibu/saudara/i miliki
dengan SLF sebelum dimanfaatkan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-
turut masing-masing selama 7 (tujuh) han kerjamaka akan dikcnaakan
sanksi penertiban.

Segala bentuk kerugiann yang diuimbulkan dari penertiban tidak menjadi
tanggung jawab tim penertiban Kabupaten Rote Ndao.

Demikian disampaikan untuk diketahui menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Rote Ndao

lembusan .

L. Bupati

2. DPMPTSP
3. Satpol PP




Bagian J
FORMAT SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN
GEDUNG DAN SURAT PEMBEKUAN SLF

KOP SURAT DINAS PUPR

.............. geesesssBUlaAN.........Tahun.........
Nomor Kepada,
Lampiran Yth. Pemilik Bangunan /Pengguna
Perihal : Peringatan 1/2/3 Bangunan gedung............
RlamBt .o

Dasar Hukum:
Peraturan Daerah kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2016 tentang
bangunan gedung pasal ...... tentang SLF ayat ............. :

Peraturan Bupati Rote Ndao tentang ketentuan penyelenggaraan Persetujuan
bangunan gedung Gedung, Tim profesi ahli, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji
Teknis, pembongkaran bangunan gedung dan pendataan bangunan gedung
pasal ... ayat ...... bahwa setiap bangunan gedung yang telah sclesai
dibangun harus memiliki SLF sebelum dimaniaatkan.

Atas dasar terscbut kami meminta kepada bapak/ibu/saudara/l untuk segera
melengkapi bangunan Gedung yang bapak/ibu/saudara/l miliki dengan SLF
sebelum dimanfaatkan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-
turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan
sanksi penertiban berupa penghentian sementara pemanfaatan bangunan
gedung dan pembekuan SLF.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi
tanggung jawab tim penertiban Kabupaten Rote Ndao.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian,

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Rote Ndao

..........................

Tembusan :
1. Bupati
2. DPMPTSP
3. Satpol PP




Bagian K
FORMAT SURAT PENGHENTIAN TETAP PEMANFAATAN BANGUNAN
GEDUNG DAN SURAT PENCABUTAN SLF

KOP SURAT DINAS PUPR

RO eSS T EPies — 1 5 L1 ¢

Normor . Kepada,
Lampiran : Yth. Pemilik Bangunan/Pengguna

Perihal : Peringatan 1/2/3 Bangunan gedung...........

Dasar hukum:
Peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 tahun 2016 tentang
bangunan gedung pasal ....... .. tentang SLF ayat .......

Peraturan Bupati Rote Ndao tentang ketentuan penyelenggaraan Persetujuan

angunan gedung Gedung,Tim profesi ahli, Sertifikat Laik fungsi, pengkaj
cknis, pembongkaran bangunan gedung dan pendataan bangunan gedung
Nasal ......... ayat ... bahwa setiap bangunan gedung yang telah selesal
dibangunn harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.

Atas dasar tersebut kami meminta kepda bapak/ibu/saudara/l untuk segera
melengkapi bangunan gedung yang bapak/ibu/saudara/i miliki dengan SLF
sehelum dimanfaatkan

Apabila sural peringatan ini tidak diindahkan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kelender sejak dikeluarkannya sural penghentian sementars
pemanfaatan bangunan gedung dan sural pembeckuan SLF maka akan
dikenakan sanksi penertiban berupa penghentian (etapi pecmanfaatan
bangunan gedung dan pencabutan SLF

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi

tanggungjawab tim penertiban kabupaten Rote Ndao,

Demikian disampaikan untuk diketahuw dan menjadi perhatian

Kepala Dinas PUPR

Kabupaten Rote Ndao

Tembusan

1. Bupatu

2. DPMPTSP
3. Satpol PP




